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KATA PENGANTAR
asa sl a1 Al iy

Segala puji bagi Allah swt. Atas perkenaan-Nya,
penulis dapat menyelesaikan penulisan Buku Ushul Figh
II. Dan shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad saw.,
para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para
pengikutnya.

Buku Ushul Figh II ini ditulis sesuai dengan
kebutuhan kurikulum perguruan tinggi Islam, yang mana
ilmu ushul figh merupakan ilmu yang wajib diajarkan.
Oleh karnanya kehadiran buku ini akan sangatlah
membantu untuk mempermudah bagi mahasiswa dan
penggiat ilmu keislaman, sekaligus sebagai bahan
referensi.

Penulis menyadari, sebenarnya buku yang kami
sajikan ini sesunggunya masih jauh dari kesempurnaan,
karnanya kami sebagai penulis tentunya sangatlah
mengharpakan masukan dan kritikan yang bersifat
membangun untuk perbaikan dan sekaligus masukan
yang cukup berharga bagi penulis.

Pada umum literature ilmu ushul figh masih
menggunakan bahasa arab, Bagi dosen yunior menelaah
langsung literature bahasa Arab merupakan kesulitan
tersendiri. Demikian pula, mahasiswa juga akan
mengalami kesulitan dalam mengembangkan diri dan
memperluas wawasannya, akibat keterbatasan
kemampuan bahasa Arabnya dan kesulitan dalam
memperoleh buku-buku yang mengacu kepada kurikulum
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mi. Karena tulah, maka penulis memberanikan din untuk
menulis buku Ushul Figh II dalam rangka memenuhi
kebutuhan vang mendesak tersebut.

Buku Ushul Figh II ini penulis kelompokkan
kepada dua bagian, yaitu: Bagian pertama membahas
tentang kaidah-kaidah kebahasaan yang menjadi landasan
bagi istinbath hukum dari alquran dan sunnah. Bagian
kedua membahas tentang magashid syari'ah, ijtihad dan
perkembangannya, taklid, fatwa dan penyelesaian
terhadap pertentangan dalil dalam ijtihad, serta dinamika
dan elastisitas hukum Islam. Dalam pembahasan tersebut,
penulis mengemukakan pandangan fukaha dan argumen
masing-masing, dalam bentuk perbandingan pemikiran
yang timbul di kalangan ulama ushul figh dengan
didukung oleh contoh-contoh istinbath hukum mereka.
Dengan demikian, diharapkan mahasiswa dapat
memahami metode istinbat hukum dan penerpannya.

Demikianlah, tetntunya buku ini masih banyak
mengandung kekurangan dan keterbatasan.
Bagaimanapun juga penulis berharap buku ini dapat
bermamfaat bagi pengembangan dan pendidikan di
lingkungan UIN dan PTAIS. Amien.

Penulis,

Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA.
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Kaidah Ushulliyyah Kebahasaan 3

PENDAHULUAN

Hukum Islam bersumber dari wahyu Allah swt., yang disampaikan
kepada Nabi Muhammad saw, dalam bentuk Alqur'an dan Sunnah.
Kedua sumber tersebut diungkapkan dalam bahasa Arab, sesuai dengan
bahasa masyarakat yang pertama kali menerimanya, yakni masyarakat
Arab. Oleh karena itu, untuk dapat memahami nash kedua sumber
hukum itu dan mengistimbatkan hukum yang terkandung di dalamnya,
seseorang haruslah mengetahui secara benar bahasa Arab, mampu
menangkap sasaran yang dimaksudkan nash-nash tersebut sampai kepada
hal-hal yang mendetail yang tersembunyi di balik suatu nash, dan
mengerti berbagai cara dan bentuk uslub yang dipergunakan dalam
bahasa Arab dalam menyampaikan suatu maksud, seperti ungkapan
hakiki dan majazi (kiasan), serta kandungan pengertian (dalalah) yang
terdapat dalam berbagai bentuk uslub itu. Sebab pengetahuan akan
berbagai hal tersebut mempunyai peranan yang amat penting dalam
memahami nash dan menyingkap berbagai hukum yang terkandung di
dalamnya. !

Dalam rangka memudahkan peminat kajian hukum Islam dalam
memahami nash Alqur'an dan sunnah, para pakar ilmu ushul figh telah
mencurahkan perhatian dan kemampuannya guna mengkaji dan meneliti
berbagai uslub bahasa Arab, susunan kalimatnya, dan berbagai hal yang
terkait dengannya. Dari penelitian tersebut mereka menyimpulkannya
dalam bentuk kaidah-kaidah dan patokan-patokan (dhabit) dalam
memahami nash dan mengistimbathkan hukum taklifi darinya. Dalam
penelitian tersebut mereka berpijak pada dua landasan. Pertama, dalalah
kebahasaan dan pemahaman berdasarkan bahasa Arab terhadap nash
Alquran dan sunnah. Kedua, berdasarkan cara yang ditempub
Rasulullah saw., dalam menjelaskan hukum yang terkandung dalam
Alqur'an dan keseluruhan hukum yang dijelaskan oleh Sunnah. Dengan
kedua landasan itu, suatu lafaz dipahami dalam ruang lingkup syara" yang
jelas. :
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Berdasarkan penelitian itu, para pakar ilmu ushul figh menyusun
metoda penafsiran hukum terhadap. nash-nash Alqur'an dan hadis-hadis
Nabi saw., yang mengandung hukum taklifi Mereka menetapkan
berbagai kaidah istimbath (menggali dan menemukan) hukum dari nash,
kaidah pengkompromian antara beberapa nash yang secara lahiriah
tampak saling bertentangan satu sama lain, dan kaidah pentakwilan nash
yang secara lahiriah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam
yang diketahui secara pasti. Dengan mengikuti kaidah-kaidah tersebut,
seseorang akan luput dari kesalahan dalam istimbath hukum dan dapat
memahami magasid al-syari'ah (tujuan/maksud hukum Islam) vyang
menjadi dasar nash, tetapi harus pula dipahami berdasarkan uraian lafaz
dari nash itu sendiri.

Pada dasarnya kaidah-kaidah kebahasaan dapat dipilah ke dalam
empat kelompok, yaitu : Pertama, kaidah kebahasaan yang ditinjau dari
segi kejelasan maknanya dan kekuatan dalalah yang dimaksudkannya.
Kedua, kaidah kebahasaan yang ditinjau dari segi cara penunjukan lafaz
terhadap makna (thurug al-dalalah ‘ala al-ma'na), apakah dengan dalalah
‘ibarat, isyarat, manthug, mafhum, atau lainnya. Ketiga, kaidah kebahasan
yang ditinjau dari segi cakupan lafaz dan jangkauan dalalahnya, apakah
umum atau khusus, mutlak atau muqayyad. Keempat, kaidah kebahasan
yang ditinjau dari segi shighat (bentuk) taklif, apakah berbentuk perintah
atau larangan atau lainnya. Kelima, kaidah kebahasaan ditinjau dari
penggunaan lafaz terhadap makna, apakah makna hakiki atau majazi.’

1. Abu Zahrah, Ushul al-Figh, Kairo: Dar al-Fikr al-’ Arabi, tanpa tahun, hal. 117.
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BAB I

LAFAZ YANG WADHIH DAN
GHAIRU WADHIH

(Yang Jelas Maknanya dan Yang Tidak Jelas Maknanya)

Lafaz ditinjau dari segi kejelasan dan kesamaran maknanya dapat
dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu: Lafaz yang wadhih (elas
pengertiannya) dan lafaz ghairu wadhih (tidak jelas pengertiannya).

Lafaz wadhih ialah: suatu lafaz yang menunjukkan suatu pengertian
berdasarkan shighat lafaz itu sendiri, tanpa ketergantungan pada sesuatu
yang bersifat khariji (eksternal) untuk menjelaskannya. Lafaz itu telah
dapat dipahami maknanya tanpa bantuan penjelasan lain, sehingga taklif
yang dikehendaki dalam lafaz itu dapat dilaksanakan.

Lafaz ghairu wadhih ialah : suatu lafaz yang maknanya masih samar
sehingga belum bisa dipahami. Kesamaran itu timbul dari lafaz itu sendiri
atau sesuatu di luar lafaz itu. Akibatnya, lafaz semacam ini tidak bisa
diamalkan begitu saja. J]a membutuhkan penjelasan lain agar penger-
tiannya menjadi jelas dan dapat dipahami.

Kedua macam lafaz tersebut terdapat dalam Alqur'an. Hanya saja,

oleh Nabi saw., baik melalui sabdanya atau amalan yang diperbuatnya.
Penjelasan itu telah lengkap dengan wafatnya beliau. Selanjurnya,
apabila ada sebagian fukaha yang masih tidak dapat memahami suate

nash Alqur'an karena kesamaran maknanya, maka hal itu timbul karena
ketidaktahuannya akan keseluruhan sunnah Nabi saw. iti. Akan teracs

iae
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diakui, bahwa secara kolektif, keseluruhan fukaha klasik mengetahui
keseluruhan sunnah itu. Jika ada sebagian fukaha yang tidak mengetahui
sebagian sunnah, maka bagian yang tidak diketahuinya diketahui oleh
fukaha yang lain. Demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, secara
totalitas seluruh sunnah diketahui fukaha secara kolektif.”

A. MACAM DAN PERINGKAT LAFAZ WADHIH

Lafaz yang wadhih mempunyai tingkat kejelasan yang berlainan
satu sama lain. Berdasarkan perbedaan ini, maka para pakar usul figh
membagi lafaz yang wadhih kepada empat macam, yaitu :

1. Zhahir, terendah dalam peringkat kejelasan maknanya.
2. Nash, lebih tinggi peringkatnya dari zhahir.

3. Mufassar, lebih tinggi peringkatnya dari nash.

4. Muhkam, yang tertinggi peringkatnya

Perbedaan tingkat kejelasan makna tersebut disebabkan peringkat
kemungkinan pengalihan makna atau tidak, ;ian kemungkinan untuk
dinasakhkan atau tidak. Jelasnya, jika suatu lafaz yang jelas maknanya itu
tidak mungkin ditakwilkan maknanya, tidak mungkin d-_g-\h~ni~nn an,
dan tidak mungkin dinasakhkan, maka disebut muhkam. Lantas jika lafz
itu tidak mungkin ditakwilkan maknanya dan tidak mungkin
ditakhshishkan, namun masih mungkin untuk dinasakhkan, maka
disebut mufassar. Kemudian jika lafaz yang jelas maknanya itu masih
berkemungkinan untuk ditakwilkan, ditakhshishkan dan dinasakhkan,
maka jika susunan kalimat lafaz itu dimaksudkan untuk menyampaikan
makna yang dikehendaki lafaz itu, ia disebut nash; Akan tetapi jika lafaz
itu menunjukkan makna yang segera hadir dalam pikiran, sementara
makna itu tidak dimaksudkan dari susunan kalimatnya, maka disebut
zhahir.

2. Ibid., hal 118
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1. ZHAHIR

Definisi Zhahir : Ulama ushul figh dari mahzab Hanafi
mendefinisikan Zhahir sebagai : Suatu lafaz yang menunjukkan suatu
makna yang jelas dan segera dapat ditangkap akal secara langsung
melalui lafaz itu sendiri, tanpa ketergantungan pada garinah (sesuatu
yang menunjukkan maksud kalimat) yang bersifat khariji (eksternal),
perenungan, penalaran dan analisis, akan tetapi makna tersebut tidak
menjadi tujuan pokok dari susunan kalimatnya. Di samping itu, lafaz
tersebut mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan, ditakhshishkan,
atau dinasakhkan.’

Misalnya, firman Allah swt. :

¢ /5'//"5’0-5' iy

aféTVQ:Ejﬁ.,.H%a \}.J_ J.h 873 @_.” &\J:-\)

Artinya: "...padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
(al-Bagarah, QS 2: 275)

Makna yang zhahir dari ayat tersebut ialah: kehalalan jual beli dan
keharaman riba, karena inilah yang segera tertangkap oleh akal; akan
tetapi sebenarnya makna tersebut tidak menjadi maksud pokok ayat itu.
Maksud pokok yang sebenarnya adalah menolak pernyataan orang-orang
yang mempersamakan antara jual beli dan riba sebagaimana terlihat pada
kalimat sebelumnya :

gYVo: ojw% g 1 c”““‘ Umﬁ, u auis

Artinya: “Hal itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya
jual beli itu sama dengan riba” (al-Baqarah QS 2:275)

Selanjutnya, masing-masing dari jual beli dan riba merupakan lata-
yang umum yang masih mungkin untuk ditakhshishkan dan boleh jadi
dinasakhkan pada masa kerasulan Nabi saw. Contoh zhahir lainnya ialah
firman Allah swt.:

3. Ali Hasabullah, Ushul al-Tasyri’ al-Islami, Mesir: Dar al-Ma’arif. 1971. hal 265
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Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat)

‘s bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung

dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-
lukapun ada gishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak
qishash)nya, maka melepaskan hak itw (menjadi) penebus dosa
baginya. Barangsiapa yang tidak ‘memutuskan perkara menurut apa
yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang
zalim” (al-Maidah QS 5:45)

Ayat tersebut dikemukakan dengan maksud mengecam kaum
Yahudi yang meninggalkan hukum kitab Taurat tentang hukuman
gishash. Akan tetapi zhahir ayat tersebut menjelaskan kewajiban
melaksanakan hukum gishash dalam Alquran. Sebab Alqur'an
menegaskannya sebagai hukum Allah, yang jika dilangear, maka
pelanggarnya termasuk kategori orang yang zalim. Selanjutnya hukum
gishash yang terdapat dalam ayat tersebut bersifat umum yang
selanjutnya ditakhshishkan, misalnya, harus ada unsur kesengajaan dan
kezaliman dalam tindak pidana itu. Contoh lain lagi, firman Allah swt.:

GV 2P |eilh L (SGG) §0ad IR 386 T T

Artinya: “ ... Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia: dan apa
yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah...” (al-Hasyr QS 59:
7).

Zhahir ayat tersebut menunjukkan kewajiban mentaati Rasul
dalam segala hal yang diperintahkannya dan segala hal yang dilarangnya.
Makna inilah yang segera tertangkap akal dari ayat itu, akan tetapi
makna ini tidak menjadi tujuan utama dari susunan kalimatnya. Maksud
pokok ayat itu adalah: harta rampasan yang diberikan oleh Rasul pada
waktu pembagian supaya diterima, dan apa yang dilarangnya supaya

e N U e
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ditinggalkan. Ayat tersebut juga bersifat umum yang mempunyai
kemungkinan batasan-batasan tertentu yang lebih rinci.

Hukum zhahir : Hukum yang terdapat pada makna zhahir suatu
nash, baik Alqur'an maupun hadis ialah: bahwa lafaz itu wajib diamalkan
sesuai dengan tuntutan makna yang terdapat di dalamnya sebagaimana
adanya, sehingga ada dalil lain yang menjelaskannya, mentakwilkannya,
mentakhshishkannya, atau menasakhkannya.*

Jika lafaznya bersifat umum, maka ia tetap berlaku umum sehingga
ada dalil yang mentakhshishkannya. Misalnya, keumuman pembolehan
jual beli telah ditakhshishkan dengan larangan Rasulullah saw. terhadap
jual beli yang mengandung unsur gharar (penipuan).’

Jika lafaznya bersifat mutlak, maka ia tetap berlaku sesuai dengan
kemutlakannya, sampai ada dalil yang membatasi kemutlakan itu, seperti
pembatasan kemutlakan firman Allah swt.:

4Y €Tt (ST 13 5735 6 45T 91
Artinya: “Dan dihalalkan bagimu selain yang demikian” (Al-Nisa’ QS 4: 24)

Ayat tersebut berkenaan dengan menikahi wanita yang tidak
diharamkan dengan batas jumlah maksimal empat orang isteri. Kemudian
hadis Nabi saw. melarang menyatukan sebagai isteri antara seorang
wanita dan bibinya. Pendeknya, pada prinsipnya lafaz zhahir berlaku
sebagaimana adanya, kecuali apabila ada dalil yang memalingkannya dari
pengertiannya kepada pengertian lain sebagaimana lafaz khash yang
hakiki memiliki kemungkinan untuk dikehendaki makna majazinya.
Akan tetapi untuk itu, diperlukan adanya dukungan dalil atau beberapa
syarat yang terdapat dalam takwil. Demikian pula hukum yang terdapat
pada lafaz yang zhahir tetap berlaku sepanjang tidak ada dalil yang mena-
sakhkannya. Penasakhan ini hanya terjadi pada masa pembentukan
hukum Islam, yaitu masa kerasulan. Kemudian sebagai gantinya
disyari'atkan hukum lainnya dengan berdasarkan nash Alquran atau

4. Jbid, hal. 266.
5. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya dari sahabat Abu Hurairah ra.
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sunnah. Biasanya hal ini berkenaan dengan hukum furu'iyyah (kasuistis)
yang bersifat juz’iyyah yang dapat mengalami perubahan karena
perubahan kemaslahatan dan dapat dinasakhkan, bukar hukum yang
bersifat universal dan kulliyyah dan berlaku sepanjang zaman.

2. NASH

Definisi Nash : Nash menurut istilah ulama ushul figh mazhab
Hanafi ialah : suatu lafaz yang menunjukkan suatu makna dengan
dalalah yang jelas dan makna tersebut merupakan maksud pokok dari
lafaz itu, karena adanya garinah yang menyertainya, hanya saja masih
memiliki kemungkinan untuk ditakwilkan, ditakhshishkan, atau
dinasakhkan pada masa kerasulan.®

Sepanjang suatu makna dipahami langsung dari lafaznya tanpa
ketergantungan pada penjelasan lain, dan makna tersebut adalah maksud
pokok dari lafaz itu, maka disebut nash. Misalnya, firman Allah swt.:

. » ¥ ,54115/"‘!, B e
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Artiny'a: "...padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
(Al-Bagarah QS 2: 275)

Ayat tersebut merupakan nash terhadap perbedaan antara jual beli
dan riba dan menolak anggapan yang mempersamakan kedua hal itu,
sebagaimana disebutkan sebelumnya. Pengertian tersebut merupakan
maksud asli dari ayat itu. Misal nash lainnya, firman Allah swt.:

£l 255y S i oL 5 180 Db GG 6

Artinya: "...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua,
tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil,
maka (kawini?ah) seorang saja.” (Al-Nisa’ QS 4: 3)

Ayat ini merupakan nash terhadap batas maksimum berpoligami.
Makna inilah yang dikehendaki, terbukti ada penegasan, kalau tidak

6. Ali Hasabullah, op. cit., hal. 267.
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akan mampu berlaku adil, maka seseorang dilarang berpoligami dan
cukup dengan satu orang istri atau budak perempuan yang dimilikinya.
Misalnya lagi, firman Allah swt.:

Artinya: “...sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar

hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) ..."
(Al-Nisa’ QS 4:11)

Ayat tersebut merupakan nash terhadap pendahuluan hutang dan
wasiat atas pembagian harta peninggalan untuk para ahli waris, karena
pengertian inilah yang dikehendaki dari ayat tersebut. Misalnya lagi,
firman Allah swr.:

B YT LS s T Lag ol Tpahabld 88,001 Lty
£Y AT
Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah

tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka
kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah” (al-Maidah QS 5: 38)

Avyat tersebut merupakan nash terhadap hukuman potong tangan
pencuri, karena ayat tersebut memang dimaksudkan untuk menjelaskan
hukuman pencuri. Misalnya lagi, firman Allah swt.:

2o
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Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah
tiap-tiap ovang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan)
agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat...”
(Al-Nur QS 24: 2)
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Ayat tersebut merupakan nash bagi kewajiban hukuman dera bagi
perzinaan, karena ayat tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan hal itu.

Hukum Nash: Hukum nash sama dengan hukum zhahir, yaitu :
wajib mengamalkan makna yang langsung ditunjuki oleh nash yang
menjadi maksud inti daripadanya, dengan kemungkinan ditakwilkan, jika
termasuk lafaz khash (khusus); kemungkinan untuk ditakhshishkan, jika
termasuk lafaz yang umum; serta kemungkinan untuk dinasakhkan.
Hanya saja, jika kemungkinan-kemungkinan itu tidak berlandasan dalil,
maka hukum ditunjuki oleh nash itu bersifat gath’i (pasti). Khusus
berkenaan dengan takwil, kemungkinannya untuk terjadi pada nash lebih
jauh dibandingkan kemungkinan terjadinya pada zhahir.’

Dari segi hukum, tuntutan yang terdapat dalam nash tidak berbeda
dengan tuntutan yang terdapat dalam zhahir. Sebab masing-masing dari
keduanya wajib diamalkan. Hanya saja, nash lebih jelas dari zhahir,
karena makna yang dikehendaki oleh si pembicara dalam menyampaikan
lafaz itu diketahui secara konkrit melalui garingh yang menyertai susunan
kalimatnya. Hal ini dapat terlihat ketika dibandingkan antara zhahir dan
nash. Oleh karena itu, nash lebih unggul dari zhahir dan peringkat
kejelasan nash lebih tinggi dari zhahir.

Contoh nash yang dipalingkan dari pengertiannya, diantaranya,

ialah firman Allah swt.:
4y o.u\.u; U1, iy ,&.1; e

Artinya: “Dzharamkan bagimu bangkai dan darah ...” (Al-Maidah QS 5: 3)

Ayat tersebut merupakan nash terhadap pengharaman bangkai
daan darah. Akan tetapi, kemutlakan kata “darah” dibatasi dengan kata
“yang mengalir”. Allah berﬁrman

wu,..i; Wiwpslbsl;uﬂqh Jl us,».b-l‘ﬁ‘p
ESETIEN l:-}nl.ili’:}f

7. Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Figh al-Islami, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, hal. 320.
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Artinya: “Katakanlah: Tiadalah kau peroleh dalah wahyu yang diwahyukan
kepadaku sesuatu vyang diharamkan bagi orang yang hendak

memakanma kecuali kalauw makanan itu bangkai atau darah yang
mengalir” (Al-An'am QS 6: 145)

Contoh lain ialah firman Allah swt.:

4 YAB D 378 136 Gl al s ool

Artinya: “Dan  wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri
(menunggu) tiga kali quru’.” (Al-Bagarah, QS 2: 228)

Ayat tersebut merupakan nash yang bersifat umum tentang iddah
tiga quru’ bagi wanita yang diceraikan. Kata wanita yang ditalak dalam
ayat itu dibatasi 'dengan “yang telah digauli” dan “tidak hamil”. Sebab
isteri yang belum digauli tidak diwajibkan beriddah dan iddah isteri yang
hamil berakhir dengan masa persalinannya. Hal ini dinyatakan dalam
firman Allah swt.:

OF Job te Shpanill 5 el (o a5uS015 Tt Ll
céf‘\ uﬁf‘ﬂ%) LGJJ-L—N G.LG u.a u.@..l.fv rQL@JZJb m

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-
wanita mukmin kemudian kamu mentalak mereka sebelum kamu
mencampuri mereka, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah
bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.” (Al-Ahzab QS 33:
49)

Dan firman Allah swt.:

$¢: QM%M ““if,@.tﬂ Jw’g\ uwj

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah

sampai mereka melahirkan kandungannya.” (Al-Thalag QS 65: 4)

Pendeknya, pengertian yang terdapat dalam nash wajib diamalkan
schingga ada dalil yang menafsitkannya, mentakwilkannya, atau
menasakhkannya.
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3. MUFASSAR

Definisi Mufassar : Ulama ushul figh mendefinisikan mufassar
sebagai suatu lafaz yang menunjukkan suatu makna dengan dalalah yang
lebih jelas dari nash dan zhahir, karena lebih terperinci penjelasannya,
sehingga tidak ada lagi kemungkinan untuk ditakwilkan, ditafsirkan, atau
ditakhshishkan; akan tetapi lafaz itu masih berkemungkinan untuk
dinasakhkan pada masa kerasulan.®

Kejelasan lafaz mufassar ini adakalanya disebabkan lafaz itu sendiri
yang relah menuntaskan penjelasannya. Misalnya, dalam suatu lafaz telah
ada penjelasan berupa jumlah tertentu. yang tidak mungkin lagi
dicarnbah atau dikurangi. Allah berfirman:

“ Fr0 ¢ Fo s 850 -8

& fo A g :’--an & J,gr} ’;.’ - .;,
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€&, 5z il
Artinya: “Dan  orang-orang yang menuduh wensta-wenita yang baik-baik
(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi,
maka deralah mereka (yang menudiuh i) delapan pubuh kali dera
" (Al-Nur QS 24: 4).

: Kalimat “delapan puluh kali dera™ merupakan lafaz yang mufassar,
karena merupakan jumlah tertentu, tak lebih 2k kurang. Demikian pula
kata “seratus kali dera” dalam hukuman hadd zina dalam firman Allah

SWL.:

v U LG o e s 0 i

Artinya: “Perempuan-perempuan yang berzina dan laki-laks yang berzna,

maka deralah tiap-tiap orang-dari kedua-duanya sevarus kali dera.”
(Al-Nur QS 24: 2)

Seratus kali dera merupakan lafaz yang mufassar karena jumlahnya
tertentu, tak lebih tak kurang.

8. Ibid, Hal. 321
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Selanjutnya, kejelasannya adakalanya disebabkan adanya
penjelasan dari dalil lain. Dalam kategori ini, adakalanya suatu lafaz
bersifat mujmal (belum jelas maknanya), kemudian datang dalil lain yang
menafsirkan dan menjelaskannya sehingga kemujmalannya pun menjadi
hilang dan menjadi lafaz mufassar. Misalnya, perintah shalat dan zakat
dalam firman Allah swt.:

g1 ) 23 a0 5 11y 3l 1A
Artinya: “Dan dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat.” (Al-Bagarah QS 2:
110)

Kemudian datang hadis dan sunnah Nabi saw. vyang
menjelaskannya. Rasulullah saw. bersabda:

Lol Jiyasly GBS 14ls
Artinya: “Lakukanlah shalat .sebagaimana kamu melihatku melaksanakan
shalat”. (HR. Bukhari, Darimi dan Ahmad dari Malik bin Anas)

Beliau juga merinci harta yang dizakati dan jumlah minimum harta
vang wajib dikeluarkan zakatnya dan seterusnya. Misalnya lagi, perintah
Allah untuk menjalankan ibadah haji ke Baitullah dalam firman-Nya:

4AV:i01 e I ol o S o all
Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah.” (Ali
Imran QS 3: 97)

Dalam ayat tersebut perintah haji masih mujmal, karena tadak ada
penjelasan bagaimana haji dilaksanakan. Penjelasan tersebut datang
setelah hadis Nabi saw.:

(&i—a"“,i‘_ibu:;:gl;

Artinya: “Ambillah dariku cara ibadah hajimu.” (HR. Muslim dari Jabir)
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- Penjelasan  dengan sunnah gauliyyah (ucapan) dan fi'liyyah
(perbuatan) ini merupakan penafsiran yang membuatnya menjadi lafaz
yang mufassar.

Dengan demikian, jelaslah bahwa mufassar merupakan suatu lafaz
atau kalimat yang disusul bayan tagrir atau bayan tafsir. Bayan tagrir
merupakan suatu penjelasan yang menghilangkan kemungkinan suatu
lafaz ditakhshishkan, jika bersifat umum, dan kemungkinan majaz dan
dicakwilkan, jika bersifat khusus, seperti penjelasan dalam bentuk
bilangan yang tertentu jumlahnya dalam beberapa contoh di atas.
Sedangkan bayan tafsir merupakan suatu penjelasan yang menghilangkan
kesamaran yang menyelimuti suatu lafaz atau kalimat, sehingga membuat
lafaz yang mujmal menjadi mufassar yang tidak lagi mungkin ditakwilkan.
Misalnya, kata shalat, zakat, dan haji serta lainnya yang telah dialihkan
oleh syara’ dari makna kebahasaannya kepada makna istilah syara’ yang
khusus. Hal ini dijelaskan oleh Nabi saw. melalui sunnah gauliyyah dan
f'livyah di atas.”

Hukum Mufassar. Hukum lafaz mufassar melebihi hukum lafaz
zhahir dan nash. Hukum yang terdapar di dalam mufassar harus
diamalkan secara pasti dan sedemikian rupa, karena tidak mungkin lagi
ditakwilkan atau ditakhshishkan. Hanya saja, ia masih mengandung
kemungkinan untuk dinasakhkan pada masa kerasulan, jika menyangkut
persoalan hukum yang juz'iyyah yang dapat dinasakhkan karena peruba-
han maslahat pada masa itu, dan bukan prinsip-prinsip pokok agama
yang umum dan universal. Masa penasakhan dibatasi masa kerasulan dan
kenabian, karena masa itulah, wahyu turun. Adapun setelah Nabi saw.
wafat dan wahyu terputus, maka hukum syara’ yang terdapat dalam
Alqur'an dan Sunnah menjadi muhkam, tidak dapat dinasakhkan atau
dibatalkan. Dengan demikian pula, penafsiran lafaz yang menjadikannya
mufassar haruslah pula pada masa Nabi saw.

Kendati suatu lafaz termasuk mufassar dan penafsirannya harus
terjadi pada masa Nabi saw., namun hal itu tidaklah menghalangi
kemungkinan ijtihad yang datang sesudahnya sepanjang dalalahnya

9. Ibid
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shanni, karena dengan ijtihad tidak berarti nash Alqur'an menjadi
mufassar. Penafsiran yang dilakukan oleh fukaha tidak membuat suatu
lafaz keluar dari dalalah lafaznya. Penafsiran tersebut berlandaskan
pemikiran dan logika figh, yang juga berpijak pada dahl yang diakui
keabsahannya.

4. MUHKAM

Definisi Muhkam: suatu lafaz yang menunjuk kepada maknanya
dengan dalalah yang jelas melalui shighatnya, sehingga ia tidak memiliki
kemungkinan untuk ditakwilkan, ditakhshishkan, maupun dinasakhkan,
baik pada masa Nabi saw. masih hidup maupun pada masa setelah beliau
wafat.

Muhkam umumnya berkenaan dengan hukum-hukum asasi yang
prinsipil. Misalnya, prinsip-prinsip keimanan, yaitu iman kepada Allah,
malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kiamat; prinsip
dan nilai-nilai sosial yang bersifat universal yang diakui oleh akal yang
sehat, seperti keadilan, kebenaran, kejujuran, persamaan, menepati janji,
berbakti kepada ibu dan bapak, menyambung persaudaraan atau
silaturrahmi dan lainnya. Prinsip-prinsip tersebut terdapat dalam
Alquran dan bersifat muhkam. Di samping itu, lafaz yang muhkam
terdapat pada hukum-hukum juz'iyyah atau furu'iyyah yang dinyatakan
dengan sifat keabadian dan kelanggengan. Misalnya firman Allah swt.:

$t: }Jx);o il 33 ﬁjl}t_j.. Y

Artinya: "... Dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka selama-
lamanya.” (Al-Nur QS 24: 4)

Kata “selama-lamanya” yang terdapat pada ayat tersebut
menunjukkan bahwa ia merupakan ketentuan hukum yang muhkam yang
tidak mungkin dinasakhkan. Oleh karena itu, fukaha mazhab Hanafi
berpendapat bahwa nash yang terakhir itu tidak menerima pengecualian.
Dalam pandangan mereka, setiap orang yang dihukum hadd, karena

10. Jbid,, hal. 323.
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mengeluarkan tuduhan zina pada orang lain tanpa bukti, tidak diterima
kesaksiannya selama-lamanya, meskipun ia telah bertaubat. Sebab
penolakan kesaksiannya merupakan hukuman duniawi dan berlaku
selama-lamanya. Pengecualiannya hanya berlaku dan berkenaan dengan
kefasikannya, bukan penerimaan kcsaksiannya.“ Ini berbeda dengan
mazhab Syafi'i dan lainnya yang berpendapat, bahwa jika ia bertaubat,
maka kesaksiannya kembali diterima. Sebab ia telah kembali pada
keadilannya.

Contoh lain ialah firman Allah swt.:
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Artinya "Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula)
mengawini isteri-isterinya  selama-lamanya sesudah ia  wafat.
Sesungguhya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi

Allah.” (Al-Ahzab QS 33: 53)

Berdasarkan adanya kata “selama-lamanya” maka ayat tersebut
merupakan nash muhkam, karena keharaman menikahi isteri-isteri Nabi
saw. setelah beliau wafat tidak bisa ditakwilkan, ditakhshishkan, maupun
dinasakhkan. Misalnya lagi, hukum berjihad yang banyak disebut-sebut

dalam Alqur'an. Dalam pengukuhannya, Nabi saw. bersabda:

Uy D0 S 2T a8 i 32 stiigad
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Artinya: “Jihad terus berlangsung semenjak Allah swt. mengutusku sampai
akhir umatku memerangi Dajjal. Jihad tidak dapat dibatalkan oleh
keangkaramurkaan penguasa lalim, dan keadilan penguasa adil, serta
iman kepada takdir™."*

11. “Abu Zahrah, op. cit., hal. 123,
12. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Anas ra.
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Selanjutnya, ketidakmungkinan untuk dinasakhkan adakalanya
datang dari lafaz itu sendiri, seperti bekberapa contoh di atas; dan
adakalanya datang dari luar nash. Jika k:tidaklayakan penasakhan itu
datang-dari nash itu sendiri, maka disebut muhkam lidzatihi. Sedangkan
jika ketidakmungkinan untuk dinasakhkan datang dari luar nash,
maksudkan tanpa ada nash yang menasakhkannya, maka disebut
muhkam lighairih. Muhkam lighairih ini meliputi semua nash yang hilang
kemungkinan untuk dinasakhkan disebabkan berakhirnya wahyu turun,
atau berakhimya kerasulan dan kenabian, karena telah wafatnya Nabi
saw. Nash yang muhkam lighairih ini juga meliputi keempat macam lafaz
yang wadhih (jelas maknanya), yaitu: zhahir, nash, mufassar, dan
muhkam."” Dengan demikian, muhkam lidzatihi mempunyai tinjauan dari
segi kandungan lafaz itu sendiri yang memperlihatkan kejelasan, dan
ketidakmungkinan = untuk ditakwilkan dan - ditakhshishkan serta
dinasakhkan dipahami langsung dari lafaz itu sendiri; sedangkan muhkam
lighairihi hanya menekankan aspek ketidakmungkinan untuk dina-
sakhkan karena berakhirnya masa kerasulan dan kewahyuan, tanpa
meninjau aspek kejelasan atau kesamaran makna yang terkandung di
dalamnya.

Hukum Muhkam: Hukumnya ialah wajib mengamalkannya
secara pasti, karena ia tidak mempunyai kemungkinan makna lain dan
. : : 14
tidak dapat dibatalkan atau dinasakhkan.

Ta’arudh dan Tarjih Antara Beberapa Mazam Lafaz Wadhih:
Keempat mazam lafaz yang jelas dalalahnya tidak mempunyai peringkat
yang sama dalam segi kejelasan dan kekuatan dalalahnya terhadap
pengertian yang dimaksudkannya. Secara berurutan peringkatnya adalah
sebagai berikut: Pertama, muhkam. Kedua, mufassar. Ketiga, nash, dan
keempat, zhahir. Berdasarkan peringkat itu, maka apabila terjadi
pertentangan makna antara nash dan zhahir, maka nash didahulukan atas
zhahir. Selanjutnya, jika zhahir atau ™ nash atau kedua-duanya
bertentangan dengan mufassar, maka mufassar didahulukan atas kedua-
duanya. Kemudian jika salah satu dari ketiganya bertentangan muhkam,

13. Wahbah al-Zuhaili, ep. cit., hal. 324.
14, Ibid.
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Selanjutnya, ketidakmungkinan untuk dinasakhkan adakalanya
datang dari lafaz itu sendiri, seperti bekterapa contoh di atas; dan
adakalanya datang dari luar nash. Jika k:tidaklayakan penasakhan itu
datang dari nash itu sendiri, maka disebut muhkam lidzatihi. Sedangkan
jika ketidakmungkinan untuk dinasakhkan datang dari luar nash,
maksudkan tanpa ada nash yang menasakhkannya, maka disebut
muhkam lighairth. Muhkam lighairih ini meliputi-semua nash yang hilang
kemungkinan untuk dinasakhkan disebabkan berakhirnya wahyu turun,
atau berakhirnya kerasulan dan kenabian, karena telah wafatnya Nabi
saw. Nash yang muhkam lighairih ini juga meliputi keempat macam lafaz
yang wadhih (jelas maknanya), yaitu: zhahir, nash, mufassar, dan
miuhkam.” Dengan demikian, muhkam lidzatihi mempunyai tinjauan dari
segi kandungan lafaz itu sendiri yang memperlihatkan kejelasan, dan
ketidakmungkinan = untuk ditakwilkan dan . ditakhshishkan serta
dinasakhkan dipahami langsung dari lafaz itu sendiri; sedangkan muhkam
lighairthi hanya menekankan aspek ketidakmungkinan untuk dina-
sakhkan karena berakhirnya masa kerasulan dan kewahyuan, tanpa
meninjau aspek kejelasan atau kesamaran makna yang terkandung di
dalamnya.

Hukum Mufkam: Hukumnya ialah wajib mengamalkannya
secara pasti, karena ia tidak mempunyai kemungkinan makna lain dan
: , . i
tidak dapat dibatalkan arau dinasakhkan. .

Ta’arudh dan Tarih Antara Beberapa Mazam Lafaz Wadhih:
Keempat mazam lafaz yang jelas dalalahnya tidak mempunyai peringkat
yang sama dalam segi kejelasan dan kekuatan dalalahnya terhadap
pengertian yang dimaksudkannya. Secara berurutan peringkatnya adalah
sebagai berikut: Pertama, muhkam. Kedua, mufassar. Ketiga, nash, dan
keempat, zhahir. Berdasarkan peringkat itu, maka apabila terjadi
pertentangan makna antara nash dan zhahir, maka nash didahulukan atas
zhahir. Selanjutnya, jika zhahir atau nash atau kedua-duanya
bertentangan dengan mufassar, maka mufassar didahulukan atas kedua-
duanya. Kemudian jika salah satu dari ketiganya bertentangan muhkam,

13. Wahbah ai-Zskai o ont_Bal 324
14. ibid.
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Artinya: “Wanita yang mustahadhah berwudhu’ pada setiap shalat i

Dan satu riwayat lain, Nabi saw. berkata kepada Patim‘ah binti
Abu Hubaisy: ‘

S [ oy s 5
Artinya: “Berwudhu'lah pada waktu setiap shalat”. =

Hadis yang pertama merupakan nash yang mewajibkan wudhu'
atas wanita yang mustahadhah pada setiap kali hendak melakukan shalat,
meskipun waktu shalatnya sama, seperti waktu zhuhur. Kemudian hadis
kedua merupakan mufassar yang tidak mungkin ditakwilkan yang
menjelaskan kewajiban wudhu’ pada tiap-tiap waktu shalat, meskipun
dipergunakan melakukan beberapa shalat. Dengan demikian, kedua
hadis saling bertentangan. Namun mengingat hadis kedua merupakan
mufassar dan’ hadis yang pertama merupakan nash, maka hadis yang
kedua dimenangkan, karena mufassar lebih kuat dan lebih jelas
dalalahnya daripada nash.

Adapun ta'arudh (pertentangan) antara mufassar dan muhkam,
maka menurut sebagian ulama muhaqgqigin tidak ditemukan contohnya.
Akan tetapi sebagian fukaha mencontchkannya dengan firman Allah
mengenai saksi:

$Y: 3 (.5_. Jie &y glgjzi'}

Artinya: “dan persaksikanlah dengan dua ovang saksi yang adil di antara
" (Al-Talaq QS 65: 2)

Dan firman Allah swt., mengenai hukuman orang yang menuduh
zina tanpa bukti:

/¢

Gty 101 83 Le-»psi‘}u Y5

15. Hadis riwayat Abu Daud, al-Tirmidzi dan Tbn Majah dari ‘Adi bin Tsabit dari ayahnya, dari
kakeknya.
16. Hadis riwayat Ahmad dan Ibn Majah dari Aisyah.
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Artinya: “Dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka buat selama-

lamanya.” (Al-Nur QS 24: 4).

Ayat pertama adalah mufassar yang hanya mengandung
kemungkinan, kesaksian orang-orang yang dihukum karena menuduh
zina tanpa bukti dapat diterima apabila telah bertaubat, karena setelah
bertaubat ia kembali menjadi orang yang adil. Kemudian ayat kedua
adalah muhkam, karena adanya penegasan “selama-lamanya”.
Konsekuensinya, kesaksiannya tetap tidak dapat diterima, sekalipun ia
telah bertaubat. Dengan demikian, keduanya bertentangan. Akan tetapi
mengingat yang kedua adalah muhkam dan yang pertama adalah
mufassar, maka didahulukan yang kedua, sebab lebih kuat dalalahnya.

Contoh pertentangan antara muhkam dan nash ialah firman Allzh
T l‘ f,-...,,s.“’; ’4
&Y €Ty (S8 13 57350 ST 1)

Artinya: “Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.” (Al-Nisa’ QS 4:
24)

Dan firman Allah swt. lainnya:

SWL.:

°

o] (e 331 TymnSs 11 W5 1 O 50 133 01 W0 0y
éof:;_ﬁjp-‘g'l};\ \:ui

Artinya: “Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak | pula)
mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafar.” (Al

 Ahzab QS 33: 53)

Ayat pertama adalah nash mengenai pembolehan mengawini
wanita-wanita selain disebutkan sebelumnya. Ini meliputi isteri Nabi saw.
Sedangkan ayat kedua adalah muhkam, yang tidak mungkin ditakwilkan,
ditakhshishkan, maupun dinasakhkan. Ayat kedua ini menjelaskan
keharaman menikahi isteri Nabi saw. setelah beliau wafat selama-
lamanya. Dengan demikian; ada pertentangan antara kedua ayat itu.
Akan tetapi mengingat ayat kedua adalah muhkam dan ayat pertama
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adalah nash, maka dimenangkan ayat kedua, karena lebih kuat
dalalahnya. :

Contoh pertentangan antara muhkam dan zhahir adalah firman
Allah swt.:

o

S (r Ayl TS B W b1 0 Sy 19375 O 180 BTG
c{%o?:gl?w%}; \.’.L?',

Antinya: “Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula)
mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat.” (Al-
Ahzab QS 33: 53)

Dan firman Allah swt. lainnya:
Lol § 1Y) SN goth s Ll 5 oST Dbl 135 6

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga,

atau empat.” (Al-Nisa’ QS 4: 3)

Ayat pertama adalah muhkam vang berkenaan dengan
pengharaman isteri Nabi saw. Ayat kedua adalah zhahir yang berkenaan
dengan pembolehan mengawini semua wanita. Dalam hal ini, ayat
pertama didahulukan atas ayat kedua, sebab muhkam lebih kuat dari
zhahir.

Macam-macam Lafaz Wadhih Menurut Jumhur:

Berbeda dengan pembagian lafaz yang jelas dalalah-nya menurut
mazhab Hanafi, kalangan jumhur ulama ushul figh (mazhab Syafi’i,
Maliki, dan Hambali) membaginya kepada dua macam, yaitu: zhahir dan
nash. Keduanya termasuk dalam kategori lafaz yang mubayyan, yaitu lafaz
yang tidak mujmal.” Zhahir menurut mereka adalah lafaz yang
mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan. Dengan kata lain, ia

17. Al-Gazali, al-Mustashfa mi ‘llm al-Ushul, Mesir: Maktabah al-Jundiyyah, tanpa tahun, hal.
269-270.
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mengandung makna dengan suatu dalalah yang lebih kuat. Ini berarti,
thahir dalam pandangan mereka meliputi zhahir dan nash dalam
pandangan mazhab Hanafi. Selanjutnya, apabila Iafaz tersebut
dipalingkan dari makna yang zhahir berdasarkan suatu dalil, maka disebut
muawwal. Adapun nash menurut jumhur ialah lafaz yang tidak mengan-
dung kemungkinan untuk ditakwilkan. Ini identik dengan mufassar
dalam mazhab Hanafi. ¢

Selanjutnya, muhkam menurut jumhur meliputi zhahir dan nash.
Yaitu: lafaz yang menunjukkan suatu makna dengan dalalah yang jelas,
baik bersifat gath'i maupun zhanni. Sedangkan lafaz mufassar tidak begitu
dikenal dengan suatu makna tertentu.'”

B. MACAM DAN PERINGKAT LAFAZ GHAIRU WADHIH

Lafaz vang ghairu wadhih (yang tidak jelas maknanya) menurut
mazhab Hanati terdiri dari empat macam, yaitu:
1. Khafiy
2. Musykil
3. Mujmal, dan
4. Mutasyabih.

Pembagian ini didasarkan pada peringkat kesamarannya yang
berbeda. Yang terkuat kesamarannya adalah mutasyabih, lawan dari
muhkam. Berikutnya adalah mujmal, lawan dari mufassar. Selanjutnya
musykil, lawan dari nash. Terakhir adalah khafi, lawan dari zhahir.”

Selanjutnya, . kesamaran yang terdapat pada ghairu wadhih
adakalanya berasal dari lafaz itu sendiri dan hanya Allah sajalah yang
mengetahuinya, seperti potongan-potongan huruf pada awal surat
Alqur'an. ‘Ayat-ayat semacam itu tidak ditemukan penjelasannya dari
hash Alqur'an maupun Sunnah, dan karenanya ia tidak pula masuk
dalam pentaklifan manusia. Inilah yang "disebut mutasyabih. Dengan

18. Wahbah al-Zuhaili, op. cir., hal. 327,
19, Al-sarakhsi. Ushul al-sarakhsi, jilid 1, Heyderabad: Thya™ al-Ma’anif al-Nu'maniyyzh, hal.
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demikian, mutaysabih tidak dapat ditangkap dengan akal maupun nagal
(Alqur'an dan sunnah).

Kemudian ada kalanya ditemukan penjelasannya dari Alquran
atau sunnah yang dapat menghilangkan kesamarannya, karena sebagian
Alqur'an menafsirkan. sebagian yang lain, dan sunnah menafsitkan
Alqur'an. Lafaz yang tidak jelas (yang kemudian ditafsirkan secara jelas
ini) disebut mujmal. Kemudian jika kesamarannya terdapat pada lafaz itu
sendiri, akan tetapi maknanya masih dapat ditangkap dengan penalaran
dan kajian yang serius, maka disebut musykil. Selanjutnya adakalanya
kesamaran itu datang dari luar lafaz itu, yang menyangkut penerapannya
terhadap hal lain yang memiliki kemiripan dengan hal yang disebutkan
dalam lafaz. Lafaz semacam ini disebut khafi.

1. KHAFI

Definisi Khafi ialah: suatu lafaz yang sebagian maksudnva samar
disebabkan sesuatu yang muncul kemudian diluar shighat, maksud
tersebut tidak akan dapat “ditangkap kecuali dengan analisis dan
pernikiran.

Pada dasarnya, lafaz khafi itu jelas dalalahnya dilihat dari lafaznya
dan shighatnya. Akan tetapi, ketika diterapkan kepada sebagian satuan-
satuan yang dimaksudkannya, muncul sesuatu hal (‘aridh) yang
membawa kepada samarnya maksud si pembicara, yang membutuhkan
analisis dan penalaran untuk dapat menangkap maksudnya. Dengan kata
lain, maksud lafaz itu jelas, namun dalam berbagai kasus, timbul
kesamaran apakah kasus-kasus tersebut ke dalamnya atau tidak.
Kesamaran ini muncul karena adanya kasus-kasus yang mempunyai sifat-
sifat tertentu yang melebihi atau kurang dari sifat-sifat yang dimaksudkan
oleh lafaz itu, atau mempunyai suatu nama khusus yang berlainan dengan’
yang disebutkan lafaznya. Tambahan, kekurangan, atau penamaan yang
berbeda menyebabkan kesamaran dan keserupaan. Dalam hal ini,
seorang fakih dalam ijtihadnya harus memperbandingkan antara makna
yang ditunjuki oleh lafaz nash dan makna pada kasus yang serupa. Jika

20. Zaki al-Din Sya'ban, Ushul al-Figh al-Islami, Mesir: Matba’ah Dar al-Ta’lif, 1965, hal
354,
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maknanya sama atau berdekatan, maka hukum yang ada dalam nash.itu
diterapkan padanya. Akan tetapi, jika maknanya berbeda jauh, maka
nash tersebut tidak dapat diterapkan padanya.

Di antara contoh khafi ialah kata sariq (pencuri) dalam firman
Allah swt.:

/)1

gy ABEUIE Ly A Taladb 4 Sl 350

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah
tangan keduanya...” (Al-Maidah QS 5: 38)

Makna kata sarig (pencuri) cukup jelas, yaitu orang yang
mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat
penyimpanan yang selayaknya. Kemudian apakah tharrar (pencopert) dan
nabbasy (pencuri kain kafan di kuburan) termasuk yang dimaksudkan
kata sarig dalam ayat itu atau tidak. Dalam analisisnya, ulama berbeda
pendapat. Menurut Abu Hanifah dan Muhamad bin Hasan al-Syaibani,
nash tersebut tidak dapat diterapkan pada keduanya. Alasannya,
keduanya mempunyai nama yang berbeda dengan pencuri. Nama yang
berlainan ini membuatnya tidak masuk dalam keumuman kata sang. Di
samping itu, pencopet mengambil tanpa sembunyi-sembunyi. Ia
memanfaatkan kelengahan orang lain. Sedangkan pencuri kain kafan di-
kuburan, di samping tidak dapat disebut sarig, apa yang dicurinya tidak
dimiliki oleh orang yang hidup, sementara orang mati tidak memiliki.
Kepemilikan inilah yang menimbulkan sengketa yang menjadi landasan
munculnya tuntutan pidana berupa hukum potong tangan. Selanjutnya,
kafan dalam kuburan tidak dianggap berada dalam penyimpanan yang
selayaknya. Oleh karena itu, pencuri kain kafan di kuburan tidak dapat
disebut sarig. Dengan demikian, meskipun kedua macam orang itu
bcrdosa,2 namun hukuman potong tangan tidak dapat dikenakan atas
mereka.

Berbeda dengan Abu Hanifah, Abu Yusuf, Malik, Syafi'i, dan

Ahmad berpendapat bahwa pencopet dan pencuri kain kafan masuk

21, Abu Zahrah, op. cit., hal. 125
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dalam keumuman kata sarig, karena makna pencurian terbukti ada pada
mereka. Meskipun masyarakat memberi nama yang khusus, namun nama
itu justru muncul karena kesan sangat ingkar terhadap perbuatan itu. Di
samping itu, pencopet terbukti mengambil harta orang lain yang disimpan
pada tempat selayaknya. Tidak diragukan bahwa ia pencuri dan adat
kebiasaan juga menyebut demikian. Sebab sebenarnya tidak ada bedanya
antara orang yang mencuri pada saat manusia tidur dalam gelapnya
malam atau di siang hari ketika suasana sepi, atau orang yang mencuri
dengan memanfaatkan kecepatan tangan dan kelengahan orang terhadap
uang atau perhiasan yang ada dalam saku atau tasnya. Demikian pula
pencuri kain kafan di kuburan. Ja mencuri harta yang disimpan pada
tempat yang selayaknya, yaitu kuburan, dan harta itu dimiliki oleh si
mayyit secara hukum. Si mayyit mempunyai penuntut, yaitu para ahli
warisnya. Ini berarti mencuri kain kafan identik dengan mencuri harta
peninggalan sebelum dipergunakan membayar hutang. Dengan
persamaan dan analisis semacam itu, maka jumhur fukah’l tersebut
berpendapat hukum potong tangan berlaku pada keduanya.”*

Selanjutnya, cara untuk menghilangkan kesamaran lafaz yang khafi
ini adalah pembahasan, pengkajian yang serius guna mengungkapkan
maksud-maksud umum dan khusus yang menjadi landasan hukum. Cara
tersebut dapat memperluas jangkauan dalalah hukum. Cara tersebut
dapat memperluas jangkauan dalalah lafaz atau mempersempitnya
dengan mengacu ‘illat atau alasan hukum yang terdapat di dalamnya.
Bagaimanapun . juga tinjauan yang lebih luas tentang kemaslahatan
umum haruslah menjadi bahan pertimbangan seorang pengkaji_dan
peneliti di bidang ini, di samping kemaslahatan yang bersifat khusus.”

2. MUSYKIL

Definisi Musykil: Suatu lafaz yang maknanya samar, disebabkan
lafaz itu sendiri, sehingga maksudnya tidak dapat ditangkap kecuali

22. Ibid., hal. 125-126.
23. Ibid, hal. 127-128.
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dengan penalaran dan berdasarkan garinah yang dapat menjelaskan
maksudnya itu.*

Beda antara khafi dan musykil: Kesamaran pada musykil datang dari
lafaz itu sendiri, sedangkan kesamaran pada khafi datang dari luar iafaz,
sementara lafaznya sendiri jelas, tanpa perlu bantuan qarinah, atau dalil
lain, '

Adapun sebab kemusykilan lafaz musykil ialah keberadaan lafaz itu
sebagai lafaz musytarak, yaitu lafaz yang menunjukkan dua makna atau
lebih secara bergantian, tanpa ada penunjukan pada salah satu makna
tertentu.”’ Selanjutnya, untuk mengetahui maksudnya diperlukan adanva
dalil berupa garinah yang terdapat pada susunan kalimatnya, atau dalil
lain di luar lafaz itu. Misalnya, kata anna dapat berarti “dari mana” dan
dapat pula berarti “bagaimana”. Akan tetapi kata tersebut dalam firman
Allah dalam’ surat al-Baqarah 233 diartikan dengan arti kedua. Allah

berfirman:
- - .,;_ 5’:’.’:: 9’2.’
Y8 AP gaen J1 S5 51 U

Artinya: “maka datangilah tanah tempat bercocoktanamma ia:bagaimana saja
kamu kehendaki”. [Al-Bagarah QS 2: 223)

Pemilihan arti “bagaimana” ini didasarkan pada garingh dalam
susunan kalimatnya, yaitu: “tempat bercocok tanam” yang merupakan
tempat untuk memperoleh anak atau keturunan, yang tidak lain adalah
vagina, bukan anus; karena bukan tempatnya. Ayat ini menunjuk kepada
kebolehan menggauli isteri dengan berbagai cara, asal terarah kepada
vagina. Pemilihan semacam ini dilakukan melalui penalaran dan
perenungan yang mendalam.

Contoh lainnya, kata quru’ dalam firman Allah swe.:

R R
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-
-

24, Wahbah al-Zuhaili, op. cit., hal, 338.
25. Ibid.
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Artinya: “Dan  wanita-wanita yang ditalak, hendaklah menahan diri
(menunggu) tiga kali quru’.” (al-Bagarah QS 2: 228)

Lafaz quri’ ini menurut bahasa merupakan lafaz yang musytarak
dengan makna haid dan suci, padahal yang dimaksudkan adalah salah
satunya saja. Kemusykilan yang timbul, apakah wanita yang ditalak
beriddah dengan tiga kali suci atau tiga kali haid? -Fukaha berbeda
pendapat dalam mentarjihkan maksudnya. Mazhab Hanafi dan Hambali
condong mengartikannya dengan tiga haid. Sebaliknya, mazhab Syafi'i
dan Maliki condong kepada arti suci.”® Masing-masing pendapat
mempunyai dasar pemikiran dan dalil yang berbeda guna mendukung
pendapatnya.

Pendapat yang pertama mengajukan dalil sebagai berikut: Pertama,
hadis Nabi saw.:

s B,

llag 28y olalb LY 33
Artinya: “Talak budak perempuan dua kali talak, dan iddahnya dua kali
haid."*’

Hadis ini menunjukkan haid sebagai tolok ukur penghitungan
iddah, bukan suci.

Kedua,. firman Allah swt.:

3 ., L TET ey A e e o
BYYAD AN Gl (@ 8 Bl G (s O 0 ol Y
Artinya: “Tidak boleh mereka menyembunyik[.;m apa yang diciptakan Allah
dalam rahimnya.” (al-Baqarah QS 2: 228)
Yang diciptakan Allah dalam rahim ialah haid.

Ketiga, firman Allah swt.:

26. [Ibid., hal. 339. ‘
27. Hadis riwayat al-Tirmidzi dan Abu Daud dari Aisy=h
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Artinya: "Dan perempuan-perempuan vyang tidak haid lagi (menopausa) di
antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa
iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu {pula)
perempuan-perempuanmu yang tidak haid.” (Al-Talaq QS 65: 4)

Dalam ayat ini, bulan ditempatkan sebagai ganti haid. Oleh karena
itu, quru’ berarti haid. Keempat, Nabi saw. menyatakan haid dengan
quru’:

Gast 31 all! 55\:’.:31 £ 1 Lol

Artinya: “Wanita yang haid meninggalkan shalat pada masa quri'nya
(haidnya). g

Di samping itu, iddah disyari'atkan untuk mengetabus kebersihon
rahim dari kehamilan ini hanya diketahui dengan haid, bukan suci.

Mazhab Syafi'i dan Maliki dalam memilih 2m soc beg lafaz gow’
mengemukakan sebagai berikut:

Pertama, kata walasah (oga) dalam frmam Allh di atas
merupakan bentuk ta'nits yang menghendals bilangan untuk muzakkar,
yaitu: suci, bukan haid. Di samping #w. ami sec begi kata qund’ lebih
dekat kepada konjugasi kebahassannyz Scbab ami ashi kebahassannya
ialah kumpul. Masa suci adalah mass berkumpulnya darzh dalam rahim
wanita, sedangkan masa haid adalah masa mengeluarkanny=.

Kedua; firman Allah swt.:

&Y Wi%ﬂu“ ; ";'t'.;.m,_n.lbt;té_h

~

28. Hadis riwayat al-Tabrani dari Aisyah dan Saudah dan al-Daruquthi dari Ummu Salamah.




Kaidah Ushulliyyah Kebahasaan 31

Artinya: “Hai  Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya.” (Al-Talaq QS 65: 1)

Talak harus dijatuhkan pada masa suci, bukan haid.

-Ketiga, berturut-turutnya beberapa kali suci menunjukkan

kebersihan rahim dari kehamilan. Ini merupakan pertanda dari tujuan
iddah. :

Dari kedua contoh tersebut, kemusykilan dalam nash-nash hukum
tidak berarti bahwa hukumnya tidak dapat dipahami, karena
kesamarannya. Akan tetapi, kemusykilan tersebut berarti dalam lafaz
atau uslubnya terdapat beberapa kemungkinan yang membuat maknanya
tidak dapat dipahami kecuali setelah direnungkan dan ditarjihkan lebih
dulu. Kemusykilan ini akan hilang dengan ijtthad mujtahid dan
pnyelarasan antara nash-nash dan tujuan syari'at Islam. Selanjutnya,
setelah ditafsirkan, maka nash tersebut menjadi jelas dan terungkap
maksudnya, meskipun segi penalarannya berbeda satu sama lain.

Hukum musykil Wajib membahas dan meneliti makna yang
dimaksudkan lafaz musykil berdasarkan garinah dan dalil-dalil, kemudian
mengamalkan makna yang dimaksudkannya. *

3. MUIMAL

Definisi Mujmal: Suatu lafaz yang maksudnya masih samar
disebabkan lafaz itu sendiri sehingga pengertiannya tidak dapat ditangkap
kecuali ada penjelasan lebih lanjut dari si pembicara. Untuk
mengetahuinya tidak cukup dengan genalaran akal, tetapi diperlukan
kutipan penjelasan dari si pembicara.’ Dengan demikian, ia lebih samar

dibandingkan musykil dan khafi.

Di antara sebab kemujmalan®' ialah sebagai berikut:

29. Wahbah al-Zuhaili, op. cit., hal, 340.
30. Tbid.
31. Jbid., hal. 341
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Pertama, persekutuan makna dalam lafaz musytarak tanpa ada
garinah dan dalil yang menjelaskannya, sehingga tidak mungkin untuk
mentarjihkan salah satu dari beberapa maknanya. Kemujmalan semacam
ini membutuhkan penjelasan (bayan) lebih lanjut dari si pembicara, yang
dalam konteksnya dengan syari'at Islam bayan tersebut harus dari Allah
atau Nabi saw. Misalnya, seseorang yang berwasiat sebagian hartanya
untuk mawalinya. Mawali berarti orang yang memerdekakan atau orang
yang dimerdekakan. Sementara itu, si pewasiat adalah orang yang
dimerdekakan orang lain dan memerdekakan orang lain pula. Kemudian
dari ucapannya tidak diketahui, siapakah yang ia maksudkan. Maksudnya
itu hanya dapat diketahui melalui penjelasan si pewasiat. Akan tetapi,
sebelum ia menjelaskannya, ia meninggal dunia, maka dalam pandangan
mazhab Hanafi wasiat tersebut batal, karena mereka ~tidak
memperbolehkan penggunaan lafaz musytarak pada seluruh maknanya.

Kedua, keganjilan (gharib) atau keanehan suatu lafaz- menurut
bahasa. Misalnya, kata halu’ dalam firman Allah swt.:

4z i Eyia 3 .b-ol....d! o!

A'rtmya Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat hale’ (keluh kesah lagi
kikiv).” (Al-Ma'arij, QS 70: 19)

Kata halu’ merupakan kata yang asing, tidak dapat dipahami
maksudnya, sehingga Allah swt. menerangkannya melalui firman-Nya:

Y=Y vz el Lr-}.o o Eai — By ol £ 13

Artinya: “Apabila ia ditimpah kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia
mendapat kebaikan, ia amat kikir.” (Al-Ma’arij, QS 70: 20, 21)

Contoh lainnya lafaz al-qari'ah dan al-hagqah pada awal dua surat
itu. Kedua lafaz itu tidak dapat dipahami maksudnya sehingga keduanya
termasuk mujmal. Maksudnya baru dapat dipahami setelah Allah
- menjelaskan, bahwa yang dimaksudkan dari dua kata itu ialah: hari
kiamat, sebagaimana terlihat pada penjelasan ayat-ayat berikutnya yang
menerangkannya.
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Ketiga, pengalihan makna dari makna kebahasaan kepada makna
istilah syar'i, seperti kata shalat, zakat, haji, puasa, riba dan lainnya yang
telah dialihkan dari makna kebahasaannya dan dipergunakan oleh syara’
dengan makna tertentu yang berbeda dengan makna kebahasaannya.
Kata-kata tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Sunnah Nabi saw.
Agaknya kebanyakan kalimat-kalimat Qur'ani yang bertalian dengan
hukum datang dalam bentuk mujmal, kemudian Sunnah menerangkan
dan merincinya.

Hukum Mujmal Menunggu penjelasan dari si pembicara, karena
dialah yang menyamarkan maksud ucapannya, tanpa memperlihatkan
qarinah untuk memperjelas maksudnya itu, dan hanya dirinyalah yang
mengetahui apa yang .dilcehendakinya.32 Jika kemujmalan itu terdapat
dalam firman Allah, maka penjelasan maksudnya harus mengacu kepada-
Nya, melalui sesama Alqur'an, karena pada dasarnya Alqur'an saling
menafsirkan; atau melalui sunnah Nabi saw.

Setelah dijelaskan secara tuntas, maka lafaz itu menjadi mufassar
yang tidak dapat ditakwilkan dan tidak dapat pula ditakhshishkan. Akan
tetapi jika penjelasannya belum tuntas, maka ia menjadi lafaz musykil
yang masih dapat diambil hukumnya. Hanya saja, seorang fakih atau
mujtahid harus menghilangkan kemusykilannya melalui ijtihad, tanpa
perlu penjelasan lagi dari pembuat syari'at. Misalnya, kata riba dalam
firman Allah swt.:
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Artinya: “padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengfmramkan riba.”
(Al-Bagarah QS 2: 275)

Dalam pandangan mazhab Hanafi, kata riba adalah mujmal.
Menurut bahasa, riba berarti tambah. Akan tetapi bukan itu makna yang
dikehendaki. Sebab jual beli juga dimaksudkan untuk memperoleh
pertambahan laba. Yang 'dimaksudkan ialah keharaman jual beli
disebabkan adanya kelebihan tanpa imbalan yang disyaratkan dalam

32. fbid
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kontrak jual beli.. Maksud ini tidak dapat dipahami dari firman Allah
tersebut. Kemudian ada penjelasan Nabi saw.:
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Artinya: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum,
jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan
garam, harus sama, dan diserahkan langsung. Barang siapa yang
menambahi atau menginginkan kelebihan, maka ia telah meribakan.
Pengambil dan pemberi sama saja”.

Penjelasan ini tidak tuntas dan karenanya masih musykil. Oleh
karena itu, selanjutnya fukaha berijtihad dalam rangka memperjelas
maksudnya, Tidak heran, jika pada gilirannya mereka berbeda pendapat,
berdasarkan perbedaan pandangan mereka tentang ‘illar (alasan)
hukumnya. Mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa fllatnya
adalah kesamaan ukurannya, yakni ditentukan dengan timbangan atau
takaran; atau kesamaan jenisnya. Sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i
berpendapat bahwa ‘llat hukum pada emas dan perak adalah nagdiyyah
(mata uang), sementara ‘illat hukum empat macam lainnya adalah bahan
pokok makanan dan penyimp'man menurut mazhab Maliki, dan menurut
mazhab Syafi'i math’umiyyah ( bahan pokok makanan).”®

4. MUTASYABIH

Definisi Mutasyabih: Suatu lafaz yang sama sekali tidak dapat
diketahui maknanya dan tidak ada jalan bagi pemikiran ulama untuk
mengetahuinya. Lafaz semacam ini hanya Allahlah yang mengetahui
artinya, misalnya potongan huruf yang terdapat pada awal surat Alqur'an,

33. Hadis riwayat Ahmad dan al-Bukhari dari Abu Sa’id al-Khudri.
34. Al-Jaziri, al-Figh “ala Madzahib al-Arba’ah, Jilid 11, Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun, hal.
249-251.
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dan tidak ada penjelasan yang menafsirkannya sama sekali, baik dari
' b
Algur'an maupun Sunnah Nabi.”

Berdasarkan penelitian, tidak ditemukan mutasyabih dalam ayat
Alqur'an dan Sunnah Nabi yang dimaksudkan untuk menjelaskan
hukum syara’ yang bersifat amaliyah. Semuanya jelas, baik melalui
penjelasan Alqur'an sendiri atau melalui penjelasan Nabi saw. Mutasyabih
dalam Alqur'an ditemukan di bidang lain, yaitu:

Pertama, potongan-potongan huruf yang terdapat pada awal surat
Alqur'an, seperti: Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ha Mim, dan lainnya.

Kedua, sumpah Allah swt. dalam Alqur'an, misalnya: Wa al-’Ashr,
Wa al-Qamani idza talaha, dan lainnya.

Ketiga, sifat-sifat Allah yang menimbulkan kesan serupa dengan
makhluk, karena Allah Maha Suci dari kebaharuan dan keserupaan
dengan makhluk-Nya. Misalnya, firman Allah swt.:

Anrtinya: “Tangan Allah di atas tangan meveka.” (Al-Fath QS 48: 10)

Keempat, perbuatan-perbuatan Allah yang menimbulkan kesan
kebendaan dan menempati ruang, seperti firman Allah swt.:
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Artinya: “Tiadalah pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah
yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraaan) antara lima orang,
melainkan Dia-lah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara
(jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada
bersama mereka di manapun mereka berada.” (Al-Mujadilah, QS
58:7)

35. Abu Zahrah, op. cit., hal. 134.
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Hukum Mutasyabih: Ulama ilmu kalam berbeda cara dalam
upaya mengetahui hukum mutasyabih. Mereka terbagi dalam dua model
‘pendekatan, yaitu: Pertama, aliran salaf yang menolak takwil, disertai
kepercayaan atas kebenaran maksud Ilahi dan Nabi. Menyerahkannya
kepada kehendak Allah, dan tidak perlu memikirkan dan mencari
maksudnya. Kedua, aliran khalaf (di antaranya golongan Mu'tazilah)
yang mentakwilkan mutasyabih dengan arti yang sesuai dengan bahasa
dan kesucian Allah swt. dari berbagai hal yang tidak layak bagi-Nya.
Misalnya, tangan Allah diartikan kekuasaan-Nya, mata Allah diartikan
pengawasan-Nya dan seterusnya.36

Pembagian Jumhur Mutakallimin Terhadap Ghairu Wadhih:

Berbeda dengan mazhab Hanafi, jumhur mutakallimin
mengelompokkan lafaz yang tidak jelas maknanya kepada dua kelompok
sebagai berikut: Pertama, mujmal yang agaknya meliputi tiga macam
ghairu wadhih dalam mazhab Hanafi, yakni, khafi, musykil dan mujmal.
Kedua, mutasyabih.

36. Lihat al-Syahrastani, al-Milal wa al-Nihal, Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun, hal. 104-106.
37. Al-Amidi, al-Thkam fi Ushul al-ahkam, jilid 11, Mesir: Matba'ah Shubaih, tanpa tahun, hal.
113-114.
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BAB II

TAKWIL

A. PENGERTIAN TAKWIL

Takwil dalam bahasa Arab berarti: menafsirkan. Sedangkan takwil
menurut istilah ulama ushul figh ialah: memalingkan suatu lafaz dari
makna zhahimya kepada maknanya yang lain yang tidak zhahir, namun
masih dimungkinkannya.” Atau dengan kata lain takwil ialah:
memalingkan suatu lafaz dari maknanya yang rajih (kuat) kepada
maknanya yang marjuh (lemah).

Takwil ada yang sahih dan dapat diterima, dan ada pula yang batal
dan ditolak. Takwil yang sahih ialah: memalingkan suatu lafaz dari
makna zhahimya kepada maknanya yang lain yang tidak zhahir, namun
masih dimungkinkannya, disertai dalil yang menguatkannya. Sebaliknya,
takwil yang batal merupakan takwil atau pemalingan suatu lafaz dari
maknanya yang zhahir kepada makna yang tidak dimungkinkannya; atau
masih dimungkinkannya, namun tidak didukung oleh dalil.

Takwil yang sahih haruslah didukung dalil yang menghendaki
pentakwilan lafaz itu. Sebab pada dasarnya, tidak ada takwil, dan
seseorang wajib mengamalkan makna zhahirya. Di antara contoh takwil
adalah: tagyid (membatasi) lafaz yang mutlak, mentakhshishkan lafaz

38. Abu Zahrah, op. cit, hal. 135.
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yang umum dan memalingkannya dari keumumannya, pengalihan dari
makna hakiki suatu lafaz kepada makna majazi (kiasan), karena ada dalil
yang menghendakinya, atau ada qarinah yang dapat diterima. Sebab
masih dimungkinkannya atau dikandungnya.

B. SYARAT-SYARAT TAKWIL
Takwil yang sahih mempunyai beberapa syarat %% sebagai berikut:

Pertama, lafaznya harus menerima untuk ditakwilkan, seperti lafaz
. yang zhahir dan nash menurut mazhab Hanafi, bukan mufassar dan bukan
pula muhkam. Pemalingan lafaz yang umum kepada sebagian satuan-
satuannya yang didukung oleh dalil merupakan pentakwilan yang sahih.
Sebab lafaz yang umum mempunyai kemungkinan makna yang khusus.
Pemalingan lafaz yang mutlak dari kemutlakannya kepada makna yang
terbatas disertai dalil adalah takwil yang sahih, sebab lafaz yang mutlak
mempunyai kemungkinan untuk dibatasi. Pemalingan dari makna hakiki
kepada makna majazi berdasarkan suatu garinah juga merupakan takwil
yang sahih. y

Kedua, harus ada hal yang mendorong untuk melakukan takwil,
misalnya: zhahir suatu lafaz bertentangan dengan kaidah dan prinsip
umum yang diketahui berasal dari agama secara pasti, atau bertentangan
dengan nash yang lebih kuat sanadnya, seperti hadis ahad bertentangan
dengan nash Alqur’an, sementara hadis itu dapat menerima untuk ditak-
wilkan; atau suatu nash bertentangan dengan nash lain yang lebih kuat
dalalahnya, seperti antara zhahir dan nash, atau antara nash dan mufassar.
Dalam beberapa contoh tersebut, takwil harus dilakukan.

Ketiga, harus ada dalil "yang sahih yang menjadi dasar untuk
melakukan takwil, yang diambil dari hal-hal yang mendorong untuk
ditakwil. Dalil ini harus lebih kuat dari makna zhahir suatu lafaz, karena
pada dasarnya tidak ada takwil dan harus mengamalkan makna yang
vhahir. Misalnya: lafaz yang umum tidak boleh dibatasi untuk sebagian
satuan-satuannya kecuali berdasarkan dalil. Lafaz yang mutlak tidak

39 Ibid., hal. 135-136. Lihat pula, Wahbah al-Zuhaili, op. cit., hal. 314-315.
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boleh dipalingkan dari kemutlakannya kepada pembatasan tertentu
kecuali didasarkan dalil. Zhahir perintah adalah wajib dan tidak boleh
dipalingkan dari kewajiban kecuali ada dalil yang menghendaki
pemalingan kepada selain wajib.

Keempat, lafaz itu harus mengandung kemungkinan terhadap
makna yang dirujuk dalam takwil, meskipun kemungkinan itu lemah
(marjuh) atau jauh. Makna itu tidak boleh sepenuhnya asing bagi lafaz
yang ditakwilkan itu.

C. RUANG LINGKUP TAKWIL
Bidang yang menjadi garapan takwil ada dua kelompok, yaitu:

Pertama, nash-nash baik Alqur'an dan hadis yang mutasyabih yang
umumnya berkaitan dengan sifat-sifat Allah ‘yang mengesankan
keserupaan dengan makhluk-Nya, perbuatan-perbuatan Allah yang
mengesankan tajsim (Allah berjisim) dan mengambil ruang, dan
potongan-potongan huruf yang terdapat pada awal surat. Berkenaan
dengan nash-nash semacam ini, ulama berbeda pendapat dan dapat
dikelompokkan pada dua aliran, yaitu: Aliran Salaf dan Aliran Khalaf.

Aliran Salaf menolak takwil terthadap nash-nash yang mutasyabih
disertai iktikad terhadap kebenaran maksud Ilahi dan Nabi dan
menyerahkan kepada kehendak Allah, tanpa mencari leblh jauh
maksudnya Dasarnya ialah firman Allah swt.:
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Artinya: “Dia-lah yang menurunkan Al-Kitab (Alqur'an) kepada kamu. Di
antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat dan yang lain (ayat-

40. Al-Syahrastani, loc, cit.,, hal,, 104
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ayat) yang mutasyabih. Adapun orang-orang yang dalam hatinya
condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-
ayat yang mutasyabih untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari
takwil, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan
Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami
beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi
Tuhan kamu”. Dan tidak dapat- mengambil pelajaran ke
(daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.” (Ali Imran QS
37}

Dalam pandangan mazhab salaf ini, misalnya, Allah mempunyai
wajah, tangan, dan mata sebagaimana banyak ditunjukkan oleh ayat-ayat
Alqur'an dan hadis Nabi, akan tetapi kesemuanya itu tidak sama dengan
yang dimiliki oleh makhluk ciptaan-Nya. Allah, misalnya, duduk di atas
‘arasy, naik dan turun dari langit, dan melakukan berbagai perbuatan lain
yang dinyatakan dalam Alqur'an dan hadis Nabi, akan tetapi perbuatan-
perbuatan tersebut tidak sama dengan perbuatan makhluk-Nya. Dalam
hal ini, tidak diketahui bagaimana yang sebenarnya, karena hanya Allah
sendirilah yang mengetahuinya, dan manusia hanya mengimaninya.

Aliran Khalaf (ulama belakangan) di antaranya golongan
Mu'tazilah berpendapat, bahwa ayat-ayat mutasyabth itu harus
ditakwilkan sesuai dengan bahasa dan kesucian Allah dari berbagai hal
yang tidak layak bagi—Nya."rl Allah swt tidak bermata, tidak bertangan,
tidak berwajah, dan tidak mengambil tempat. Hal itu mustahil, karena
Allah Maha Suci dari keserupaan dengan makhluk-Nya. Oleh karena itu,
ayat-ayat yang mengesankan demikian harus ditakwilkan dan dialihkan
pengertiannya kepada makna yang masih dimungkinkannya, meskipun
dengan jalan majazi. Misalnya, tangan Allah diartikan kekuasaan-Nya,
wajah Allah diartikan dzat Allah, dan seterusnya.

Kelompok ini juga berlandaskan ayat yang sama dengan yang
dijadikan landasan golongan salaf. Bedanya terletak pada waqaf
(berhenti) dan ‘athafnya: “...padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya
melainkan Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Mereka berkata:

41. Jbid, hal. 92
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" (Ali Imran QS 3:7). Dengan dalil ayat yang sama, pemenggalan
kalimat dan bacaan ayat tersebut memberikan pemahaman yang
berlainan. Dalam versi pertama: Hanya Allah-lah yang mengetahui
takwil mutasyabihat, sedangkan dalam versi kedua: Yang mengetahui
takwilnya hanyalah Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya.

Kedua, takwil berkaitan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang
khusus berkaitan dengan hukum taklifi. Motif yang mendorong rakwil
ialah upaya menyelaraskan dan menyesuaikan hukum yang terdapat
dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang secara lahiriah terkesan ada
pertentangan. Dengan demikian, takwil merupakan upaya mengamalkan
dua atau beberapa nash yang saling bertentangan itu. Dalam penafsiran
nash terdapat ketentuan: I'mal al-lafzh awla min ihmalih (mengamalkan
suatu lafaz lebih baik daripada menerlantarkannya). Tuntutan dari
kaidah tersebut, salah sqtu nash harus ditakwilkan agar semua atau dua
nash dapat dipergunakan."

Di antara takwil bentuk kedua tersebut ialah: pentakhshishan lafaz
yang umum. Misalnya, firman Allah swt.:
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Artinya: “... dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu
ialah sampai mereka melahirkan.” (Al-Talaq QS 65: 4)

Dan firman Allah lainnya:
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Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan
divinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.” (Al-Bagarah QS 2:
234)

42, Abu Zahrah, op. cit., hal. 137
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Zhahir ayat pertama menunjukkan bahwa melahirkan kehamilan
merupakan akhir masa iddah, baik iddah yang disebabkan talak maupun
iddah yang disebabkan suaminya meninggal dunia. Sedangkan nash
kedua menunjukkan bahwa iddah yang disebabkan suami meninggal
dunia adalah empat bulan sepuluh hari, baik si isteri hamil atau tidak
hamil. Guna menghindari pertentangan pengertian kedua ayar tersebut,
maka ayat iddah wafat suami ditakhshishkan dengan keadaan ridak
hamil. Dengan demikian, iddah wafat ada dua kemungkinan, yaitu:
empat bulan sepuluh hari bagi orang yang tidak hamil, dan melahirkan
kandungan bagi isteri yang hamil.

Di antara takwil lainnya ialah: tagyid al-mutlag (membatasi lafaz
yang mutiak), misalnya ialah firman Allah swrt.:
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Artinya:"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai dan darah ..." (Al-Maidah
QS 5:3)

Dan firman Allah lainnya:
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Artinya: “Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan
kepadaku sesuatu - yang diharamkan bagi orang yang hendak
memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai ataw darah yang
mengalir...” (Al-An'am QS 6: 145)

Ayat pertama mengharamkan darah secara mutlak, dan ayat kedua
membatasinya pada darah yang mengalir. Objek hukumnya sama, maka
ayat yang mutlak dibatasi oleh ayat kedua yang quayvad (terbatas pada
darah yang mengalir).
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D. MACAM-MACAM TAKWIL
Takwil ada dua macam, ¥ yaitu:

Pertama, takwil yang jauh dari pemahaman, yaitu: takwil yang
dalam penetapannya tidak cukup dengan dalil atau argumen yang
sederhana. Misalnya ialah sabda Rasulullah saw. kepada Ghailan ats-
Tsaqafi, ia masuk Islam dengan mempunyai sepuluh orang isteri:

-
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Artinya: "Tahanlah empat orang isteri, dan ceraikanlah sisanya.”**

Juga sabda Rasulullah saw. kepada Fairuz ad-Dailami yang masuk
Islam dengan mempunyai isteri dua perempuan bersaudara:
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Artinya: “Tahanlah salah seorang dari keduanya, dan ceraikanlah yang
. seorang lagi. o

Zhahir petintah Nabi saw. kepada Ghailan untuk menahan empat
orang isteri dan kepada Fairuz untuk menahan seorang dari dua isterinya
menunjukkan penerusan perkawinan, bukan memperbaharuinya. Akan
tetapi, sebagian ulama mazhab Hanafi mentakwilkan perintah untuk
menahan sebagian isteri itu dengan memperbaharui perkawinan dengan
satu akad nikah baru terhadap empat orang isteri, atau dengan beberapa
akad. Jadi kata “Tahanlah empat” diartikan “Perbaharuilah atau mulailah
mengawini empat orang dari mereka”. Sedangkan sabda Nabi: “Tahanlah
salah seorang dari keduanya” mereka takwilkan dengan arti
“Perbaharuilah perkawinan salah seorang dari mereka”. Ini merupakan
takwil yang jauh dari pemahaman. Sebab Ghailan dan Fairuz baru masuk
Islam, dan tidak mengetahui hukum syara’. Zhahir dari kata
“mempertahankan” adalah meneruskannya, bukan memperbaharui
perkawinan. Kalau sekiranya yvang dimaksud Nabi saw. adalah

43. Zaki 2i-Din Sya'ben, op. cit, hal 349
44 Hadis nwayat Ahmad, Ibn Majah dan al-Tirmidzi dari Ibn. Umar ra.
45 Hadis nwayat Abmad dan lainnya dari Fairuz.
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memperbaharui perkawinan, niscaya beliau menjelaskannya, sebab hal itu
termasuk6 makna yang tidak dapat diketahui kecuali dengan penjelasan
(bayan) '

Contoh takwil yang jauh lainnya adalah pentakwilan mazhab
Hanafi terhadap firman Allah swt. mengenai kafarat zihar
(mempersamakan isteri dengan ibu si suami) :

& &N LSl i PlRB i 1 2
Artinya: “Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan
enam puluh orang miskin.” (Al-Mujadilah QS 58: 4)

Mereka mentakwilkannya dengan arti: memberi makan makanan
enam puluh orang miskin. Sebab maksudnya adalah memenuhi
kebutuhan. Hal ini cukup dengan memberi makan makanan enam puluh
orang kepada seorang miskin dalam enam puluh hari, ini merupakan
takwil yang jauh, karena ada pengalihan dari bilangan tertentu, yaitu:
enam puluh orang miskin menjadi seorang miskin saja, dan pengalihan
dari lafaz “memberi makan (ith'am) yang menghendaki pendistribusian
kafarat kepada jumlah yang dibutuhkan. Objeknya, menurut lahiriahnya,

bukan makanan, tetapi kata enam puluh orang.
Misalnya lagi, sabda Nabi saw, tentang zakat kambing:

oL.- S '_,.46:,1 J‘S 7

Artinya: “Pada tiap-tiap empat puluh ekor kambing wajib zakat seekor
kambing.” (HR. Bukhari dan Abu Daud dari Anas ra.) -
Mazhab Hanafi mentakwilkannya dengan maksud: kambing atau
harganya. Sebab maksud pewajiban zakat adalah menutup kebutuhan

orang fakir miskin. Hal ini dapax terwujud dengan penyerahan kambing
atau harganya. "

46. Al-Amidi, III, op. cit., hal. 50-51.
47. Ibid, hal. 52.
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Kedua, takwil yang dekat kepada pemahaman, yaitu: takwil yang
penetapannya cukup dengan dalil atau argumen yang sederhana.
Contohnya, firman Allah swt.:

2 2 & 4
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Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan
shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku
..."" (Al-Maidah QS 5: 6)

Dalam ayat tersebut, kata qumtum _dipalingkan dari makna
lahiriahnya, yaitu “kamu. telah berdiri” kepada makna lain yang dekat,
yaitu “kamu hendak mengerjakan”. Dalilnya, bahwa Allah tidak
memerintahkan wudhu’ sesudah orang mulai mengerjakan shalat, sebab
wudhu’ merupakan syarat shalat. Syarat harus telah ada sebelumnya.

Demikianlah, takwil merupakan salah satu cara istimbath hukum
dari sumbernya, yaitu Alqur'an dan sunnah. Takwil tersebut ada yang
sahih, yaitu takwil yang memenuhi beberapa syarat tersebut; dan ada
pula takwil yang fasid atau batal, yaitu takwil yang tidak memenuhi
beberapa syarat di atas.
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BAB III

CARA DALALAH LAFAZ
TERHADAP MAKNA-MAKNA
MENURUT MAZHAB HANAFI

DALALAH LAFAZ: Dalalah secara bahasa berarti: penunjukkan,
berasal dari kata dalla yang berarti: menunjukkan. Lafaz berarti: ucapan
atau perkataan. Secara istilah, dalalah lafaz ialah: berbagai makna yang
dirunjukkan oleh lafaz atau perkataan.

Dalam bahasa Arab atau lainnya, suatu lafaz dapat menunjukkan
beberapa pengertian. Meskipun pengertian-pengertian itu berbeda,
namun semuanya mempunyai pertalian. Pertalian tersebur terjadi, karena
pada dasarnya pengertian-pengertian itu diambil dan dipahami dari satu
lafaz yang sama. Keragaman pengertian ini muncul dari cara-cara yang
berbeda yang dipergunakan dalam memahami makna suatu lafaz.

Di kalangan ulama ushul figh terdapat dua versi pembagian lafaz
ditinjau dari cara yang dipergunakan untuk mengetahui dalalah lafaz
sebagai pengertian yang dikehendaki oleh pembicara. Versi pertama
adalah versi mazhab Hanafi dan kedua adalah versi ulama usul figh dari
golongan ahli ilmu kalam (mutakallimin). Perbedaan versi ini pada
gilirannya menimbulkan perbedaan susunan peringkat dalalah lafaz, dan
otomatis perbedaan ini menimbulkan perbedaan pendapat antara kedua
aliran tersebut dalam persoalan-persoalan furu’ fighiyyah (kajian kasus-
kasus dalam ilmu figh).
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Mazhab Hanafi membagi cara-cara yang. dipergunakan untuk
mengetahui dalalah lafaz terhadap makna kepada empat macam, yaitu:
1. ‘Iharat al-nash
2. Isyarat al-nash
3. Dalalah al-nash, dan
4, Iqtidha’ al-nash.

’

Pembagian yang terbatas pada empat macam ini didasari pemikiran
bahwa hukum yang ditarik dari susunan lafaz itu, adakalanya berdasarkan
susunan lafaz itu sendiri dan adakalanya dipahami secara tidak langsung
berdasarkan susunannya. Jika ia didasarkan atas susunannya, maka
adakalanya hukum itu memang dikehendaki dari susunan kalimatnya
dan ini disebut ‘barat, dan adakalanya lafaz itu tidak dimaksudkan untuk
menjelaskannya, ini disebut: isyarat. Selanjutnya, jika dipahami secara
tidak langsung berdasarkan susunan lafaz itu melalui pemahaman
kebahasaan, maka ia disebut dalalah, atau melalui pemahaman secara
syara’, maka ia disebut 12;tidha’.4a

1. 'IBARAT AL-NASH:

Yang dimaksudkan dengan nash ialah: Dalalah lafaz terhadap
makna berdasarkan susunan lafaz itu sendiri,baik lafaz itu zhahir (lafaz
yang menunjukkan pengertian yang jelas, namun lafaz itu tidak
dimaksudkan untuk menjelaskan makna itu), atau nash (lafaz yang
menunjukkan makna yang jelas dan lafaz itu dimaksudkan untuk
menjelaskan makna tersebut), atau mufassar (lafaz yang kejelasan
pengertiannya disebabkan ada kejelasan nash lain), ataupun muhkam
(lafaz yang jelas pengertiannya dan dimaksudkan untuk menjelaskannya,
tidak dapat ditakwilkan, tidak dapat ditakhshish dan tidak menerima
penasakhan). Sedangkan yang dimaksud dengan ‘ibarat ialah: shighat
atau bentuk susunam kalimatnya. Dengan demikian, dalalah ‘ibarat al-
~nash ialah: pengertian yang ditunjuki oleh lafaz secara langsung dari susu-
nan kalimatnya dari makna tersebut merupakan maksud dari lafaz itu.
Selanjutnya, makna tersebut adakalanya merupakan makna pokok, dan

48. Al-Taftazani, Syarh a!—fﬁlwih ‘ala al-tawdhih, jilid [, Mesir; Mathba’ah Shubaih, 1957,
hal. 130.
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adakalanya merupakan makna yang tidak pokok, tapi ikut terkandung di
dalamnya (taba'i).”

Misalnya, firman Allah swr.:

X W £ 4ma-fa;ni?. Ere -
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Artinya: “... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba ...” (Al-Bagarah QS 2: 275)

: Dari segi lafaz dan ‘tbaratnya firman Allah tersebut menunjukkan

dua makna, yaitu: Pertama pembedaan antara jual beli dan riba. Kedua,
pembolehan jual beli dan pengharaman riba. Kedua makna tersebut
dikehendaki oleh susunan kalimat ayat tersebut, hanya saja makna yang
pertama merupakan maksud asli, karena ia diturunkan untuk menangkis
dan membantah pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa jual
beli itu sama dengan riba. Sedangkan makna yang kedua bukaniah
makna pokok (taba'i), yang dikehendaki untuk menjelaskan makna
pokok.

Contoh lain, firman Allah SWE.:
g ,,,’_’:_, Rt e T i
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Artinya: " maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga

atau empat.” (Al-Nisa' QS 4: 3)

Dari segi lafaz dan susunan kalimat, firman Allah tersebut
menunjukkan dua makna. yaitu: pertama, pembolehan kawin: dan

kedua, pembatasan jumlah isteri sebanyak empat orang. Kedua makna -

tersebut dikehendaki oleh ayat di atas berdasarkan susunan kalimatnya.
Hanya saja, makna yang pertama bukan makna yang pokok (taba'i), dan
makna kedua merupakan makna yang pokok (asli), karena ayat tersebut
diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang merasa berat menerima
wasiat mengurus anak yatim, karena khawatir bersikap zalim terhadapnya
dengan cara memakan sebagian hartanya, padahal orang-orang itu tidak

49. Ibid.
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merasa berat meninggalkan sikap adil di antara beberapa isterinya yang
jumlahnya tak terhitung lagi. Oleh karena itu, maka ~Allah swt.
berfirman, jika orang-orang itu takut menzalimi anak yatim, maka
seharusnya mereka juga takut menzalimi isteri-isteri. Untuk itu, Allah
memerintahkan untuk mempersedikit jumlah isteri den membatasi empat
orang saja, bahkan cukup seorang saja, jika beristri lebih dari satu
membuatnya tidak mampu bersikap adil. Selanjutnya makna kedua,
yaitu pembolehan kawin, dimaksudkan oleh Allah dari susunan
kalimatnya untuk dapat menyampaikan tujuan pokok di atas. Oleh
karena itu, ia merupakan makna yang tidak pokok.

Dalalah ‘ibarat al-nash ini menunjukkan hukum yang pasti (gath’)
apabila tidak ada halangan eksternal dari nash. Selanjutnya, jika ia
termasuk kategori lafaz yang umum yang ditakhshihskan, maka dalalah
hukumnya bersifat zhanni, bukan qath'i. Dan secara umum, kebanyakan
nash hukum dalam Alqur'an dan sunnah menunjukkan lafaznya melalui
cara ini.

2. ISYARAT AL-NASH:

Isyarat al-nash adalah dalalah lafaz terhadap makna yang tidak
dimaksudkan melalui susunan kalimatnya, baik dalam bentuk makna
pokok atau tidak pokok, hanya saja makna tersebut menetap atau
melekat pada makna yang dimaksudkan melalui susunan kalimatnya. -
Dengan demikian, makna atau hukum yang diambil dari isyarat al-nash
bukan menjadi tujuan dari susunan kalimat dari nash itu, sementara
makna atau hukum yang diambil dari dalalah ‘ibarat al-nash memang
dikehendaki melalui susunan kalimatnya secara langsung. Selanjutnya,
dalalah isyarat al-nash terkadang cukup jelas, yang memungkinkan untuk
dipahami dengan sedikit perenungan atau penalaran; dan terkadang pula
dalalahnya samar sehingga untuk mengetahuinya diperlukan kecermatan
analisis dan penalaran yang mendalam: Dalalah yang samar ini biasanya
menjadi sumber perbedaan pendapat di kalangan para mujtahid.

Contoh dalalah isyarat al-nash antara lain firman Allah swt.:

50. Al-Sarakhi, 1, op. cit., hal. 236.
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Astinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur
dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan
- kamupun adalah  pakgian bagi mereka. Allah mengetahui
bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah
mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang
campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah
untukmu, dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari

benang hitam. Yaitu, fajar...” (Al-Bagarah QS 2: 187)

Berdasarkan susunan kalimatnya, ayat tersebut menunjukkan
kebolehan mencampuri isteri pada seluruh bagian waktu malam bulan
Ramadhan sampai terbit fajar. Kemudian berdasarkan dalalah isyarat al-
nash dipahami kebolehan memasuki waktu subuh dalam keadaan junub
dan berpuasa. Sebab kebolehan mencampuri isteri hingga terbit fajar
berakibat ketika fajar terbit seseorang masih berada dalam keadaan
junub. Pengertian ini sebenarnya tidak dimaksudkan dari susunan ayat
tersebut, akan tetapi merupakan konsekuensi logis dari makna yang
dikehendaki oleh susunan kalimat ayat itu.

Conton lain, firman Allah swt.:
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Artinya: “Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya

dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya
adalah tiga puluh bulan...” (Al-Ahgaf QS 46: 15)
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Berdasarkan ‘ibarat al-nash, ayat tersebut menunjukkan dan
menjelaskan kemuliaan derajat ibu bagi anaknya. Kemudian berdasarkan
isyaratnya, ayat tersebut mengandung konsekuensi pengertian, bahwa
sekurang-kurangnya masa  kehamilan adalah enam bulan, karena pada
ayat lain Allah swt. berfirman:

£ £:0LBp Lk b Hiary by Jely U Ll

Artinya: “Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun” (Lugman QS 31: 14)

Avyat ini menyatakan bahwa masa penyapihan adalah usia anak
dua tahun. Dengan demikian, dari tiga puluh bulan yang dikurangi dua
tahun (24 bulan) Tinggallah enam bulan untuk masa kehamilan. Orang
yang pertama kali mengambil pemahaman demikian adalah sahabat Ibn
Abbas ra.

Sebagaimana dalalah ‘ibarat al-nash, dalalah isyarat al-nash juga
mengandung pengertian yang qath’i (pasti), kecuali apabila ada sesuatu
yang memalingkan kepastian hukumnya kepada zhanni. Misalnya, ulama
telah sepakat (ijma’), bahwa anak mengikuti ibunya dalam hal status
kebudakan dan kemerdekaannya. Hal ini mentakhshishkan ketentuan
bahwa anak mengikuti bapaknya yang ditegaskan oleh firman Allah swt.:

€Y i Al L 1, e Fad Jo

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan minum kepada para ibu
dengan cara yang makruf.” (Al-Bagarah QS 2: 233)

3. DALALAH AL-NASH

Dalalah al-nash ialah dalalah lafaz terhadap ketetapan hukum yang
terdapat pada persoalan yang dinyatakan dalam nash yang kemudian
diperuntukkan pada persoalan yang tidak dinyatakan secara eksplisit
dalam nash, karena adanya persamaan alasan hukum (‘illat) yang dapat
dipahami melalui bahasa, tanpa membutuhkan ijtihad secara syar’i, baik
persoalan yang dinyatakan dalam nash (manshush ‘alaih), karena
kesamaan ‘illat (alasan hukum)nya, atau bahkan lebih layak terhadap
hukum itu disebabkan amat kuatnya alasan hukum padanya. Dalalah ini
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disebut dalalah al-nash, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan
hukum ini tidak dipahami dari lafaz sebagaimana yang terjadi pada
dalalah ‘barat al-nash atau isyarat al-nash, akan tetapi ia dipahami melalui
illat (alasan) hukumnya. Dalalah ini juga disebut fahwa al-khithab (
tujuan dan sasaran dari suatu pembicaraan). Sedangkan Imam Syafi'i
menganggapnya sebagai qiyas jaliy (analogi yang jelas), sementara di
kalangan ulama mazhab Syafi'i dalalah ini disebut mafhum muwafagah,
karena adanya kesesuaian atau kesamaan alasan hukumnya.

Contoh dalalah al-nash yang lebih kuat ‘illat hukumnya ialah
firman Allah swt.:
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Artinya: “Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai
berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah
kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “Ahi” dan jangalah
kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan
yang mulia.” (Al-Isra’ QS 17: 23)

Berdasarkan dalalah isyarat  al-nash, ayat ini menunjukkan
keharaman mengatakan “Ah!” kepada ibu dan bapak, karena hal itu
menyakiti hati mereka. Kemudian berdasarkan dalalah al-nash, ayat ini
menunjukkan keharaman memukul, mencaci maki, memenjarakan, dan
mencegah mereka makan dan minum dan semisalnya. Sebab hal-hal
tersebut jauh lebih menyakitkan hatinya daripada sekedar perkataan
“Ah!”. Oleh karena itu, hukum keharaman pada beberapa hal yang tidak
disebutkan dalam nash ini lebih kuat daripada hukum haram sesuatu
vang disebutkan nash. Sebab alasan hukumnya lebih kuat.

Perbedaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam hal ini
ialah: bahwa mazhab Syafii menyatakan bahwa hukum itu tetap
didasarkan nash, karena alasan hukumnya atau pemahaman maknanya

5i. Wahbah al-Zuhaili, op. cit., hal. 353.
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dapat ditangkap oleh setiap orang yang mengerti bahasa, yang
selanjutnya secara batiniah mengalihkan hukum tersebut pada sesuatu
yang tidak disebutkan dalam nash. Sedangkan dalam mazhab Syafil,
hukum tersebut diketahui melalui-ijtihad syar'i atau qiyas syar’i, bukan
semata-mata pengetahuan kebahasaan. Qiyas tersebut merupakan makna
yang diistimbathkan melalui penalaran (ra’y) yang jelas pengaruhnya
dalam syara’, yang selanjutnya hukum tersebut diberlakukan pada
sesuatu yang tidak ada nashnya.

Di antara contoh dalalah nash yang sama illat hukumnya ialah
firman Allah swt.:
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara
zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan
mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.” (Al-Nisa’
QS 4: 10)

Berdasarkan dalalah - ‘barat al-nash, ayat ini - menunjukkan
keharaman memakan harta anak yatim secara zalim. Selanjutnya,
berdasarkan dalalah al-nash, ayat ini juga menunjukkan keharaman
merusakkan atau memusnahkan harta anak yatim dengan segala
bentuknya, seperti membakar, membuangnya dan sebagainya. Sebab
setiap orang yang mengerti bahasa mengetahui bahwa yang dimaksudkan
adalah menyia-nyiakan harta anak yatim. Oleh karena itu, pengrusakan
terhadapnya adalah haram sebagaimana memakannya, karena ada
kesamaan ‘illat hukum.

. Berdasarkan penjelasan di atas, mazhab Hanafi mengatakan:
bahwa seorang yang berzina dalam keadaan muhshan (telah beristeri),
maka ia dikenakan hukum rajam. Hal ini didasarkan, bahwa Rasulullah
saw. telah merajam Ma'iz yang berzina dalam ' keadaan muhshan.
Perajaman ini bukanlah karena Ma'iznya, akan tetapi karena zina dalam
keadaan muhshan. Penetapan ini, dalam pandangan mereka, bukan
didasarkan qiyas, tapi berdasarkan dalalah al-nash.
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4. IQTIDHA’ AL- NASH:

Dalalah igtidha’ al-nash ialah: Dalalah suatu lafaz terhadap sesuatu
yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, akan tetapi
keabsahaan dan kebenaran lafaz itu mau tidak mau harus memperkirakan
keberadaannya. Dalalah ini disebut igtidha’ al nash, karena kata igtidha’
berarti mencari atau menuntut. Pada dalalah ini, makna yang ditunjuki
oleh lafaz menuntut kehadirannya agar lafaz itu dapat dipahami secara
benar dan sah-menurut syara’. 2

Ada tiga macam perkiraan yang harus dihadirkan bagi dalalah
iqtidha’ al-nash ini, > yaitu:

1. Makna yang harus diperkirakan keberadaannya demi kebenaran lafaz.
Misalnya, Rasulullah saw. bersabda:
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Artinya:"Telah diangkat dari umatku: ketersalahan, lupa dan sesuatu
yang dipaksakan atas mereka .” (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad,
Abu Daud, Ibn Majah, ad-Darimi dan lainnya dari Aisyah ra.)

Dari lafaz dan susunan kalimatnya, hadis tersebut menunjukkan
pengangkatan perbuatan yang terjadi karena ketersalahan, lupa, atau
terpaksa. Pengangkatan ini bertentangan dengan kenyataan, karena
perbuatan-petbuatan tersebut ada dalam realitas perbuatan manusia
yang telah terjadi. Oleh karena itu, dalam nash tersebut mesti ada
sesuatu yang diperkirakan keberadaannya, yaitu: dosa atau hukuman,
agar sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian, yang diangkat
bukan perbuatannya, karena perbuatan itu telah ada; akan tetapi
yang diangkat adalah dosa yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. Kata
“dosa” tidak disebutkan dalam nash hadis, tapi mesti diperkirakan
adanya, supaya dapat dipahami secara benar.

2. Makna yang mesti diperkirakan keberadaannya untuk mendukung
kebenaran lafaz secara rasional, misalnya: firman Allah swt.:

52. Ibid, hal. 355.
53. Abu Zahrah, op. cit., hal. 144,
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Artinya: "Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada di situ ...”

(Yusuf QS 12: 82)

Berdasarkan akal, dalam ayat tersebut harus diperkirakan adanya
kara “penduduk”, supaya kalimat itu dapat dipahami secara benar,
karena negeri tidak mungkin -dapat ditanyai dan memberikan
jawaban. Yang dapat ditanyai dan dapat memberikan jawaban adalah
penduduk negeri itu, bukan negeri itu sendiri. '

Makna yang harus diperkirakan kehadirannya untuk mendukung
kebenaran lafaz secara syara’. Misalnya, firman Allah swt.:
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Artinya: “(Juga) bagi fugara yang berhijrah yang diusir dari kampung
halaman dan dari harta benda mereka, karena mencari karunia
Allah dan keridhaan-Nya.” (Al-Hasyr QS 59: 8)

Susunan kalimat pada ayat di atas menunjukkan kefakiran golongan
Mubhajirif, padahal mereka mempunyai harta yang banyak di
Makkah. Pernyataan tersebut tidak akan benar kecuali apabila kita
memperkirakan hilangnya kepemilikan mereka atas harta yang
mereka tinggalkan di Makkah, dan harta tersebut menjadi milik
orang-orang kafir dengan cara menguasai harta itu. Perkiraan
hilangnya kepemilikan mereka dipahami melalui dalalah igtidha’ al-
nash, supaya apa yang disebutkan nash itu benar.

Contoh lain, firman Allah swt.:

év:a.um% J.,J_-L\ P"'JJ g.iur} A_...QJ1 X j” w,:—

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, davah, daging babi
... (Al-Maidah QS 5:3)
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Dan firman Allah-swt.:

v Ty Wiy &0 akiel Kl s

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu
yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan...” (al-
Nisa’ QS 4: 23) ' :

Pada ayat yang pertama, diperkirakan adanya kata “makan” dan
pada ayat yang kedud diperkirakan ada kata “mengawini”. Sebab
keharaman tidak terkait dengan objek, tapi terkait dengan perbuatan.
Perkiraan semacam ini didasarkan pada dalalah igtidha’ al-nash. Contoh-
contoh semacam ini banyak dijumpai dalam Alqur'an dan Sunnah Nabi
saw.

Hukum dan Peringkat Dalalah-Dalalah Alfaz:

Hukum yang terdapat pada empat dalalah lafaz, yaitu ‘ibarar al-
nash. isyarat al-nash, dalalah al-nash, dan iqtidha’ al-nash, bersifat gath’i
(pasti), kecuali apabila ditemukan sesuatu yang memalingkan
kegath'iannya kepada sifat zhanni (dugaan kuat), seperti telah
ditakhshishkan atau ditakwilkan. Dalalah yang pertama dan kedua
bersifat qath'i, karena makna yang terkandung di dalamnya melalui
lafaznya langsung. Sedangkan hukum yang terdapat pada dalalah al-nash
dikerahui melalui ‘llat hukum yang dipahami melalui” kebahasaan,
padahal makna yang dipahami secara kebahasaan bersifat qath'i.
Sementara dalalah yang terakhir didasarkan atas kebutuhan akan
kebenaran suatu kalimat dan keabsahan maknanya. Oleh karena itu, ia
juga bersifat gath'i.

Dalalah-dalalah lafaz mempunyai peringkat yang berbeda ditinjau
dari segi kekuatan dalalahnya. Yang terkuat adalah dalalah ‘ibarat al-
nash, karena dalalah ini menunjuk kepada makna yang dimaksudkan
dalam susunan kalimat suatu lafaz. la lebih kuat dibanding isyarat al-nash,
karena dalalah yang kedua ini menunjuk kepada makna yang tidak
dimaksudkan oleh susunan kalimatnya, tetapi merupakan konsekuensi
logisnya. Selanjutnya, isyarat al-nash lebih kuat dalalahnya daripada
dalalah al-nash, karena dalalah ini bukan merupakan dalalah yang
langsung dari nash. Ia didasarkan pada penalaran nash dan pemaha-
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mannya. Kemudian yang terendah peringkatnya adalah dalalah igtidha’,
karena makna yang ditunjuk oleh dalalah ini tidak diambil dari shighat
dan susunan kalimatnya maupun dari mathum kebahasaannya, akan
tetapi makna tersebut merupakan suatu hal yang dituntut oleh keharusan
agar nash itu benar dan sah. **

Konsekuensi dari susunan peringkat tersebut, apabila terjadi
pertentangan makna antara dalalah-dalalah lafaz itu, maka yang
didahulukan adalah dalalah yang tertinggi peringkatnya, yaitu: ‘tharat al-
nash, disusul isyarat al-nash, kemudian dalalah al-nash, lantas yang
terakhir adalah igtidha’ al-nash. Misalnya, firman Allah swt.:

LA ;J-L_, e g ua\...a.d1 ,i.Lp Loyt vl U
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Artinya: “Hai  orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gisas
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan
orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.”

(Al-Bagarah QS 2: 178)

Dan firman Allah lainnya:

e o 48
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Artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja,
maka balasannya ialah neraka Jahanam, ia kekal di dalamnya, dan
Allah murka kepadanya, mengutukinya dan menyediakan azab yang
besar baginya.” (Al-Nisa’ QS 4: 93)

Berdasarkan dalalah ‘tbarat al-nash, ayat vyang pertama
menunjukkan kewajiban gisas terhadap pembunuh dengan sengaja:
sedangkan ayat yang kedua, berdasarkan dalalah isyarat al-nash,

e SN (B
ke &1 a1 g 8

54. Wahbah al-Zuhaili, op. cit., hal. 357.
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menunjukkan bahwa pembunuh dengan sengaja tidak dikenakan gisas,
karena ia mendapat hukuman kekal di neraka Jahanam, hukuman yang
kekal itu merupakan hukuman akhirat. Konsekuensinya, ia tidak terkena
hukuman di dunia. Berkenaan dengan pertentangan ini, yang didahu-
lukan adalah hukum yang didasarkan dalalah ‘ibarat al-nash, yaitu
pengenaan hukuman gisas terhadap pembunuh dengan sengaja.

Contoh pententangan makna antara dalalah isyarat al-nash dan
dalalah al-nash ialah firman Allah swt.:

AT isldil (e W g 8T8 amss Lh [k oo
Artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja,

maka balasannya adalah neraka Jahanam; ia kekal di dalamnya.”

(Al-Nisa’ QS 4: 93)

Berdasarkan isyarat al-nash, ayat tersebut menunjukkan kewajiban -
melakukan kafarat. Selanjutnya, pada ayat lain Allah juga berfirman:
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Artinya: “Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah
(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman
serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya.” (Al-
Nisa’, QS 4: 92)

" Ayat tersebut, berdasarkan dalalah al-nash, juga menunjukkan
bahwa pembunuh dengan sengajapun wajib mengeluarkan kafarat.
Pengertian ini bertentangan dengan isyarat al-nash di atas. Oleh karena
itu, didahulukan dan dimenangkan pengertian yang terdapat pada isyara:
al-nash, yaitu orang yang membunuh dengan sengaja tidak wajib
melakukan kafarat.

Mengenai pertentangan dengan dalalah al-nash dan igtidha’ nash,
maka berdasarkan penelitian tidak ditemukan adanya contoh
pertentangan antara keduanya.
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Berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i mendahulukan
dalalah al-nash daripada isyarat al-nash. Argumen mereka, bahwa dalalah
al-nash dipahami secara kebahasaan dari nash. Dengan demkian, ia dekat
dengan isyarat nash. Sedangkan isyarat al-nash tidak dipahami dari nash,
tapi dari kelaziman yang jauh dari nash. Oleh karena itu, dalalah al-nash
didahulukan dari isyarar al-nash.” Berdasarkan ini, mazhab Syafii
mewajibkan kafarat pada pembunuhan karena tersalah. Sebagaimana
telah disebutkan, dalam hal ini mazhab Hanafi tidak mewajibkan kafarac
pada pembunuhan sengaja. |

Perbedaan lainnya, mazhab Hanafi menolak penggunaan mafhum
mukhalafah, karena sama sekali tidak termasuk dalam keempat kategori
dalalah di atas. Sedangkan mazhab Syafi'i dan jumhur Mutakallimin
mempergunakannya sebagai hujjah, karena merupakan makna yang
dipahami dari nash.

55. Abu Zahrah, op. cit., hal. 146.




60 Ushud Figh IT

BAB IV

'DALALAH MANTHUQ
DAN MAFHUM
MENURUT MAZHAB SYAF']

Dalalah suatu lafaz yang terdapat dalam Algur'an dan Sunnah
terhadap hukum syara’ menurut ulama usul dari kalangan Syafi'iyyah
atau jumhur mutakallaimin selain kalangan ma-hab Hanafi terbagi
kepada dua macam, yaitu: manthug dan mafhum. *° Sementara itu, al-
Amidi mengemukakan versi lain lagi, yaitu: dalalah manzhum dan dalalch
ghairu manzhum. s

1. MANTHUQ

Pengertian Manthug: Manthuq berasal dari bahasa Arab sebagai
konjugasi-dari kata nathaqa yang berarti berkata atau berbicara. Manthug
berarti sesuatu yang dikatakan atau dibicarakan.

Manthuq menurut istilah ulama ushul figh ialah: suatu makna yang
ditunjuk langsung oleh lafaz yang diucapkan oleh si pengucapnya.
Manthug ini terbagi dua, yaitu: manthug yang tidak memiliki
kemungkinan untuk ditakwitkan, yang disebut nash, dan manthug yang

§56. Ibn al-Subki, Matn Jam ' al-Jawami’, Jllld I, Mcsu‘ Dar Thya’ al-Kutub al-’Arabiyyah,
tanpa tahun, hal. 235-236.
57 Al-Amidi, 1L, op. v, hal. 120 dan 1L op. cit., hal. 60.
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memiliki kemungkinan untuk ditakwilkan, atau mengandung makna
yang marjuh (lemah) disamping makna yang rajih (lebih kuat) yang dise-
but zhahir. >

Selanjutnya, manthugq terbagi kepada dua macam, yaitu:
1. Manthug sharih (yang jelas)
2. Manthug ghairu sharih (yang tidak jelas). *°

Yang dimaksud dengan manthuq sharih ialah: lafaz (manthuq) yang
secara jelas menunjuk kepada seluruh makna yang diperuntukkan
baginya (muthabagah) atau menunjuk kepada sebagian maknanya saja
(tadhammun). Dengan pengertian ini, maka dalalah manthug ada dua
macam, yaitu:

a. Muthabaqah, yaitu: manthug, yang secara jelas, menunjuk kepada
makna yang diperuntukkan baginya secara lengkap, seperti kata insan
(manusia) yang menunjuk kepada al-hayawan al-nathiq (hewan yang
berfikir), atau kata shalat yang menunjuk kepada ibadah yang terdiri
dari perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan
diakhiri dengan salam.

Misalnya lagi, firman Allah swt.:

Gy i Gh s O LY a5

Artinya: “Maka  janganlah sekali-kali mengatakan kepada keduanya
perkataan “ah” dan janganlah membentak mereka,” (Al-Isra’
(I5.17:23) ,

Keharaman mengatakan perkataan “ah” dan membentak ibu dan
bapak merupakan dalalah manthuq yang muthabagah, karena sesuai
dengan makna yang diperuntukkan baginya secara utuh, tak kurang.

b. Tadhammuniyyah, yaitu: lafaz (manthugj, yang secara jelas, menunjuk
kepada sebagian makna yang dikehendakinya. Misalnya ialah: dalalah
“manusia” kepada “hewan” saja, atau “yang berfikir”. Dalalah ini

58. Ibn al-Subki, op. cit., hal. 235,
59. Al-Syaukani, /rsyad al-fuhul, Beirut Dar al-Fikr, tanpa tahun, hal. 178.
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disebut tadhammuniyyah, karena sebagian yang ditunjuki itu termasuk
dari seluruh maknanya.

Manthug Ghairu Sharih: Yang dimaksudkan dengan manthuq ghairu
sharih ialah: lafaz yang menunjuk kepada suatu makna dengan tidak
mempergunakan salah satu dari dua dalalah: muthabagah atau
tadhammun, sehingga makna yang ditunjukinya tidak jelas. Selanjutnya
manthuq ghairu sharih terdiri dari tiga macam,” yaitu:

a. Dalalah igtidha’, yaitu: dalalah suatu lafaz terhadap suatu makna yang
tidak disebutkan secara eksplisit dalam kalimat, akan tetapi
keabsahan dan ‘kebenaran lafaz itu mau harus memperkirakan
keberadaannya. Dengan kata lain, lafaz itu tidak memberikan arti
yang benar tanpa mengikutkan kata yang tidak disebutkan itu.
Misalnya: sabda Nabi saw.:

Lerh ;..Jm} R (WL S )

Artinya: “Diangkat dari umatku (dosa) ketersalahan, lupa, dan apa yang
dipaksakan atas mereka untuk melakukannya.” (HR. Bukhan
dan lainnya dari Aisyah)

Lafaz hadis tersebut menjelaskan pengangkatan atau penghilangan
perbuatan yang terjadi karena ketersalahan, lupa, atau terpaksa.
Penghilangan ini bertentangan dengan kenyataan, sebab semuanya
telah terjadi dalam realitas. Sesuatu yang telah terjadi tidak mungkin
dihapuskan. Oleh karena itu, harus ada lafaz yang tidak disebutkan
‘secara eksplisit yang diperkirakan keberadaannya, yaitu: dosa atau
hukuman, agar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dengan
demikian, yang diangkat atau dihilangkan bukanlah perbuatan yang
telah terjadi, akan tetapi dosa atau hukuman yang diakibatkan oleh
perbuatan itu.

b. Dalalah imd’, yaitu:  dalalah suatu lafaz yang menyertakan sifat
tertentu yang mengisyaratkannya sebagai ‘illat (alasan) hukum.
Misalnya, perintah untuk memerdekakan budak yang digabungkan

00. Ibid.
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dengan perserubuhan pada siang hari bulan Ramadhan. Ini
menunjukkan bahwa persetubuhan tersebutr merupakan ‘illat hukum
bagi kewajiban untuk memerdekakan budak.

Misalnya lagi, firman Allah swt.:
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Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka
deralah tiap-tiap orang dani keduanya seratus kali dera.” (Al-
Nur QS 24: 2)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perzinaan adalah sifat yang
menjadi dlat hukuman seratus kali dera. Kalau sekiranya perzinaan
tidak menjadi ‘illat hukumnya, niscaya tidak perlu menyebutkannya:
bersama hukum itu. Tlat hukum ini diketahui melalui isyarat sifat
yang menyertai hukum itu. Oleh karena itu, ia disebut dalalah ima’
yang secara harfiah berarti tanda.

Dalalah isyarat, yaitu: dalalah yang tidak dimaksudkan oleh si
pembicara, namun dalalah itu merupakan makna yang melekat pada
lafaz itu. Misalnya: sabda Nabi saw.: “Wanita itu kurang dari segi akal
dan agama”. Beliau ditanya: “Hai Rasulullah, apakah kekurangan
agama wanita!” Beliau menjawab:
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Artinya: “Salah seomn;g dari mereka berdiam di ruang dalam rumahnya
selama setengah usianya, tidak melakukan shalat dan tidak pula
berpuasa.” !

Hadis ini dikemukakan ‘untuk menerangkan kekurangan agama
wanita, bukan untuk menjelaskan masa maksimum haid dan sucinya.
Namun demikian, hadis itu juga mengisyaratkan bahwa maksimum
haid dan minimum masa suci adalah lima belas hari, dengan
berdasarkan penyebutan separuh usianya sebagai penjelasan

61. Hadis riwayat Muslim dari Ibn Umar ra.
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kelurangan agama wanitz secara maksimal. Kalau sekiranya haid itu

lebih dari lima belas hari, demikian pula masa suci minimum, niscava

" beliau menyebutkannya.

Misalnya lagi, dalalah yang diambil dari gabungan dua ayat sebagai
berikur:
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Artinya: “Tbunya mengandung délam keadaan lemah vang bertambah-
tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.” (Lugman, QS 31:
14)

Dan ayat :

& 0: - (s b U Hary s
Artinya: “Mengandungnya sampai menyapthnya adalah tiga puluh
bulan.” (Al-Ahqaf, QS 46: 15)

Ayat petama menyatakan,” bahwa masa penyapihan anak adalah
dua tahun, dan ayat kedua menjelaskan bahwa masa kehamilan dan
penyapihan selama tiga puluh bulan. Berdsarkan gabungan dari dua ayat
di atas dipahami, bahwa masa kehamilan minimal enam bulan.

B. MAFHUM
Pengertian Mafhum:

Mafhum berasal dari kata fahima yang berarti: mengerti dan paham.
Mafhum berarti: sesuatu yang dimengerti dan dipahami.

Mafhum menurut istilah ushul figh -ialah: makna yang tidak
langsung ditunjuki oleh lafaz yang diucapkan.”” Dengan kata lain,
mafhum _ialah: dalalah lafaz terhadap hukum sesuatu yang rtidak
disebutkan dalam kalimatnya, akan tetapi dalalah itu dipahami darinya.

62. lbn al-Subki, op. cit., hal. 240,
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' 63 . 1
Macam-macam Mafhum: Mafhum ada dua macam,”” yaitu:

L

Mafhum Muwafaqah, yaitu: dalalah lafaz terhadap tetapnya hukum
sesuatu yang disebutkan dalam lafaz bagi sesuatu yang tidak
disebutkan dalam lafaz itu, karena kesamaan ‘illat hukum yang
dipahami secara kebahasaan. Disebut muwafagah, karena makna dan
dalalah hukum yang dipahami untuk kasus lain sejalan dan sesuai
dengan apa yang dinvatakan secara eksplisit dalam nash. Dalam
mazhab Hanafi mafhum muwafaqah ini disebut dalalah al-nash. Ia juga
disebut jahwa al-khithab. Misalnya, firman Allah swt.:
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Artinya: “Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan perkataan “ah”
¢  dan janganlah kamu membentak mereka.” (Al-Isra’ QS 17: 23)

Makna manthugnya ialah keharaman mengucapkan perkataan “ah”
dan membentak ibu dan bapak. Kemudian dari ayat itu dipahami
bahwa memukul mereka juga haram, bahkan lebih berat

keharamannya dibandingkan sekedar berkata “ah”. Misalnya- lagi, °

“firman Allah swt.:
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan h_arta anak yatim
secard zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh

perutnya.” (al-Nisa’ QS 4: 10)

Makna manthug ayat tersebut menunjukkan keharaman memakan
harta anak yatim secara zalim. Dari ayat itu juga dipahami, bahwa
memusnahkan harta anak yatim juga haram hukumnya. Keharaman
ini sama dengan keharaman memakannya secara zalim.

63. Ibid., hal. 245.
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2. Mafhum Mukhalafah, yaitu: menetapkan kebalikan hukum vang
terdapat pada manthuq bagi sesuatu yang tidak disebutkan dalam lafaz
itu. Penetapan kebalikan itu disebabkan tidak adanya batasan (gavd)
yang membatasi manthuq pada sesuatu yang ridak disebutkan itu.
Penyebutan mukhalafah disebabkan bahwa makna atau hukum yang
dipahami dan diterapkan pada hal lain berbeda atau bertentangan
dengan hukum dan makna yang terdapat pada lafaz yang diucapkan.

Mafhum ini disebut juga dalil al- khithab.**

Macam—Macam Mathum Mulhalafah:
Mafhum mukhalafah ada sepuluh macam,” yaitu:

a. Mafhum sifat, yaitu: menggantungkan hukum sesuatu pada sifat
tertentu, maka ketika sifat tersebut tidak terdapat pada hal yang lain
yang tidak dinyatakan dalam nash, maka berlaku kebalikan
hukumnya. Misalnya, firman Allah swt.:

b sl el 2 of Wb (K el 4 )
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Artinya:"Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak
cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka yang
beriman, maka ia boleh mengawtm wanita yang beriman dari
budak-budak yang kamu miliki.” {Al-Nisa' QS 4: 25)

Manthuq ayat tersebut membatasi kebolehan mengawini budak
perempuan - yang beriman saja, jika seseorang tidak sanggup
mengawini wanita merdeka. Kemudian dari nash tersebut di ambil
mafhum mukhalafahnya: tidak boleh mengawini budak perempuan
yang tidak mukmin, karena iman merupakan suatu sifat yang
membatasi kebolehan menikahinya.

64. Wahbah Al-Zuhaili, op. cit., hal. 262.
65. Al-Syaukani, op. cit., hal. 179-183.
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Mafhum sifat dijadikan hujjah oleh jumhur, sementara Abu Hanifah
dan Malik menafikan dan menolak kehujjahannya.

Mafhum syarat, yaitu: Dalalah lafaz terhadap hukum yang tergantung
pada suatu syarat, maka ketika syarat tersebut tidak ada, maka
hukum tersebut juga tidak ada, atau kebalikan hukum tersebut
berlaku padanya. Misalnya, firman Allah swrt.: ’
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Artinya: “Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang
hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga
mereka bersalin.” (Al—_Talaq QS 65: 6)

" Manthuq ayat ini menunjukkan kewajiban menafkahi isteri yang
beriddah dengan syarat ia hamil. Berdasarkan itu, diambil mafhum
mukhalafahnya, yakni: apabila ia tidak hamil, maka tidak berhak
nafkah selama iddah. Oleh karena itulah, mantan suami tidak wajib
menafkahi isteri yang diceraikannya dan masih dalam iddah, kecuali
. apabila talaknya raj’i (dapat dirujuk) atau sedang hamil, Pendapat ini
berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi yang menolak mafhum
mukhalafah. Dalam pandangan mereka, nafkah mantan isteri yang
ditalak bain kubro dan masih dalam iddah wajib  atas mantan
suaminya, baik istri itu hamil maupun tidak hamil, kecuali si mantan
isteri menggugurkan tuntutan hak nafkahnya. Ini didasarkan pada
firman Allah swt.:

- Ed a
“
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Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. Dan orang vyang disempitkan rexekinya
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah
kepadanya.” (al-Thalaq (S.65:7)
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Contoh lainnya, firman Allah swt.:
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Artinya: “Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak
cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi
beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-
budak yang kamu miliki.” (Al-Nisa’ QS 4: 25)

Manthug ayat tersebut menunjukkan kebolehan mengawini budak
perempuan mukmin dengan syarat si laki-laki tidak mampu secara
ekonomi mengawini perempuan mukmin yang merdeka. Mafhum
mukhalafahnya, jika ia masih berkemampuan secara finansial untuk
membiayai kawin dengan perempuan mukmin yang merdeka, maka
mengawini budak perempuan itu haram baginya.

c. Mafhum Ghayah, yaitu: Dalalah suatu lafaz terhadap makna atau
hukum yang dibatasi dengan batas akhir (ghayah), maka sesudah
batas akhir itu berlaku hukum yang sebaliknya. Ghayah mempunyai
: dua lafaz, ila dan hatta. Misalnya, firman Allah swt.:
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Artinya: “Dan makan minumlah hmgga terang bagimu benang putih dari
benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu
sampai (datang) malam.” (Al-Baga-rah QS 2: 187)

Manthug ayat tersebut memperbolehkan makan minum sampai
datang fajar. Mafhum mukhalafahnya menunjukkan bahwa sesudah
datang fajar seseorang yang berpuasa dilarang makan dan minum.
Misal lainnya, firman Allah swt.: :

4Y YY1, Ukl B Sh WE ) :
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Artinya: “Dan janganlah dekati mereka sebelum mereka suci” (Al-

Bagarah QS 2: 222)

Manthug ayat tersebut mengharamkaan mencampuri isteri sebelum
sucl. Mathum mukhalafahnya, sesudah suci, isteri boleh dicampuri.
Misalnya lagi, firman Allah swt.:

’
2-0 - ¥ o -

$ Loy nSG o Ui e i 91 S0 Uil 6
YY1 8 AN

Anrtinva: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak kedua),
maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga di kawin
dengan suami lain.” (Al-Bagarah QS 2: 230)

Manthug ayat di atas mengharamkan seseorang menikahi mantan
isteri yang ditalak tiga kali hingga ia kawin dengan lelaki lain.
Mafhum mukhalafahnya, sesudah kawin dengan laki-laki lain dan
bercerai darinya, si perempuan halal lagi dinikahi mantan suaminya
yang pertama. -

Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali mempergunakan mafhum ini,
sedangkan mazhab Hanafi tidak berpegang padanya. Dalam
pandangan mereka, hukum yang dibatasi dengan batas akhir itu tidak
menunjuk kebalikannya. Penunjukan hukumnya bukan didasarkan
mafhum mukhalafah. Dalam' contoh beberapa kasus tersebut, mazhab
Hanafi mempunyai pandangan yang sama dengan jumhur, akan
tetapi cara istimbath hukumnya yang berbeda. Dalam kasus pertama,
pada dasarnya dalam puasa seseorang tidak boleh makan dan minum
mulai dari terbit fajar hingga datang malam. Dalam kasus kedua,
menurut asalnya, isteri yang suci atau tidak haid boleh dicampuri
suaminya. Dalam kasus terakhir, menurut asalnya, perempuan lain
halal untuk dinikahi. Dengan demikian, landasannya adalah hukum
asalnya, bukan mafhum mukhalafah.

Mafhum bilangan, yaitu: dalalah lafaz terhadap hukum yang dibatasi
oleh jumlah bilangan tertentu, yang selanjutnya menafikan hukum
tersebut pada jumliah bilangan selain yang disebutkan itu. Misalnya.
firman Allah swt.:
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Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka
deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali deva.” (Al-
Nur QS 24: 2)

Manthuq ayat ini membatasi hukum dera zina dengan jumlah seratus
kali dera. Mafhum mukhalafahnya jumlah hukuman zina tidak boleh
melebihinya atau kurang darinya. Misalnya lagi, sabda Nabi saw.:

A Jade o oondB st adi 130
Artinya: “Apabila air telah mencapai dua quilah (kurang lebih 60 senu

meter kubik), maka tidak menanggung najis.” *°

Mafhum mukhalafahnya, air yang kurang dari dua qulleh akan menjadi
najis jika bertemu dengan najis. Baik air itu berubah atau tidak.

Contoh lainnya, firman Allah swt.:
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Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik
(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang

saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh
kali dera.” (Al-Nur QS 24: 4)

66. Hadis riwayat ashab al-Sunan dari [bn Umar ra,
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Mafhum mukhalafah ayat tersebut, hukuman penuduh zina tanpa
bukti tidak boleh kurang dari delapan puluh kali dera dan tak boleh
melebihinya.

Mafhum al-hashr (pembatasan), yaitu: penafian hukum dari sesuatu
yang tidak termasuk dalam sesuatu yang dibatasi hukumnya, dan
memberlakukan hukum yang sebaliknya. Misalnya, sabda Nabi saw.:

AL YLl

Artinya: “Segala amal hanyalah (sah) dengan niat”. (HR. Bukhari dan
Muslzm dari Umar bin Khanab)

Manthugnya membatasi keabsahan segala amal dengan niat. Mafhum
mukhalafahnya, amal yang tidak diniati tidak sah.

Mafhum laqab, yaitu: mafhum dari nama yang dinyatakan untuk
sesuatu yang berzat, baik nama, sifat, jenis atau macam. Misalnya:
Muhammad itu utusan Allah. Ulama ushul figh, selain al-Daqgqaq,”
sepakat, bahwa mafhum lagab bukanlah hujjah. Sebab mafhum ini
tidak mencerminkan suatu pembatasan hukum- terhadapnya, bukan
pula mengesankan pengkhususan terhadapnya, maupun pengecuahan
terhadap hal-hal lainnya.

Mafhum ‘illat, yaitu: menggantungkan hukum kepada suatu ‘illat

(alasan hukum) tertentu, maka ketika ‘illat itu tidak ada, hukum
itupun hilang dan berlaku kebalikannya. Misalnya: minuman keras
diharamkan karena memabukkan. Mafhum mukhalafahnya, minuman
yang tidak mengandung unsur yang memabukkan tidak haram,
karena ‘illat keharamannya hilang.

Mafhum al-hal (keadaan), mafhum zaman, dan mafhum rempat. Ketiga
mafhum ini dinilai masuk dan mengacu kepada mafhum sifat.
Keadaan termasuk sifat, sedangkan keterangan masa dan tempat

- menempel kepada makna suatu sifat yang tidak disebutkan secara

eksplisit.
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Kehujjahan Mafthum Mukhalatah:

Ulama ushul figh berbeda pendapat tentang kehujjahan mafhum
mukhalafah. Jumhur ulama menerimanya sebagai hujjah, kecuali mafhum
lagab. Sebaliknya, mazhab Hanafi menolak sama sekali kehujjahannya.

Jumhur mengemukakan dalil sebagai berikut:*’
1) Dalil nagliy : :

Bahwa tokoh-tokoh besar, tabi'in, dan para imam mujtahid, dan
ahli bahasa berpegang kepada mafhum mukhalafah Ibnu Abbas, misalnya
memahami dari firman Allah swt.:
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Artinya: “Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan
mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya vang
perempuan itu seperdua dan harta yang ditinggalkannya.” (Al-Nisa’
QS 4: 176)

Bahwa saudara perempuan tidak mendapat bagian warisan, jika
ada anak laki-laki atau anak perempuan si mayyit. Ini merupakan mafhum
mukhalafah dari manthuq ayat tersebut.

Kemudian dalam suatu riwayat, Ya'la bin Umayyah berkata kepada
Umar ra.:
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Artinya: “Mengapa kita mengqashar salat padahal kita telah aman? Bukankah
Allah swt. telah berfirman: “Dan apabila kamu bepergian di muka

67. Wahbah al-Zuhaili, op. cit., hal. 369-370.
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bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyang (mu),
jika kamu takut diserang orang-orang kafir.” (Al-Nisa’ QS 4: 101).
Maka Umar berkata kepadanya: “Akupun tadinya heran dati apa
yang kamyu herankan. Kemudian aku bertanya keapada Rasulullah
saw. mengenai hal itu, Beliaw menjawab: “Itu merupakan sedekah
yang dianugerahkan Allah kepadamu, maka terimalah sedekah-Nya.”
Demikianlah, Umar dan Ya'la secara otomatis memahami mafhum
mukhalafah suatu lafaz yang dibatasi dengan syara’. Nabi pun
mengakui pemahaman mereka. (HR. Nasai dari Ya'la bin Umayyah)

Selanjutnya fukaha sepakat tentang kebolehan mengawini budak
perempuan dengan syarat - tidak mampu untuk mengawini perempuan
yang merdeka, dan tidak boleh mengawini budak perempuan, jika
seorang telah beristeri wanita yang merdeka. Hukum yang pertama
didasarkan manthuq firman Allah swt.:
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Artinya: “Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak culup
pembelanjaan untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia
boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu

miliki.” (Al-Nisa' QS 4: 25)

Kemudian hukum yang kedua berdasarkan mafhum mukhalajah
ayat itu juga.Di samping itu, jumhur fukaha, termasuk mazhab Hanafi
dan  mengecualikan Imam al-Laits bin Sa’ad dan Imam Malik
berpendapat bahwa zakat tidak wajib bagi kambing yang dicarikan
makanannya. Hal ini didasarkan mafhum mukhalafah sabda Nabi saw.:
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Artinya: “Pada kambing yang merumput sendiri, tiap-tiap empat puluh ekor
kambing dikeluarkan zakat satu ekor kambing.” (HR. Bukhari dan
Abu Daud dari Anas ra.)
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2) ‘Dalil ‘aqliy (rasional) :

Batasan yang terdapar dalam nash-nash syara'. baik sifat, syarat,
bilangan, batas akhir, dan lainnya, tidak mungkin merupakan kesia-siaan,
tanpa maksud. la haruslah memiliki faedah tercentu. Apabila kica relah
meneliti tentang faedahnya, kemudian kita tidak menemukan taedahnya
kecuali mengkhususkan hukum pada sesuatu yang disebutkannya dan
menafikannya dari yang lain, maka wajib mengartikan demikian.]Jika
ridak.maka batasan itu sia-sia, padahal tidak ada hal yang sia-sia dari
;—‘xﬂah.

Fukaha mazhab Hanafi dalam penolakannya terhadap
kehujjahan mafhum mukhalafah mengemukakan dalil sebagai berikut:™

) Fungsi batasan lafaz sangac banyak. Jika ada batasan dalam firman
Allah yang tidak tampak faedahnya, maka kita tidak dapat
memuruskan bahwa fungsi batasan itu adalah pentakhshishan hukum
pada sesuatu yang disebutkan saja (manthug), dan menafikannya dari
yang lain yang ridak mempunyai batasan itu. Sebab tujuan hukum
syara’ tidak mungkin semuanya diketahui. Ini berbeda dengan tujuan
manusia yang masih dapart diketahui seluruhnya. Oleh karena inilah,
mafhum mukhalafah dalam percakapan dan bahasa manusia diakui
sebagai dalil untuk hukum syara’.

(=]

Banyak ayat hadis Nabi saw. yang tidak dapat dipahami berdasarkan
mafhum mukhalafahnya. Sebab kalau dipahami demikian, maka akan
membawa kepada berbagai pengertiaan yang tdak benar, atau
bertentangan dengan ketentuan umum dalam syara’. Misainya,
firman Allah swt.:
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58 Jbid., hal. 368. Lihat pula Abu Zahrah, op. cit. hal. 148-150.
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Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas
bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit
dan bumi, di antaranya empat bulan haram. kulah (ketetapan)
agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya divi kamu

dalam bulan yang empat itw.” (Al-Taubah QS 9: 36)

Pengkhususan empat bulan, yaitu: bulan Rajab, Zulgaidah, Zulhijjah,
dan Muharam bukan menjadi dalil kebolehan berbuat. zalim pada
selain bulan-bulan haram itu. Sebab berbuat zalim itu haram di
semua waktu.

3) Suartu sifat tidak selamanya disebutkan dengan tujuan membatasi
hukum, bahkan banyak diantaranya dimaksudkan untuk memberikan
motivasi (targhib) atau bukti-bukti (tarhib). Misalnya, firman Allah:
Swt.:
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Artinya: “dan anak-anak istevimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri
yang telah kamu campuri; tetapi jika kamu belum campur
dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak
berdosa kamu mengawininya.” (Al-Nisa’ QS 4: 23)

Ada dua sifat dalam ayat tersebut, yaitu: keberadaan anak isteri
dalam pemeliharaan, dan mencampuri isteri. Sifat yang terakhir
merupakan batasan hukum, dan sifat yang pertama bukan batasan
hukum yang dapat diambil mafhum mukhalafahnya.

4) Kalau sekiranya mafhum mukhalafah itu hujjah, niscaya tidak
diperlukan penjelasan lagi dari nash, karena sudah dapat dipahami.
Kenyataannya Allah menjelaskan kembali dalam firman-Nya:
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Artinya: “Tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah
kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.” (al-

Nisa' QS 4: 23)
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Penegasan Allah rersebut menunjukkan bahwa mafhum mukhalafah
tidak berlaku pada nash-nash svara’.

3t Hukum, termasuk dalam pandangan' jumhur, mempunyai lat
hukum. Jika demikian, maka hukum tersebut berkembang meliputi
hal-hal di luar nash. Berdasarkan itu, tidak selamanya batasan hukum
pada sesuatu yang tidak disebutkan dalam nash. Sebab kadang-
kadang illar hukumnya ada di dalamnya, sehingga tidaklah rasional
memberlakukan hukum yang sebaliknya.

Berkenaan dengan perbedaan pendapat di atas ulama belakangan
telah mentarjih dengan memperbandingkan dan mendiskusikan dalil
kedua versi tersebur, dan umumnya mereka berkesimpulan bahwa
pendapat jumhur lebih kuat. Dengan alasan sebagai berikut: Pertama,
mafhum mukhalafah merupakan bagian dari watak dan ciri kebahasaan.
Artinya; bahasa mengakui keberadaannya.Sedangkan istimbath hukum
sama sekali tidak bisa lepas dari pendekatan kebahasaan. Kedua,
penafian batasan yang ada dalam nash merupakan kesia-siaan pada nash-
nash hukum. Kedua hal ini melemahkan argumen mazhab Hanafi.
Ketiga, meskipun maksud Allah tidak mungkin diketahui seluruhnya,
namun seorang mujtahid bila mengkaji dan menemukan bahwa
faedahnya adalah pengkhususan hukum pada sesuatu yang dibatasi dan
penafian hukum pada sesuatu yang tidak ada batasan itu, maka wajib
mengamalkan  hasil kajiannya itu. Terakhir, jumhur menetapkan
beberapa  syarat untuk mempergunakan mafhum mukhalafah vang
melemahkan kritik yang dikemukakan mazhab Hanafi. i

Syarat-Syarat Mempergunakan Mafthum Mukhalafah:

Jumhur yang menegaskan kehujjahan mafhum mukhalafah
menetapkan beberapa syarat bagi pengamalannya sebagai berikut:”

1) Batasan yang terdapat dalam nash tidak mempunyai faedah lain
seperti targhib (dorongan untuk melakukan), atau tarhib (menakut-
nakuti) atau semisalnya. Misalnya, firman Allah swi. :

09. 1bid, hal. 372-374,
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba

dengan berlipat ganda.” ( Ali Imran QS 3: 130)

Pensifatan riba dengan “berlipat ganda” tidak dimaksudkan agar umat
Islam benar-benar menjauhinya. Penjelasan tersebut tidak berarti
bahwa riba yang tidak berlipat ganda tidak haram. Buktinya di akhir
ayat lain:
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Artinya: “Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka
bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak
(pula) dianiaya.” (Al-Bagarah QS 2: 279)

2) Tidak ada dalil khusus bagi kasus yang ditetapkan hukumnya

berdasarkan mafhum mukhalafah. Misalnya, firman Allah swt.:
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Artinya: “Hai ovang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gisas
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka
lenge orang merdeka, hamba dengan hamba, dar wanita
dengan wanita.” {Ai-Bagarah QS 2: 178)

Berdasarkan mafhum mukhalafahnya, laki-laki tidak dibunuh karena
membunuh perempuan. Akan tetapi, ada dalil lain yang mengatakan:
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Artinya: "Dan  kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya
bahwasanya jiwa jiwa (dibalas) jiwa.” (Al-Maidah QS 5: 45)
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Batasan itu tidak diperuntukkan menjelaskan kebiasaan umumnya
atau memelihara kenyataan yang berlaku, sebagaimana firman Allah
swt, yang mengharamkan anak perempuan isteri:
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Artinya: “dan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu” (an-
Nisa’ QS 4: 23)

Kata “dalam pemeliharaanmu” dimaksudkan untuk menjelaskan
kebiasaannya.

Bﬁtasan tersebut harus disebutkan tersendiri, tidak ikut kepada
sesuatu yang lain, misalnya: firman Allah swt.:
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Artinya: “Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf
dalam masjid.” (al-Bagarah QS 2: 187)

Kata “dalam masjid” tidak berdiri sendiri, tapi ikut kepada kara
“beriktikaf”. Oleh karena itu, secara khusus kata “dalam masjid”
tidak dapat dimathum mukhalafahkan.
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BABV

LAFAZ ‘AMM DAN KHASH

(Lafaz Yang Umum Dan Lafaz Yang Khusus)

Pembahasan lafaz yang ketiga tentang kaidah-kaidah kebahasaan
yang ditinjau dai aspek liputan lafaz terhadap satuan-satuannya, dan
sifat-sifat yang khusus yang terangkum olehnya. Ini dapat dikelompokkan
kepada dua aspek, yaitu: Pertama, ditinjau dari satuan makna yang yang
diliputnya, lafaz itu ada: yang umum (‘amm) dan ada yang khusus
(khash). Kedua, ditinjau dari sifat-sifat yang tercakup oleh lafaz, maka
ada dua, yaitu: lafaz yang mutlak dan lafaz yang mugayyad.

A. LAFAZ ‘AMM

E Wehasi Lafaz ‘Amm

‘Ammi dalam bahasa Arab berarti: Peliputan sesuatu terhadap
sesuatu yang berbilangan. Baik sesuatu itu merupakan lafaz atau lainnya.
Adapun ‘amm menurut istilah ulama ushul figh ialah: Suatu lafaz yang
menunjuk kepada banyak satuan yang tidak terbatas, yang dalalahnya
menghabiskan dan meliputi seluruh satuan-satuannya itu.” Baik dalalah
itu berdasarkan lafaz dan maknanya seperti bentuk jamak, misalnya: kata
al-rijal merupakan lafaz yang umum, karena menunjuk kepada seluruh
laki-laki tanpa ada yang tersisa, sesuai dengan kelayakan arti yang
diciptakan untuknya; maupun berdasarkan maknanya saja, seperti kata:
al-qauwm dan al-jinn. Adapun yang dimaksudkan “tidak terbatas” ialah

70. Lihat Ali Hasabullah. op. cit., hal. 232. Lihat pula Abu Zahrah, op. cit. hal. 156.
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bahwa pada lafaz itu tidak terdapat sesuatu yang menunjukkan
pembatasan jumlahnya, meskipun dalam kenyataannya, satuan-
satuannya terbatas, seperti kata al-samawat (langit) yang jumlahnya
terbatas.

Dengan definisi tersebut, maka tidak masuk ke dalamnya: lafaz
yang khusus yang dimaksudkan untuk menunjuk satu satuan arau
beberapa satuan yang jumlahnya terbatas atau sebagian dari seluruh
satuan-satuannya. Juga mengecualikan lafaz musytarak, karena musytarak
menunjuk kepada beberapa arti secara bergantian. Demikian menurut
mazhab Hanafi. Sebaliknya, mazhab Syafi'i memasukkannya ke dalam
bagian lafaz yang ‘amm. Juga mengecualikan lafaz yang mutlak, karena
lafaz mutlak menunjuk kepada suatu hakikat tanpa sifat tambahan.

2. Bentuk-Bentuk Lafaz ‘Amm

. Lafaz ‘amm mempunyai beberapa bentuk yang secara hakiki
diperuntukkan baginya, yaitu sebagai berikut:"
a. Lafaz yang bermakna jamak, misalnya: kata kulle, jami’, kaffah,

‘ammah, ma'syar, qathibah dan semisalnya. Contohnya, firman Allah
swt:

&Y ‘\:an..J'n%: e &Jp‘,‘gmggu o Gl
Artinya: "Allah menciptakan  bagi -kamu sesuatu yang ada di bumi
seluruhnya.” {Al-Bagarah QS 2: 29)

'b. Lafaz mufrad (kata benda tunggal) yang dimakrifatkan dengan alif
lam { J1 ) yang dipergunakan untuk memakrifatkan jenis. Misalnya,
kata al-zantyatu wa al-zani. (perempuan yang berzina dan laki-laki
yang berzina) dalam firman Allah:

4Y ;)}3@“ N ]

71. Lihat Wahbah al-Zuhaili, op. cir., hal. 245-248. Lihat pula Abd al-Wahab Khallaf, '/
Ushul al-Figh, Dar al-Qalam. Kuweit, 1973, hal. Lihat pula, al-Syaukani, op. ¢it., hal. 116-121 dan
al-Ghazali, op. cit., Maktabah al-Jundiyyah, Mesir, tanpa tahun, hai. 321-322
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Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina...” (Al-Nur

QS 24: 2)

Contoh lainnya, kata al-sarigu wa al-sarigatu (laki-lki yang mencuri
dan perempuan yang mencuri) dalam firman Allah:

s 8 - Ao

£r Aol gl PHATE 48,0015 C;L’..th

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka
potonglah tangan keduanya ..." (Al-Maidah QS 5:38)

Dan masih banyak lagi contoh lainnya.

Bentuk jamak yang dimakrifatkan dengan alif lam yang dipergunakan
untuk memakrifatkan jenis, dan bentuk jamak yang dimakrifatkan
-dengan idhafah (penyandaran kata benda pada kata benda lainnya
atau pada kata ganti nama. Misalnya: kata al-mutallagatu (wanita-
wanita yang ditalak) dalam firman Allah dalam surat Al-Baqgarah:

T

GYYAS A ;}) Fpl _,.g..mu Lol ul.a.w\:,

Artinya: “Wanita-wanita - yang  ditalak hendaklah menahan  diri
(menunggu) tiga kali quru’. (al-Bagarah (S 2: 228)

Contoh lainnya, kata al-muhshanatu (wanita-wapita yang bersuami)
dalam firman Allah swt. :

YT ... oL S Sanaldiy
¢ o

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita-wanita yang

bersuami...” (Al-Nisa’ QS 4: 24)

Misalnya lagi, kata al-rijal & al-nisa'u (para laki-laki dan para wanita)

dalam firman Allah swt.:
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Artinya: “(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian davipada ape yang
mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian
daripada apa yang mereka usahakan.” (Al-Nisa’ QS 4: 32)

Contoh bentuk jamak yang dimakrifatkan dengan idhafah ialah kata
amwalakum (harta-hartamu) dalam firman Allah swt.:

w a 3 - 2. z 8 22 . - e 4 > -
7 % - 8. ~ok 3 St s s E
ct%T °s.;.L....J|,@ HLELJ‘.J (.5_4 [,.Q\}.ai !}Lfl.: Y gale ;.JF.;U‘LG{ —
Artinya: "Hai orang-ovang yang beriman, janganiah kamu saling
memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil...” (Al-
Nisa’ S 4: 29)
Misalnya lagi, kata ‘abiri sabilin{orang-orang yang melintasi jalan)
dalam firman Allah swrt. :

s ;‘,: e e J.:l G ».-_:— o e R At 5
|Mﬁgﬁ)L§—dr’U\)5M”ﬁJﬂJ‘j‘ﬂ\;;}i:’l‘il‘\_&-\_ﬁ
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang
kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang
kamu ucapkan, (jangan pula) hampiri masjid dalam keadaan
junub...” (Al-Nisa' OS 4: 43)

d. Isim mawshul (kata sambung), misalnya kata al-ladzina dalam firman
Allah swet.:

f,_:,3:? v 5 S LAl i g G

%o‘l: ;L.:.!'.%PL

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taaulah Allah dan taatilah
Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (Al-Nisa’ QS 4:59)
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Misatnva lagi, kara al-tati dalam firman Allah swt.:
a ¥ - k. 2, - B
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Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka
nasehatilah mereka dan pisahkaniah mereka di tempatr tidur

mereka.” (Al-Nisa’ QS 4: 34)

Contoh lainnya, kata al-lai dalam firman Allah swt.:
B35 A ) O @Sl o Jad! (e ] S
2 - . -‘.\_ ’a/ “h - J_a.,-i’
€S Yang W S A

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause)
di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu
(tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan;
dan begitu (pula) perempuan-perempan yang tidak haid.” (Al
Talag, QS 65: 4)

Contoh lainnya, kata ulatu dalam firman Allah swe.:

£ :3Ey Gils (el o Lt sl as o83 55 o

Artnya: “Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) it sedang
hamil, maka berikanlah kepade mereka nafkahnya hingga
meveka bersalin..” (Al-Talag QS 65: 6)

Contoh lain, kata ma dalam firman Allah sw.:

4Y €151 (S5 57336 KT a1,

Artinya:"Dan dihalalkan bagimu selain yang demikian itu...” (Al-Nisa’
QS 4: 24)

Isim syarat. Misalnya, kata man dalam firman Allah swr.:

i
X e Bh~s -

A » S 70 A T ’o)e Jo..f .
DY Gy h VWi g ST RS L (e
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(?éq V:;L...".H};: 4;19

Artinya: “Dan  barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan
sengaja, maka balasannya adalah jahannam, kekal ia di
dalamnya dan Allah murka kepadanya...” (An-Nisa” QS 4: 93)

Misalnya lagi, kata man dalam firman Allah swt.:

ol ) Gl i it 1) e s B 0
) %%Y:;Lﬁdk%

Artinya: "Barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena ]
tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya :
yang beriman dan membayar diat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh).” (Al-Nisa’ QS 4: 92)

f. Isim nakirah dalam shighat nafy (negatif), nahy (larangan) arau
syarat. Misalnya, kata la junaha dalam firman Allah swt.:

’.n"pigi e ..a’_e R e i DT R R
' £YV0:3 50 VS i 1
Artinya: "Dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu

dengan sindiran atau kamu menyembunyikan  (keinginan
mengawini mereka) dalam hatimu.” (Al-Bagarah QS Z: 235)

Misainya lagi, kata hafiz yang jatuh sesudah ma dalam firman Allah
SWL. : g

A ad i SOl T T i

Artinya: "Dan aku bukanlah seorang penjaga bagimu.” (Hud QS 11: 86)
Misalnya lagi, kata fasig dalam firman Allah swt.:

o A

-3 E =
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Artinya: "Hai orang-orang yang beriman,jika datang kepadamu orang
fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti.”
(Al-Hujurat, QS 49: 6) '

Dan lainnya.

Isim nakirah yang disifati dengan sifat yang umum. Misalnya, kata
‘abdun mu'minun dalam firman Allah swt. :

T

a -

s , "
EW W 82 atih CConnf v o) *ad e medl o Sl aa i
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Artinya: “Sesungguhnya budak yang mukmz’f; lebih baik daripada orang
yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.” (Al-Bagarah QS
2: 221)

h. Isim istifham. Misalnya, kata man dza (siapakah) dalam firman Allah
SWL.:

S £ T S e s_.l- B S s
aﬁfquiu“gwwu;¢~sﬁfﬁ‘53m 13

§Y£0:8 ,alh

Arunya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman
yang batk (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah
akan melipat gandakan pembayaran kepadanya?” (Al-Bagarah
QS 2: 245)

Misalnya lagi, kata madza (apakah) dalam firman Allah swr.:

§Y:8,A00 S5 11 51511 T36 0 a8 1) i

Artinya: “...tetapi mereka yang kafir mengatakan: apékah maksud Allah
menjadikan ini untuk perumpamaan?” (Al-Bagarah QS 2: 26)

3. Dalalah Lafaz ‘Amm

Jumhur ulama ushul figh sepakat;, bahwa lafaz-lafaz yang umum
menunjuk kepada seluruh satuan yang terliput oleh lafaz itu, selama
tidak ada dalil yang menunjukkan pentakhshishannya. Hal ini didasarkan
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ijma' sahabat dan para ahli bahasa untuk memberlakukan lafaz-lafaz Al-
qur'an dan sunnah sesuai dengan keumumaunya, kecuali apabila ada
dalil yang menunjukkan kekhusu_sannya Dengan demikian, maka
apabila ada lafaz yang umum pada nash syar’i, lafaz itu menunjukkan
tetapnya hukum yang dinashkan terhadap seluruh satuan yang terliput
oleh lafaz itu, kecuali apabila ada dalil yang mentakhsiskan
(mengkhususkannya) pada sebagian satuannya saja. Misalnya, firman
Allah swt.:

Kon a8 Dol O 1 pkly 811yl 1T g U
: %0‘\:;"{.—3\%@

Artinya: "Haf orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (Al-Nisa’ QS 4 : 59)

Perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta ulil amri
terhadap orang-orang yang beriman secara umum. Semua orang yang
termasuk dalam kategori orafig yang beriman, maka termasuk dalam
keumuman orang yang diperintahkan taat. Contoh lain, firman Allah
berkenaan dengan iddah isteri yang ditinggal mati suaminya:

J'ﬂ‘

i....m)\ ,.e._....n.vb u-AJJ.-—lL?"a})l QJ)-L_UF_saQJ_i_’_J ‘_,_:.Ui}
4YYre:s iy 1.’..@3,@;?

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan
meninggalkan isteri-isteri, (hendaklah para isteri itu) menangguhkan
dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.” (Al-Bagarah (QS2:
234)

Ayat tersebut menunjukkan, bahwa semua orang yang meninggal
dunia, maka isterinya harus beriddah wafat selama empat bulan sepuluh
hari. Pengertian semacam ini berlaku umum, apakah isteri sudah pernah

72. Lihat al-Bukhari, op. cit., hal. 291. Lihat pula al-Sarakhsi, op. cit., hal, 151 dan seterusnya.
Lihat pula al-Syaukani, op. cit., hal. 112.
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dicampqn suaminya atau belum, dalam keadaan hamil atau tidak. Akan
retapi jika ada nash yang mentakhshishkannya, maka keumuman lafaz
yang meliputi seluruh maknanya itu tidak lagi berlaku. Selanjutnya, lafaz
yang umum itu hanya menunjuk kepada satuan makna yang tersisa
setelah ditakhshishkan. Dengan kata lain, lafaz yang mentakhshishkan
dikeluarkan dari keumuman lafaz yang umum itu.”

Selanjutnya ulama ushul figh berbeda pendapat mengenai
kekuatan dalalah lafaz yang umum terhadap seluruh satuan yang terliput
olehnya. apakah dalalahnya bersifat gath ataukah bersifat zhanni?
Fukaha mazhab Hanafi berpendapat, bahwa dalalahnya bersifat qath’i.
Misalnya, firman Allah swt.:

* -

MWU‘G’”HJ“}‘#&'WJ‘M‘JW@WU
35 L o S0y 3l

Artinya: "Dan  perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di
antara perempuanmu jika kamu ragu (tentang masa iddahnya) maka
iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuan-
perempuan yang tidak haid.” (Al-Talaq QS 65: 4)

Ayat ini secara gath’i menjelaskan iddah semua perempuan yang
tidak pernah haid atau sudah tidak haid lagi, yaitu selama tiga bulan.
Adapun yang dimaksudkan dengan keqath'ian lafaz yang umum, kata
mereka, ialah: penafian kemungkinan ditakhshishkan yang muncul dari
dalil itu sendiri, bukan sama sekali menafikan kemungkinan takhshish
secara mutlak. Dengan kata lain, meskipun ada kemungkinan nash yang
mutlak itu ditakhshishkan oleh dalil lain, namun- nash tersebut tetap
gath’i. Hanya saja untuk keqath'ian nash yang umum fukaha Hanafi
mensyaratkan tidak ada takhshish terhadapnya atau dalil . yang
menunjukkan pengecualian sebagian maknanya yang tidak tertentu
kadamya dari keumuman lafaz yang umum itu. Jika ada hal tersebut,
maka dalalahnya terhadap sisa satuan yang ditakhshishkan itu tidak lagi
bersifat gath’i, tapi bersifat zhanni.

73. Wahbah al-Zuhaili, op. cit., hal. 248-249.
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Berbeda dengan mazhab Hanafi, fukaha mazhab Maliki, Syafi'i dan
Hanbali berpendapat, bahwa lafaz yang umum tidak mempunyai dalalah
vang gath’i terhadap seluruh satuan yang terliput olehnya. Akan tetapi
dalalah keumumannya bersifat zhanni. Sebab dalalah lafaz yang umum
rermasuk karegori lafaz yang zhahir yang mengandung kemungkinan
untuk ditakhshishkan. Kemungkinan takhshish pada lafaz yang umum
sangat besar. Hampir dapat dikatakan: tidak ada lafaz yang umum,
melainkan telah ditakhshishkan. Berdasarkan penelitian kebahasaan
ditemukan bahwa takhshish banyak masuk pada lafaz-lafaz yang umum,
sehingga membuat kemungkinan lafaz yang umum untuk ditakhshishkan
sangat besar. Selama kemungkinan untuk ditakhshishkan itu ada, maka
tidak ada jalan untuk menyatakannya sebagai dalil yang gath’i, akan
 terapi harus dinyatakan sebagai dalil zhanni.”

Pengaruh dari perbedaan pendapat tersebut terasa dalam istimbat
hukum dari nash-nash syar’i. Yaitu apabila terjadi pertentangan makna
antara nash Alqur'an yang umum dan nash hadis ahad yang bersifat
khusus. Berkenaan dengan ini, fukaha berbeda pendapat sebagai berikut:

Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali berpendapat, bahwa hadis ahad
yang bersifat khusus mentakhshishkan keumuman nash Alqurian.
Dengan demikian, .nash yang umum itu tidak lagi menunjuk kepada
seluruh satuan makna yang terliput olehnya: akan tetapi ia hanya
menunjuk kepada sebagian satuan maknanya. Dasar pandangan mereka,
lafaz Alqur'an, meskipun ditinjau dari sanadnya bersifat gath'i, namun
ditinjau dari segi dalalahnya adalah zhanni. Sedangkan nash hadis ahad
yang khsusu, meskipun ditinjaui dari segi sanadnya bersifat zhanni,
namun ditinjau dari segi dalalahnya bersifat gath’i. Nash yang zhanni
dapat mentakhshishkan sesama nash yang zhanni. Dan ini termasuk
bagian dari bayan (penjelasan) terhadap Alqur'an.

Berbeda dengan pendapat di atas, mazhab Hanafi berpendapat,
bahwa hadis ahad tidak dapat mentakhshishkan keumuman nash
Alguran. Sebab nash Aqur'an yang umum bersifat qgath’i, sedangkan
hadis ahad bersifat  zhanni. Dalil yang thanni tidak dapat

74. Lihat Abu Zahrah, op. cit, hai. 158.
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mentakhshishkan dalil yang qathi. Di samping itu, takhshish dalam
pandangan mereka bukanlah bayan, akan tetapi merupakan pembatalan
terhadap pengamalan sebagian makna nash yang umum, sedangkan nash
yang umum ini sesuai dengan keumumannya merupakan lafaz yang
mubayyan (telah dijelaskan), dan tidak membutuhkan penjelasan lagi.’ 5

Misalnya, firman Allah swt.:
;,_’Q.Gf' S ey \,L.,.cu ovt_.aju,\ P_.g\:[ \J,..\,,-, .;.U\L’GJL:
sl U,.....Qt qu ,S.L’-“)’ 3 | gl 3 tﬁjuw

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan
shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku,
dan sapulah kepalamu, dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua
mata kaki.” (Al-Maidah QS 5: 6)

Berdasarkan keumuman nash Alqur'an tersebut mazhab Hanafi
menyatakan, bahwa tertib dalam wudhu' tidaklah jvajib. Nash Alqur'an
yang umum tersebut merupakan lafaz mubayyan, padahal huruf ‘athaf
“wawu” tidak menghendaki keharusan tertib. Dengan demikian, nash
Alqur'an tersebut tidak mewajibkan tertib. Atas dasar. itu, kalau
seseorang membasuh muka sesudah membasuh tangan, maka boleh dan
sah. Berbeda dengan mereka, mazhab Syafii, Maliki, dan Hanbali
mewajibkan tertib dalam wudhu'. Hal ini didasarkan hadis Nabi saw.
Beliau bersabda: '

(.33.5:-} ’MM1};33&H‘CAJ_LSJ'{§JJlOMN1:};a;.}I

Artinya: “Allah tidak akan menerima shalat seseorang sehingga ia meletakkan
cara bersuci pada tempatnya, ia membasuh mukanya kemudian
tangannya, dan seterusnya...”. (HR. Ibnu Majah dari Ibn Umar dan
Ubay bin Ka'ab)

75. Ibid. hal. 159-170
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Hadis ini merupakan nash yang dalalahnya qath’i, sekalipun
sanadnya vhanni, karena hadis ahad tersebut bersifat khusus. Dalil zhanni
ini dapat mentakhshishkan nash Alqur®an yang umum, karena ia juga
zhanni dari segi dalalahnya. Dalam kaitannya dengan hadis ini, mazhab
Hanafi tidak menjadikannya sebagai hujjah yang dapat mentakhshishkan
keumuman nash Alqur’an. Mereka hanya menganggap bahwa tertib
yang dinyatakan oleh hadis termasuk dalam kategori sunnat yang
dikukuhkan, bukan wajib. '

Misalnya laci, firman Allah swe.:
§AV:01 s JiP Ll D U3 3)

Artinya: “Barang siapa memasukinya (Baitullah itu), menjadi amanlah dia.”
(Ali Imrah, QS 3: 97)

Kemudian Nabi saw. bersabda:
sy 158 Yol Aw ¥ 45!

Artinya: “Tanah ‘suci tidak akan melindungi orang yang durhaka maupun
orang yang melarikan diri karena penumpahan darah.” (HR. Muslim
dari Abu Syuraih)

Ayat di atas memberikan jaminan keamanan secara umum kepada
orang vang masuk ke Baitullah, baik orang yang taat maupun orang yang
durhaka, sedangkan hadis Nabi tersebut membatasi perlindungan iru
pada orang yang taat, bukan orang yang durhaka. Berkenaan dengan ini,
mazhab Hanafi tidak mentakhshishkan keumuman ayat dengan kekhu-
susan hadis, karena ayat di atas bersifat gath’i, sedangkan hadisnya
bersifat zhanni. Dalil yang zhanni tidak dapat mentakhshishkan dalil
qath’i. Berbeda dengannya, mazhab Syafi'i dan jumhur ulama wushul
mentakhshishkan keumuman ayat di atas dengan hadis ahad itu.

Misalnya lagi, firman Allah swt.:

EVY Y plodin ale &1l S G 1S G Y
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Artinya: “Dan  janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak
disebut nama Allah ketika menyembelihnya.” (al-An'am, QS 6: 121)

Kemudian dalam hadis ahad disebutkan:

;xgp\mmﬁa;;dwﬂ.l_ﬂh“’

Artinya: “Orang Islam menyembelih binatang atas nama Allah, baik ia
menyebut nama Allah ataupun tidak.” (HR. Abu Daud dalam Al-
Marasil)

Ayat di atas menegaskan secara umum larangan memakan daging
binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, sedangkan hadis
ahad tersebut secara khusus menyatakan kehalalan sembelihan orang
Islam, walaupun tanpa menyebut nama Allah. Berkenaan dengan ini,
mazhab Hanafi tidak mentakhshishkan keumuman ayat dengan hadis
ahad itu. Dengan demikian, daging binatang yang disembelih tanpa
penyebutan nama Allah tidaklah halal, kecuali karena lupa. Berbeda
dengan mazhab di atas, mazhab Syafi'i menyatakan bahwa sembelihan
orang Islam halal, meskipun ia sengaja tidak menyebut nama Allah.
Dalam pandangan mazhab ini, menyebut nama Allah ketika
menyembelih binatang adalah sunnat bagi orang Islam.

Dalam kasus lain, mazhab Hanafi mewajibkan mantan suami
memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istri yang diceraikannya
secara talak bain kubra berdasarkan keumuman firman allah swt. :

& - A o i a
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Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal

mnurut kemampuanmu.” (al-Talag Qs 65: 6)

Mazhab Hanafi tidak mentakhshishkan ayat tersebut dengan hadis
Nabi saw. yang menyebutkan bahwa beliau tidak menetapkan hak rumah
dan nafkah kepada Fatimah binti Qais. selanjutnya mereka menguatkan
pendapat mereka dengan perkataan Umar ra.:
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Artinya: “Kami tidak akan meninggalkan Kitab Tuhan kami dan sunnah Nabi
kami karena perkataan seorang perempuan yang tidak kami ketahui
apakah za ingat atau lupa, bahwa ia memperoleh tempat tmggal dan
nafkah. e

Hal ini disebabkan bahwa hadis tersebut termasuk kategori hadis
ahad yang bersifat zhanni. Dalil yang bersifat zhanni, sebagai mereka
katakan, tidak dapat mentakhshishkan dalil yang bersifat gath’i

Adapun dalalah lafaz yang umum terhadap satuan-satuan makna
yang tersisa setelah: ditakhshishkan adalah, menurut mazhab Hanafi
adalah zhanni, jika satuan yang dikeluarkan dari keumuman lafaz itu
tidak tertentu kadarnya. Sebab biasanya dalil takhshish didasarkan ‘illat
hukum. Tllat hukum- ini seringkali ditemukan pada beberapa satuan
makna lain yang masih. tersisa setelah pentakhshishan. Berdasarkan
adanya kemungkinan ini, maka dalalah lafaz yang umum terhadap satuan
makna yang tersisa tidak bersifat gathi, akan tetapi bersifat zhanni.'’
Sebaliknya, jika satuan yang ditentukan dari keumuman lafaz tertentu
kadarnya, maka dalalah lafaz yang umum terhadap satuan makna yang
tersisa masih tetap gath'i. Sedangkan menurut jumhur ulama, dalalah
lafaz yang umum adalah zhanni, baik sebelum ditakhshish atau sesudah di
takhshish

4. Pembagian Lafaz ‘Amm:

Lafaz ‘amm (yang umum) ada tiga macam, sebagai berikut: "
a. Lafaz umum yang dikehendaki keumumannya-secara pasti, yaitu:
lafaz-lafaz umum yang disertai garinah (tanda) yang menafikan
kemungkinan takhshish. Misalnya, firman Allah swt.:

§:38% @85, b1 BV o) AT TS el

76. Hadis riwayat Muslim,
77. Wahbah al-Zuhaili, op. cit., hal. 248-249.
78. Lihat Abd al-Wahab Khallaf, op. cit., hal. 185-186.
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Artinya: "Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan
Allah-lah yang memberi rezekinya.” (Hud QS 11: 6)

Nash ‘tersebut adalah umum, tidak ada pengecualian vyang
mentakhshishkannya. Misalnya lagi, firman Allah swt.:

@Y"- iuy‘%’ff-@dﬁ 13.!" L..l;v-j

Artinya: “Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup.” (Al-

Anbiya’ QS 21: 30)

Pada dua ayat tersebut terdapat penetapan sunnah ilahiyyah yang
bersifat umum, tanpa ada pengecualian atau penukaran. Kedua nash
tersebut adalah qath’i dalalahnya terhadap keumuman maknanya,
tidak mengandung kemungkinan untuk ditakhshishkan atau
dikehendaki makna yang khusus.

Lafaz umum yang dikehendaki kekhususannya secara pasti. Yaitu:
lafaz umum yang disertai garinah yang menghilangkan keumumannya,
dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dari lafaz itu adalah sebagian
dari satuan-satuannya. Misalnva, firman Allah swt.:

FAVIO e I yL._d a2l &th...n S e u.,uigu

Artinya: “Dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap
Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan
ke Baitullah.” (Ali Imran QS 3: 97)

Manusia dalam ayat tersebut adalah umum, namun yang dikehendaki
adalah khusus, yaitu orang-orang yang mukallaf. Sebab akal yang
sehat menuntut pengeluaran anak-anak dan orang gila dari
kewajiban itu. Misalnya lagi, firman Allah swt.: ;

8 23, -
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Artinya: “Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan ovang-orang

Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut
menyertai Rasulullah...” (Al-Taubah QS 9: 120)

Penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui di sekitarnya adalah
lafaz yang umum, namun yang dimaksudkan adalah khusus orang-
orang kaya dan mampu di kalangan kedua kelompok itu. Sebab
orang-orang yang tidak mampu tidak mungkin sanggup unruk keluar
menyertai Nabi saw. dalam peperangan, karena tidak memiliki bekal
yang mutlak diperlukan dalam peperangan.

¢. Lafaz umum yang mutlak. Yaitu: lafaz umum yang tidak disertai
garinah yang menunjukkan bahwa lafaz itu dikehendaki keumuman-
nya secara pasti, dan tidak ada pula garinah yang menafikan
kemungkinan pentakhshishannya. Lafaz umum semacam ini banyak
ditemukan dalam nash-nash yang didalamnya terdapat shighat umum,
vang tidak disertai garinah lafzhiyyah (tekstual), ‘agliyyah (rasional),
atau ‘urfiyyah (kebiasaan) yang menentukan keumuman atau
kekhususan. ‘Lafaz ini secara lahiriah bersifat umum, sehingga ada
dalil yang mentakhshishkannya. Misalnya, firman Allah swt.:

o r s
.
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Artinya: “Wanita-wanita yang  ditalak  hendaklah menahan  dir:
(menunggu) tiga kali quru’.” (Al-Bagarah QS 2: 228)

Wanita yang ditalak dalam ayat tersebut bersifat umum dan tidak ada
garingh yang menunjukkan bahwa lafaz ittu dikehendaki
keumumannya secara pasti serta tidak ada pula garingh yang
menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah khusus. Hanya saja lafaz
tersebut masih mengandung kemungkinan untuk dicakhshishkan.
Keumuman dalalah lafaz umum vyang ketiga ini bukan suatu
kepastian, tapi hanya secara lahiriah saja.

Di samping itu, ada pula lafaz yang umum yang meliputi satuan
vang lebih kecil jumlahnya dibandingkan lafaz yang umum lain yang-
lebih luas cakupan satuan-satuannya. Lafaz umum ini biasa disebur
dengan khash idhafi. Berkenaan dengan ini, dalalah lafaz semacam ini
iebih kuat daripada dalalah lafaz umum yang lebih luas itu. Sebab
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pemasukannya ke dalam kategori yang pertama memang menjadi tuguan,
: e LaE
sedangkan pemasukannya ke dalam kategori kedua bersifat implisit.

Misalnya, firman allah swt.:
§ T oo olp s s
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Artinya: “...dan (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.” (Al-
Maidah, QS 5: 3)

Dan firman Allah swt. lainnya:
§0:3.5Ui% (S il.g- sy ;J:JT Cpdlt élab}

Artinya: “Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal
bagimu.” (Al-Maidah, QS 5: 5)

Ayat pertama menunjukkan keharaman daging hewan yang
disembelih atas nama selain Allah secara umum, sedangkan ayat kedua
menunjukkan kehalalan daging hewan yang disembelih oleh Ahli Kitab.
Baik mereka menyebut nama Allah ataupu menyebut nama selain Allah,
atau sama sekali tak menyebut apapun. Dengan demikian, satuan lafaz
umum ayat pertama merupakan bagian dari satuan lafaz umum yang
kedua. Dengan kata lain, yang pertama lebih. khusus daripada yang
kedua. Oleh karena itu, dalalah yang pertama lebih kuat daripada
dalalah yang kedua, dan menurut mazhab Malik, Syafii dan . Abu
Hanifah, ayat yang pertama mentakhshishkan ayat yang kedua.

Selanjutnya, ada pula dua lafaz yang umum, yang masing-masing
menampilkan kekhususan dari satu segi. Misalnya, firman Allah swt.:

-
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79. Ali Hasabullah, op. cit,, hal. 238.
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Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu  dengan
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan
dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.” (Al-Bagarah, QS 2 :
234)

Dan firman Allah swt. iainnya:

7
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Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, wakue iddah mereka itu
ialah sampai mereka melahirkan kandungan-nya.” (Al-Talag, QS

65: 4)

Keumuman isteri yang suaminya meninggal dunia meliputi: yang
hamil dan yang tidak hamil. Sedangkan keumuman perempuan yang
hamil meliputi: yang suaminya meninggal dunia dan yang suaminya tidak
meninggal dunia. Dari satu sisi, yang pertama lebih umum dari yang
kedua, karena meliputi yang tidak hamil. Sebaliknya yang kedua juga dari
satu sisi lebih umum dari yang pertama, karena meliputi perempuan yang
suaminya masih hidup. Keduanya bertemu dalam masalah perempuan
hamil yang suaminya meninggal dunia sehingga menimbulkan
pertentangan. Berkenaan dengan ini, Sahabat Ali dan Ibn Abbas
menetapkan masa iddah yang terlama dari dua masa itu, berdasarkan
dalalah ‘ibarat yang diambil dari dua nash itu. Dengan demikian, tidak
ada pertentangan makna lagi. Berbeda dengan mereka, Ibn Mas'ud
menyatakan bahwa ayat kedua menasakhkan yang pertama. Dengan
demikian, waktu iddahnya adalah’sampai persalinan kandungannya.
Karena ayat pertama turun sesudah ayat yang kedua. 3

B. LAFAZ KHASH

1. Pengertian Lafaz Khash

Lafaz khash merupakan kebalikan dari lafaz ‘amm. Kata khash
berasal dari kata khashsha vyang berartii mengkhususkan dan

80. Ibid., hal. 238-239.
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menentukan. Khash berarti sesuatu yang khusus dan tertentu
peruntukannya. Dalam bahasa Indonesia, kata ini telah masuk dalam
bahasa yang diserap, misainya: makanan khas Jawa, tarian khas Bali dan
sebagainya. Demikian pula kata khusus.

Adapun khash menurut istilah dalm ilmu ushul figh ialah: Suatu

lafaz yang dibuat untuk satu makna secara tersendiri.®’ Baik makna satu

makna tersebut berupa jenis seperti hewan, atau species seperti manusia,

ataupun perseorangan seperti Azhar Mufawwad, Neila Soraya, Barizi dan

lainnya. Pendeknya, selama pemilik nama yang dimaksud satu maka ia
adalah lafaz yang khash.

2. Dalalah Lafaz Khash

Hukum yang terdapat pada lafaz khash, yakni dilallahnya terhadap
makna yang ditunjukinya bersifat gath'i. Lafaz khash tersebut tidak boleh
dipalingkan dari maknanya itu kepada makna lain kecuali didasarkan
pada dalil. Misalnya, kata ragabatun (seorang hamba sahaya), ‘asyaratun
(sepuluh), dan tsalatsatun (tiga) dalam firman Allah swt. :
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Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang
tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu
disebabkan  sumpah-sumpah yang disengaja, maka kaffarat
(melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin,
yaitu dari makanan yang biasa- kamu berikan kepada keluargamu,
atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang
budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian,

81. Abu Zahrah, op. cit., hal, 158,
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maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itw adalah
kaffarar  sumpah-sumpahmu bila kamu bevsumpah (dan kamu

langgar).” (Al-Maidah QS 5: 89)

Ketiga kata tersebut termasuk kategori lafaz yang khash yang secara
qath'i (pasti) menunjukkan bahwa- kafarat sumpah adalah: memberi
makan atau pakaian sepuluh orang miskin, atau memerdekakan seorang
budak, atau berpuasa tiga hari. Tidak ada kemungkinan untuk diganti
dengan hukuman yang lain.

Misalnya lagi, kata tsamanina (delapan puluh) dalam firman Allah
SwWt.:
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Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik

(berbuat zina) dan mereka tudak mendatangkan empat orang saks:.
=

maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.”

(Al-Nur QS 24: 4)

Hukuman delapan puluh kali dera bagi orang yang menuduh
wanita baik-baik berbuat zina tanpa dapat mendatangkan empart orang
saksi termasuk kategori lafaz yang khusus dan dalalahnya itu bersifat pasti
(qath'i).

Yang dimaksud dengan “pasti” pada lafaz yang khusus di sini
bukan sama sekali tidak mengandung alternatif lain, akan tetapi ketidak-
mungkinan alternatif lain itu dilihat dari dalil itu sendiri, bukan dari dalil
lain. Sebab lafaz yang khususpun mempunyai alternatif makna lain di
tuar yang ditunjuki dalil itu sendiri, apabila ada dalil lain yang mengubah
makna yang diciptakan untuknya itu. Hanya saja kemungkinan semacam
ini apabila tidak didukung oleh dalil, maka sama sekali tidak
mempengaruhi kegath'ian lafaz yang khusus itu. Kemungknmn tersebur
sama saja dengan tidak ada.
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Selanjutnya lafaz yang khusus dapat ditakwilkan, jika ada dalil
yang menghendaki pemalingan makna yang khusus itu kepada makna
lain yang masih climun'gkinlr:annya.?jl : :

Misalnya, kata “seekor kambing” dalam sabda Nabi saw.:

B B (i)l 6
Artinya: “Pada tiap-tiap empat puluh ekor kambing dikeluafkan zakat seekor
kambing.” (HR. _Bukhari da'(t Abu Daud dari Anas ra) ;

Mazhab Hanafi mentakwilkannya dengan makna yang meliputi
“seekor kambing dan nilainya”, karena ada dalil yang menunjukkan
bahwa arti inilah yang dimaksudkan. Dalil tersebut ialah: bahwa maksud
pewajiban zakat adalah memenuhi kebutuhan orang fakir miskin.
Kebutuhan mereka . itu,  sebagaimana ddpat . terpenuhi  dengan
menyerahkan langsung kambing itu sendiri, dapat pula terpenuhi dengan
menyerahkan harga atau nilai jual kambing itu. Pendeknya, lafaz yang
khusus bersifat qath'i dalalahnya pada makna yang diperuntukkan
padanya, jika tidak' ada dalil yang memalingkannya dari -makna itu.
Sebaliknya, jika ada dalil yang memalingkannya, maka lafaz yang khusus
tersebut dapat diartikan lain yang masih mungkin, dan bukan sebagai
makna hakikinya. Suatu hal yang perlu diingat, bahwa dalam hal ini
mazhab Hanafi tidak membatasi dalil yang dapat memalingkannya berupa
nash, tapi bisa berupa tinjauan terhadap maksud suatu hukum. Oleh
karena itu, dalam mazhab ini berkembang pesat pentakwilan lafaz yang
khusus.

3. Macam-Macam Lafaz Khash

Lafaz yang khusus ada beberapa macam, sesuai dengan keadaan
dan shighat yang dipergunakan untuk mengungkapkannya. Adakalanya
lafaz yang khsusus mengambil bentuk sebagai lafaz yang mutlak, dan
adakalanya pula datang dalam bentuk mugayyad. Terkadang ia datang
dalam bentuk kalimat perintah, dan terkadang pula ia datang dalam

82 Zaki al-Din Sya’ban, op. cit., hal. 288-289.
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Selanjutnya lafaz yang khusus dapat ditakwilkan, jika ada dalil
yang menghendaki pemalingan makna yang khusus itu kepada makna
lain yang masih dimungkinkannya. -

Misalnya, kata “seekor kambing” dalam sabda Nabi saw.:
3L 3Ls a8 B

Artinya: “Pada tiap-tiap empat puluh ekor kambing dike!uaﬁcan zakat seekor
kambing.” (HR. Bukhari dan Abu Daud dari Anas ra) :

Mazhab Hanafi: mentakwilkannya dengan makna yang meliputi
“seekor kambing dan nilainya”, karena ada dalil yang menunjukkan
bahwa arti inilah yang dimaksudkan. Dalil tersebut ialah: bahwa maksud
pewajiban zakat adalah memenuhi kebutuhan orang fakir miskin.
Kebutuhan mereka  itu,  sebagaimana ddpat . terpenubi dengan
menyerahkan langsung kambing itu sendiri, dapat pula terpenuhi dengan
menyerahkan harga atau nilai jual kambing itu. Pendeknya, lafaz yang
khusus bersifat qath'i dalalahnya pada makna yang diperuntukkan
padanya, jika tidak ada dalil yang memalingkannya dari -makna itu.
Sebaliknya, jika ada dalil yang memalingkannya, maka lafaz yang khusus
tersebut dapat diartikan lain yang masih mungkin, dan bukan sebagai
makna hakikinya. Suatu hal yang perlu diingat, bahwa dalam hal ini
mazhab Hanafi tidak membatasi dalil yang dapat memalingkannya berupa
nash, tapi bisa berupa tinjauan terhadap maksud suatu hukum. Oleh
karena itu, dalam mazhab ini berkembang pesat pentakwilan lafaz yang
khusus.

3. Macam-Macam Lafaz Khash

Lafaz yang khusus ada beberapa macam, sesuai dengan keadaan
dan shighat yang dipergunakan untuk mengungkapkannya. Adakalanya
lafaz yang khsusus mengambil bentuk sebagai lafaz yang mutlak, dan
adakalanya pula datang dalam bentuk mugayyad. Terkadang ia datang
dalam bentuk kalimat perintah, dan terkadang pula ia datang dalam

82. Zaki al-Din Sya’ban, op. cit., hal. 288-289.
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kalimat larangan. Pembahasan lebih lanjut akan dikemukakan dalam
bab-bab tersendiri.

C. TA’ARUDH LAFAZ ‘AMM DAN KHASH

Apabila hukum yang ditunjuki oleh lafaz yang umum dan lafaz
yang khusus saling bertentangan, maka mazhab Hanafi memandang
bahwa pertentangan vang terjadi sebatas pada bagian yang ditunjuk oleh
lafaz yang khusus dan kedua-duanya sama mempunyai dalalah gath’i, jika
itu merupakan nash Alguran atau hadits mutawatir. Selanjutnya mereka
mempergunakan cara tertentu dalam menghilangkan pertentangaan itu.
Yaitu lafaz yang khash mentakhshishkan lafaz yang umum jika bersamaan
datangnya kedua nash itu. Akan tetapi jika tidak bersamaan dan
diketahui,. mana ‘yang datang lebih dulu dan mana yang datang
belakangan, maka nash yang belakangan menasakhkan nash yang lebih
dulu. Namun jika tidak diketahui manakah nash yang lebih dulu dan
manakah yang belakangan, maka diamalkan nash yang lebih kuat.

Berbeda dengan mazhab Hanafi, jumhur ulama udak
memandangnya sebagai nash yang saling bertentangan. Dengan demikian
nash yang khusus diamalkan sesuai dengan dalalah kekhususannya, dan
nash yang umum diamalkan untuk hal-hal yang tidak dinyatakan dalam
nash yang khusus itu. Nash yang khusus bersifat gatht dan nash yang
umum bersifat zhann.

Pengaruh perbedaan tersebut menjalar pada perbedaan dalam
istimbat hukum kedua kelompok tersebut. Misalnya, perbedaan pendapat
tentang nishab zakat tanaman dan buah-buahan. Abu Hanifah tidak
mensyaratkan batas nishab, sementara jumhur ulama termasuk Abu Yusuf
dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani mensyaratkan nishab lima wasag,
yaitu: 684 kg, atau 715 kg. Perbedaan terscbut disebabkan adanya dua
hadis yang saling bertentangan. Pertama, hadis Nabi : :

B gl e DR
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’

Artinya: “Tidak ada zakat pada kurma kurang dari lima wasaq”.*

Kedua, hadis Nabi"saw.:
j?..:':»m‘ ....a..a: ;....:Jb ‘;:..dh.é} J...aﬂ U}-’.“} ;.La.....‘ 3 '-4..9

Artinya: “Pada hasil tanaman yang disitam oleh langit atau mata air
dikeluarkan zakat sepersepuluh, dan pada hasil tanaman yang disiram
dengan penyiraman dikeluarkan zakat seperduapuluh”®*

Dalam pandangan Abu Hanifah terdapat pertentangan antara
nash yang umum dan nash yang khusus, tanpa diketahui sejarahnya,
maka ia mengamalkan hadis yang lebih kuat, yaitu nash yang umum,
karena nash itu mewajibkan zakat pada jumlah yang kecil. Hadis ini
diamalkan berdasarkan sikap hati-had (ihtiyath). Sedangkan jumhur
fukaha mentakhshishkan hadis kedua yang umum dengan hadis pertama
yang khusus.

D. PENTAKHSHISHAN LAFAZ ‘AMM DAN MACAMNYA

Yang dimaksud dengan pentakhshishan lafaz yang ‘amm ialah:
pembatasan suatu lafaz yang umum pada sebagian satuan-satuannya, atau
memalingkan lafaz yang umum dari pengertian umumnya kc_pada
sebagian satuan yang terkandung oleh lafaz yang umum itu’
Pembatasan makna lafaz yang umum banyak ditemukan dalam Alqur*an
dan sunnah Nabi saw.

Jumhur ulama ushul figh sepakat tentang kebolehan pentakhshish-
an lafaz yang umum, karena ada dalil yang menghendakinya. Hanya saja
mereka berbeda pendapat mengenai dalil yang mentakhshishkannya,
apakah disyaratkan bersamaan dengan lafaz ‘amm itu dan terpisah dari

83. Hadis riwayat Imam Malik, Syafi’i, Ahmad dan Bukhari Muslim dan lainnya dari Abu Said
al-Khudri

#4. Hadis nwayat Ahmad, Bukhari dan lainnya dari Abdullah bin *Amr ra.

85. Wahbah al-Zuhaili, op. cir., hal, 254,
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susunan kalimatnya, atau tidak disyaratkan demikian. Berkenaan dengan
ini, terdapat dua mazhab yang berbeda, yaitu: mazhab jumhur dan
mazhab Hanafi.

Jumhur ulama selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa dalil
takhshish dapat terdiri dari lafaz yang berdiri sendiri dan terpisah dari lafaz
yang umum itu, dan dapat pula berupa lafaz yang tidak berdiri sendiri
atau menyatu dengan lafaz yang umum itu. Syaratnya, selama datangnya
tidak lebih akhir dari masa pengamalannya, jadi tidak harus bersamaan.
Kemudian apabila dalil itu. datang lebih akhir dibanding masa
pengamalannya, maka tidak disebuc takhshish, tetapi disebut pembatalan . ]
(nasakh) sebagian hukumnya. Hal ini disebabkan, bahwa takhshish ]
merupakan bayan (penjelasan) terliadap lafaz yang umum bahwa yang
dimaksud bukanlah keumumannya, tapi sebagiannya saja. Sedangkan
nasakh merupakan pembatalan hukum syara’ dengan dalil yang lebih
akhir.% Selanjutnya, karena fungsi bayannya, maka dalil vyang
mentakhshishkan tidak harus sama kekuatannya dengan nash yang
umum itu. Dengan kata lain, nash yang umum yang gqath’' dapat
ditakhshishkan dengan nash vyang zhanni, tapi qath’i dalalahnya
schagaimana telah dicontohkan sebelumnya.

Berbeda dengan pendapat di atas, mazhab Hanafi berpendapat,
bahwa dalil yang mentakhshishkan lafaz yang umum harus berdiri sendiri
{mustagil), namun bersamaan dengan lafaz yang umum itu. Dalil yang
mentakhshishkan itu harus sama kekuatannya dengan nash yang umum
itu, atau lebih kuat darinya dari segi kegath'ian dan kezhanniannya.
Dengan demikian, dalil yang mentakhshishkannya, menurut mereka, ada
tiga, yaitu:

1) akal,

2) wrf dan adar istiadat, dan

3) nash yang terpisah dari lafaz ‘amm tapi datangnya bersamaan
dengannya.

Dengan demikian, ada beberapa bentuk pembatasan keumuman
‘makna lafaz yang tidak termasuk dalam kategori takhshish, seperti istitsna’

86. /bid., hal. 255.
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muttashil, sifat, ghayah, dan syarat yang kesemuanya tergabung dalam
takhshish muttashil. Bentuk ini tidak disebut takhshish tapi sekedar
pembatasan lafaz yang umum saja. Selanjutnya jika pembatasan tersebut
mempergunakan lafaz yang berdiri sendiri (mustagill) dan terpisah
(munfashil), maka ia bukan takhshish, tapi penasakhan hukum. Demikian
menurut pandangan ulama ushul mazhab Hanafi.

Bertitik tolak dari pandangan jumhur ulama ushul figh tersebut,
maka takhshish ditinjau dari dalil yang mentakhsiskannya ada dua
87
macam ', yaitu:

1. Takhshish ~ Muttashil, ~ yaitu:  Takhshish - yang  dalil  yang
mentakhshishkan merupakan bagian dari nash yang menyebutkan
lafaz yang umum itu. Ini disebut juga takhshish ghairu mustagil.
Takhshish semacam ini ada beberapa macam, dan yang terpenting ada
empat macam, yaitu:

a. Istitsna muttashil (Pengecualian yang bertemu). Misalnya, firman
Allah swt.:

°
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Artinya: “Barang siapa yang kafir sesudah dia beriman (dia mendapat
kemurkaan Allah) kecuali orang yang dipaksa kafir padahal
hatinya tetap. tenang dalam beriman (dia tidak berdosa).”
(Al-Naht QS 16: 106)

Pengecualian ini mengeluarkan orang yang dipaksa kafir

sementara hatinya tetap tenang beriman ‘dari keumuman

: kekafiran orang yang menyatakan dirinya kafir. Dengan
demikian, pernyataan kafir yang dilarang adalah yang datang dari
hati nuraninya sendiri sesuai dengan kemauan dan keridhaannya.

b. Syarat. Misalnya, firman Allah swt.:

87. Ibid. hal. 255.
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d.
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A'rtmya. ‘Dan bagimu  (suami-suami) seperdua davi harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika meveka tidak mempunyai
anak.” (Al-Nisa' QS 4: 12)

Syarat “tidak mempunyai anak” membatasi perolehan suami atas

seperdua dari harta warisan yang ditinggalkan oleh isterinya.

Kalau sekiranya syarat tersebut tidak ada, niscaya si suami

memperoleh bagian seperdua warisan dalam segala keadaan.

Sifat. Misalnya, firman Allah swt.:
Sl el C_L Oof Yk 3Ss e o 33
AL AL (.S,L..é ‘.S;Lo_:l ST G b

Artinya: “Barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak
cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka
lagi beriman, ia boleh mengawmi wanita yang beriman, dari
budak-budak yang kamu miliki.” (Al-Nisa’ QS 4: 25)

Nash tersebut membartasi keumuman budak wanita vang boleh

dikawini oleh orang yang tidak cukup belanjanya untuk

mengawini wanita merdeka dengan sifat “beriman” saja. Jadi,
kalau budak wanita itu tidak mukmin, maka tdak boleh
dikawininya. :

Gayah (batas akhir). Misalnya, firman Allah swt.:

S J.?'j 1,1...;15 ay\..aJ\J,\ t‘-‘“‘;m JUAA J..\Ju_g_. L
K ”ﬁf Sy iy 33 1A ) LSS,
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Artinya: “Hai ovang-orang vyang beriman, apabila kamu hendak
mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tonganm
sampai siku, dan sapulah kepalamu dan (basihleh) kakemu
sampai kedua mata kaki.” (Al-Maidah QS 5- 6)
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Perintah untuk membasuh keumuman tangan dibatasi sampai
sebatas siku saja, dan _tidak keseluruhan tangan lagi; dan
keumuman kaki dibatasi sampai sebatas dua mata kaki,
selebihnya tidak diwajibkan.

L. Takhshish Munfashil, yaitu: Takhshish yang dalil pentakhshishnya
tidak merupakan bagian dari nash yang lafaznya umum. Ini disebut
juga takhshish mustaqill (berdiri sendiri atau terpisah). Takhshish
semacam ini ada beberapa macam, yaitu:

a. Nash Qur'ani. Misalnya, firman Allah swt. tentang iddah wanita
yang ditalak:

EYYAD AN 5y B0 &embily el il

Aronva: "Wanita-wanita  yang  ditalak  hendaklah menahan  diri
(menunggu) selama tga kali quri’.” (Al-Bagarah QS Z:
228)

Nash tersebut bersifat umum, meliputi wanita yang hamil dan

vang tidak, yang telah dicampuri dan yang belum, yang haid

maupun yang tidak. akan tetapi nash Alqur'an mentakhshishkan

keumuman ayar tersebut melalui firmanNya:

’J:G .’o,a:o _,"-...,f X Syl ’a‘.» ¢ -
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Artnya: "Dan  perempuan-perempuan  vang  tidak  haid lag
(menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu
ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah
tiga bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak
haid. dan perempun-perempuan yang hamil, waktu iddah
mereka itu ialah sampai mereka melahirkan.” (Al-Talaq QS
65: 4)

Juga firman Allah:

_
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b.
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Artinve: "Hai orang-ovang yang: beviman, apabila kamu menikahi
perempuan-perempuan  yang  beriman,  kemudian  kamu
menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu mencampurinya,
maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang
kamu minta menyempurnakannya.” (Al-Ahzab QS 33: 49)

Hadis Nabi saw. Misal takhshish nash yang umum dengan hadis

mutawatir ialah firman Allah swr.:

GVA b I Oyl G 31y il

Arunya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta
yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabamnya
secara ma'ruf.” (Al-Bagarah QS 2: 180)

 Nash tentang wasiat tersebut adalah umum. Keumuman ini

ditakhsis dengan ketidakbolehan berwasiat kepada ahli waris
melalui hadis Nabi saw.:

< Yoy

Artinya: “Tidak ada wasiat untuk ahli waris.” (HR. Ahmad., Abu
Daud dan lainnya dari Umamah al-Bahily) '
Misal takhshish dengan hadis ahad ialah firman Allah swt.:

&Y ¢l VS5 T30 S 4y

Artinya: “Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian...” (Al
Nisa’ QS 4: 24)

Keumuman nash ini ditakhsis dengan sabda Nabi saw.:

GV gne e é?;;J\ CS“ N
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Artinya: “Seorang wanita tidak boleh dinikahi atas bibinya (saudara
perempuan ayahnya) dan bibinya (saudara perempuan
ibunyal”.

¢. ljma’. Takhshish dengan ijma’ dibolehkan, karena ijma’ sama
dengan dalil yang pasti, sementara nash yang umum termasuk
kategori laraz zhahir yang dalalahnya zhanni menurut pandangan
jumhur fukaha selain mazhab Hanafi. Namun, sebenarnya
takhshish tersebut bukanlah dengan ijma’ itu sendiri, akan tetapi
dengan dalil yang mendasari ijma’ itu. ™
Misalnya, firman Allah swet.:

;-—:.‘..za.ﬂc [ ..’5 - :’:n},,,.&,df,
Sl sl Lot 0y o 83allion 1) 1 gals Lullilgly

T
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Artinya: "Hai orang-orang yang beviman, apabila kamu diseru untuk
menunaikan shalat pada havi Jum'at, maka bersegeralah
kamu kepada mengingat Allah.” (Al-Jum'ah QS 62: 9)
Ulama telah berijma’ bahwa salat Jum’'at tidak wajib atas wanita
dan hamba sahaya.

d. Pendapat sahabat. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali,
pernyataan sahabat Nabi saw. didahulukan atas giyas. Oleh
karena itu, ia dapat mentakhshishkan nash yang umum. Namun

menurut jumhur ulama, takhshish dengan mazhab sahabat tidak
boleh.

Penginderaan. Yaitu: ada nash syara’ yang bersifat umum, namun
berdasarkan penangkapan indera, keumuman nash tersebut
dikhususkan pada sebagian makna yang diliputnya. Penemuan

indera ini mentakhsis keumuman nash itu. Misalnya, firman
Allah swt.:

¢
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88. Ibn Badran, al-Madkhal ila Mazhab Ahmad, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981, hal. 114
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Artinya: “Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah
Tuhannya.” (Al-Ahqgaf QS 46: 25)

Berdasarkan penglihatan diketahui, bahwa langit, bumi, planet

dan lainnya tidak ikut hancur. Apa yang terlihat tidak ikut

hancur mentakhshishkan keumuman kata “segala sesuatu”.

Dengan kata lain, yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ialah:

segala sesuatu yang dihancurkan.

t.  Akal. Misalnya, semua nash yang berkenaan dengan taklif hukum
syara’ secara umum, tanpa adanya takhshish, pada dasarnya
ditakhshishkan dengan batasan orang-orang yang layak terkena
taklif saja, tidak masuk ke dalamnya anak-anak dan orang gila.
Contohnya, firman Allah swt.:

Y101 0e i oo ) f el oo ol e WU B
Artinya: "Dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap
Allah. Yaitu ‘bagi orang yang sanggup mengadakan
perjalanan ke Baitullah.” (Ali Imran QS 3:97)
Manusia yang terkena kewajiban melaksanakan ibadah haji
adalah orang-orang yang layak dikenakan taklif saja, tidak
termasuk di dalamnya anak-anak dan orang gila.

g. ‘Urf (adat istiadat). Adar istiadat, baik berbentuk ucapan maupun
perbuatan, dapat mentakhshishkan keumuman makna yang
ditunjuk oleh lafaz yang umum. Misalnya, seseorang bersumpah
tidak akan makan siang. Kebiasaan makan siang di Indonesia
adalah makan nasi. Kemudian ia makan kueh, maka ia tidak
melanggar sumpahnya itu. Misal adat istiadat dalam perbuatan

. ialah firman Allah swt.:

YT AN S e LAY el B
Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua
tahun penuh.” (Al-Bagarah QS 2: 233)
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Berdasarkan tradisi masyarakar Quraisy, bahwa wanita bangsawan
biasanya tidak menyusui anaknya. Tradisi tersebut mentakhshish-
kan keumuman nash yang mewajibkan ibu menyusui anaknya.
Demikian menurut mazhab Hanafi dan kebanyakan mazhab
Maliki. Ini berbeda dengan mazhab Syafi, Hanbali dan sebagian
dari mazhab Maliki yang menolak tradisi perbuatan sebagai
pentakhshish terhadap keumuman nash.

E. LAFAZ ‘AMM DENGAN SEBAB KHUSUS

Nash yang umum, adakalanya datang sejak semula dengan ridak
didasarkan pada suatu sebab yang khusus; dan ada kalanya pula
kedarangannya didasarkan suatu sebab yang khusus. Termasuk kategori
pertama, misalnya, firman Allah swt.:

(%\ 8 ;n..'n%) > J.g.ﬂ M}B J1 'IJ.J] UJ.U'I Le.u

Artnya: “Hai  ovang-ovang yang  beriman, penuhz’lah akad-akad itu...

(Al-Maidah QS 5: 1)

Termasuk kategori kedua, misalnya, firman Allah swt.:

M
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Aranya: "Dan orang-ovang yang menuduh isterinya (berzina) padahal mereka
udak ada mempunyai sakst selain diri mereka sendiri, maka
persaksian orang it ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah.
sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah)
yang kelima, bahwa laknar Allah atasnya jika suaminya itu termasuk
orang-orang yang benar.” (Al-Nur QS 24: 6 -7)

Ayat tersebut adalah umum, dan turunnya berkenaan dengan
kasus Hilal bin Umayyah, yang menuduh isterinya berbuat zina, tanpa
dapat mendatangkan empat orang saksi. Ayat-ayat semacam ini banyak
ditemukan dalam Alqur‘an.
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Berkenaan dengan nash umum yang didasarkan atas suatu sebab
khusus, pertanyaan tertentu, atau suatu kejadian tertentu yang
melatarbelakanginya, atau semisalnya, maka kebanyakan ulama ushul
figh menetapkan bahwa nash tersebut tetap berlaku umum, karena
memandang kepada segi lahiriah lafaznya, dan tidak secara khusus
memandang kepada sebabnya. Dengan kata lain, kaidah yang mereka
buat dan pegangi ialah:

".__..:_iJigo}:aﬁc-e/Y:E.iU\eMBN

Artinya: “Yang  diakui adalah  kewmuman lafaz bukan kekhususan
89
sebabnya.”

Dasar pemikirannya, bahwa yang menjadi hujjah adalah nash
Syari’, bukan pertanyaan, sebab atau kejadian yang melatarbelakangi-
nya.Dengan demikian, nash tersebut berlaku pula untuk kasus-kasus lain
yang sama dengannya. Misalnya, Rasulullah saw. pernah lewat dan
bertemu dengan seekor bangkai kambing milik Maimunah ra. Kemudian
behau berkata:
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By s Wikl - datg 106 QG axhist Ya

Artinya: “Mengapa  kamu tidak manfaatkan kulitnya?” Para sahabat
menjawab: “Kambing itw bangkai.” Beliau berkata: “Kulitnya dapat
menjadi bersih oleh air dan daun garadh.” o

Dalam suatu lafaz lain:

to A Oiat’d’\i:—' - 030’;’3 Sy
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Artinya: “Mengapa  kamu  tidak  manfaatkan  kulitmya.  Sebenarnya
penyamakan kulit adalah penyuciannya. e

89. Lihat al-Syaukani, op. cut. hal. 133-134
90. Hadis riwayat Abu Daud dari Maimunah ra., lihat al-"asqgalani, [, op. cu. hal, 32
91. Riwayat al-Daragutm dari Ibn Abas ra
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Hadis ini datang dengan sebab yang khusus, namun dalalahnya
umum meliputi semua kulit.
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BAB VI

LAFAZ MUSYTARAK

A. PENGERTIAN MUSYTARAK

Kata musytarak berasal dari kata isytaraka yang berarti: bersekutu.
Musytarak berarti: sesuatu yang disekutukan. Sedangkan musytarak
dalam istilah ulama usul figh ialah: Suatu lafaz yang diletakkan untuk
dua makna atau lebih dengan peletakan yang beragam secara bergan-
tian.”* Misalnya, kata quru’ diartikan “haid” dan “suci”. Masing-masing
arti didasarkan peletakan yang berdiri sendiri dan bergantian. Masing-
masing arti memiliki penggunaan pada tempat yang berbeda dengan
tempat penggunaan arti yang lain. Misalnya lagi, kata ‘ain dapat berarti:
mata, mata air, mata-mata, dan zat. Lafaz yang musytarak ini agaknya
tidak diciptakan oleh orang yang sama, karena seseorang yang
menciptakan sebuah nama untuk sesuatu, tidak akan menciptakan nama
yang sama untuk sesuatu yang lain, guna menghindari keserupaan.

B. SEBAB KEMUSYTARAKAN

Sebab kemusytarakan lafaz dalam bahasa Arab cukup banyak, di
antaranya ialah:

1. Banyaknya kabilah di Arab. Terkadang suatu kabilah memiliki suatu
istilah bagi lafaz tertentu dengan makna tertentu, sementara kabilah
lain juga mempunyai istilah lain tentang lafaz itu dengan makna

S2 Abg Zalbeah op. cit, hal. 168.
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tertentu yang berbeda dengan yang dipergunakan pada kabilah
pertama atau lainnya. Beberapa makna rtersebut rerkadang sama
sekali tidak mempunyai persesuaian, Selanjutnya lafaz tersebur
diletakkan untuk dua makna atau lebih. Lafaz tersebut diriwayackan
kepada kita dalam penggunaan para pemakai bahasa Arab.

Suatu lafaz diletakkan untuk suatu makna yang dipersekutukan
antara dua makna, karena adanya unsur yang menyamakannya,
namun kemudian lafaz itu layak untuk menjadi dua arti, karena
adanya makna yang dipersekutukan itu, lalu kesamaan ini justru
dilupakan orang, dan yang dikenal adalah beberapa makna yang
musytarak itu. Dengan kata lain, suatu lafaz mempunyai satu makna
yang asli, kemudian dari makna asli muncul beberapa makna yang
bercabang darinya. Kemudian makna-makna yang muncul ini banyak
dipergunakan dan lebih dikenal dari makna aslinya. Bentuk ini juga
disebut musytarak ma’nawi. Misalnya, kata: mawla diartikan: tuan
atau hamba. Makna aslinya ialah: penolong. Karena antara tuan dan
hamba rterjadi saling tolong-menolong. Misalnya lagi, kata ahrama
yang berarti: memasuki bulan haram, atau memakai pakaian ihram.
Makna aslinya ialah: Berada dalam suatu keadaan yang menyebabkan
keharaman sesuatu yang sebelumnya haram. Misalnya lagi, kata:
gar'u. Makna aslinya: setiap waktu yang terjadi di dalamnya suatu
kebiasaan khusus. Haid atau sucinya seorang wanita juga terjadi pada
waktu-waktu tertentu yang menjadi kebiasaannya.

Suatu lafaz  memiliki suatu makna yang hakiki, kemudian
dipergunakan untuk makna lain yang bersifat majazi, karena adanya
pertalian makna. Kemudian pemakaian lafaz tersebut pada makna
majazi itu menjadi terkenal, sehingga ia menjadi arti yang sebenamya
didasarkan hagigat ‘urfiyyah (hakekat yang didasarkan kebiasaan).

Adanya makna hakiki dan ‘urfi, yakni pada mulanya suatu lafaz
mempunyai makna asli, kemudian dialihkan penggunaannya kep

h |
Az

makna istilah ‘urfi, sehingga lafaz itu mempunyai dua makna, vaitu:
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makna hakiki kebahasaan dan makna istilani rfi dan karenanya
3 3 L5 93
lafaz itu menjadi musytarak.

C. DALALAH LAFAZ MUSYTARAK

~ Ulama ushul figh menetapkan, -bahwa persekutuan makna
merupakan penyimpangan dari asal. Ini berarti, apabila suatu lafaz
memiliki kemungkinan persekutuan makna dan kesendirian makna,
maka yang lebih kuat adalah kesendirian makna, sedangkan
kemungkinan persekutuan itu femah. Dengan demikian, apabila ada nash
Alqur'an atau sunnah yang mengandung kemungkinan persekutuan
makna dan tiada persekutuan makna, maka yang kuat adalah tidak
adanya persekutuan makna.

Kemudian apabila terbukti ada persekutuan makna, maka seorang
mujtahid harus mentarjih salah satu makna lafaz musytarak berdasarkan
qarinah pada lafaz atau keadaan, sehingga dikerahui manakah makna
yang dimaksudkan. Kemudian apabila suvatu lafar memiliki makna
kebahasaan dan makna istilah syar'i, seperti kata shalat, puasa, zakat, haji
dan lainnya, maka yang dimaksudkan adalah makna istilah syar'i, bukan
makna kebahasaannya, kecuali ~ apabila ditemukan garinah yang
menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah makna kebahasaannya.
Kara shalat dapat berarti doa dan dapat pula berarti ibadah yang dimulai
dengan takbir dan diakhiri dengan salam. T\Amun dalam Alqur'an dan
sunnah, yang dikehendaki adalah aru kedua.”

Misalnya lagi, kata guni’ mempunyai dua makna kebahasaan,
yaitu: haid dan suci Berkenaan dengan lafaz tersebut yang terdapar
dalam firman Allah swt.:

§YYA: a,w} ;,,s % ..g....m..- el
? :unura yang dmﬂar\ hendaklah menahan 4
sgs kali qund’.” (Al-Bagarah QS 2: 228)

= amiah o -Fakodk op cir, hal 284-285
i e i 25T




Kaidali Uslrulliypal Kebahasaan 115

Mazhab Syafi'i dan Maliki mentarjihkan makna suci berdasarkan
qarinah, yaitu kata tsalatsah (tiga) yang merupakan bentuk muannats.
Bentuk ini menghendaki bahwa yang dihitung adalah bentuk mudzakkar,
yaitu arti suci. Sedangkan mazhab Hanafi dan Hanbali mentarjihkan arti
haid berdasarkan garinah lain, yaitu bahwa kata tsalatsah adalah lafaz
yang khusus. Ia menunjukkan secara qath’i bahwa masa iddah adalah
tiga quru’ penuh, tak lebih dan tak kurang. Ini tidak mungkin terwujud
kecuali apabila maksud guru’ adalah haid.

Selanjutnya pertarjihan  tersebut terkadang - mempergunakan
garmah keadaan. Misalnya, kata mahidh dapat berarti tempat haid dan
dapat berarti masa haid, dan dapat pula berarti haid. Allah™ swt.
berfirman:

il g T 0 358 4 a i o i g
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Artimya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “Haid itu
adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjaihkan diri
dari wanita di wakte haid.” (Al-Bagarah QS 2: 222)

Dalam ayat tersebut, kata mahidh yang pertama ditarjihkan dengan
arti haid. Ini didasarkan garingah penyebutannya sebagai kotoran.
Sedangkan kata mahidh yang kedua ditarjihkan dengan arti masa haid.
Arti ini didasarkan garingh perintah menjauhi wanita.

Kadang-kadang makna kebahasaan dimenangkan dari makna
istilah syar'i, jika ada garinah yang menghendaki demikian. Misalnya,
firman Allah swt.:

ae {dop 1 gaty 2l ‘-GJL*}-“J’ u,.l_.au.&w)ln"o!
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Artinya: “Sesungguhnya Allah dan malatkatNya bershalawat untuk Nabi. Hai
orang-orang yang beriman, bershalawatlah untuk Nabi dan
ucapkanlah salam penghormatan untuknya.” (Al-Ahzab, QS 33: 56)
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Kata shalat dalam ayat tersebut berarti doa, bukan ibadah yang
dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini didasarkan garinah
penisbatan shalat kepada Allah dan malaikat.

Kemudian jika tidak ditemukan garinah yang mentarjihkan salah
satu makna lafaz musytarak, maka ulama berbeda pendapat. Kebanyakan
ulama mazhab Hanafi dan al-Amidi dari mazhab Syafi'i berpendapat,
harus tawaqquf (menunggu) sampai ada dalil yang menentukan salah satu
maknanya, dan tidak boleh mempergunakan semua maknanya dalam
satu pernyataan. Sebab pada dasarnya, makna yang dikehendaki dari
lafaz itu adalah salah satunya,” bukan semuanya. Dalam pandangan
mereka apabila ada lafaz musytarak dalam suatu kalimat yang sempurna,
maka pasti ada garingh yang menunjukkan makna yang dimaksudkannya.
Baik berupa lafaz, atau keadaaan. Jika tidak, maka penggunaan kata
tersebut merusak penjelasan. Sebab kata itu tidak berguna, karena tak
diketahui maknanya. Oleh karena itu, jika garingh it tersembunyi, maka
seorang mujtahid harus mencarinya melalui pembahasan, penalaran dan
analisis, schingga ia dapat menemukannya.

Sementara itu, kebanyakan ulama mazhab Syafi'i dan imam Malik,
sebagian ulama Mu'tazilah dan Abu Bakar al-Bagillani  berpendapat,
bahwa lafaz masyearak semacam itu harus dipergunakan pada semua
maknanya selama memungkinkan penggabungan seluruh makna itu. £
Agaknya, pandangan ini dilarari bahwa lafaz musytarak merupakan lafaz
yang umum. Maksudnya, bahwa lafaz musyzrak dimaksudkan untuk
seluruh maknanya, dan lafaz itu udak boleh diartikan untuk salah satu
maknanya kecuali didasarkan garingh. Di samping itu, hal tersebut
terbukti keberadaannya dalam nash-nash syara’. Misalnya: kata yaspudu
dalam firman Allah swt.:

i ,,_;-3‘1\,_‘- a—-% St b s At 81 OF 5 L
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Artinya: “Apakah kamu tidak mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud- apa
yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-
pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada
manusia?” (Al-Hajj, QS 22: 18)

Sujud merupakan lafaz musytarak dengan arti meletakkan muka
dan dahi di atas permukaan tanah, dan arti tunduk pada hukum alam
sebagai sunnah-Nya di alam semesta. Kedua makna sama-sama
dikehendaki. Karena tidak mungkin hanya dibatasi makna yang pertama
saja atau makna yang kedua saja. Bagi mazhab Hanafi, kata sujud dalam
ayat di atas bermakna tunduk kepada sunnah Allah. Sedangkan pada
kalimat “dan sebagian besar manusia” terdapat kara kerja yang dibuang,
yaitu kata: yasiudu yang berarti bersujud dengan meletakkan wajah dan
dahi di atas permukaan tanah.

Berkenaan dengan perbedaan pendapat di atas, Syaikh
Muhammad Khudri mengatakan, bahwa lafaz musytarak rergantung pada
garnah. Jika garinah menunjukkan bahwa vang dikehendaki adalah
seluruh maknanya, maka tak ada halangan untuk itu.”

Contohnya, kata targabuna dalam firman Allah swr. :
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Artnya: “Dan mereka minta  farwa  kepadamu tentang  para  wanita.
Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan
apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-qurian  (juga
memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak
memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka,
sedang kamu ingin (atau tidak ingin) mengawmz mereka.” (Al-Nisa'
QS 4: 127)

96. Muhammad Khudhri Bek. Ushul al-Figh, Beirut: Dar al-Fikr. 1988, hal. 145,
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Dari segi lafaz, tidak ditemukan garinah apakah yang dimaksudkan
kata targabuna itu arti ingin atau tidak ingin. Karena tidak ada kata fi
yang menunjukkan artinya “ingin”, atau ‘an yang menunjukkan bahwa
artinva “tidak ingin”. Oleh karena itu, dicari garinan halivyah dar larar
belakang kebiasaan masyarakat Arab ketika wahyu itu turun. Ternyata
dipeoleh bukti, bahwa para wali anak perempuan yatim menguasai harta
anak yarim yang ada dalam asuhannya, selanjutnya mereka bermaksud
" mengawininya,jika anak perempuan itu cantik dan tidak ingin
mengawininya jika tidak cantik. Kedua hal itu dicela oleh syari’at Islam.
Keduanya tidak saling bertentangan dan dikehendaki oleh lafaz itu.

D. MACAM-MACAM QARINAH LAFAZ MUSYTARAK

Selanjutnya garinah yang dipergunakan dalam mentariihkan salah
satu makna dari lafaz musytarak dapat ditinjau dari empat segi sebagai
berikue” v

Quringh yang ditinjau dari segi lafaz musytavak itu sendiri. Seperti
pentarjihan makna haid bag Iafaz gune’. Sebab maten kata qund’
menunjukkan ami berkumpul dan ari berpindah. Kemudian makna
yang pertama diungsulkan wntuk menunjuk makna haid, karena
@ou’ merupakan ungkapan bagi berkumpulnya darah dalam rahim,
~ yaitudarah haid.

2 @mmh yang ditinjau_ dan segi kata atau kalimat sebelumnya, atau
‘dengan kata lain, qgaringh yang mendahului lafaz musytarak itu.
Misalnya, kata rsalatsah sebelum kata quru dalam firman Allah swr.
tentang iddah wanita yang ditalak suaminya. Kata tersebut adalah
kata yang khusus, yang berarti: tiga, tidak lebih dan tidak kurang.
Jika yang dimaksudkan dengan kata quni’ itu suci, maka
konsekuensinya apabila seorang wanita diceraikan pada masa suci
dan masa suci ini dihtung dalam iddahnya, maka iddah tersebut
kurang dani tiga quru’; atau akan lebih dari tiga qunt’, jika masa suci
pertama tidak dimasukkan dalam hitungan iddah itu. Selanjutnya
jika yang dimaksudkan dengan kata quni’ itu haid, maka tidak akan

97, [bid hal. 290,
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terjadi kekurangan, apabila seorang wanita ditalak pada masa haid
itu, karena masa haid ini tidak dihitung. Sebaliknya, akan terjadi
kelebihan masa haid ketika talak itu jatuh, Namun kelebihan ini
tidak diperhitungkan, karena haid tidak dapat dibagi-bagi perbagian.
Ini terbukti bahwa iddah budak perempuan adalah dua haid, padahal
sebenarnya iddahnya adalah separuh dari iddah wanita merdeka.
Mestinya, iddahnya adalah satu setengah haidnya saja.

Qarinah yang ditinjau dari susinan kalimat sesudahnya. Misalnya,
kata ahalla dapat berarti menempatkan dan dapat pula berarti
menghalalkan, namun kata.tersebut dalam firman Allah swe. pada
surat Fathir QS 35: 35 diartikan dengan menempatkan, karena
sesudahnya ada kata dar al-mugamati yang berarti tempat yang kekal
(surga). Allah swt. berfirman:

§Y0: by aliab e LBl Ul

Artinya: “Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal (surga) dari

karunia-Nya." (Fathir, QS 35 : 35)

Qarinah yang berupa dalil eksternal, yaitu dalil lain di luar nash itu.
Misanya, kata quru’ yang dapat berarti haid dan dapat pula berarti
suci dalam firman Allah swt. “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah
menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.” (Al-Bagarah QS 2: 228).
Kemudian makna haid diunggulkan dengan dalil lain, yaitu sabda
Nabi saw.:

Cre s
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Artinya: “Talak budak perempuan dua kali talak dan iddahnya dua kali
haid." (HR. Tirmidzi dan Abu Daud dari Aisyah dan Ibnu
Umanr)

Dan sabda Nabi saw. kepada Fatimah binti Hubaisy :

Artinya:"Tinggalkanlah shalat pada masa-masa quru'mu.” (HR. Nasai
dari Ummu Habibah bin Jahsy dan Thabarani dari Saudah)
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Maksudnya adalah masa-masa haid, bukan masa suci. Dalil eksternal
lainnya yang mendukung makna haid adalah firman Allah swt.:

L 5101 S o el e 5
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Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause)
di antara perempuan uu jika kamu ragu-ragu (tentang masa
iddahnya), maka iddah meveka adalah nga bulan; dan begitu
pula perempuan:perempuan yang tidak haid.” (Al-Talag QS

65: 4)

Tiga bulan dalam ayat di atas dijadikan ganti tiga quru’ bagi orang
yang telah memasuki masa menopause atau tidak haid sama sekali.
Ini berarti periekanan iddah adalah pada haid, terbukti ayat tersebut
menyinggung orang yang tidak haid lagi.

Dalam mazhab Hanafi, lafaz musytarak yang telah ditarjihkan salah
satu artinya disebut muawwal. Hanya saja pentarjihannya tidak
mempergunakan dalil yang gath’i, tapi mengggunakan dalil zhanni seperti
garinah dan ijtihad. Lafaz muawwal ini harus diamalkan, namun- masih
ada kemungkinan salah dalam pentakwilannya. Dengan demikian apabila
tampak kekeliruan dalam pentakwilan ity, maka wajib menarik kembali
pentakwilan yang salah itu. Adapun jika pentarjihannya itu
mempergunakan dalil yang gath’i, maka tidak disebut dengan muawwal,
tapi disebut dengan mufassar. Karena kemujmalan lafaz musytarak telah
hilang sama sekali.
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BAB VII

LAFAZ MUTLAK
DAN LAFAZ MUQAYYAD

A. LAFAZ MUTLAK

Pengertiam Lafaz Mutlak: Mutlak menurut bahasa berasal dari
kata athlaga yang berarti: melepaskan atau membebaskan. Mutlak berarti
sesuatu yang bebas dan terlepas dari ikatan yang membatasinya.

Sedangkan mutlak menurut istilah dalam ushul figh ialah: suatu
lafaz yang menunjuk kepada suatu satuan atau beberapa satuan yang
menjadi maknanya, tanpa disertai suatu sifat yang membatasi maknanya
itu." Dengan kata lain, lafaz mutlak adalah lafaz yang khusus yang tidak
disertai sifat yang membatasinya. Contohnya: kata rajulun (seorang laki-
laki), rijalun (beberapa orang laki-laki), imraatun (seorang perempuan),
raqabatun (seorang hamba sahaya), dan lainnya. Lafaz lafaz icu menunjuk
kepada satuan yang umum pada jenisnya atau beberapa satuan yang tidak
tertentu, tanpa memperhatikan sisi keumuman dan keseluruhan
kandungannya, dan yang terpenting lafaz-lafaz itu hadir tanpa batasan
sifat tertentu. Dengan kata lain, lafaz tersebut bebas dari batasan yang

membatasinya.

Hukum Lafaz Mutlak: Lafaz yang mutlak berlaku sesuai dengan
kemutlakannya, sepanjang tidak ada dalil yang membatasinya. Yakni

98. Zaki al-Din Sya'ban, op. cit. hal. 292,
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suatu lafaz disebutkan secara mutlak di suatu tempat, se
. 5 . . of b >
tempat lain tidak ada dalil yang membatasinya dengan sifat tertentu.

1
ementara ai
99

Contohnya, firman Allah swrt.:

ibu isterinya. nys y  apal ia sudah
bercampur dengan isterinya ' ' \aran tersebut
lisebabkan akad nikah yang ia lakul

Contohnya lagi, firn

PR STy
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Artinya: “Sesudah  dipenuhi  w " olehnya atau dibayar
hutangnya dengan tidak memberi mz t (kepada ahli warisnya).”.

Dalam ayat tersebut dinyatakan, bahwa hutang si mad
didahulukan atas pembagian harta warisan oleh ahli warisnya secara

mutlak, tanpa membatasi utang yang bagaimana dan berapa jumlahnya.

Misalnya lagi, sabda Nal

s ¢ ' . & . w00
Artinya: “Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali.”"™

Hadis tersebut menunjukkan, bahwa adanya seorang wal
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berhalangan karena alasan tertentu yang dapat diterima. Yang penting

dalam perkawinan mesti ada wali.

selanjutnya jika ada dalil lain yang membatasi kemutla
maka lafaz mutlak tersebut harus diamalkan sesuai dengan ba
dikemukakan dalil lain itn. Misalnya, firman Allah swt.
pendahuluan wasiat atas pembagian harta peninggalan pada p
i asan jumlaI hz—u‘ta yang
atkan, akan tetapi dalam sebus: s yang sahih, Rasulullah saw.
atasi wasiat itu tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan. Dalam
itu dinyatakan, Sa'ad bertanya kepada Rasulullah saw.: “Hai
Rasululah, saya mempunyai harta yang banyak dan tidak ada yang
mewarisiku kecuali seorang putriku saja, apakah boleh saya menyedekahkan
hartaku?” Beliau menjawab: “Jangan!” la bertanya lagi:
ya menyedekahkan seperdua hartalu?” . Beliau menjawab:
“Bolehkah saya sedekahkan sepertiga hartaku?”

B. LAFAZ MUQAYYAD

Pengertian Lafaz Mugayyad: \/quaw,ld berasal dari kata ¢
arti: mengikat atau membatasi. Mug d berarti:
diikat atau dibatasi dengan sesuatu lainnya, kebalikan mntl:-ll\'.

okan muc d menurut istilah dalam ilmu ushul figh i

“Suatu lafaz yang menunjuk kepada suatu sa -au bebera

101. "Ibn, Hajar al-’Asqallani,
tahun, hal. 104-103
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namun disertai sesuatu yang membatasi kemutlakanny

kata lain, lafaz mugayyad merupakan lafaz yang khusus yang disertai suatu
yang membatasi kemutlakan lafaz itu. Batasan yang

dipergunakan ada kalanya berupa sifat, keadaan, akhir, syarat maupun

Jainnya. Misalnya firman Allah swt.:

PER B

\

ia

pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut”. (Al-Nisa’ QS 4: 92)

witlakan arat puasa bagi
pu memerdekakan hamba
1 (batas

a‘ban, op. cit., hal 292
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malam harinya dan bersambung pada keesékan harinya, atau

dikenal dengan puasa wishal.
Hukum Lafaz' Mugayyad. Lafaz yang kemutlak:
dengan suatu batasan  tertentu  diamalk: dengan

batasannya, selama tidak ada dalil yang mengabaikan atau membatalkan

batasan itu, atau menyatakan' bahwa batasan itu dimaksudkan untuk

tujuan lain.

Misalnya, firman Allah swt.:

wrangsiapa  tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya)
uasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bevcampur”.
adilah

campur. Kafarat tersebut tidak cukup
tetapi dilakukan secara terpisah-pi
dikerjakan sesudah bercampur lebih dal

Misalnya lagi, firman Allah swt.:

Artinya:

memakannya,

mengalir”. (Al-An'am (0

al-Syaukam, op. cit., hal
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Avyat tersebut membatasi kemutlakan darah yang diharamkan
dengan sifat “yang mengalir”. Dengan demikian, darah yang tidak
mengalir seperti hati dan limpa tidak haram.

Selanjutnya jika ada dalil yang menunjukkan pembatalan atau
pengabaian batasan itu, dan batasan itu dimaksudkan untuk tujuan lain
seperti menerangkan kebiasaan, maka batasan itu tidak berlaku dan lafaz
tersebut tetap berlaku sesuai dengan kemutlakannya. Misalnya, firman
Allah swt.:

4
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inya: “...dan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri

yang telah kamu campuri”. (Al-Nisa’ Q

Dalar - tersebut kemutlakan anak perempuan tiri ye

dinikahi oleh

wanya dimaksudkan untuk menerangkan ke
laku, bahwa biasanya anak tiri ikut ibunya dan
at hanya batasal
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C. MEMBAWA LAFAZ MUTLAK KEPADA LAFAZ
MUQAYYAD

Yang dimaksud dengan membawa lafaz mutlak kepada lafaz yang
mugayyad ialah: penjelasan lafaz mugayyad terhadap lafaz yang mutlak
atau pembatasan kemutlakan lafaz yang mutlak dengan lafaz lain yang

*.ﬂd Misalnya, jika suatu nash mengharamkan darah sacara

emudian ada nash lain yang mengharamkan darah secara

pada darah yang mengalir, maka berdasarkan “membawa lafaz

mtlak kepada lafaz yang muqayyad”, maka yang diharamkan
adalah darah yang mengalir saja, bukan darah secara mutlak lagi.

Ulama sepakat mengenai haml (membawa) lafaz yang mutlak
kepada lafaz yang mugayyad. Sebab lafaz yang mutlak sama sekali tidak
membicarakan batasan: tidak menetapkan dan tidak pula menafikannya,
sedangkan lafaz yang mugayyad berbicara tentang batasan dan mengakui
keberadaannya. Dengan membawa lafaz mutlak kepada lafaz yang

mugayyad, maka sebagian dari lafaz mutlak diabaikan dan sebagian tetap

diterima; sedangkan membawa lafaz yang mugayyad kepada lafaz yang
mutlak berarti mengabaikan seluruh lafaz mugayyad itu. Tidak
disangsikan, -bahwa mengompromikan antara dua nash yang ‘saling
bertentangan dengan cara tersebut lebih baik darip

h satu nas 1|‘]11|i
Selanjuny I ya mereka berbeda pendapat
mengenai keadaan nash mutlak yang mesti dibawa kepada arti mugayyad.
Jelasnya, Apabila ada suatu nash bersifat mutlak, kemudian ada nash lain
yang muqgayyad, maka kemutlakan dan keterbatasannya ada kalanya
terletak pada sebab hukum, dan ada kalanya terletak pada hukum itu
sendiri, atau dua-duanya. Berkenaan dengan ini, jumhur mazhab Hanafi
berpendapat, jika topik dan hukumnya sama, sementara kemutlakan dan
pembatasan terletak pada hukumnya dan bukan sebabnya, maka lafaz
mutlak tersebut harus dibawa kepada lafaz yang mugayyad. Berbeda
dengan mereka, jumhur mazhab Syafi'i berpendapat, selama hukumnya
sama, baik kemutlakan dan pembatasan itu terletak pada hukumnya atau
sebabnya, maka lafaz mutlak harus dibawa kepada lafaz yang mugayyad.
Untuk lebih jelasnya, silahkan mengikuti perincian penjelasan sebagai

berikut:
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Pertama: Kemutlakan dan keterbatasan y
hukum saja, sementara topik dan hukumnya sama.
berbeda pendapat. Ulama mazhab Hanafi berpendapat, bal
mutlak tersebut tidak dibawa: kepada lafaz yang mugayyad.
masing dari dua nash itu diamalkan. Ber dengan mereka,
ulama ushul figh berpendapat bahwa lafaz yang mutlak dibawa

: 104
lafaz yang mugayyad.

Misalnya, hadis Ibn Umar ra. katanya:
i Lo D) L Sl 8575 L e o 1 U525 (0
e ey Gty S0 TG il o s b
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Artinya: sulullah saw. memfardhukan zakat fitrah dari bulan Ramadhan
satu sha’ kurma, ataw satu sha’ gandum, atas hamba sahaya dan

b 1
orang merd laki-laki may ere m, kecil maupun ¢

sebab hukumny:

fitrah. Pada hadi

sedangkan pada hadis

mazhab Hanafi tidak membawa lafaz yang mutlak it :
muqgayyad, akan tetapi kedua-duanya diamalkan. Atas dasar itu, seorang
muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah orang g berada dalam
tanggungannya, baik muslim maupun non muslim. Ini didasarkan
kemutlakan hadis kedua dan kemugayyadan hadis pertama. Sebaliknya,
jumhur berpendapat, bahwa seorang muslim wajib mengeluarkan zakat
fitrah orang yang ada dalam tanggungannya yang beragama Islam, tidak

104. Ibid hal. 211
105. - Dirtwayatkan olch Ahmad dan penulis kutub al-sittah dari 1bn Umar ra.
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muslim. Sebab hadis kedua yang mutlak itu dibawa ke
yadan hadis yang pertama. Kemutlakan dan keterbatasan tidak

l=]

boleh dalam hal yang sama, karena akan terjadi saling menafikan.

Kedua: Kemutlakan dan kemugayyadan lafaz terletak pada
hukumnya itu sendiri. Bentuk kedua ini mempunyai beberapa ‘macam
sebab ada kalanya hukumnya sama dan ada kalanya berbeda. Demikic

ula sebabnya, ada kalanya sama dan ada kalanya berbeda. Dengan
, semuanya ada empat macam sebagai berikut:

Lafaz yang mutlak dan lafaz yang mugayyad sama dalam hukum dan
sebab hukumnya. Berkenaan dengan bentuk ini. ulama sepakat,
bahwa lafaz mutlak dibawa kep: az yang mugayyad. Kedua lafaz
mutlak dan mugayyad ini tidak boleh berlainan, karena hukum dan
sebabnya sama. Misalnya, firman Allah swt. tentang tayammum. Pada

pertama Allah swt. berfirman:

“Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir ata
dari tempat buang air (kakus) atau kam:

lah  menyent
perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air. ma
bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapu
mukamu dan tanganmu”. (Al-Nisa’ QS 4: 43)

Kemudian pada ayat kedua Allah swt. berfirman:

7
&

3 o Tl (0 oS0 00 5T o ey G.Qj.op__s-J
|ppeaild Ub (mio 150528 50 1yl o8 5T 4258
$raulid L 1SSl Saiat

Artinya: “Dan jika kamu sakit ataw dalam perjalanan
tempat bumlg air atau men}jcnum perempiic
peroleh air, maka bertayammumlah deng
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(bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu”.

(Al-Maidah QS 5: 6)

Ayat pertama memerintahkan menyapu muka dan tangan secara
nutlak, dan ayat kedua memerintahkan menyapu muka dan tangan,
terbatas dengan tanah itu. Keduanya sama dalam hukum dan
sebabnya, maka kemutlakan ayat pertama harus dibawa kepada

kemugayyadan ayat kedua.

Contoh lainnya, firman Allah swt. mengenai kafarat sumpah:

o -

S BRI L A
il 31 4SS Lol 5uS” S 13 Al TE W alab Loy

Artinya: “Barangsiapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian,
maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu
adalah kafarat sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu

langgar)”. (Al-Maidah QS 5: 89)

Kemudian ada riwayat yang didasarkan giraat Ibn Mas'ud dan Ubay
bin Ka'ab yang menyatakan:
i

" e ol 196 ALl i o a8

-

"Barang siapa vyang tidak sangoup melakukan yang demikian,
maka kafararnya puasa selama tiga hari berturu-turut”, 108

ka riwayat tersebut diterima, maka ia termasuk Alqur'an dan
sebagai hujjah. Jika tidak termasuk dalam Alqur'an, maka ia

hadis ahad yang masyhur dan dapat menjadi hujjah

itu, mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa

puasa k sumpah adalah tiga hari berturut turut. Sebab
kemutlakan nash pertama harus dibawa kepada kemugayyadan nash

106. Hadis riwayat Ahmad dan al-Atsram dari Ubay bin Ka’ab dan Ibn Mas’ud. Hadis ini jug
diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dan Abd al-Razzaq dari Ibn Mas'ud, serta al-Hakim dari Ubay
bin Ka’ab
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kedua. Berbeda dengan kedua mazhab tersebut, mazhab Maliki dan

Syafi’i tidak mensyaratkan “berturut-turut” dalam puasa tiga hari

sebagai kafarat sumpah. Hal ini didasarkan kemutlakan ayat di atas,

sementara giraat Ibn Mas'ud termasuk kategori syadz, dan telah
. ; 107

dinasakhkan, baik bacaan maupun hukumnya.

Lafaz mutlak dan mugayyad berlainan hukum dan sebabnya. Misalnya
kemutlakan tangan dalam ayat hukuman pencurian dan keterbatasan
tangan sampai siku pada ayat wudhu'. Allah swt. berfirman:

~ 0

G Asul gl 1 ,aldd 2 ,L5r 3,y

Anrtinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,
lah tangan keduanya...” (Al-Maidah QS 5: 38)
Allah juga berfirman:

—Sh 5y b AN ) A 13y s el U
413000 31y i ,s;.m

JS o

Artinva: "Hai ‘orang-orang ~vang beriman, apabila kamu hendak
= ] ~ (=] i
mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu
sampai dengan siku...” (Al-Maidah QS 5: 6)

(=3

Dalam hal ini lafaz yang mutlak tidak dibawa kepada lafaz yang
mugayyad, karena masing-masing berlainan sebab dan hukumnya.
Dengan demikian, potong tangan tersebut dalam-hukuman pencurian
tidak sampai ke siku. Penjelasan lebih lanjut harus didasarkan pada
nash lain, misalnya hadis Nabi yang menentukan batas pergelangan
tangan dalam hukum potong tangan ini.

Lafaz mutlak dan mugayyad berlainan hukum, namun sama sebabnya.
Berkenaan dengan bentuk ini, kebanyakan ulama berpendapat
yang mutlak tidak dibawa kepada lafaz yang muqayyad. Mi
firman Allah swt. dalam ayat wudhu’ dan ayat tayammum di

107. Lihat al-Jazin, al-Figh ala Mazahib al-Arba’‘at, jilid 11, Beirut, Dar al-Fikr, tanpa
hal. 81-84
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Dalam tayammum, menyapu tangan dinyatakan

sedangkan dalam wudhu' membasuh tangan ditentukan

sampai dengan siku. Akan tetapi mengingat hukum yang

pada dua ayat tersebut berlainan, yaitu membasuh ta

wudhu' dan menyapu tangan dalam tayammum, maka kemutla Lw
tangan pada ayat tayamumm tidak dibawa kepada kemugayyadan
tangan sampai siku pada ayat wudhu’.

Selanjutnya jika menyapu tangan dalam bertayammum itu juga
sampai dengan siku, maka hal itu bukan didasarkan pembatasan pada

at wudhu’, tapi didasarkan dalil lain, yaitu hadis Ibn Umar ra. yang

marfu';

o }:J‘J‘

Artinya: "Tayammum it kal 1. Pukulan pertama disapukan
' ke tangan sampai

Pendapat - ini dikemukakan oleh mazhab
Sedangkan mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bal
dalam tayammum sebatas telapak tangan saja, berd

Lafaz mutlak dan lafaz mugayyad sama hukumnya, namun berlainan
sebabnya. Misalnya, firman Allah swt. mengenai kafarat zhar dan
firman-Nya mengenai kafarat membunuh karena tersalah. Allah
berfirman:

e w3

J"jd‘; -“"JM‘JBL@J u}.}w(‘.;(..g.a\....u ..ﬂ

‘J?%T":AJ;L;H.. :___;'\._ bt
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Artinya: “Orang-orang yang menghar isteri mereka, kemudian mereka
hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib
atasnya) memerdekakan seorang budak sewbelum kedua suami
isteri itu bercampur: Demikianlah yang diajarkan kepada kamu,
dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-
Mujadilah QS 58: 3)

Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman:

A

§a YTl da'se “-3;’}"-3 HASIY g iy

Artinya: "Dan bavang siapa vang membunuh seorang mukmin karena
tevsalah, maka (hendaklah) ia (si pembunuh) memerdekakan
seorang hamba sahaya yang beriman”. (Al-Nisa’ (JS 4: 92)

Kafarat memerdekakan budak pada ayat pertama adalah mutlak,
sedangkan kafarat memerdekakan budak pada ayat kedua adalah
mugayyad pada budak yang beriman saja. Akan tetapi keduanya
berlainan sebabnya, yaitu: yang pertama adalah menzihar isterinya
dan yang kedua adalah membunuh karena tersalah. Dalam hal ini,
ulama ushul figh berbeda pendapat. Ulama mazhab Hanafi dan
sebagian besar ulama mazhab Maliki menyatakan, lafaz yang mutlak
tidak dibawa kepada lafaz yang mugayyad. Akan tetapi lafaz yang
mutlak tetap diamalkan sesuai dengan kemutlakannya dan lafaz yang
mugayyadpun diamalkan sesuai dengan kemugayyadannya. Atas
dasar itu, dalam pandangan mereka: kafarat zihar adalah memerde-
kakan budak, baik mukmin atau non mukmin; sedangkan kafarat
membunuh kareéna tersalah adalah memerdekakan seorang budak
yang mukmin, tidak cukup dengan budak yang non mukmin.

Berbeda dengan mereka, ulama mazhab Syafi'i, Hanbali dan
sebagian dari mazhab Maliki berpendapat, bahwa lafaz yang mutlak
tersebut dibawa kepada lafaz yang mugayyad. Atas dasar itu, kafarat zihar

juga memerdekakan budak yang mukmin, sama dengan kafarat
110
membunuh karena tersalah.

i10. Abu Zahrah, op. cit. hal. 172
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Misalnya lagi, firman. Allah swt. tentang saksi. Dalam surat al-

Baqarah QS 2: 282

E : - - v -2 0 uzo_r’} T

GYAY D AP (SIE) b g gy

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-
laki di antaramu.”

Selanjutnya cjalam surat al-Talag QS 65:2 Allah swt. berfirman:

YN By b g By (b Sl et alins
Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah
mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.
Tegakkanlah kesaksian itu karena Allah”.

Pada ayat pertama perintah mempersaksikan dengan dua saksi
secara mutlak, sedangkan perintah mempersaksikan dengan dua saksi
pada ayat kedua dibatasi dengan “yang adil”. Hanya saja sebabnya
berbeda. Pada ayat pertama, sebab hukum adalah jual beli atau hutang
piutang; sedangkan pada ayat yang kedua sebab hukumnya adalah talak.
Berdasarkan pandangan jumhur ulama ushul yang membawa lafaz mutlak
semacam ini kepada lafaz yang mugayyad, maka keadilan juga merupakan
keharusan dalam saksi jual beli atau hutang piutang. Agaknya pendapat
mazhab inilah yang kuat dan mazhab Hanafi lemah yang tidak
mempersyaratkan adil bagi saksi dala jual beli. Sebab sulit dapat diterima,
saksi yang tidak adil dalam berbagai hal, termasuk jual beli dan utang
piutang, karena saksi akan dijadikan pembuktian. Jika tidak adil,
kemungkinan ingkar akan ada. Demikian pula dalam hal pemerdekaan
budak, syariat Islam yang menghendaki penghapusan perbudakan di
dunia sudah pasti akan mendahulukan budak yang muslim daripada yang
non muslim. Ini tentu lebih logis.

Hujjah mazhab Hanafi dalam hal ini ialah, bahwa pada dasamya
nash-nash syar'i, masing-masing merupakan hujjah pada dirinya sendiri.
Sedangkan pembatasan nash yang mutlak tersebut tanpa dalil dari lafaz
itu sendiri atau hadis dalam objek yang sama merupakan penyempitan




syari'at - tanpa perintah dari pemb
membawa lafaz mutlak kepada lafaz
kesamaan sejarah turunnya hukum, a

berfungsi sebagai penafsir te ap lafaz yang mut

dan muqgayyad berk

can hujjah jumhur fukaha dalam hal ini,

sumber, kemulk; m, keserasian dan lain

Kalimat uli‘l[ﬁ[l‘l ) = 'L’[\l]”?ll\ IVHL,'l‘EjL‘i.E_ !'-f,}il'l suatu ].‘I_lil"_l.[ﬂ'h
tersebut harus sama di tempat lain. Jika ada kata
budak”, maka yang dike aki dari budak tersebut ad:
sifat dan jenisnya dalam semua nash Alqur'an. ila dalam
yatakan secara muc aka dalam topik lainnya juga harus
yad, karena kesamaan sumber dan asal turunnya Alqur'an, saling
katan dan kesejenisan hul{n:ﬂﬂ'\,‘ﬁ.m Pendapat kedua ini menurut
al-Syaukani merupakan pendapat yang benar, dan kebenarannya tidak
memerlukan argumentasi yang jauh.

Demikianlah perbedaan pendapat ulama ushul figh tentang cara
itasi  terjadinya pertentar antara lafaz mutlak
jayyad. Agaki pertentangan itu dapat dibuktikan, jika topik
hukumnya sama, baik kemutlakan dan kemuqayyadan itu terd
hukum atau sebabnya, sehingga berlaku ketentuan |
mutlak kepada lafaz
berlainan, maka tic
perten
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BAB VIII

AMR DAN NAHY

( Perintah dan Lar m )

A. AMR
arti: perintah

I pat di kalangan ula
ab Hanafi dan Maliki mendefinisikan amr sebag
tuntutan melakukan sesuatu yang thumtﬂli«m
1- k:;l:dm’a tuntutan pulmnmn itu datangnya

tid}'n; L t amr, ta dl ebut J oa atau permohonan.
mereka, Ibn al- “wn bki dari mazhab Syafi’i dan ulama maz ‘\11

bahwa vang memerintahkan is lebih

Abu Zahr op. cit., hal

Wahbah al-Zuhaili, op. ¢




2. Shighat Amr

dalam bahasa A

yaitu: lafa
Conto
wakata.”

i.Hcm_l.:.l\'lnh merelm mc*rwcmpumn]c;'m)‘ d:nn !:jmtl(‘r- (he 11nl 1} utl

mereka tawaf) dalam firman Allah swt.:

N s s D

ARHoa) .,..«dw ;,..JL: \jsjb..!jrsﬂ.u t)s}.J}(,.a_m}._uf

".F\'cm dian hendaklah mcn ka me nohr! mghkan kotoran yang ada
!‘1“'

nazar-nazar ?1'11:";1’&(1, dan hmdnf’inh me

rumah yang tua itu (Baiwdlah).” (Al-Hajj Qu

Dalam Alqur'an, kalimat vang hcrm:—al'nn pcrmt'ﬂ‘ di samping
gunakan kedua bentuk tersebut,
atau uslub lain seperti: Kalimat berita \umf Hm

dikehendaki untuk perintah. Misalnya, firman Allah swt.:

A “D
Artinya: “Pa

penuh. va gL yang ngin

d ayat tersebut bt S ar mem tahu  tent
suan seorang ibu terhadap anaknya, akan tetapi maksud '
ida ibu untuk menyusui anaknya.
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Kemudian ‘ada pula kalimat perintah berbentuk
menyebutkan secara eskplisit kata yang bermakna perint:
(diwajibkan), pemberitahu:

Misalnya, firman Allah sv

{{:éq, N VPL:"I

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebaikan.” (Al-Nahl, QS 16: 90) '

)

6\ A3 il i (e 15T

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ¢

(Al-Bagarah, QS

Dan masih ban

3. Dalalah dan Tuntutan Amr

Jumhur ulama berpendapat, t hwa perintah menunjukkan
kewajiban sesuatu yang ¢ kan. Perintah tidak boleh dipalingkan
lainnya kecuali ada garinah yang menghendaki

pemalingannya kepada selain kewajiban iknyz ca tidak ada
garinah yang menghen *Ma nnya, maka perintah menunjukkan

Misalnya, beberapa perintah yang

Perintah dalam b Arab secara hakiki dimaksudkan unt
tuntutan yang pasti. Jika ia dipergunakan untuk maksud lain, m
melalui jalur majazi. Dengan kata lain, perintah merupakan
kebahasaan untuk tujuan pewajiban.

Perintah merupakan hakikat syar'iyyah dalam pewajiban
berakibat pengenaan celaan dan hukuman bagi pelan
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$ L% y
EL‘]'}\UI\H. syara I'l]'._'l‘t(_'l_']ﬂ orang

menyebutnya ¢ 1 durhs:

memberatkan umatku

i dipahami bahwa |

ratan ini hanya timbul apabila s

dilaksanakan. Adapun celaan syar
tergambar dalam firman Allah swt.:

“Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di
wakeu aku menyuruhmuw.” (Al-A'raf QS 7: 12)

Selanjutnya tentang hukuman pelanggar perintah
berfirman:

. " o - J - “ _j "} < )‘J

Artinya: "Barangsiapa  yang mendurhakar Allah R Nya dan
melanggar ketentuan-ketentuannya. mscaya Allah memasukkannya
ke dalam api nevaka, sedang 1a kekal di dalamnya; dan baginya siksa
yang menghinakan.” (Al-Nisa’ QS 4: 14)

Selanjutnya jika terdapat garinah yang menunjukkan pemalingan
maksudnya dari pewajiban, maka perintah tersebut menunjuk kepada apa
yang dikehendaki oleh garinah itu. Jika garinah menghendaki pemalingan

islim dari Abu Hurairah ra., dan diriwayatkan
| bin Khalid.
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perintah dari kewajiban kepada pembolehan (ib ), mal

harus diartikan pembolehan. Misalnya, firman Allah swt.:
4 . £ o 2 A = H -(
. -. R | e e
dzf\d*ﬁ?'l&;@ \}BJ....-.J ’}'} ‘j.!)..qu s

J
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Artinya: "Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.” (Al-A’

BRI

Makan dan minum termasuk kategori kebutulan manusia. Hal ini

merupakan garinah, bahwa perintah tersebut tidak dimaksudkan untuk

mewajibkan, tapi sekedar memperbolehkan dan mengizinkannya.
Kemudian jika qarinah menghendaki pemalis

pemberian petunjuk (irsyad), maka

petunjuk. Misalnya, fi

mencatat utang piutang ds

di ant

Perintah ¢
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Artinya: "Akan tetapi jika sebagian kamu memperca:

maka hendaklah vyang dipercayai it menunai

(hutangnya)

Al-Bagarah (

Ayat ini menggambarkan kebolehan memper
menuliskan utangnya.

e el by b K RS KTt LS 0 g Sl
(YY) il 1y

jian,

kamu

dianjurkan. Hal ini didasarkan garinah, bahwa pada das:

budak memiliki kebebasan penuh untuk memperounakan hak miliknya.

samping beberapa tujuan “di atas, perintah juga terkadang

w. kepada U

BB 87y Eoan U AL

Adakalanya pula perintah dimaksud
Misalnya firman Allah swt.:

[17. Hadis Riwayat Bukhari Muslim. Rivadh al-Shalihin,
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mazhab Syafi'i. Ini didasarkan pada pengamalan asli

petintah. Misalnya, firman Allah swt.:

b T U5y i G a4 JeE6 201 2 A By

, maka bunuhlah

lainnya; dan menghilangkan larangan sebelumnya. Kesimpulan ini
knya didas: penelitian terhadap perintah. v datang

sesudah larangan vyang terdapat dalam Alquran dan sunnah.

Memerangi kaum musyrikin, sebelumnya adalah w:

latang lfir.-mf;nn |"'."u|;—-l bulan Haram, lantas ada peri

memeranginya. Maka perintah tersebut kembali

Misalnya lagi, ziarah kubur, sebelumnya dianju

dilarang, kemudian datang perintah yang kembali m

Berdasarkan itu, ziarah kubur hukumny:

pendapat al-Kamal bin al-Hammam dari ma

5. Dalalah Amr Terhadap Pengulangan

Ulama ushul figh juga berbeda pendapat, apakah perintah
menunjukkan kewajiban untuk sikrar (pengulangan perbuatan yang

diperintahkan) atau ridak?

Pendapat pertama mengatakan, bahwa perintah secara mutlak
tidak menghendaki pengulangan perbuatan yang diperintahkan, dan
tidak pula mengandung jumlah perbuatan. Alasannya, perintah secara

aan hanya menuntut pelaksanaan sesuatu yang diperintahkan

masa mendatang, tanpa ikatan berapa kali dilaksanakan. Oleh

>na itu, pada dasarnya cukup dilaksanakan sekali saja dan hal itu
berarti lah memenuhi perintah. Selanjutnya perin
wdung  kemungkinan pengulangan. Hanya = saja - tuntu
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i ':;ul;-n'n}_{:m sesuatu ya
ini merupakan pe
lapun garinah yang meenunjuk kepada pengulang

4 . : = S 1 $ Sy e
uatu vang diperintahkan, antara lain sebagai berikut:

Artinya: “Perempuan yang berzina

deralah tiap-tiap seorang dan

Nur QS 24: 2)
/ina merupakan . Jika seseorat
Kemudian jika ia

berzina, maka
wajib dikenakan

kembali berzina, n hul T, ama _

adapnya. Misalny

A
- § £
l

B,Ld

N ———
-

Artinya: “Laki-laki g mencui yang mencuri,
potonglah tangan keduanya
mereka kerjakan dan sebagai

QS 5: 38)

Jika seseorang yang pernah diken:
kembali mencuri, maka hukum

dilaksanakan terhadapnya.

rintah yang dikaitkan dengan
Inya, firman Allah swt.:
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orang-orang yang - beviman,. apabila n  hend
alat, maka basuhlah mukamu dan tanoanmu

)

e Lk 2255 0y

“dan jika kamu junub, maka mandilah.” (Al

Perintah mandi terulang kembali pada orang junub yang

kemudian ia junub lagi.

Perintah dikaitkan d 1 adanya suatu

hukum sesuatu van

Artinya: “Dirikanlal
malam dan (divikanlah pula shalat) shubuh.” (Al-Isra’ QS
76
/6)

ngulangan perbuatan yang diperintahkan dapat pula terjadi karena
adanya penjelasan dari nash lain, misalnya sunnah Nabi saw. sep
perintah untuk berpuasa, shalat, dan zakat. Hal ini dapat dilihat ¢
jawaban pertanyaan Nabi saw. terhadap Aqra’ bin Habis
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menanyakan ibadah haji, apakah

menjawab: “Kalau kujawab: Ya! tentu akan w

ti pendapat di atas, Abu Ishaq al
bahwa secara kebahasaan perintah hanya menunjuk k
saja masih mengandung kemungkinan pengulangan. Sebab pada d

pentaatan perintah cukup dengan melaksanakannya sekali saja.

Berbeda dengan pendapat- di atas, sebagian ahli ushul figh, di
antaranya: Al-Isfirayini dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa perintah
menunjukkan pengulangan yang merata pada masa pengamalannya
seumur hidup dengan syarat
yang kuat adalah pendapat pertama.

6. Dalalah Kesegeraan Amr

Salah satu persoalan lain dalam konteks I
perintah menunjukkan kesege ntuk melaksanakannya begitu

seseorang mendengar taklif
adanya tenggang waktu (tarakl

{=1=]

dengan persoale

Pendapat pertama, mazhab Maliki, Hanbali, dan al
mazhab Hanafi berpendapat, bahwa perintah secara mutlak, artinya
tanpa garinah yang menunjukkan kesegeraan atau penangguhan,
menunjuk kepada kesegeraan untuk melaksanakannya.
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Pendapat kedua, pendapat yang sahih dari mazhab Han:
rintah secara mutlak menunjuk ke

pelaksanaanny

Pendapat ketiga, pendapat yang terl
bahwa perintah secara mutlak tidak menunjuk kep
penangguhan. Dengan kata lain, keseger penangguh
merupakan suatu batasan waktu yang dipahami berdasa '
dari dalil lain, bukan dari kemutla ] '
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Pengaruh dari pe
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Amr Sebagai Nahy Sebaliknya

Ulama ushul figh mengatakan, bahwa perintah mengerjakan
sesuatu merupakan larangan terhadap kebalikannya. Sebaliknya pula,
kebanyakan ulama kecuali golongan Mu'tazilah mengatakan, bahwa
larangan terhad: 1atu merupakan perintah terhadap salah satu
kebalikannya ditinjau dari segi makna, bukan susunan kalimatnya.
Pemahaman semacam ini merupakan konsekuensi yang tertangkap
oleh penalaran akal. Sebab kebalikan sesuatu yang diperintahkan
merupakan hal yang berlawanan dengan perintah, dan karenanya h
ditinggalkan demi terlaksananya perintah itu. Demikian pul
tidak mungkin terwujud kecuali dengan melaksana

menjadi lawan sesuatu yang dil: Misaln

a larangan kufur. Sebalikny
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halat n an perintah agar
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erintah tak terlaksana, maka haram
amp: ebabkan maksud perintah menjadi
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8. Sesuatu Yang Menyebabkan Kesempurnaan Wajib

a beberapa kewajiban yang tidak sempurna kecuali der
mengerjakan sesuatu yang lain. Apakah i itah me an suatu
kewajiban juga meupakan perin : dap sesuatu yang menjadi sarana

untuk mengerjakan kewajiban itu!

Kebanyakan ulama ushul figh meng
menjadi sebab kesempurnaan kewajiban ju
kemampuan mukallaf. Perintah
untuk berwudhu’, n

ampuan, karena berad

perjalan
anakan ibadah
yang hendak mel at. Jika ia men
i ' da perbuatan yang diwaj
aannya se i syarat harus-didasarkan a
dari Syari’ (pembuat syariat). Wudhu' tidak akan menjadi syarat shalat
iali karena ada perintah wudhu' tersendiri. Dengan demikian,
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itulah y

perintah yang mei

lam bahasa Arab berartii menc

dalam istilah terdapat perbedaan definisi di ka
ushul figh. antara_definisi yang mercka kemukakan, 1

(larangan) ialah: tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan
ang di bawahnya.'
but “dari pihak yang

Misalnya, larangan berzina,

meninggalkan perbuatan

2. Shighat Nahy dan Uslubnya dalam Alquran

Bentuk mudhari yang disertai la yang berarti larangan. Misalnya, kata
tankihu dalam firman Allah swt.:

Y0134 L5 8 0 5

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik
mereka beriman.” (Al-Bagarah QS [)

Pernyatan suatu perbuatan tidak halal atau tidak
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Artinya: "Tidak halal bagi kamu mengambil kembali ses:
kamu berikan kepada mereka.” (Al-Bagarah

Misalnya lagi, firman Allah swt.:

() 4L WS S 5 of 388 il Tgiats |

Artinya: "Hai ovang-orang yang beriman, tidak halal

mempusakai wanita dengan jalan paksa.” (al-Nisa' QS

. 1
ralkan  atau menjauhi suatu  perbuatan.

G e 0 1355 B
4 8

Artinya: "Hai orang-orang yang be
tinggalkan sisa riba (yang

w3y O Y1 o o ) grir L

Artinya: “maka jauhilah olehmu 'mha!a berhala itw dan jauhilah
perkataan-perkataan dusta.” (Al-Hajj )

4. Pernyataan secara eksplisit “larangan”. Misalnya, Allah berfirman:

Artinya: *

permusuhan.” (Al-Nahl QS 16: 90)

Pernyataan dengan lafaz haram. Misalnya, firman Allah swt. :

r"‘h*" ?..L.‘\}d.wdl o a-

P BRI




Kaidah Ushulliyyah Kebahasaan 151

Artinya: “

3. Dalalah

Jumhur ulama ushul figh berpendapat'®®, bahwa larangan
juk kepada pengharaman sesuatu yang dila dan ke
ikan sesuatu yang dilarang, kecuali apabila ada garinah y
daki pemalingan dalalahnya kepada yang lain. Hal
didasarkan beberapa alasan berikut:

Pertama, Larangan secara hakekat kebahasaan dimaksudkan
untuk mencegah suatu suatu perbuatan yang dilarang, sedangkan dalalah
lain merupakan maksud majazi.

Kedua, larangan dalam pengertian syar'i dimaksudkan untuk

ghentikan sesuatu yang dilarang, berdasarkan firman Allah swt.:

§V: 21 15550 L2 45 @ U

Artinya: “dan apa yang dilarangnya  bagimu, maka tinggalkanlah.” (Al-

Hasyr, QS 59: 7)

Ketiga, ada celaan dan hukuman yang dikenakan pada orang yang

melanggar larangan.

Selanjutnya jika ada garinah yang memalingkan bahwa maksud
larangan bukanlah pengharaman, tapi dimaksudkan untuk lainnya, maka
larangan tersebut diartikan ses ngan ms
karena adanya ‘garinah, ma dang larang
karahan, irsyad, tahgir, doa, dan lainnya.
dimaksudk

214

126. al-Syaukani, op. cit., hal. 109,
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Artinya: “Janganlah kamu bertanya (kepada Nabimu) hai hal yang jika
diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkanmu.” (Al-Maidah QS
5: 101)

Misalnya lagi, perintah yang dimaksudkan untuk doa d1temukan
dalam firman Allah swt.:

Artinya: "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadihan hati kami condong
kepada kesesatan sesudah Engkaw beri petunjuk kepada kami.” (Ali
Imran QS 3: 8)

Berbeda dengan jumhur, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa
larangan menunjukkan keharaman jika dalil yang menunjukkannya
bersifat gath’i; dan jika dalil tersebut bersifat zhanni, maka menunjukkan
karahah tahrimiyyah."”" Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa larangan
yang tidak ada garinahnya menunjuk kepada karahah. Sebagian ulama
lainnya menyatakan, bahwa larangan merupakan lafaz musytarak antara
pengharaman dan kemakruhan.’

Dari beberapa pendapat' tersebut di atas,agaknya yang terkuat
adalah pendapat jumhur ulama. Sebab secara kebahasaan, larangan
diciptakan untuk menunjuk kepada tuntutan meninggalkan sesuatu
secara pasti. Oleh karena itu, larangan secara mutlak mesti ménunjukkan
kepada keharaman. Larangan tidak boleh menunjuk kepada lainnya
kecuali berdasarkan garinah. Demikian pula akal memahami larangan
secara mutlak tanpa ada garinah. Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah
bahwa larangan secara hakikat menunjuk kepada keharaman.

4. Dalalah Nahy Terhadap Kesegeraan dan Pengulangan

Jumhur ulama mengatakan, bahwa larangan, berbeda dengan
perintah, menunjukkan kesegeraan dan pengulangan larangan itu.
Kesegeraan dan pengulangan merupakan suatu kemestian dalam
larangan, karena dengan dua cara itulah larangan itu terbukti

127. Wahbah al-Zuhaili, op. cit., hal, 235
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dilaksanakan. Seseorang yang dilarang melakukan sesuatu, kemudian ia
menunda pelaksanaan larangan itu dengan melaksanakan perbuatan
yang dilarang, maka ia tidak dapat dikatakan mentaati larangan.
Demikian pula, dalam tenggang waktu ia mentaati larangan itu, namun
setelah berlangsung lama ia melaksanakannya, maka ia tidak dapat
dikatakan mentaati larangan.

Berbeda dengan mereka, al-Baidhhawi dan al-Razi dari mazhab
Syafi'i berpendapat bahwa larangan itu sendiri tidak menunjuk kepada
pengulangan maupun kesegeraan. Sebab larangan kadang kala
menunjukkan pengulangan seperti firman Allah swt.:

%YT:?‘;«?‘%; 5&:—" ey 5\...:-15 iy ‘j*:‘ "’3‘” 1}':)5'7 YJ

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu suatu
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Isra’ QS 17:
32)

Kadangkala larangan itu tidak menunjukkan - pengulangan,
misalnya dokter berkata kepada seorang pasien: “jangan banyak °
bergerak.” Ini tidak berarti selamanya ia tidak boleh bergerak. Dengan
demikian, kesegeraan dan pengulangan larangan menurut pendapat ini
didasarkan garinah yang menyertai larangan itu.

5. Pengaruh Larangan dalam Hukum Syara’

Alqur'an dan sunnah Nabi saw. melarang berbagai hal baik yang
berkenaan dengan ibadah maupun muamalah. Larangan tersebut apakah
membawa pengaruh kepada batal atau tidaknya ibadah atau muamalah
itu?

Berkenaan dengan hal ini, ulama sependapat, bahwa larangan
terthadap hal-hal yang dapat diketahui dengan penginderaan, seperti
larangan zina, membunuh, mencuri, meminum minuman keras dan
semisalnya; maka larangan tersebut menunjukkan kefasidan atau batilnya
perbuatan itu. Sebab larangan tersebut menunjukkan buruknya esensi
perbuatan itu. Selanjutnya ulama juga sependapat, bahwa larangan
secara syara’ terhadap berbagai tasharruf (tindakan hukum), maksudnya
hanya diketahui melalui syara’, jika ditujukan kepada sesuatu yang
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menjadi objeknya, misalnya larangan menjual janin hewan yang masih di
perut induknya, dan larangan jual beli padi sementara tanamannya masih
hijau; maka larangan tersebut menunjukkan kefasidan dan batalnya akad
itu.

Kemudian jika larangan terhadap tassharruf syar'i itu ditujukan
kepada hal yang menyertai perbuatan, namun tidak melekat padanya,
maksudnya: larangan tersebut berkaitan dengan sesuatu di luar
perbuatan yang dilarang, maka ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama
berpendapat, larangan itu tidak mengakibatkan batalnya sesuatu yang
dilarang, karena larangan tersebut tidak tertuju kepada sesuatu yang
dilarang itu. Ia tetap sah, tapi haram menurut kebanyakan ulama dan
makruh tahrim menurut mazhab Hanafi. Sebaliknya, mazhab Hanbali dan
Zahiri berpendapat, larangan itu menunjukkan kebatalannya, karena
tidak sesuai dengan petunjuk syara’. Misalnya, larangan shalat dengan
pakaian curian, larangan berjual beli pada waktu adzan shalat Jum'at dan
lainnya. Menurut pendapat pertama,tetap sah; Akan tetapi menurut
pendapat kedua batal.

Kemudian jika larangan terhadap suatu tasharruf ditujukan kepada
sifat yang melekat pada perbuatan itu secara syar'i, misalnya larangan
puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha serta tiga hari tasyrig,
larangan jual beli yang mengandung syarat yang fasid atau riba, dan
semisalnya, maka ulama berbeda pendapat. Jumhur, termasuk mazhab
Zahiri, berpendapat, bahwa larangan tersebut secara syara’ menunjukkan
kefasidan dan kebatalan sesuatu yang dilarang. Baik dalam ibadah
maupun muamalah. Dengan demikian puasa-puasa dan jual beli tersebut
batal. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat, bahwa larangan tersebut
hanya berakibat fasidnya sifat saja, sementara pokok perbuatan itu sendiri
retap disyariatkan. Dalam bidang muamalah mereka menyebutnya fasid,
bukan batal; akan tetapi dalam bidang ibadah, mereka tidak
membedakan fasid dengan batal, demikian menurut pendapat yang kuat
dalam mazhab itu. Berbeda dengan kedua pendapat tersebut, Abu al-
Husain al-Bashri, al-Razi dan al-Ghazali berpendapat bahwa larangan
semacam ini berakibat batal dalam bidang ibadah, tidak dalam
muamalah. Artinya dalam hal muamalah tetap sah, sebab larangan
tersebut tidak berkaitan dengan syarat dan rukunnya. Selama keduanya -
terpenuhi, maka hukumnya sah. Namun mengingat ada larangan, maka
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hukumnya haram. Pembedaan ini disebabkan bahwa tujuan ibadah
berbeda dengan tujuan muamalah. Ibadah dimaksudkan untuk
mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan muamalah terkait dengan
hubungan sesama manusia dan kehidupan duniawiyah mereka, yang
termasuk kategori hal-hal yang mubah.'?*

128. al-Syaukani, op. cit. hal. 110-112. Lihat pula Abu Zahrah, op. cit. hal. 182-184 dan
Wahbah al-Zuhaili, op. cit. hal. 237-242. '
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BAB IX

HAKIKAT DAN MAIJAZ

Lafaz ditinjau dari penggunaannya pada makna dapat
dikelompokkan kepada dua macam, yaitu: hakikat dan majaz. Kemudian
masing-masing dari hakikat dan majaz ada yang sharih dan ada yang
kinayah. Sifat-sifat tersebut termasuk dalam kategori hal-hal yang datang
kemudian pada lafaz, kategori ini tidak akan muncul kecuali dalam
penggunaan lafaz itu. Kemudian pembahagian tersebut termasuk kategori
sifat-sifat lafaz, bukan sifat-sifat makna.

A. PENGERTIAN HAKIKAT DAN MAJAZ

1. Pengertian dan Macam Hakikat

Hakikat ialah: suatu lafaz yang dikehendaki sesuai dengan makna
yang diciptakan untuknya bagi sesuatu tertentu.

Selanjutnya hakikat terdiri dari beberapa macam, sebagai berikut:
p

a. Hakikat Lugawiyyah, yaitu: Lafaz yang dipergunakan pada makna
kebahasaannya. Penciptanya adalah pencipta bahasa. Misalnya, kata
manusia diartikan binatang yang dapat berpikir.

b. Hakikat Syar'iyyah, yaitu: Lafaz yang dipergunakan pada makna yang
diciptakan untuknya menurut syara’. Penciptanya adalah al-Syar’
(Pencipta syari’at). Misalnya, kata shalat dipergunakan dengan arti

129. Al-Sarakhsi, 1 op. cit., hal. 170.
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suatu ibadah tertentu, yang terdiri dari perbuatan-perbuatan dan
bacaan bacaan tertentu, dimulai dengan takbiratul ihram dan
diakhiri dengan salam.

" c. Hakikat ‘Urifiyyah umum, yaitu: Lafaz yang dipergunakan pada
makna ‘urf (kebiasaan) yang bersifat umum. Misalnya, kata dabbah
yang dipergunakan pada arti binatang yang berkaki empat.

d. Hakikat ‘Urfiyyah khusus, yaitu: Lafaz yang dipergunakan pada
makna ‘urf (kebiasaan) yang khusus menjadi istilah kelompok
tertentu. Ini juga disebut: Hakikat ishthilahiyyah. Misalnya, istilah-
istilah khusus dalam ilmu-ilmu tertentu seperti istihsan, istidlal, istishab

al-hall,msadd al-dzarai’ dan istilah lainnya dalam bidang ilmu ushul
figh.”

2. Pengertian dan Macam Majaz

Majaz ialah: Lafaz yang dipergunakan untuk suatu makna yang
tidak diciptakan untuknya disebabkan adanya persesuaian atau pertalian
ey EST
khusus antara makna tersebut dengan makna hakikinya.

Pertalian itu ada kalanya berbentuk: perserupaan dalam suatu hal
atau sifat dan majaz semacam ini disebut isti'arah, dan adakalanya tidak
berbentuk perserupaan atau yang biasa disebut dengan majaz mursal.
Dengan adanya pertalian itu, maka stbenamya makna majazi bukanlah
suatu makna yang sama sekali asing bagi lafaz itu, dan kemungkinan
untuk dijadikan makna lafaz itu ada dan layak, meskipun kemungkinan
itu jauh atau lemah (marjuh), jika dibandingkan dengan makna hakiki
yang lebih kuat. Oleh karena itu, untuk mendukung penggunaan makna
majazi sebagai ganti dari makna hakiki mesti ada garinah yang
mendukung dan menguatkannya, bahwa memang yang dikehendaki dari
lafaz itu adalah makna majazinya dan bukan maknanya yang hakiki.

Selanjutnya sebagaimana lafaz hakikat, lafaz majaz terdiri dari
ke kY]
beberapa macam sebagai berikut:'

130.  Al-Bukhari I, op. cit., hal. 61.
131. Wahbah al-Zuhaili. op. cit., hal, 296.
132.  Al-Bukhari I, op. cit., hal. 61.
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1. Majaz- Lughawi, yaitu: lafaz yang dipergunakan untuk makna yang
tidak diciptakan baginya disebabkan adanya garingh kebahasaan.
Misalnya, singa untuk sebutan seorang pemberani.

2. Majaz Syar'i, yaitu: lafaz yang dipergunan pada makna yang tidak
diciptakan baginya disebabkan adanya garinah yang bersifat syara’.
Misalnya, kata shalat dipergunakan untuk arti doa.

3. Majaz “Urfi yang umum, yaitu: Lafaz yang dipergunakan pada makna
yang tidak diciptakan baginya, karena adanya pertalian berupa ‘urf
(kebiasaan) yang umum. Misalnya, kata binatang dipergunakan
untuk menunjuk orang yang bodoh. Misalnya lagi, kata dabbah
dipergunakan untuk makna segala binatang yang melata di bumi.

4. Majaz ‘Urfi yang khusus, yaitu: Lafaz yang dipergunakan pada makna
yang tidak diciptakan baginya karena adanya pertalian berupa
kebiasaan khusus.

Selanjutnya Untuk mengartikan suatu lafaz dengan makna majaz
disyaratkan adanya garingh yang menunjukkan bahwa makna yang hakiki
tidak dikehendaki.  Sebab makna hakiki merupakan makna yang asli,
sedangkan makna majazi timbul kemudian. Qarinah tersebut merupakan
suatu tanda yang dikemukakan oleh si pembicara dalam rangka
menentukan makna yang dikehendaki dari suatu lafaz, atau untuk
menjelaskan bahwa makna yang hakiki tidak dimaksudkan olehnya. Yang
pertama disebut dengan garinah mu'ayyanah dan berlaku untuk hakikat
dan majaz, sedangkan yang kedua disebut garinah mani'ah dan tertentu
pada majaz saja. Selanjutnya garingh tersebut ada kalanya berupa lafaz
dan disebut garinah lafzhiyyah, dan bentuknya berupa dalalah lafaz itu
sendiri, dalalah dari susunan lafaz, dan dalalah tuntutan yang semestinya
dari suatu lafaz. Dan ada kalanya garingh itu berupa latar belakang
situasi dan kondisi yang riil yang berkaitan dengan lafaz itu dan
kemunculannya dari si pembicara, dan ini disebut garinah ha{.")jah.::}

133. Wahbah al-Zuhaili, op ecit., hal. 297.
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B. HUKUM HAKIKAT DAN MAJAZ

Apabila ada suatu lafaz mempunyai kemungkinan untuk diartikan
secara hakiki dan majazi, maka lafaz itu harus diartikan dengan makna
yang hakiki, tidak dengan makna yang majazi. Sebab makna yang hakiki
merupakan makna yang asli dan makna yang majazi timbul kemudian
untuk menggantikan kedudukannya. Selama makna hakiki masih dapat
diamalkan, maka makna hakiki itulah yang mesti diambil. Atas dasar itu,
misalnya, seseorang mengatakan akan memberi harta kepada anak-
anaknya, maka cucunya tidak termasuk ke dalamnya. Sebab cucu tidak
termasuk makna yang hakiki dari kata “anak”, meskipun-secara majazi ia
termasuk dalam kategori makna anak, karena ia 'merupakan
i(&turunamwa.134

Kemudian jika dalam suatu lafaz ada garinah yang menunjukkan
bahwa yang dimaksud dari lafaz itu bukan makna hakiki, tetapi makna
majazinya, maka lafaz itu harus diartikan dengan makna majazi itu.
Qarimah tersebut merupakan petunjuk yang kuat bagi pemalingan lafaz
dari makna hakiki kepada makna majazi, sehingga makna hakiki tidak
dapat dipergunakan dan sebaliknya makna majaz ini mesti diterima dan
dipergunakan. Dengan demikian, garinah merupakan faktor penentu bagi
penggunaan arti majarci.]35

Dalam kaitannya dengan hukum, hakikat dan majaz adalah sama
dalam hal memberikan pengertian hukum. Kesimpulan hukum dapat
diambil dari suatu lafaz dengan berdasarkan makna yang hakiki yang
diciptakan bagi lafaz itu, baik lafaz itu umum atau khusus, perintah atau
larangan, Demikian pula kesimpulan hukum tersebut dapat diambil dari
suatu lafaz dengan berdasarkan makna majazi yang dipinjamkan untuk
lafaz itu."® 3

Kebanyakan lafaz dalam Alqur'an dan sunnah dipergunakan
dengan arti yang hakiki, akan tetapi ada pula lafaz dalam kedua sumber
hukum itu mesti diartikan dengan arti majaz. Contoh bentuk yang
pertama, firman Allah swt.:

134. Ali Hasabullah, op. cit., hal. 253-254
135. Wahbah al-Zuhaili, op. cit., hal. 297.
136. Ali Hasabullah, op. cit., hal. 254,
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, swjudlah kamu,
sembahlah  Tuhanmu dan perbuatlah kebatkan, supaya kamu
mendapat kemenangan.” (Al-Hajj, QS 22 : 77)

Ayat tersebut memerintahkan ruku’, sujud, menyembah Tuhan
dan berbuat baik dalam arti yang hakiki, bukan majazi seperti tunduk
kepada hukum alam yang diciptakan oleh Allah. Misalnya lagi, firman
Allah swt.: .

- 8 Ae
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Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah
tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka
kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.” (Al-Maidah, QS 5: 38)

Ayat di atas memerintahkan hukuman potong tangan pencuri
dalam arti yang hakiki dan sebenarnya, bukan arti majazi seperti dihukum
penjara yang membuatnya jera untuk tidak mencuri lagi.

- Adapun contoh bentuk kedua ialah firman Allah swt:
yfwﬁ\bj;ﬂj}fibyfpwhyfw}}i;é’og |
§1 30U (b e | sanszd 1T U-’w AT PR
Artinya: “Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dan
tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu

tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang
baik (bersih).” (Al-Maidah QS 5: 6)

Apa yang disebutkan dalam terjemahan “ atau kembali dari tempat
buang air (kakus)” merupakan arti yang hakiki. Akan tetapi arti tersebut
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tidak dikehendaki dari ayat tersebut, sebab kembali dari tempat itu
sendiri tanpa aktivitas membuang air tidaklah membatalkan wudhu’ yang
mengharuskannya untuk berwudhu’ atau bertayammum jika tidak ada
air. Oleh karena itu, makna yang dikehendaki dari ayat tersebut adalah
makna majazinya, yaitu berhadas. Hadas inilah yang termasuk di antara
hal-hal yang membatalkan wudhu' seseorang dan mengharuskan
berwudhu’ atau bertayammum jika tidak mendapatkan air ketika orang
bermaksud mengerjakan shalat. Hubungan yang mempertalikan makna
majazi tersebut dengan makna hakikinya ialah, bahwa orang yang menuju
kakus bermaksud untuk buang air dan ia baru kembali dari tempat
tersebut setelah menyelesaikan hajatnya itu.

C. KEUMUMAN MAJAZ

Makna hakiki merupakan makna yang pokok, sedangkan makna
majazi merupakan makna pengganti ketika makna hakiki tidak dapat
diterapkan. Jika dalam makna hakiki terdapat keumuman makna
lafaznya, maka apakah dalam arti majazi juga tgrdapat keumuman makna
lafaz semacam itu? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di
kalangan ulama ushul figh, terutama antara mazhab syafi'i dan Hanafi
sebagai berikut: "’

Ulama ushul figh dari mazhab syafi'i berpendapat, bahwa ketika
lafaz tidak dapat diterapkan pada makna hakikatnya, maka dalalah lafaz
terthadap makna majazinya merupakan dalalah dharurat. Karena bersifat
darurat, maka dalalah tersebut diukur dengan kadar kedaruratannya.
Konsekuensinya, lafaz majaz hanya mencakup jumlah: minimum dari
keabsahan makna suatu kalimat. Dengan demikian, lafaz majaz tidak
memiliki jangkauan keumuman makna.

Berbeda dengan mazhab di atas, mazhab Hanafi berpendapat
bahwa lafaz majaz juga seperti lafaz hakiki yang memiliki jangkauan
dalalah umum. Mereka tidak memandang bahwa dalalah lafaz majaz
bersifat darurat yang dibatasi dengan kadar kedaruratannya, akan tetapi
memandangnya sebagai salah satu cara mengungkapkan maksud dalam

137. Ibid., hai. 254-255.
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hati. Bahkan bentuk lafaz majaz lebih tinggi nilai sastranya daripada
bentuk hakikat. Oleh karena itu, pernyataan yang bersastra tinggi penuh
dengan ungkapan-ungkapan yang majaz. Ungkapan semacam ini justru
banyak ditemukan dalam Alqur'an. Di samping itu, keumuman dan
kekhususan dalalah lafaz sama sekali tidak berkaitan dengan bentuknya,
apakah hakikat atau majaz, akan tetapi hal itu diambil dari ciri-ciri yang
ada pada lafaz umum atau lafaz yang khusus. Jika terdapat ciri-ciri
keumuman pada lafaz majaz, maka lafaz itu harus dikategorikan dalam
lafaz yang umum. Sebaliknya jika terdapat ciri-ciri kekhususan dalam
lafaz majaz, maka lafaz itu bersifat khusus.

Atas dasar perbedaan tersebut, kedua mazhab tersebut berbeda
pendapat dalam banyak hal yang berkaitan dengan pemahaman makna
lafaz majaz. Misalnya, Nabi saw. bersabda:

oeblallly f a1 a5 Y

Artinya: “Janganlah  kamu menjual satw sha’ (gantang) dengan - dua
sha'(gantang).” (HR. Nasai dari Abu Hurairah)

Dalam pandangan mazhab Hanafi, makna lafaz itu umum, meliputi
larangan jual beli terhadap sggala sesuatu yang ditakar, baik dari jenis
makanan atau lainnya. Sebab dalam lafaz tersebut terdapat ciri lafaz yang
umum, yaitu alif dan lam yang menunjuk kepada jenis. Berbeda dengan
mereka, mahab syafi'i mengkhususkan larangan jual beli tersebut hanya
pada jenis makanan. Dengan demikian, tidak diperlakukan umum. Hal
ini didasarkan atas keumuman sabda Nabi saw. :

oyt Vg 1 alalally plaball | gais Y

Artinya: “Janganlah kamu menjual makanan dengan makanan melainkan
sama ukurannya.” (HR. Muslim dari Muammar bin Abdullah)

D. PENGGABUNGAN HAKIKAT DAN MAJAZ

Ulama ushul figh sependapat, bahwa lafaz dapat dipergunakan
pada makna maazi di mana makna hakiki termasuk di dalamnya.
Misalnya, kata umm yang diartikan dengan makna “induk” yang meliputi
ibu dan nenek; kata bint dipergunakan dengan arti anak perempuan yang

—i
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meliputi anak perempuan langsung dan anak perempuannya anak
perempuan; kata dabbah yang diartikan dengan segala sesuatu yang
melata di bumi, termasuk binatang yang berkaki empat dan lainnya. Hal
ini dimungkinkan karena ada makna umum yang meliputi kedua makna
itu.

Perbedaan pendapat muncul berkenaan dengan penggunaan lafaz
pada kedua maknanya yang kakiki dan majazi sekaligus dalam satu
pernyataan, dan pengkaitan keduanya dengan hukum yang terdapat di
dalamnya, tanpa ada makna umum yang mempersatukan dan
merangkumnya. Al-Syafi'i, dan kebanyakan ashabnya serta sebagian dari
mutakallimin berpendapat, bahwa hal itu boleh saja terjadi, karena tidak
ada yang menghalanginya. Di samping itu, bisa saja terjadi pengecualian
salah satu maknanya setelah lafaz itu digunakan pada kedua makna itu.
Misalnya, firman Allah swt.:

Artinya: “...atau kamu telah menyentuh perempuan

Kata lamasa dapat saja diartikan dengan menyentuh dengan
tangan dan hubungan seks, karena tidak ada penghalang untuk
mengartikan keduanya, dan bisa saja dikecualikan salah satunya,
misalnya: “kecuali sentuhan dengan tangan.” Akan tetapi apabila kedua
makna hakiki dan majaz saling bertentahgan dan bertolak belakang,
maka pengartian lafez dengan kedua arti tersebut tidak boleh. Misalnya,
perintah diartikan dengan wajib dan boleh.

Berbeda dengan mazhab di atas, ulama mazhab Hanafi, sebagian
ashab al-Syafi'i dan jumhur mutakallimin menolak kemungkinan di atas.
Sebab hal itu tidak pernah ada dalam bahasa. Tidak pernah tejadi,
misalnya, kata insan diartikan = manusia dan binatang buas. Demikian
pula, kerbau dipergunakan untuk binatang tertentu dan orang yang bero-
tak dungu. Di samping itu, penggunaan lafaz pada arti yang hakiki
menunjukkan tidak adanya garinah yang memalingkannya dari makna
hakiki itu kepada makna majazinya. Dengan demikian, kata lamasa dalam
ayat tersebut bermakna persenggamaaan sebagai makna majazinya, bukan
persentuhan kulit sebagai makna hakikinya. Makna tersebut didukung
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dengan penggunaan bentuk mufa’alah. Adanya bentuk ini merupakan
petunjuk bahwa makna hakiki tidak dikehendaki."”®

E. SHARIH DAN KINAYAH

Selanjutnya masing-masing dari hakikat dan majaz terdiri dari dua
maca, yaitu: :

1. Sharih,
2. Kinayah."”’

Sharih ialah: Suatu lafaz yang maknanya jelas dengan sendirinya.
Baik hakikat atau majaz. Makna yang sharih sedemikian jelas sehingga
orang yang mendengarnya tidak perlu berpikir untuk dapat mengerti
maksudnya, baik lafaz itu dimaksudkan pada maknanya yang hakiki atau
lainnya seperti majaz yang sudah populer. Misalnya lafaz yang sharih
dengan makna hakiki talah kalimat yang biasa diucapkan dalam akad
nikah: “Saya nikahkan anda dengan putriku yang bernama Soraya
dengan maskawin...” Misal lafaz sharih dengan makna majaz:
“Perempuan itu menjual diri.” Menjual diri merupakan kata kiasan
dengan maksud berprofesi sebagai pelacur.

Adapun kinayah ialah: Suatu lafaz yang maksudnya tersembunyi
atau tidak jelas, sehingga tidak dapat dipahami kecuali ada garinah, baik
makna yang dikehendaki itu makna hakiki atau majazi. Misalnya, seorang
suami yang bermaksud menceraikan istrinya, lalu berkata kepadanya:
“Kita berpisah sajalah!”. Secara majazi perkataan tersebut dimaksudkan
untuk memutuskan ikatan perkawinan. Fukaha mengangap kalimat
semacam ini merupakan bentuk lafaz kinayah talak.

Hukum Lafaz Sharih dan Kinayah:

Hukum bagi lafaz yang sharih ialah: tetapnya hukum sesuai dengan
kandungan makna lafaz itu tanpa memandang kepada maksud yang ada
dalam hati si pembicara.mo Baik si pembicara menghendaki makna

138, Ibid., hal. 254-255
139, Al-Sarakhsi, op. cit., hal. 187.
140, Jbid. 188
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kalimat itu ataupun tidak. Jika seseorang berkata kepada istrinya: “Saya
jatuhkan talak satu padamu!” Maka talak itu jatuh, baik ia berniat untuk
mentalak istrinya atau sama sekali tidak berniat untuk mentalak. sebab
kalimat itu termasuk lafaz yang sharih.

Jika lafaz itu berbentuk kinayah, maka hukum yang berkaitan
dengan kandungan kalimat itu tidak dapat tetap kecuali ada niat atau
sesuatu yang dapat dikategorikan sama dengan niat seperti petunjuk
kondisi atau perilaku.'"! Seorang suami yang berkata kepada istrinya:
“Kita pisah sajalah!”, maka dengan kalimat itu tidak jatuh talak, kecuali
ada niat talak dalam hatinya.

Perbedaan hukum antara lafaz yang sharih dan lafaz kinayah
tersebut, karena yang pertama mempunyai ketegasan makna yang dapat
dijadikan pegangan oleh pendengarnya, tanpa ada kemungkinan makna
lain. Sedangkan dalam lafaz kinayah tidak ada ketegasan makna yang
dapat dijadikan pegangan, bahkan ada kebimbangan antara beberapa
maksud sehingga perlu adanya sesuatu yang dapat menghilangkan
kebimbangan maksudnya  dengan  berlandaskan petunjuk  yang
menyertainya atau penegasan niatnya. -

141. Jbid
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BAB I

MAQASHID SYARI'AH

Syariat Islam datang sebagai rahmat kepada seluruh alam semesta.
Berkenaan dengan ini Allah swt. berfirman:

&)+ Vislod9p Gl 855 Yy il o w g

Artinya: “Dan Kami tidak mengutusmu melainkan sebagai rahmat untuk
seluruh alam.” (Al-Anbiya QS 21 : 107)

Oleh karena itu, syari’at Islam memfokuskan hukum- hukumnv*a
kepada tiga aspek sebagai berikut:'

Pertama, memperbaiki individu-individu manusia agar dapat
menjacdi sumber kebaikan bagi masyarakat, dan tidak menjadi sumber
kejahatan dan kerusakan bagi mereka. Perbaikan tersebut dengan cara
mensyariatkan beberapa macam ibadah. Pelaksanaan ibadah-ibadah itu
dimaksudkan untuk membersihkan kotoran yang mengendap dalam hati
manusia.

Kedua, menegakkan keadilan d Jalam masy'\rakat Islam. Keadilan
yang dikehendaki Islam itu melipuri keadian antara sesama umat Islam
dan keadilan dalam hubungan umat Islam dengan umat non Islam:

L. Abu Zahrah, op. cir. hal. 364
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Keadilan ini merupakan tujuan tertinggi dalam syari'at Islam dan
senantiasa menjadi fokus perhatian utamanya dalam berbagai hal, baik
dalam bidang hukum kepidanaan keperdataan dan status perseorangan,
perdagangan dan bisnis, hubungan internasional, hukum acafa dalam
peradilan, dan berbagai bidang kehidupan sosial lainnya.

Ketiga, ada sasaran yang pasti dalam hukum Islam, vyaitu
kemaslahatan. Tidak ada suatu hal yang disyari’atkan Islam melalui
Alquran dan sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan
yang hakiki, yang menjadi sasaran dari syariat ity; walaupun terl\qdanu
sasaran tersebut tidak tertangkap oleh orang yang dikuasai hawa nafsu.”

A. PENGERTIAN MAQASHID AL-SYARI'AH

Magashid merupakan bentuk jamak magshud yang berasal dari akar
kata qashada yang berarti: menghendaki atau memaksudkan. Magashid
berarti: hal hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.

Bertitik tolak dari pengertian kebahasaan itu agaknya dapat
dikemukakan bahwa magashid al-syaviah menurut istilah dalam ushul
figh ialah: “Berbagai tujuan dan sasaran- yang menjadi perhatian syara’
dan ingin “diwujudkan dalam keseluruhan hukum-hukumnya, dan
berbagai rahasia yang d1c1ptak'1n oleh Allah sebagai pembuat syari'at
pada tiap-tiap hukumnya.” ? Maksud Pencipta syari‘at tersebut bisa dilihat
dari beberapa segi, yaitu: Pertama, ditinjau dari segi maksud penciptaan
syari'at itu sendiri. Kedua, ditinjau dari segi maksud penciptaan syari'at
agar dapat dipahami oleh mukallaf. Ketiga, ditinjau dari segi tujuan
penciptaan syari’at untuk mengenakan taklif terhadap kandungannya.

2. Dalam teori klasik terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah syan'at Islam
itu berlandaskan illat hukum dan tujuan memelihara kemaslahatan manusia sebagai sentral perhatian
dan pelaksana dari syari'at Islam. Golongan Asy'ariah berpendapat, bahwa syari’at islam tidak
didasarkan illat hukum dan tujuan kemaslahatan manusia. Sebaliknya, golongan Muktazilah,
Maturidiah dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum-hukum tersebut didasarkan atas illat hukum
dan tujuan kemaslahatan manusia. Lihat Ali Hasabullah, op. cit., Mesir: Dar al-Ma’anf, 1971, hal.
293-294, Pendapat kedua ini banyak dipegangi oleh ulama muta’akhirin (generasi belakangan).
Lihat al-Syathibi, al-Muwafagat fi Ushul al-ahkam, juz 11, Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun, hal. 2.

3. Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-figh al-Islami, jilid 11, Beirut,dar al-Fikr. 1986, hal. 1017.
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-Keempat, dilihat dari segi tujuan-Nya dalam memasukkan
mukallaf di bawah hukum syari’at-Nya.

Jumhur Ulama sepakat bahwa Allah tidak mensyari’atkan hukum-
hukumnya, melainkan karena ada  berbagai maksud umum yang
terkandung di balik syari'at itu sendiri. Maksud Allah tersebut pada
akhimya bermuara pada: pemeliharaan kemaslahatan dan kepentingan
kehidupan manusia di dunia dan akhirat sekaligus.4 Wujud dari
kemaslahatan itu ialah: menarik manfaat dan menolak bahaya dan
kerusakan bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Jelasnya, maksud
tersebut ialah terwujudnya kehidupan manusia di dunia yang penuh
dengan  keamanan, kedamaian, keharmonisan, ketertiban dan
kesejahteraan, serta jauh dari kekacauan dan kerusakan; selanjutnya di
akhirat manusia dapat mencapai kebahagiaan abadi di surga kenikmatan
dan selamat dari azab Allah yang amat mengerikan di neraka yang penuh
dengan kesengsaraan.

B. DASAR HUKUM MAQASHID AL-SYARI’AH

Magashid al-Syari'ah tersebut telah dibuktikan oleh penelitian dan
pengamatan terhadap maksud hukum-hukum  syariat’, sebagaimana
tercermin dalam nash-nash Algur'an dan sunnah Nabi saw. secara
keseluruhan. Dalam mengutus para rasul sebagai pembawa syari'at dan
landasan terpenting  kewajiban ~ manusia untuk mengamalkannya,
misalnya, Allah swt. berfirman:

SR B o 555 i 0 2 S
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Anrtinya: “(Mereka Kami utus) selaku rdsul-vasul pembawa berita gembira dan
pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia
membantah Allah sesudah diutusnya rasul -rasul itu. Dan adalah
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Nisa'. QS 4: 165)

4. Al-Syathibi, loc. cit. hal. 2.
5. [Ibid , hal. 3
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Kemudian sebagai tindak lanjut pelaksanaan syari'at secara umum,
o
Allah swt. berfirman:
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Artinya: “Dan Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka menyembah-Ku.” (Al-Dzariyat, QS 51: 56)

&Y M Sab Ll oS @87 B ot e ol
Artinya: “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa
di antara kamu yang lebih baik amalnya.” (Al-Mulk, QS 67: 2)

Adapun _alasan-alasan ‘yang terdapat di balik perincian hukum-
hukum yang ada dalam Alqur'an dan sunnah, maka jumlahnya tak
terhitung lagi banvaknya. Misalnya, firman Allah setelah ayat wudhu’:

m',:y ,eh;sj_wg.s,;“” ""whix;u
iy (¢ a.bu@,u,,g.,,’si.j,s_u

Artinya: “Allah  tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak
membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu
supaya kamu bersyukur.” (Al-Maidah, QS 5: 6)

Berkenaan shalat, Allah swt. berfirman:

P
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Artinya: “Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (berbuatan-perbuatan) yang
keji dan mungkar.” (Al Ankabut, QS 29: 45)
Berkenaan puasa Allah berfirman:

WS o ad e CEE e (8 L T Ll U
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Artinya: “Hai ovang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu
~bertakwa.” (Al-Bagarah, QS 2: 183)

Tentang latar belakang pengizinan jihad, Allah swt. berfirman:

gy acprp {yadb ol o b Gl o3t

Anrtinya: “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi,
karena sesungguhnya mereka telah dianiaya.” (Al-Hajj, QS 22: 39)

Kemudian berkenaan dengan hukum gishash Allah swt. berfirman:

%\V% AL o}.a..a(..ﬁld uL.J‘QUJL.a > U;L.a.dk; V‘QJ

Artinya: “Dan dalam gishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu,
hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Al-
Bagarah, QS 2: 179)

Agaknya masih banyak lagi contoh lainnya yang secara
keseluruhan membuktikan, bahwa syari'at Islam diciptakan Allah demi
kepentingan dan kemaslahatan manusia. Berdasarkan itu, dapat
disimpulkan bahwa hal tersebut juga berlaku untuk seluruh perincian
syari'at Islam lainnya. Oleh karena itu, mengetahui magashid al-syari'ah
merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memahami nash-nash
syara’. mengistimbatkan hukumnya dan menerapkannya pada kasus-
kasus vang rerjadi. dan beristidlal untuk mengetahui hukum segala
sesuatu vang tidak ditemukan nashnya. Sebab dalalah lafaz lafaz terhadap
makna seringkali mengandung lebih dari satu alternatif. Kadang hal ini
menimbulkan pengertian yang saling bertentangan. Untuk mentarjihkan
salah satunya dipergunakan acuan, yang di antara acuan itu ialah
magashid al-syari’'ah.

Di samping itu, dalil-dalil juz'i atau tafshili terkadang tampak secara
lahiriah bertentangan satu sama lain. Jika seseorang mengetahui rahasia
syariat Islam dan maksud umumnya, maka ia dapat mengetahui manakah
dalil yang harus diambil, karena sejalan dengan maksud umum syariat
Islam itu. Demikian pula, jika ia ingin mencari pemecahan hukum
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terhadap masalah baru melalui cara giyas, istishlah atau isthsan, maka
tinjaun kepada tujuan umum syari'at Islam amat diperlukan.

C. KRITERIA MAQASHID AL-SYARI’AH

Kemaslahatan manusia merupakan suatu  hal yang relatif.
Relativitasnya terkait dengan sudut pandang yang sering berbeda. Oleh
karena itu, kemaslahatan yang menjadi acuan dalam magqashid al-syariah
mempunyai beberapa kriteria yang menjadi tolok ukur dalam
menegaskan keberadaannya. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus tetap,-maksudnya: sasaran yang hendak diwujudkan itu pasti
atau dugaan kuat yang mendekati kepastian. Tujuan itu bukan
sekedar dugaan yang dikira-kira saja yang mungkin ada atau tidak.

2. Harus jelas. Kejelasan yang dimaksudkan -ialah kejelasan sedemikian
rupa, schingga fukaha tidak berbeda pndapat dalam memperhatikan
maksud itu. Misalnya, memelihara nasab dan keturunan merupakan
maksud umum dari pensyariatan perkawinan. Ini merupakan tujuan
vang jelas, tidak serupa dengan yang lain dan tidak pula samar.
Karena . keturunan merupakan sesuatu diperoleh melalui cara
hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.

()

Harus mundhabit, maksudnya: maksud yang dikehendaki mempunyai
ukuran dan batasan. yang pasti. Misalnya, memelihara akal
merupakan tujuan- dari pengharaman minuman keras. Pensyariatan
hukuman hadd disebabkan kemabukan yang mengeluarkan akal dari
perilaku orang yang normal akalnya.

4. Harus muththarid, maksudnya: tujuan itu tidak berubah dengan
6
perubahan masa dan tempat.

Jika kriteria tersebut terpenuhi, maka dapat dipastikan bahwa
kemasldhatan -tersebut merupakan bagian dari tujuan umum syari'at
Islam yang dapat dibuktikan keberadaannya. Sebaliknya, jika kriteria

6.Muhammad Tahir, Magashid el-Syari'ar al-Islamivah, Tunisia, Sywkat al-Tunisiyyah, tanpa
tahun, hal. 51-33. +
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tersebut tidak terpenuhi, maka kemaslahatan itu tak lain hanyalah ilusi
yang dibuat-buat dan dugaan yang direka-reka manusia. Khayalan, dan
dugaan manusia tidak dapat dimasukkan dalam kategori kemaslahatan
umum syatiat Islam.

D. MACAM-MACAM MAQASHID AL-SYARI'AH

Kemaslahatan yang menjadi magqashid al-Syari'ah ini dilihat dari
segi kekuatan dan pengaruhnya serta pering-katnya dapat dibagi dalam
tiga kelompok sebagai berikut: dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah.”

1. Kemasalahatan Dharuriyyah

Dharuriyyah-berarti: sesuatu yang .amat perlu, yang cidak dapat
dihindari kebutuhannya, sehingga merupakan sesuatu yang mesti ada
agar tujuan yang dimaksud -berhasil. Dengan demikian, kemasalahatan
dharuriyyah ialah: Sesuatu yang tak dapat dielakkan keberadaannya demi
terwujudnya kemaslahatan kehidupan keagamaan dan keduniawian
manusia yang diinginkan. Jika sesuatu tersebut tidak ada, maka
kemaslahatan manusia di dunia tidak berjalan secara konsisten dan
berkesinambungan; bahkan sebaliknya, akan timbul berbagai kerusakan,
kekacauan dan kerusuhan yang fatal dalam tatanan kehidupan manusia
di dunia. Selanjutnya di akhirat, manusia-tidak akan memperoleh
kebahagian dan kenikmatan yang abadi di surga, bahkan manusia akan
merugi,menerima siksaan * dan kesengsaraan . di neraka. Ini adalah
kemaslahatan yang tertinggi.

Kemaslahatan dharuriyyah ini meliputi pemeliharaan lima hal
sebagai berikut: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal
tersebut merupakan landasan bagi tegaknya kehidupan kéagamaan dan
keduniawian. Dengan memelihara kelima hal tersebut, maka kehidupan
manusia sebagai individu dan anggota masyarakat dapat berjalan baik
dan harmonis. Kelima hal tersebut diisyaratkan oleh Allah swt. dalam
firman-Nya:

7. Al-Syathibi, op. cit., hal, 3-3
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Artinya: “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang
beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan
mempersekutukan sesuatupun dengan Allah, tidak akan mencuri,
tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan
berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki
mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam wrusan yang baik,
maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan
kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.” (Al-Mumtahanah QS 60: 12)

N B

Syariat Islam memelihara kelima kemaslahatan dharuriyyah ini dari
dua sisi, yaitu: dari sisi upaya untuk mewujudkannya melalui penegakan
rukun-rukun dan sendi-sendinya, dan dari segi kesinambungannya
melalui tindakan preventif dalam bentuk pensyari'atan sesuatu vang
dapat mencegah terjadinya sesuatu yang dapat merusak kelima kelima
hal di atas. Kedua sisi ini diperhatikan oleh syariat Islam dengan penuh
kesungguhan.

Untuk mewujudkan agama, Allah mewajibkan manusia untuk
beriman kepada-Nya dan menjalankan lima rukun Islam, yakni
mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat lima waktuy,
berpuasa pada bulan ramadhan, membayar zakat kepada orang yang
berhak menerimanya, dan menunaikan ibadah haji di Batullah.
Kernudian untuk memelihara kesinambungan agama-Nya, Allah
mewajibkan manusia untuk berjihad dan menghukum orang-orang yang
merusak agama dan menghalang-halangi orang lain mentaati,
menjalankan dan mengamalkan syari'at agama dan orang-orang yang
murtad dari agama-Nya itu.
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Selanjutnya untuk memelihara kehidupan jiwa manusia dari
kematian, Allah mengharuskan mereka untuk makan, minum dan
berpakaian sesuai kebutuhannya untuk mempertahankan hidupnya. Di
samping itu, Allah juga mewajibkan hukuman terhadap pembunuh
manusia secara zalim dan sengaja berupa’qgisas, dan tidak sengaja dengan
hukuman diat (denda) dan kafarat, agar manusia tidak sembarangan
membunuh nyawa orang lain tanpa alasan yang dapat diterima.

Terhadap akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia, Allah
mensyariatkan belajar dalam rangka menumbuhkannya sehingga dapat
memahami perintah-perintah Allah dan sunnah-Nya di alam semesta
dalam rangka menjamin kehidupannya. Sebaliknya, untuk menjaga
kesehatan akal, Allah mengharamkan mengkonsumsi segala jenis
makanan, minuman dan lainnya yang dapat memabukkan yang pada
dasarnya merusak kesadaran dan kesehatan akal. Karena kesehatan dan
kesadaran akal merupakan pangkal segalanya. Dasar pengenaan taklif
atas manusia adalah mempunyai akal yang sehat dan dalam keadaan
sadar dalam melaksanakan syari'at-Nya. Tanpa -akal yang waras,
seseorang tidak akan dapat memahami perintah-perintah dan larangan
Allah. Tidak heran apabila Allah mengenakan hukuman terhadap
mereka yang merusak akal dan pikirannya dengan cara cara di atas
dengan hukuman cambuk delapan puluh kali, dan melarang
peredarannya. 4

Berikutnya, demi kelangsungan keturunan atau nasab manusia
Allah mensyariatkan perkawinan dan mengharamkan zina guna
menghindari percampuran nasab seseorang, schingga tidak jelas
statusnya. Di samping itu, Allah  melarang kaum laki-laki membujang
untuk  selama-lamanya yang dapat mengakibatkan  putusnya
keturunannya, dan lainnya. '

Terakhir, demi terpenuhinya kebutuhan manusia akan harta
Allah mewajibkan manusia untuk bekerja mencari rezeki vang halal,
mensyariatkan berbagai muamalah sesama manusia; sementara untuk
menjaga keamanan harta manusia Allah mengharamkan pencurian,
penipuan, riba, perampasan harta orang lain secara zalim dan semisalnya.
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qishash itu. Selanjutnya ketika Allah mengharamkan minuman keras,
maka Allah melarang membuat dan memperjualbelikannya. Kemudian
ketika Allah mensyariatkan perkawinan untuk memelihara nasab dan
keturunan, maka Allah melarang memperhatikan perempuan lain yang
bukan mahram, karena dapat membawa kepada perzinaan yang berakibat
kepada percampuran nasab seseorang. Demikian pula ketika Allah
mengharamkan merampas harta orang lain secara tidak benar dan
mengharuskan penggantian, maka Allah menyuruh untuk menjaga dan
memperhatikan kesamaan dalam penggantian itu.”

Adapun hukum pelengkap kemaslahatan hajjiyyah, misalnya,
ketika Allah memperbolehkan mengqashar shalat, maka Allah
memperbolehkan menjamak antara dua shalat. Ketika Allah
memperbolehkan mengawinkan anak kecil, maka ada persyaratan kafaah
dan mahar mitsil (maskawin yang sama dengan semisalnya). Demikian
pula jika dikatakan bahwa jual beli termasuk kategori hajiyyah, maka
mempersaksikan jual beli itu termasuk dalam kategori hukum
peiengkapnya. ‘

Selanjutnya  hukum pelengkap bagi kemaslahatan tahsiniyah,
misalnya, ketika Allah mensyariatkan bersuci, maka Allah
melengkapinya dengan hal-hal yang disunnatkan dalam bersuci. Ketika
mensyariatkan sedekah, kurban dan agigah, maka Allah menganjurkan
untuk memilih harta yang baik dan disukainya. Anjuran ini. merupakan
pelengkap agar pengorbanan seseorang itu lebih sempurna.

Adapun fungsi daripada hukum pelengkap ialah: menyempurna-
kan dan melengkapi berbagai hukum yang didasarkan tiga jenis
kemasalahatan tersebuc di atas. Pelengkap ini juga penting dalam rangka
menguatkan dan menopang tiga kemasalahatan pokok tersebut, serta
memeliharanya dari pelalaian. Dengan kata lain, jika hukum pelengkap
itu diperhatikan, maka hukum yang utamapun terpelihara dalam
pelaksanaannya. Sebaliknya jika hukum pelengkap diabaikan, maka
dihawatirkan hukum yang pokokpun akhirnya dapat diabaikan. Misalnya,
orang yang rajin menjalankan shalat sunnat, maka ia tdak akan
mengabaikan shalat wajib. Sebaliknya orang yang tidak pemah
menjalankan shalat sunnat, maka dikhawatirkan shalat fardhu bisa saja
suatu saat ditinggalkannya.
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Pada akhirnya, secara umum hukum-hukum yang didasarkan
kemasalahatan hajiyyah merupakan pelengkap bagi hukum-hukum yang
didasarkan kemaslahatan dharuriyyah. Demikian pula hukum-hukum
yang didasarkan atas kemaslahatan tahsiniyyah merupakan pelengkap bagi
hukum-hukum yang didasarkan atas kemaslahatan dharuriyyah dan
hajiyyah. Pengakuan keberadaan hukum pelengkap ini disyaratkan tidak
membatalkan dan tidak mengabaikan hukum pokoknya.

F. URUTAN MAQASHID AL-SYARIAH

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa kemaslahatan yang
menjadi maqashid syari'ah memiliki peringkat yang berlainan, akan tetapi
masing-masing tidak berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain. Satu
sama lain justru saling meyempurnakan dan melengkapi. Yang tertinggi
adalah dharuriyyah, lalu hajiyyah, dan terakhir tahsirﬁyyah.glAtas dasar itu,
suatu hukum yang didasarkan atas kemaslahatan dharuriyyah harus
didahulukan dari hukum yang didasarkan atas kemaslahatan hajiyyah dan
tahsiniyyah, jika timbul pertentangan antara ketiga kemaslahatan itu.
Sebab kemaslahatan dharuriyyah merupakan asal dan sumber bagi dua
kemaslahatan lainnya. Kalau sekiranya kemaslahatan dharuriyyah tidak
ada, maka kemaslahatan lainnya juga tidak akan ada. Demikian pula
hukum yang didasarkan atas kemaslahatan hajiyyah harus didahulukan
dari hukum yang didasarkan atas kemasalahatan tahsiniyyah, jika ada
pertentangan antara keduanya.

Atas dasar itu, suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan
tahsintyyah  tidak boleh dipelihara jika mengorbankan hukum yang
didasarkan kemaslahatan hajiyyah atau dharuriyyah. Oleh karena itu,
misalnya, membuka aurat diperbolehkan untuk keperluan operasi,
pendiagnosaan penyakit dan pengobatannya. Sebab pada dasarnya
menutup aurat termasuk kategori kemaslahatan tahsiniyyah, sementara
operasi, pendignosaan penyakit dan pengobatannya adalah kemaslahatan
dharuriyyah yang menyangkut kehidupan jiwa seseorang seperti operasi
penyakit kanker payudara; atau minimal hal tersebut termasuk kategori

9. Ibid. hal. 8-15.
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kemasalahatan hajiyyah jika penyakit tidak sampai membahayakan jiwa.
Misalnya pengobatan enzim, kudis dan semisalnya panu dan kadas di
bagian punggung yang menimbulkan gatal-gatal dan kesulitan bagi
penderitanya di mana untuk mengobatinya harus membuka aurat di
bagian punggung itu. ;

Demikian pula suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan
hajiyyah tidak boleh dipertahankan, jika dalam mempertahankannya
harus mengorbankan hukum _yang didasarkan pada kemaslahatan
dharuriyyah. Karena upaya  menghilangkan kesulitan yang menjadi
landasan bagi kemaslahatan hajiyyah itu hanya sekedar kebutuhan biasa
yang tidak mendesak. Sedangkan yang dharuriyyah merupakan bentuk
yang mendesak yang mesti diwujudkan, tanpa dapat “dielakkan. Oleh
karena itu, kewajiban kewajiban seperti shalat, puasa, dan haji serta jihad
di jalan Allah tidak boleh diabaikan dengan alasan menghilangkan
masyaqqat atau kesulitan. Sebab mengerjakan ibadah-ibadah wajib itu
termasuk kategori kemaslahatan dharuriyyah, sementara menghilangkan
beban kesulitan yang berat (masyaqgat) merupakan kemaslahatan
hajiyyah. Misainya shalat merupakan kemaslahatan dharuriyyah,
sedangkan menghadap kiblat dalam shalat merupakan kemaslahatan
hajiyyah yang melengkapi dharurtyyah itu. Atas dasar itu, seseorang yang
tidak tahu arah kiblat tidak boleh meninggalkan shalat karena
ketidaktahuan arah kiblat. Akan tetapi ia tetap wajib menjalankan shalat
dengan menghadap arah yang dalam dugaan kuatnya merupakan arah
kiblat, meskipun kenyataannya ia tidak menghadap kiblat."

Atas dasar itu, kaidah yang mengatakan bahwa al-hajatu al-
masyhuratu - tunazzalu manzilat al- “dharurat fi ibahat al-mahdhurat
(kebutuhan yang masyhur ditempatkan pada kedudukan dharurat dalam
memperbolehkan hal-hal yang dilarang) tidak bersifac mutlak, tetapi ada
batasan bahwa hal-hal yang dilarang itu tidak termasuk kategori
kemaslahatan ~ dharuriyyah ~ atau  tidak lebih rendah peringkat
kemasalahatan dan kepentingannya. Dengan kata lain, hal yang aslinya
terlarang yang kemudian diperbolehkan dalam keadaan perlu hanya

10. Wahbah al-Zuhaili, op. cir. hal. 1027
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berkenaan dengan sesama hajiyah atau termasuk kategori tahsiniyyah.
Misalnya, pemberian rukhshah (keringanan hukum) untuk mengadakan
“akad salam (pesanan)  karena didasarkan kebutuhan, meskipun
termasuk jual beli barang yang tidak ada. Persyaratan dalam jual beli
bahwa barangnya harus ada merupakan kemaslahatan tahsiniyah yang
dapat dikesampingkan, karena kebutuhan yang kuat. Inilah yang
dikehendaki dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu al-taisir (kesulitar. dapat
menarik kemudahan), atau kaidah al-haraju marfu’ syar'an (Kesulitan
dihilangkan menurut syara’). Jadi, bukan kemudahan secara mutlak, tapi
kemudahan yang tidak mengabaikan kemaslahatan yang lebih penring.

Kemudian hukum vyang termasuk dalam kemaslahatan
dharuriyyah wajib diperhatikan dan tidak boleh dilalaikan, kecuali hal itu
mengakibatkan pengesampingan  kemaslahatan dharuriyyah lain yang
lebih penting. Dengan demikian, dalam kemaslahatan kategori inipun
terdapat peringkat yang berlainan antara satu dengan yang lain dari lima
bentuknya di atas. Yang terpenting adalah memelihara agama, kemudian
memelihara nyawa, akal, keturunan, dan terakhir harta. Atas dasar
peringkat tersebut, maka kemasalahatan dharuriyyah yang terpenting
didahulukan atas yang lain, karena identik dengan pelengkap bagi
dharuriyyah yang lebih penting itu. Oleh karena itu, jihad disyari'atkan,
meskipun menuntut pengurbanan jiwa. Jihad merupakan kemaslahatan
dharuriyah. Demikian pula memelihara jiwa. Akan tetapi memelihara
agama melalui jihad fi sabilillah lebih penting daripada nemelihara
keselamatan jiwa, ketika musuh datang menyerbu dan kita wajib
melawan mereka, meskipun dengan pengurbanan nyawa. Sescorang yang
dipaksa minum minuma keras dengan ancaman senjata diperbolehkan
meminumnya, karena mempertahankan keselamatan jiwanya lebih
penting daripada memelihara kenormalan akalnya dari kemabukan.
Demikian pula seseorang yang dipaksa di bawah ancaman senjata agar
mengambil harta orang lain dibolehkan untuk mengambilnya, karena
memelihara keselamartan jiwa didahulukan dari memelihara harta.

Pendeknya, . dalam keadaan tertentu di mana suatu kemaslahatan
bertentangan  dengan sesama kemaslahatan senantiasa  diutamakan
kemaslahatan yang lebih penting dan dikesampingkan kemaslahatan yang

kurang penting. Atas dasar itulah, muncul kaidah: yutahammalu al-
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dhararu al-khashshu li dafi al-dhavari al-'amm (Bahaya yang bersifat
khusus ditanggung untuk menghindari bahaya yang merata). Sebab
Menghindari bahaya yang merata merupakan kemaslahatan yang lebih
penting daripada menghindari bahaya yang khusus. Demikian pula
kaidah: Yurtakabu akhaffu al-dhararaimi li ittigai asyaddihima (Yang
teringan dari dua bahaya dilakukan untuk menghindari bahaya yang
terberat dari keduanya). Sebab menghindari bahaya yang lebih berat
lebih penting daripada menghindari bahaya yang lebih ringan, mengingat
akibat yang ditimbulkannya.

G. CARA MENGETAHUI MAQASHID AL-SYARIAH

Ada tiga versi pendapat berkenaan dengan cara mengetahui
magashid al-Syari’ dalam penciptaan syari'at bagi manusia dari hal-hal
: : ¥ Eial
yang tidak dimaksudkan oleh-Nya ~ sebagai berikut:

Versi pertama: Bahwa tujuan Syari’ (Allah) dalam syari’at-Nya
tidak dapat  diketahui  manusia  sehingga  Allah  sendiri
memberitahukannya. Pemberitahuan ini mesti dengan penjelasan Allah
melalui firman dan wahyu-Nya (termasuk sunnah Nabi) atau yang
disebut dengan tashrih kalamiy tanpa meninjau aspek substansi atau
makna-makna dan rahasia yang terkandung di balik arti lahiriah lafaz
yang diketahui berdasarkan penelitian, akan tetapi tidak dikehendaki
oleh lafaz berdasarkan penciptaan kebahasaannya. Menurut versi ini,
taklif syar'i tidak mesti memperhatikan aspek kemaslahatan manusia,
meskipun kemaslahatan ini ada pada sebagian dari penjelasan itu.
Kemaslahatan itu tidak dapat diketahui manusia secara lengkap, atau
sama sekali ridak dapat diketahui manusia. Ujungnya, pendapat ini
mengambil pengertian lahiriah saja dan membatasi sumber pengetahuan
tentang magqashid al-Syari’ pada zhahir lafaz dan nash. Mereka ini dikenal
sebagai mazhab Zhahiriah.

Versi kedua: Magashid al-Syari’ tidaklah terletak pada makna yang
zhahir dan makna yang dipahami darinya. Magashid tersebut merupakan
hal lain di balik itu. Hal ini berlaku pada keseluruhan syari'at, sehingga

11, Al-Syathibi, op. cit., hal. 273-274.
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tidak ada lagi makna lahiriah yang dapat dijadikan pegangan untuk
mengetahui maksud Syari’. Mereka ini dikenal dengan mazhab Batiniah.
Kemudian ada lagi versi mendekati dengan mazhab ini, yaitu kelompok
yang mengatakan, bahwa magashid al-Syari' mesti ditinjau dari segi
makna dan sasaran yang berada di balik lafaz-lafaz, di mana makna
lahiriah dan makna nash tidak dianggap kecuali dengan meninjau makna
substansinya itu. Jika nash atau makna lahiriah itu bertentangan dengan
makna yang substansial, maka nash dan makna lahiriah tersebut
dikesampingkan dan didahulukan makna substansial. Mereka ini
merupakan kelompok yang secara berlebih-lebihan menggunakan giyas
dalam arti luas.

Versi ketiga: bahwa kedua aspek tekstual dan substansial itu
diakui keberadaannya sekaligus dalam bentuk jalinan yang harmonis dan
tidak saling bertentangan. Nash tidak mengabaikan makna substansial.
Sebalikihya makna substansial tidak mengabaikan nash. Inilah pendapat
jumhur ulama.

Selanjutnya, menurut jumhur ulama, ada beberapa cara yang dapat
dijadikan pedoman untuk bagi manusia untuk mengetahui magashid al-
A e
Syari” ", yaitu sebagai berikut:

1. Magashid al-Syari'ah diketahui melalui perintah dan larangan yang
bersifat ibtidaiy dan tashrihiy yang terdapat dalam Alquran dan
sunnah. Adanya perintah dari Syari’ menunjukkan, bahwa suatu yang
diperintahkan itu dikehendaki-Nya untuk diwujudkan dan
dilaksanakan oleh mukallaf sebagai orang yang diperintahkan untuk
mengerjakannya. Demikian pula, adanya larangan dari Syari’ berarti
bahwa sesuatu yang dilarang itu dikehendaki-Nya untuk rtidak
diwujudkan. Melakukan larangan bertentangan dengan maksud-Nya,
sebagaimana tidak melaksanakan perintah juga bertentangan dengan
maksud-Nya. Cara yang pertama ini merupakan jalur yang umum,
dan diterima kelompok yang mengakui perintah dan larangan sccara
murni tanpa memandang segi ‘illat hukumnya, maupun kelompok yng
mengakui idlat hukum dan kemaslahatan sebagai prinsip syar’i.

12. [bid., hal. 275-291.
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Adanya batasan kata ibtidaiy (langsung) mengecualikan perintah dan
larangan yang dimaksudkan untuk hal lain. Ini tidak termasuk dalam
kategori di atas. Misalnya, firman Allah swt.:

e I 1 e Sl (558 8 e ol
g8 a1 15553 8153

Artinya: “Hai orang-orang yang beviman, apabila kamu diseru untuk
menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersege‘ralah
kamu kepada mengingat Allah dan ting-galkanlah jual bei: (Al
Jumu'ah, QS 62 : 9)

Perintah untuk meninggalkan jual beli di atas tidak bersifat langsung
dan tidak menjadi tujuan utama, akan tetapi dimaksudkan untuk
menguatkan perintah agar bergegas menuju ke masjid tempat
pelaksanaan shalat Jum'at dalam rangka mengingat Allah. Oleh
karena itu, perintah semacam ini tidak termasuk dalam kategori di
atas. Misalnya lagi, larangan melaksanakan shalac di dalam rumah
orang lain, tanpa seizin pemilik rumah. Larangan ini tidak bersifat
jangsung dan mengenal esensi shalat itu sendiri. Larangan itu
disebabkan pelanggaran hak memanfaatkan milik orang lain tanpa
izin. Ini merupakan hal yang terlarang, baik untuk shalat atau
lainnya.

Kemudian adanya batasan kata tashrihiy (eksplisit) menunjukkan
bahwa perintah dan larangan yang bersifac dhimniy (implisit) tidak
termasuk dalam kategori ini. Misalnya, larangan yang terkandung di
balik perintah terhadap sesuatu (al-Amr bi al-sya® nahyun ‘an
dhiddihi); dan perintah yang terkandung di balik = larangan
mengerjakan sesuatu (al-Nahy bi al-syai’ amr ‘an dhiddihi). Demikian
pula, perintah yang termasuk dalam prinsip Ma la yatimmu al-wajib
illa bihi fahuwa wajib (Sesuatu yang menyebabkan hal yang wajib
tidak sempurna kecuali dengannya adalah wajib) juga masuk dalam
pengecualian, karena perintah itu bersifat implisic.

Meninjau terhadap ‘illat dan kemaslahatan yang berada di balik
perintah dan larangan. Mengapa hal ini diperintahkan dan mengapa
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hal itu dilarang? Jika ‘llat hukum suatu hal diketahui, maka harus
diikuti. Selama ada alasan hukum suatu perintah atau larangan, maka
tuntutan perintah atau larangan itu ada dan dikehendaki. Dengan
demikian, dapat dilakukan pengembangan hukum dengan
berdasarkan illathukum itu. Misalnya, kawin dimaksudkan untuk
kepentingan memperoleh keturunan, jual beli dimaksudkan untuk
kepentingan pemanfaatan barang yang dibeli, dan hukuman hadd
dimaksudkan untuk membuat jera dan upaya preventif. Berdasarkan
‘illat hukum tersebut, maka dimungkinkan pengembangan hukum
pada bidang-bidang tersebut.'’

Selanjutnya jika ‘llat hukum itu ndak diketahui, maka harus bersikap
tawaqquf atau tidak mengklaim bahwa maksudnya adalah demikian.
Alasannya, pada dasarmya suatu hukum syara’ tidak berkembang
sehingga  diketahui®  bahwa  pencipta ~ hukum - bermaksud
mengembangkannya. Ini diketahui melalui dalil. Tanpa ada dalil.
maka berarti hukum tersebut memang tdak dikehendaki uncuk
dikembangkan. Di samping itu, pengembangan hukum tanpa
diketahui illat hukumnya membuat-buat hukum tanpa dasar yang

jelas.

Dalam  mensyari'atkan  hukum ibadah . dan kebiasaan serta
mu'amalah, Pencipta syari'at memiliki tujuan primer dan tujuan

d

sekunder. Tujuan sekunder ini juga dikehendaki selama tidak
bertentangan dengan tujuan primer. Dengan kata lain, tujuan
sekunder harus bersifat mendukung dan menguatkan tujuan primer
dari suatu hukum. Dengan meninjau kepada kedua tujuan tersebut,
maka magashid al-Syari'ah  dapat ~ diketahui. Misalnya, kawin
disyari'atkan dengan maksud primer untuk memperoleh keturunan.
Adapun tujuan sekunderya ialah mencari ketenangan, membina

13, “Mar hukum dapat diketahui melalui Masalik al-"illar ialah Jalur yang ditempuh untuk
mengetahur ‘iflar hukum, yang meliputi: Pertama. nash Alqur'an dan Sunnah. Kedua, ijma. Ketiga,
munasabah vang didasarkan pada Kesesuaian sifat lertentu untuk menjadi dasar suatu. hukum,
karena adanya Kkemaslahatan, Hal ini diketahui melalui al-tagsim wa al-sibr. Tagsim ialah:
membatasi sifat-sifat yang layak menjadi alasan hukum dalam tinjavan mujtahid, sedangkan sibr
1alah: membahas semua sifat itu dan menyeleksinya. Lihat Ali Hasabuliah, op. cir., hal. 148-149.
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kerja sama dan tolong menolong untuk mencapai kepentingan dan

_kemaslahatan duniawi dan ukhrawi seperti: menikmati rasa saling
mencintai, menuntaskan kepuasan seksual, melihat keindahan dan
keelokan wanita, memelihara diri dari terjerumus pada hal-hal yang
dilarang, dan menambah- kesyukuran' akan kenikmatan yang
diberikan Allah kepadanya serta mendorong kesungguhan beribadah
kepada-Nya. :

Misalnya lagi, ibadah shalat disyari'atkan dengan maksud utama agar
manusia tunduk dan patuh kepada Allah dengan sepenuh hati dan
penuh keikhlasan dan kerendahan hati serta mengingatkan diri
kepada-Nya. Allah swt. berfirman:

| o dy 5L () i fpalod 1150 W1 1yl
' &0 dih Bal

Artinya: “Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah
dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan)
agama dengan lwrus dan supaya mereka mendivikan shalat.” (Al-

. Bayyinah, QS 98 : 5)
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Artinya: “Sesungguhnya Aku i adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang
hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat
untuk mengingat Aku.” (Thaha, QS 20: 14)

Selamutnya ibadah shalat juga mempunyai beberapa maksud
sckunder, seperti mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Allah
swi. berfirman:

M—all — J
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Artinya: “Dan dirikanlah shalat. ..Sémmggnhnya shalrzt itu mencegah dari
perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.” (Al-’Ankabut, QS 29:
45)

Shalat juga berguna untuk mengistirahatkan fisik dan mental dari
kelelahan dan tekanan kehidupan di dunia schingga kembali segar
dan tenang. Dalam hadis dinyatakan:

J‘)’u'u cM‘u GJ-J\

Artinya: Nabi saw. berkata: “Istivahatkanlah aku dengan shalat, hai

Bilal!”
S . 0~ .’.J{ o 1 2
Ml b o8 88 e
Arunya: Nabi saw. bersabda: “Kebahagianku diciptakan dalam shalat.”

Shalat  juga merupakan sarana  untuk  mempermudah  jalan
memperoleh rizki dari Allah swt. Dia berfirman:

uJ-g));d.."UUJ)uu.—wJ‘)lL@—LPrh-&‘j GML}\_U@'I};QJ
$V Y b 5a B

Arvanya: “dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirvikan shalat
dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak
meminta  rezki  kepadamu. Kamilah yang memberi rezki
kepadamu. Dan akibat (yang baik) adalah bagi orang-orang yang

bertakwa.” (Thaha, QS 20: 132)

Demikianlah pada dasarnya segala macam ibadah itu mempunyai
beberapa faedah yang bersifat ukhrawi secara umum,; dan facdah
keduniawian. Kesemuanya  merupakan tujuan sekunder yang
mendukung dan menguatkan maksud primernya, yaitu: tunduk dan
patuh  kepada Allah semata-mata. Dengan demikian, maksud
sekunder tidak boleh bertentangan. dengan maksud primer. Misalnya,
seseorang yang berniat dalam shalamya agar mendapat pujian orang
lain. Tujuan semacam ini dapat merusak keikhlasan dalam




190 Ushul Figh 11

ketundukan kepada Allah. Oleh karena itu, tujuan semacam itu
tidak boleh.

Tujuan syari'at juga dapat diketahui melalui sikap diam Syari’, tidak
membuat ketentuan hukum tertentu yang seharusnya dilaksanakan
mukallaf, padahal ada hal yang menuntutnya. Sikap diam-Nya
identik dengan nash, bahwa Dia bermaksud untuk tidak menambah
dan mengurangi hukum yang telah ada. Atas dasar itu, maka
penambahan hukum dari hukum yang ada merupakan bid'ah dan
melangear maksud Syari’. Misalnya, sujud syukur ketika mendapat
nikmat dan berdoa secara kolektif sesudah shalat, menurut mazhab
Malik, adalah bid’'ah, melanggar ketentuan syara’.

Ini berbeda dengan sikap diam Syari' yang disebabkan tidak adanya

kasus hukum, misalnya kasus-kasus yang terjadi sepeninggal Rasulullah
saw. dan tidak pernah terjadi pada masa hidupnya seperti pengumpulan
dan pembukuan Mushaf Alquran. Berkenaan hal ini, diberlakukan

penerapan kaidah-kaidah umum dari syari’at Islam.




Magashid Syari'ah, Ijtihad dan Perkembangannya dalam Pembinaan Hukum Islam 191

BAB II

UJTIHAD DAN MUJTAHID

A. PENGERTIAN IJTIHAD

ljtthad dalam bahasa Arab berartii mencurahkan segenap
kemampuan untuk mencapai suatu hal atau suatu perbuatan. Dengan
demikian, kata ijtihad dipergunakan hanya untuk hal-hal yang berat dan
=
sulit,

Adapun ijtihad menurut istilah ulama ushul figh ialah:

fffff

A-.L..a.ﬂJi d.JA'I X A_.Lu]l J.,Jl e\ﬁr‘ﬂl Jal........als.’e A Ai.n.njl d.u
Artinya: "Mencurahan  segenap = kemampuan  seorang  fakih  dalam

mengistimbathkan .'mkum syara' yang bersifat amaliyah dani dalil-
dalil yang terperinci.”

Sebagian ulama mendefinisikan ijtilad sebagai

|e\.§r’9\bw1éu1 o= A Uiy g ¢ *;351“‘,
G i

14 Wahbah al-Zuhaili, op. cir. hal. 1037.
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Artinya: "Pencurahan segenap kemampuan dalam mengis-timbathkan hukum
dari dari dalil yang terperinci atau dalam menerapkannya “.””

Berdasarkan definisi tersebut, ijtihad ada dua macam, vyaitu:
Pertcama, bentuk ijrhad yang sempurna, yaitu ijtihad dalam
mengistimbathkan hukum syara’ dari dalilnya yang terperinci. Menurut
Jumhur ulama atau paling tidak sebagian besar ulama, ijtihad semacam
ini telah terputus dan tidak dilakukan oleh ulama lagi. Akan tetapi
menurut fukaha mazhab Hanafi dan ulama modernis, ijtihad semacam ini
tetap harus ada dan setiap generasi harus ada ulama yang mencapai
peringkat ijtihad semacam ini. Kedua; bentuk ijtihad tathiq (aplikaif),
yaitu menerapkan hasil istimbat hukum ulama terdahulu dengan cara
meneliti -illat hukum dari berbagai hukum kasuistik. Dengan cara ini,
berbagai permasalahan hukum yang tidak dikenal pada zaman dulu dapat
juga diketahui hukumnya. Dengan demikian tugas mujtahid peringkat
kedua ini adalah tahgiq al-manath, yaitu: menjelaskan ada atau tidaknya
‘illat hukum pada suatu kasus yang dihadapi berdasarkan ‘illar hukum
yang telah diistimbathkan oleh mujtahid kategori pertama.

B. SYARAT IJTIHAD

Ulama berbeda dalam menetapkan syarat untuk berijtihad.
Sebagian ulama menetapkan syarat tersebut secara umum dan scbagian
lagi menetapkan syaratnya secara terperinci. Akan tetapi pada dasarnya
syarat yang terperinci itu dapat dikatakan sebagai penjabaran terhadap
syarat umum itu. Oleh karena itu, penulis cenderung untuk
mengungkapkan syarat ijtihad secara terperinci saja.

Seseorang tidak mungkin mencapai peringkat berijtihad kecuali
telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengetahui makna ayat-ayat hukum yang ada dalam Alqur'an, baik
secara bahasa maupun syara’. Seorang mujtahid tidak disyaratkan
hafal ayat-ayat hukum di luar kepala, apalagi seluruh Alqur'an. Yang
pernting, ia mengetahui tempatnya sehingga dapat merujuknya ketika

13, Abu Zahrah, op. cir. hal. 379




('S ]

Magashid Syari’ah, Ijtiad dan Perkembangannya dalam Pembinaan Hekum Islam 193

memerlukannya. Jumlah ayat yang secara langsung mengandung
penjelasan hukum syara’ lebih kurang sekitar lima ratusan ayat.

Mengatahui hadis-hadis hukum. Seperti ‘Alqurtan, seseorang tidak
harus hatal seluruh hadis hukum, tetapi cukup dengan kemampuan
untuk merujuk kepadanya ketika mengistimbathkan hukum. Hadis-
hadis hukum diperkirakan mencapai tiga ribuan. Hanya saja
terpencar dalam berbagai kitab hadis yang berbeda. Paling tidak,
kutub al-sittah, beberapa kitab al-sunan dan beberapa kitab musnad,
yang dalam penyusunannya para penyusun kitab-kitab itu berupaya
mengetengahkan hadis-hadis yang sahih. Kemudian di samping
mengetahui isi hadis, ia harus pula mengetahui sanad hadis dan ilmu
yang dipergunakan dalam menilai kesahihan hadis, baik dari segi
sanadnya maupun matannya.

Mengetahui dalil yang nasikh dan ‘mansukh,'® baik dari Alqur'an
maupun sunnah. Hal ini dimaksudkan agar seseorang tidak
berpegang kepada dalil yang mansukh, sementara ada dalil yang
menasakhkannya. Ini dapat dirujuk dalam kitab-kitab yang
mengkhususkan bahasan dan kajian terhadap bidang ini, seperti kitab
al-nasikh wa al-Mansukh karya Ibn Hazm dan lainnya.

Mengetahui masalah-masalah yang diijmakkan. Maksudnya, agar
seseorang tidak memfatwakan hukum yang bertentangan dengan
ijma’. Hal ini tidak berarti harus hafal semua persoalan yang ada ijma’
ulama mengenainya. Akan tetapi cukup pada setiap kali fatwa ia tahu
bahwa fatwanya tidak bertentangan dengan ijma’.

Mengetahui bahasa Arab dan ilmu kebahasaan yang mendukungnya
seperti: nahwu, sharaf, ma'ani, bayan dan sebagainya. Sebab Alqur'an
dan sunnah mempergunakan bahasa Arab. Seseorang tidak mungkin
dapat mengistimbathkan hukum dari kedua sumber itu kecuali ia

16.  Dalam ushul figh dikenal adanya bahasan nasakh. yaitu: mengakhiri masa berlakunya suatu

hukum tertentu, Hal ini hanya terjadi pada masa turunnya wahyu schagai pembawa syari’at. Adapun
sesudah itu, hal itu tidak akan terjadi lagi. Untuk mengetahui ada nasakh hukum, harus ada dalil
yang menasakhkan yang discbut dengan nasikh dan dalil yang dinasakhkan yang biasa discbut
mensukh
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(@

paham bahasa Arab, yang memungkinkannya untuk mengetahui
dilalah lafaz dari berbagai seginya. Pengetahuan ini tidak
mengharuskan seseorang ahli di bidang ini, akan tetapi cukup
sekedar tihu dalam mempergunakannya dalam memahami
percakapan bahasa Arab, dengan kemampuan membedakan antara
hakikat dan majaz, umum dan khusus, muhkam dan mutasyabth, muth-
lag dan mugayyad, sharih, zhahir dan mujmal, dan semisalnya yang

" berkaitan dengan Alqur'an dan sunnah!

Mengetahui ilmu ushul figh. Untuk dapat berijtihad dengan benar
seseorang harus mempergunakan metode ijtihad tertentu yang diakui
validitasnya. Metode ini terhimpun dalam ilmu usul figh.

Mengetahui berbagai aspek giyas dan svarat-syaratnya, ‘illac hukum
dan cara mengistimbatkannya dari nash, kemaslahatan manusia, dan
sumber-sumber syara’ secara umum. Qiyas merupakan kaidah umum
dalam ijtihad yang menjadi dasar berbagai hukum yang tidak ada
nashnya.

Mampu menangkap maksud syariat secara umum dalam istimbath
hukum. Sebab pemahaman terhadap nash dan penerapannya pada
kasus-kasus amat tergantung pada pengétahuan terhadap maksud-
maksud umum syariat ini. Sebab dalalah lafaz terkadang mempunyai
banyak kemungkinan makna, dan untuk mentarjihkannya perlu
merujuk kepada tujuan umum syariat.-l

C. HUKUM BERIJTIHAD

Apabila seseorang memenuhi syarat-syarat ijrihad di atas, maka ia

wajib ‘aini berijtihad untuk diri sendiri dalam berbagai masalah yang
dihadapinya. Lalu apabila ia telah mengetahui hukum yang diijtihadinya,
maka ia tidak boleh bertaklid kepada omg lain. Akan tetapi apabila ia
berijtihad dan belum berhasil menemukan hukumnya, padahal waktunya

‘mendesak, sehingga tak cukup waktu untuk ijtihad dalam masalah yang

dihadapinya, maka ia sama dengan orang yang tidak mampu berijtihad.

17. Tentang syarat-syarat ijtihad dapat dirujuk Wahbah al-Zuhaili, op. cir., hal. 1044-1048 dan

kitab-kitab ushul figh famnya.




Magashid Syari’ah, Ijtihad dan Perkembangannya dalam Pembinaan Hukum Isiam 195

Dengan kata lain, ia boleh bertaklid kepada ulama lain, baik ulama
tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia, yang diketahuinya
dengan pengutipan yang benar.

Demikian pula, ia wajib -~ ‘aini berijtihad jika masyarakatnya
membutuhkan hasil ijtihadnya dalam suatu masalah yang dihadapi,
sementara tidak ada orang lain yang sanggup berijtihad kecuali dirinya
dan wakeu untuk mengamalkannya mendesak sehingga dihawatirkan
waktu pelaksanaannya berakhir.Tetapi jika ada ulama lain yang
memenuhi persyaratan sebagai mujtahid dan kesempatan waktunya tidak
mendesak, maka ijtihad tersebut wajib kifayah terhadap dirinya. Jika ada
ulama lain yang berijtihad mengenainya, maka tuntutan ijtihad gugur
dari yang lain. Akan tetapi jika semuanya meninggalkan ijtihad, maka
semua ulama tersebut berdosa.

Jika ijtihad itu berkenaan dengan masalah-masalah yang belum
terjadi, baik disebabkan pertanyaan atau tidak, maka ijtihad tersebut
hukumnya sunhat dan tidak wajib.

Selanjutnya, jika dalam masalah tersebut telah ada nash yang jelas
dan gath’t baik Alqur'an, sunnah maupun ijma’, maka jika ijtihad icu
berlawanan dengan nash yang gath’i itu atau berlawanan dengan ijma’,
maka ijtihad itu haram dan batal. Demikian pula ijtihad yang dilakukan
oleh orang awam yang tidak mempunyai kemampuan atau tidak

memenuhi persyaratan untuk berijtihad, ijtihad tersebut haram dan
18
batal.

D. LAPANGAN IJTIHAD

Hukum syara’ ditinjau kaitannya dengan ijtihad ada dua macam,
yaitu: Pertama, bidang yang dapat dimasuki ijtihad. Kedua, bidang yang
tidak dapat dimasuki ijtihad.

Adapun bidang yang tidak dapat dimasuki ijtihad ialah: hukum-
hukum yang diketahui secara pasti dari agama Islam, yaitu hukum-
hukum yang telah tetap berdasarkan dalil yang qath’i, baik dari segi

18 Lihat Ali Hasabullah, ep. cir., hal. 96.
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kedatangannya maupun dari segi dalalahnya. Misalnya, kewajiban shalat
lima waktu, puasa, zakat, haji, mengucap dua kahmat syahadat,
keharaman zina, pencurian, meminum khamar dan membunuh orang
dengan sengaja.

Selanjutnya bida/ng yang dapat dimasuki ijtihad adalah sebagai

berikut:

1. Hukum-hukum yang ada nashnya, namun zhanni. Baik kezhannian
itu ditinjau dari dari segi kedatangannya dan dalalahnya, maupun
ditinjau dari segi kedatangannya saja, atau segl dalalahnya saja.
Pembahasan yang dilakukan mujtahid dalam hal ini ialah: meneliti
kebenaran dan akurasi sumbernya, jika nash tersebut bersifat zhanni
dari kedatangannya seperti hadis-hadis ahad; dan membahas makna
nash dan kekuatan dilalahnya terhadap makna, jika nash tersebut
zhanni dalalahnya.

7. Kasus-kasus hukum yang tidak ada nashnya dan tidak ada ijma’
ulama berkenaan dengannya. Dalam hal ini mujtahid membahas
hukumnya berdasarkan dalil rasional seperti giyas, istihsan, masalih
mursalah, ‘wruf, atau istishab maupun dalil-dalil lain yang masih
diperselisihkan. Bidang ini membuka pintu perbedaan pendapat yang
luas.

Berkenaan dengan lapangan ijtih-ad ini, al-Gazali membuat batasan
sebagai b(,nkr.u “Seluruh hukum syara’ yang ridak ada dalilnya yang
bersifat gath ]

E. IJTIHAD PADA BAGIAN-BAGIAN TERTENTU

Yang dimaksud dengan ijtihad pada bagian tertentu ialah:
kemampuan ‘seseotang untuk berijtihad pada masalah-masalah tertentu
saja yang terbatas tidak yang lain. Dengan kata lain mujtahid semacam
ini hanya mengetahui istimbath sebagian hukum saja. Jika berkenaan

19.  Al-Gazali, al-Mustashfa min ‘lm al-Ushul, jilid 1l. Mesir: Maktabat al-Fanmiyvat, tanpa
tahun, ha!. 102,
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masalah itu ia telah memenuhi syarat ijtihad, maka apakah ia boleh
berijrihad?

Menghadapi masalah ini, ulama berbeda pendapat dengan dua
versi sebagai berikut:

Sebagian ulama mengatakan, ia tidak boleh berijtihad, karena
suatu masalah tertentu dalam figh sering berkaitan dengan bagian yang
lain.

Sebaliknya, kebanyakan ulama memperbolehkan ijtihad pada
bagian-bagian tertentu yang diketahui saja, ridak yang lain. Sebab jika hal
ini tak boleh, maka berarti seorang mujtahid mesti mengetahui hukum
semua masalah berikut dalilnya. Persyaratan semacam ini diluar
kemampuan manusia. Imam Malik yang disepakati kemujtahidannya
hanya menjawab enam dari empat puluh pertanyaan yang diajukan

kepadanya, dan sisanya ia katakan: “Saya tidak tahu!”

F. PERINGKAT MUJTAHID

Ulama ushul figh mengelompokkan fukaha kepada tujuh
peringkat. Empat peringkat termasuk kategori mujtahid, dan sisanya
termasuk kategori pentaklid. Ketujuh peringkat itu adalah sebagai
berikut:

1. Mujtahid Mustaqill

Yakni: mujtahid yang secara mandiri berijtihad berdasarkan
kaidah-kaidah yang ia rumuskan sendiri untuk membangun figh di luar
kaidah-kaidah yang telah diketahui secara baku dalam beberapa mazhab.

Mujtahid semacam ini, kata imam al-Suyuti, tidak ada lagi. Bahkan kalau
sekiranya seseorang menginginkan, maka tidak akan sanggup. termasuk
kategori ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam ahmad

bin Hanbal, Daud al-Zahiri, Ibn Abu Laila, Abu Tsaur, al~Tab1r1. dan

hmnya
2. Mujtahid Mutlak Gairu Mustagill

Yaitu: mujtahid yang memenuhi syarat sebagai mujtahid yang
terdapat pada mujtahid mustaqil, namun tidak menciptakan kaidah-
kaidah ijtihadnya sendiri. la mempergunakan metode ijtihad imam
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mazhab tertentu. Ia tidak terikat, -karena tidak bertaklid kepada
imamnya; akan tetapi ia tidak mandiri, sebab ia mempergunakan metode
ijtihad imamnya. Misalnya, Imam Abu Yusuf, Zufar dan Muhammad bin
al-Hasan al-Syaibani dari mazhab Hanafi, Ibn.al-Qasim dan al-Asyhab
dari mazhab Maliki, serta al-Buwaiti dan al-Za'farani dari mazhab Syafi'i.
Mereka ini disebut juga mujtahid muntasib.
3. Mujtahid Mugayyad

Yaitu: mujtahid yang terikat pada mazhab imam yang dianutnya. la
secara mandiri menetapkan kaidah kaidah usul fighnya dengan dalil,
akan tetapi dalil- dalilnya itu tidak melampaui usul dan kaidah yang
dibuat imamnya, seperti al-Hasan bin Ziyad, al-Karkhi dan al-Tahawi
dari mazhab Hanafi; al-Abhari dan Ibn Abu Zaid dari mazhab Maliki;
Abu Ishaga al-Syairazi dan al-Marwazi dari mazhab Syafi'i. Mujtahid
semcam ini juga disebut mujtahid mazhab atau mujtahid takhrij. Mereka
ini mampu menjawab persoalan hukum yang tidak ada nashnya
berdasarkan metode takhrij terhadap nash atau kaidah-kaidah yang
- dikutip dari imamnya. Mujtahid mugayyad disebut juga mujtahid
mazhab.

Karya mujtahid mugayyad meliputi dua hal:

a. mensarikan kaidah yang dipergunakan oleh para mujtahid
sebelumnya, dan menghimpun ketentuan-ketentuan umum di bidang
figh.

b. mengistimbatkan hukum yang tak ada nashnya berdasarkan kaidah-
kaidah tersebut. Peringkat inilah yang membukukan figh mazhabnya.

4, Mujtahid Tarjih

. Yakni: mujtahid yang mampu mentarjihkan pendapat imam
mazhab atas pendapat mazhab lain, atau pendapat imamnya - dan
pendapat para muridnya. Melalui mujeahid tarjih ini, hukum-hukum figh
yang dikutip dari para imamnya dapat terpelihara, ~memungkinkan
pentakhrijan illat hukum, sehingga dapat dilakukan giyas terhadap
masalah yang tidak ada nashnya, dan memungkinkan untuk mengetahui
pendapat yang boleh dijadikan dasar dan pendapat yang tidak boleh
dijadikan pegangan.
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5. Fukaha Tarjil

Yang dimaksud dengan fukaha tarjih ialah kelompok fukaha yang
memperbandingkan antara beberapa pendapat dan riwayat serta dapat
memberikan penilaian terhadap pendapat yang lebih kuat, atau lebih
- sahih, dan semisalnya. Dalam kenyataannya, merek’l bukanlah mujtahid,
tapi pentaklid.

6. Fukaha Penghafal

Fukaha peringkat ini masuk kategori pentaklid yang mempunyai
kemampuan ilmiah berdasarkan tarjih para pendahulunya. Mereka ini
mampu membedakan antara pendapat yang kuat dan yang lemah, seperti
para penulis kitab-kitab matan. Karya mereka bukanlah pentarjihan,
tetapi mengenalkan pendapat yang ditarjihkan, dan susunan peringkat
tarjih sesuai dengan yang dilakukan oleh ulama pentarjih. Mereka ini
punya hak untuk berfatwa dalam lingkup yang terbatas.

7. Fukaha Pentaklid

* Peringkat ini terdiri dari fukaha yang mampu memahami kitab-
kitab, namun tidak mampu mentarjihkan antara beberapa riwayat dan
pendapat. Mereka hanya mengikuti pernyataan dalam kitab dan
mengutipnya, tak lebih. Mercka juga tidak mampu membedakan antara
berbagai dalil, berbagai pendapat, dan berbagai riwayat. Kelompok ini
banyak ditemukan pada masa masa akhir, termasuk zaman kita . Mereka
ini hanya terpaku pada pendapat fukaha tanpa mengetahui dalilnya.
Bahkan mereka merasa cukup dengan mengatakan bahwa di kitab ini ada
pendapat demikian: Kelompok ini berpengaruh pada lingkungan dan
kelompok yang mencoba mencari dukungan terhadap perbuatan yang
dilakukan. Mereka ini buru-buru kepada suatu pendapat yang mereka
temukan. Entah siapakah yang mengatakannya. Entah bagaimana nilai
pendapat itu. Meskipun tidak didasarkan dalil yang jelas dan pemikiran
yang kuat.Kemudian pendapat ini disebarluaskan begitu saja.

20. Abu Zahrah, op. cit., hal. 389-399.
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G. KEHUJJAHAN IJTIHAD

Ulama tidak berbeda pendapat tentang kehujahan yjtihad jika
didasarkan nash-nash syari‘at, baik dan segi ketetapannya schagai sumber
hukum, dalalahnya, keumuman dan kekhususannya, maupun terhadap
bagian bagian masalah ditanjau dari segi masuknya dalam nash atau
tidak, dan berbagai bentuk ijtihad yang didasarkan pada dalalah lafaz.

Adapun jika ijrihad itu berkenaan dengan upaya mengetahui
hukum syara” yang berkmtan dengan kasus yang tidak ada nashnya, maka
ulama berselisihr pend'\p'lt " Golongan Syi’ah, al-Nazzam, sekelompok
kaum Mu'tazilah Baghdad dan lainnya berpendapat, bahwa ijtihad
tersebut bukanlah hujjah. Pendapat ini menyatakan bahwa nash-nash
Alquran dan sunnah, dengan keumuman maknanya cukup untuk
mengetahui hukum syara’ yang - diperlukan manusia, tanpa perlu
berlandaskan penahmn hukum, bmk berupa giyas maupun lainnya.
* Allah swe. berfirman:

AR gy s (8T G e etle W 3

Artinya: "Dan__ Kami  twrunkan  kepadamu  Al-kitab  (Alqur'an) untuk
menjelaskan segala sesuatu.” (Al-Nahl QS 16: 89)

Selanjutnya sesuatu yang tidak tercakup oleh nash, maka ia tetap
pada kebolehan aslinya. Ini didasarkan firman Allah swt.:

4188 Y e 80 20 o1 s il
Artinya: “Dia-lah Allah yang menjadikan  segala yang ada di bumi untuk
kamu.” (Al-Bagarah QS 2: 29)

Di samping itu, ada sejumlah nash syara’ yang tidak mengakui ra'y,
misalnya firman Allah swt.:

21 Lihat Ali Hasabullah, op. cit., hal. 80-83.
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Artinya: "Hai  orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada
Allah (Alqur'an) dan Rasul (sunnahnya).” (Al-Nisa’ QS 4: 59)

Nash ini secara jelas menyuruh untuk kembali kepada Alquran
dan sunnah, tidak yang lain seperti pendapat.

Berbeda dengan pendapat di atas, jumhur ulama berpendapat
bahwa ijtihad adalah boleh. Bahkan jika keperluan mendesak, maka
jjtihad tersebut menjadi wajib. Pendapat ini juga pendapat ulama salaf,
baik sahabat, tabi'in maupun para imam mazhab, kebanyakan fukaha dan
ulama mutakallimin. Kelompok kedua ini mendasarkan pendapatnya
pada surat an-Nisa' ayat 59 di atas. Kembali kepada Allah dan Rasul-
Nya ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai sesuatu dimaksudkan
sebagai ancaman dari mengikuti hawa nafsu, dan harus kembali kepada
apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan menerapkan
kaidah-kaidah umum dan giyas terhadap hal yang sama, serta berpegang
kepada magashid al-syari'ah. Ini berarti harus dilakukan -ijtihad. Di
-samping itu, ada riwayat hadis Muadz bin Jabal ra. Ketika ia hendak
diutus Rasulullah menuju Yaman.
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Artinya: Beliau bertanya kepadanya: “Bagaimana kamu memutuskan apabila
diajukan kepadamu sebuah kasus?” Ia menjawab: “Aku akan
putuskan berdasarkan kitab Allah.” Beliau kembali bertanya: “Jika
tidak ada dalam kitab Allah?” la menjawab: “Berdasarkan sunnah
Rasululiah saw.” Beliau bertanya lagi: “Jika tidak ada dalam sunnah
Rasulullah?” Ia menjawab: “Aku akan berijtiha dengan ra'yku dan
tidak akan bersambalewa.” Maka Rasulullah saw. menepuk dadaku
seraya: berkata berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah
menyesuaikan utusan Rasulullah kepada apa yang dividhai Allah dan
Rasul-Nya.” (HR. Abu Daud, al-Tirmidzi, dan al-Darimi)

Kemudian secara rasional, Allah swt. telah menjadikan: Islam
sebagai agama terakhir dan menjadikan syariat-Nya sesuai dengan segala
situasi dan zaman, sementara nash Alqur'an dan sunnah amat terbatas
jumlahnya, tetapi kasus yang dihadapi manusia tidak pernah habis dan
selalu muncul yang baru. Nash-nash yang terbatas itu tidak mungkin
dapat memenuhi kasus yang tidak terbatas. Oleh karena itu, harus ada
media untuk mengetahui hukum kasus yang baru melalui cara ijtihad.
Baik dengan cara giyas dan mengarahkan magashid al-syariah serta
semisalnya.

H. PERUBAHAN IJTIHAD 22

. Apabila seorang fakih berijtihad untuk dirinya sendiri dan
mengamalkan hasil ijtihadnya itu, kemudian ternyata salah itjihadnya ity,
‘maka ia wajib membatalkan hasil ijtihadnya yang pertama dengan hasil
ijtihadnya yang kedua. Selanjutnya, jika ia berijtihad untuk memberikan
fatwa, kemudian nyata baginya, bahwa ijtthadnya itu bertentangan
dengan nash atau ijma’, maka ia wajib memberitahu kesalahannya
kepada si peminta fatwa, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Mas'ud ra.
ketika memberi fatwa kepada seseorang di Kufah tentang kehalalan ibu

22.Lihat al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazhair fi al-Fury’, Kairo: Nur al-Tsagafat al-Islamiyyat,
1965, hal. 71 dan 134. Lihat pula Ibn Nujaim, al-Asybah wa al-Nazhair, Beirut: Dar al-Fikr, 1983,
hal. 53. -
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isterinya yang diceraikannya sebelum mencampurinya. Kemudian si ibu
dikawini oleh laki-laki itu. Setelah kembali ke Madinah, Ibn Mas'ud tahu
akan kesalahan fatwanya, maka ia kembah ke Kufah, mencari laki-laki
itu dan menceraikannya dari isterinya itu.’

Adapun apabila seorang fakih beralih dari pendapatnya yang
pertama kepada pendapatnya yang kedua yang lebih kuat, maka dalam
kaitannya dengan fatwa ia tidak harus’ memberitahukan kepada si
peminta fatwa tentang peralihan pendapatnya itu. Apabila si peminta
fatwa mengetahui peralihan pendapat muftinya setelah ia mengamalkan
fatwa itu, maka amalnya tidak batal. Akan tetapi apabila ia mengetahui
peralihan itu sebelkum mengamalkannya, maka ia wajib menunda dan
meminta fatwa kepada mujtahid atau fakih lain, kemudian mentarjihkan
dengan fatwa kedua terhadap fatwa pertama yang diragukan itu.

Dalam bidang peradilan, seorang hakim tidak boleh membatalkan
putusannya-yang pertama dengan hasil ijtihadnya yang kedua. Mekipun
pada masa mendatang, ia wajib mengamalkan hasil ijtihadnya yang
kedua. Hal ini dimaksudkan untuk menghormati peradilan = dan
menghilangkan persengketaan yang muncul kemudian. Rasulullah saw,
misalnya, ketika: tidak diperintahkan untuk melakukan | sesuatu
berkenaan dengan tawanan perang Badar, ia bermusyawarah dengan para
sahabatnya, dan Abu Bakar ra. menyarankan agar diadakan penebusan
dengan harta dengan harapan tawanan itu akan memeluk Islam.
Kemudian beliau merasa cocok dengan usul itu dan melaksanakannya.
Namun kemudian turun firman Allah swt. : :

2 - ) F ,),“ J’.El,“;’
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Artinya: “Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia
dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki

23, Lihat ‘Ali Hasabullah, ap. cit.. hal. 99
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harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala)
akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah,
niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar, karena tebusan yang kamu

ambil.” (Al-Anfal QS 8: 67 - 68)

Teguran Allah ini mendukung pendapat Umar ra., akan tetapi
tidak membatalkan putusan Nabi saw. yang telah beliau nyatakan itu.

Dalam salah satu riwayat, Umar bin Khattab ra. pernah
memutuskan perkara hajariyyah dengan tidak menggabungkan hak
mewarisi saudara seibu-sebapak dengan saudara seibu. Kemudian kasus
lain yang sama. diajukan kepadanya, dan ia memutuskan untuk
menggabungkan dan membagi rata hak warisan mereka. Kemudian ia
ditanya: “Pada tahun ini anda - tidak menggabungkan mereka.” Ia
‘menjawab: “Itu kami- putuskan dulu, dan. ini berdasarkan putusan
“sekarang.” '

Agaknya, penaf51ra11 tersebut di atas juga dikemukakan oleh Ibn
al-Qayyim terhadap surat Khalifah Umar = ra. kepada Abu Musa al-
Asy'ari: “Janganlah suatu putusan yang telah kamu putuskan hari ini
menghalangimu untuk merujuk kepada kebenaran, kemudian kamu
meralat pendapatmu itu dan kamu mendapat petunjuk kepada '
kebenaran. Sebab Kebenaran itu bersifat abadi, tak ada sesuatu yang
dapat membatalkannya. Merujuk kembali kebenaran lebih baik daripada
melanjutkan  dalam kebatilan.” Penafsiran tersebut, bahwa putusan
hakim yang didasarkan atas ijtihad yang pertama tidaklah dibatalkan
atau ditarik kembali, akan tetapi dalani putusan kasus lain yang,
seseorang hakim yang merasa jjtihadnya yang pertama tidak tepat harus
memutuskan berdasarkan ijtihad yang kedua yang ia anggap benar.” 7

Deniikian pula, seorang mu;talud tidak boleh membatalkan
hukum yang du]tlhadkan oleh mujtahid lain yang berbeda dengan hasil

24 Sayyid Muhammad Musa. al-litihad wa Mada Hajatina ilaih fi Hadza al-'Ashr, Mesir:
Muthabi’ al-Madaniy, tanpa tahun, hal. 431. :

25 Lihat Ibn al-Qayvim, I'lam al-Mwvaggi'in “an Rabb al-"Ala-mmn, 10z 1. Bernrut: Dar al-Fikr.
1977, hal. 110
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ijtihadnya, kecuali apabila ijtihad tersebut bertentangan dengan nash
yang qath'i atau ijma’ kaum muslimin. Sebab salah satu dari dua ijtihad
tidak ada yang lebih berhak untuk menyandang kebenaran dari yang lain.
Pembatalan ijtihad yang pertama dengan ijtihad yang kedua juga akan
membuka pintu kekacauan dan ketidakmapanan hukum serta pelecehan
terhadap peradilan.

Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar ra. bertemu dengan
scorang laki-laki, maka ia bertanya kepadanya: “apa yang diperbuat
untukmu?” -maksudnya berkenaan dengan kasus yang dia ajukan-. Laki-
laki itu menjawab: “Ali dan Zaid memutuskan demikian.” Umar berkata:
“Kalau saya yang menangani, maka kuputuskan begini.” Laki-laki itu
berkata: “Lantas apa yang menghalangimu?” Ia menjawab: “Kalau
sekiranya aku mengembalikanma kepada Alqur an dan sunnah Nabi
saw,, niscaya aku lakukan. Tetapi aku mengembalikan kepada pendapat,
sedangkan pendapat itu hak bersama.” Dalam kasus tersebut, Umar ra.
tidak membatalkan putusan Ali dan Zaid, karena tidak bertentangan
dengan nash yang qath e

26. Sayyid Muhammad Musa, /oc. cit., hal. 431-432
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BAB III.

TAKLID, ITTIBA’ DAN TALFIQ

A. TAKLID

Pengertian taklid: Taklid dalam bahasa Arab berasal dari kata
giladah yang berarti kalung. Taklid menurut bahasa berarti memasang
kalung di leher. Misalnya, taglid al-hadyi yang berarti mengalungi leher
hewan kurban.

Adapun taklid menurut istilah ulama ushul figh ialah: Mengambil
pendapat orang lain, kecuali Nabi saw., tanpa mengetahui dalilnya. Ini
disebut taklid, karena seakan-akan orang yang bertaklid menjadikan
hukum yang ditaklidi itu seperti kalung di lehernya.””  Misalnya,
seseorang menyapu sebagian kepala dalam wudhu' dan membaca doa
qunut pada shalat Shubuh karena bertaklid kepada Imam Syafi’i, atau
tidak membaca doa qunut dan shalat witir itu wajib, karena bertaklid
kepada Imam Abu Hanifah, dan lainnya. Fenomena taklid ini muncul
pada permulaan abad keempat Hijriah, kemudian berkembang hingga
dewasa ini.

Hukum Taklid: Ulama berbeda pendapat tentang kebolehan raklid
dalam bidang hukum amaliah sebagai berikut:**

27. Al-Syaukani, op. cit. hal. 2635.
28. Zaki al-Din Sya’ban. op. cir. hai.421
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Pendapat Pertama: Taklid sama sekali tidak boleh. Sebaliknya,
ijtihad itu wajib. Setiap mukallaf wajib berijtihad untuk dirinya sendiri
untuk  menjawab persoalan  keagamaan vyang dihadapinya dan
mengamalkan hasil ijtihadnya itu, setelah ia meninjau dalil-dalil syara’
yang diketahuinya. Pendapat ini merupakan mazhab yang ganjil, namun
Ibn Hazm mengklaim ijma’ ulama mengenainya. Pendapat ini banyak
mendapat kritik dan sorotan ulama, karena menyamaratakan antara
masyarakat awam yang tidak berpengetahuan dengan orang yang
berilmu. Pewajiban masyarakat awam untuk berijtihad merupakan
pembebanan di luar batas kemampuan. seseorang. Di samping itu,
pewajiban tersebut juga dapat berakibat pada terbengkalainya tugas-tugas
yang biasa mereka kerjakan dalam tatanan kehidupan’ masyarakat dan
urusan keduniawian yang menjadi spesialisasi mereka, karena waktunya
akan banyak tersita untuk belajar agar mencapai kemampuan ijtihad
yang belum jelas bagaimana hasilnya.

Pendapat Kedua: ljtihad tidak boleh dan taklid itu wajib setelah
berlalunya masa-masa para imam mujtahid yang disepakati otoritas
fjtihad mereka dan kebolehan bertaklid kepada mereka. Sebagaimana
pendapat pertama, pendapat ini juga mendapat kritikan ulama, karena
menyamaratakan orang yang berilmu dengan masyarakat awam.
Larangan berijtihad terhadap orang yang memiliki kemampuan untuk
melakukannya merupakan pembekuan potensi berpikir marusia dalam
upaya mengembangkan ilmu pengetahuan mupun lainnya. Hal inilah
yang berakibat fatal dan menyebabkan terjadinya kemunduran dalam
masyarakat [slam pada zaman pertengahan dan berlanjut hingga zaman
modern.

Pendapat Ketiga: ljtihad tidak dilarang dan tidak wajib atas setiap
mukallaf. - Jika sesecorang memiliki kemampuan dan memenuhi
persyaratan untuk berijtihad yang telah disebutkan sebelumnya, maka 1=
harus berijtihad dan mengamalkan hasil ijtihadnya. Ia tidak boleh
bertaklid. Sebaliknya, orang awam yang tidak mempunyai kemampuan
berijtihad dan tidak pula memenuhi persyaratan berijtihad, maka ia nidak
wajib belajar hingga mencapai kemampuan berijtihad. Orang seperti i
wajib bertaklid kepada salah seorang imam mujtahid, dan bertanya
kepada ulama ketika menghadapi masalah keagamaan yang belum i=
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ketahui jawabannya. Pendapat ini. agaknya merupakan pendapat yang
moderat dan paling kuat di antara tiga pendapat tersebut, karena
mencoba menempatkan kelompok manusia pada tempatya dan
menuntut mereka sesuai dengan tingkat kemampuannya

Pendapat ketiga ini menﬂemukak'\n argumen sebagai berikut:

1. Firman Allah swt. :

gL Jﬂ‘}i}d}dﬂyr—fdi;.ﬂ‘ Ul 1l

Artinya: "Maka bertanyalah kepada orang yang mempuayai pengetahuan
jika kamu tidak mengetahui.” (Al-Nahl QS 16: 43)

Nash tersebut umum untuk seluruh mukhatab yang menyuruh orang
yang tidak tahu untuk bertanya kepada orang yang berilmu tentang
sesuatu yang dibutuhkannya.

2. Selain para mujtahid, pada masa sahabat dan tabi'in, apabila timbul
suatu kasus, maka mereka mengembalikannya kepada mujtahid.
Mereka bertanya kepadanya tentang hukum Allah berkenaan
masalah atau kasus itu.

3. Ijtihad merupakan suatu kemampuan yang hanya dimiliki oleh ulama
tertentu yang memenuhi. syarat-syarat ijtihad. Jika seseorang yang
tidak mampu berijtihad diharuskan berijtihad dan tidak boleh taklid,
maka hal itu merupakan bentuk taklif di luar batas kemampuannya.
Taklif diluar batas kemampuan tidak boleh menurut syara’,
berdasarkan firman Allah swt.: ‘

GYANS AN iy Yy L a1 LS Y

- Artinya: “Allah  tidak membebani seseorang melamkan sesuai dengan
kesanggupannya.” (Al-Bagarah QS 2: 286)

4. Mengharuskan semua mukallaf berijtihad dapat berakibat
terbengkalainya urusan-urusan duniawi yang biasa dilakukannya, dan
kemasalahatan dhamriyah mereka. Sebab ijtihad membutuhkan
pengorbanan fikiran dan waktu yang tidak sedikit, sehingga
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dikhawatirkan seseorang tidak menjalankan kegiatan rutinnya dalam
kehidupan, baik sebagai petani penanam padi, sayur dan buah,
karyawan pabrik segala macam keperluan orang hidup, nelayan
penangkap ikan, dan lainnya.29

B. ITTIBA’

Ittiba' dalam bahasa Arab berarti: mengikuti. Orang yang
mengikuti orang lain disebut: muttabi’. Sebagian ulama membedakan
itiba’ dan taklid. Taklid merupakan pengambilan pendapat orang lain
tanpa disertai hujjahnya, sedangkan ittiba’ ialah: mengikuti cara yang
ditempuh oleh orang yang diikuti. Dengan kata lain, ittiba’ ialah:
mengambil hukum atau pendapat seorang ulama tentang suatu masalah
berikut dalilnya melalui metode. yang dipergunakan oleh' orang yang
ditkutinya. Jadi, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada-
pengetahuan akan dalil suatu hukum. Taklid tidak didasari dalil, dan
ittiba’ didasari pengetahuan akan dalilnya.”

Muttabi’ agaknya merupakan kelompok menengah antara orang
awam yang amat dangkal pengetahuannya dan orang yang alim dan
berkemampuan untuk berijtihad. Kelompok ini tidak separah orang
awam yang serba tidak tahu, akan tetapi kemampuannya juga tidak
mencapai tingkat kemampuan untuk berijtihad.

C. TIDAK TERIKAT MAZHAB TERTENTU

Jika seseorang yang tidak mampu berijtihad wajib bertaklid dan
bertanya kepada orang yang berilmu tentang hukum-hukum yang
diperlukan dalam kesehariannya, maka apakah ia mesti terikat kepada
mazhab ulama tertentu dalam setiap kasus!

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama
menyatakan wajib mengikuti salah satu mazhab tertentu. Sebab orang
yang taklid itu meyakininya sebagai kebenaran. Oleh karena itu, ia waiib
mengamalkan  tuntutan keyakinannya itu. Sebagian ulama lagm

29. Jbid. hal. 421-422.
30. Wahbah al-Zuhaili, op. cit. hal. 1121
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menyatakan: ia tidak wajib bertaklid kepada seorang imam tertentu saja
dalam segala masalah dan kasus yang dihadapinya. Ia boleh mengikuti
mujtahid yang ia kehendaki. Ia juga tidak wajib untuk tetap konsisten
dalam melanjutkan taklidnya kepada seorang imam mujtahid, misalnya
Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin
Hanbal serta lainnya. :

Menurut pendapat kedua yang dinilai lebih kuat ini, seseorang
boleh berpindah dari satu mazhab ke mazhab lain. Sebab dalam hukum
syara’, tidak ada dalil yang mengharuskan seseorang yang bukan mujtahid
untuk - mengikuti seorang imam dengan cara konsisten pada mazhab
tertentu saja. Hukum syara’ hanya mengharuskan orang yang tidak
berpengetahuan untuk bertanya dan mengikuti orang yang berilmu,
ranpa pengkhususan seorang ulama tertentu, tidak yang lain. Di samping
itu, selain mujtahid pada masa sahabat dan tabi'in bertanya kepada orang
yang berilmu itu tidak terikat pada seseorang atau terikat pada mazhab
tertentu. Hal itu tidak diingkari oleh siapapun, sehingga menjadi ijma’
bahwa selain mujtahid tidak wajib bertaklid kc_pdda imam atau mazhab
tertentu saja dalam segala masalah yang dihadapinya.

Di samping itu, keharusan untuk terikat pada mazhab tertentu
akan membawa kepada kesulitan dan kesempitan ruang gerak seseorang
untuk memilih, padahal adanya berbagai mazhab justru merupakan
nikmat dan rahmat Allah kepada umat.

Selanjutnya, persoalan yang sering timbul dari ketidakterikatan
pada mazhab tertentu secara konsisten ialah: mencari dan mengambil
pendapat yang paling ringan dan mudah dalam masalah-masalah yang
dihadapi. Persoalan ini biasa disebut tatabbu’ al-rukhash yang berarti
mencari yang mudah-mudah saja. sebagaimana persoalan tidak terikat
mazhab, dalam masalah inipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan
fukaha. Sebagian ulama, di antaranya al-Gazali dan pendapat yang
tersahih dari mazhab Maliki dan Hanbali serta Ibn Hazm, melarang
mencari-cari pendapat yang mudah dalam mazhab-mazhab yang ada.
Karena hal ini merupakan refleksi kecenderungan mengikuti hawa nafsu,

31. Zaki al-Din Sya’ban, op. cir. hal. 423.
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sedangkan syara’ melarang manusia mengikuti hawa nafsu. Di samping
itu, mencari-cari yang mudah akan berakibat pengguguran taklif akan
hal-hal yang dipeselisihkan ulama. ; St '

Berbeda dengan mereka, sebagian fukaha lainnya, di antaranya
sebagian mazhab Maliki, sebagian besar ashab al-Syafi'i dan pendapat
vang kuat dari mazhab Hanafi, menyatakan bahwa berpindah-pindah
mazhab itu  boleh. Karena dalam syara’ tidak ada larangan untuk itu.
Seseorang berhak menempuh amalan yang teringan baginya; ketika jalan
terbuka baginya untuk mengamalkannya, sesuai dengan watak manusia.
Bahkan agaknya sekian banyak sunnah Nabi saw. mendukung hal ini. Di
antaranya ialah: Nabi saw. bersabda: «

b oSS ,Jw.;aj,;.sm IR u:;,;i s u;:.,u

Antinya: “Aku tidak diberi pilihan antava dua hal, melainkan aku memilih
yang lebih ringan dari keduanya, selama bukan suatu dosa.” (HR.

Malik, al-Tirmidzi dan al-Bulkhari)

Mas X~ -

d..lﬁ'}l'l.:l.;-iua.d't :Lm.lujj ,J.....J‘JJ..U\ u.a‘og

Artinya: “Sesungguhnya agama ini mudah, dan tak seomngpun vang
mempersulit agama melainkan ia akan kalah olehnya.” (HR.
Bukhari dan al-Nasai dari Abu Hurairah, dan masih banyak lag:
hadis lainnya)

D. TALFIQ

Di antara pengaruh meluasnya pemikiran taklid di kalangan umat
Islam, bahwa kebanyakan ulama belakangan setelah berakhirnya abad
kesepuluh hijrah menetapkan syarat bagi kebolehan bertaklid kepada
mazhab lain: tidak membawa kepada talfig antara beberapa mazhab.
Berdasarkan persyaratan itu, mereka menyatakan batalnya suatu ibadah
yang didasarkan pada hukum yang berlainan di kalangan para imam
mujtahid. Bahkan sebagian mazhab Hanafi menceritakan adanya ijma’
mengenai hal ini, dan dijadikan suatu bahasan tersendiri dalam figh
mazhab Syafi'i. Berdasarkan ini, talfig tidak boleh.
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Pengertian talfig: Talfig menurut bahasa berarti: menghias
pembicaraan dengan kebohongan. Sedangkan talfig dalam istilah ulama
ushul figh ialah : Membuat suatu cara amalan yang tidak pernah
- dikemukakan mujtahid manapun. Maksudnya, sebagai akibat taklid
kepada beberapa mazhab dan mengambil dua pendapat atau lebih untuk
satu kasus tertentu yang mempunyai bebérapa rukun dan bagian,
seseorang sampai kepada suatu formulasi pendapat atau amalan yang
saling tumpang tindih, sehingga tidak diakui keabsahannya siapapun di
kalangan ulama.yang berkompeten. Jelasnya, imam yang selama ini ia
ikuti mazhabnya dan imam yang ia ikuti pendapatnya belakangan tidak
mengakui gabungan pendapat yang ia formulasikan itu. Kedua-duanya
menyatakan batalnya ibadah yang ditalfigkan itu. Misalnya, seseorang
bertaklid pada mazhab Syafi'i. berkenaan dengan menyapu sebagian
kepala dalam wudhu’, kemudian bertaklid kepada mazhab Hanafi atau
- Maliki dalam hal ketidakbatalan wudhu' karena menyentuh kulit wanita.
Mazhab Syafi'i. menyatakan wudhu'nya batal, karena menyentuh kulit
wanita. Abu Hanifah tidak mengakuinya, karena tidak menyapu seper-
empat kepala. Selanjutnya mazhab ‘Maliki juga tidak dapat mengakui
keabsahan wudhu'nya, karena tidak menyapu seluruh kepala.*

Persoalan talfig adalah seperti taklid. Ruang lingkupnya adalah
masalah-masalah ijtihadiah yang sifatnya zhanni, sehingga muncul
perbedaan pendapat mengenainya. Adapun hukum-hukum syara’ yang
diketahui kepastiannya dari agama Islam, yaitu hal-hal yang telah
disepakati ulama dan menyebabkan pengingkarnya kafir, maka tidak sah
taklid, apalagi talfig. Dengan demikian, tidak boleh talfi yang dapat
membawa kepada pembolehan hal-hal yang disepakati keharamannya,
atau mengharamkan sesuatu yang disepakati kebolehannya, atau
memperbolehkan suatu hal yang telah disepakati kewajibannya. Misalnya
dalam bidang keperdataan ialah: seorang laki-laki mengawini perempuan
tanpa wali, tanpa saksi dan ranpa maskawin berdasarkan taklid kepada
tiap-tiap mazhab . pada bagian-bagian tertentu. Akan tetapi perkawinan
semacam itu tak seorang ulamapun yang berpendapat demikian dan
semua sepakat, bahwa perkawinan itu tidak sah. :

32. Wahbah al-Zuhaili, op. cit: hal. 1142-1143.
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Adapun argumen ulama yang melarang talfig ialah: pentakhrijan
terhadap pendapat ulama yang terbagi kepada dua kelompok mengenai
hukum suatu masalah. Menurut kebanyakan ulama, berdasarkan adanya
dua versi pendapat yang berbeda itu, tidak boleh memunculkan pendapat
baru yang ketiga yang membatalkan sesuatu yang telah menjadi objek
kesepakatan mereka. Misalnya, iddah istri yang hamil yamg suaminya
meninggal dunia. Ada dua pendapat berkenaan dengan ini. Yaitu:
Pendapat pertama ialah, persalinan kandungannya. Pendapat kedua,
yang terlama dari dua masa: persalinan. kandungan atau empat bulan
sepuluh hari. Jika yang lebih lama wakcunya adalah persalinan
kandungannya, maka: persalinan itulah masa iddahnya. Sebaliknya, jika
empat bulan sepuluh hari merupakan masa yang lebih lama daripada
persalinan kandungannya, maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh
hari. Selanjutnya, tidak boleh memunculkan pendapat yang ketiga,
bahwa masa iddahnya adalah empat bulan t;c_puiuh hari saja, berdasarkan
talfiq terhadap dua pendapat tersebut.

Agaknya, pendapat ini perlu ditinjau kembali. Sebab ide talfig
didasarkan atas ide taklid yang dimunculkan oleh ulama mutaakhirin
pada zaman kemunduran Islam. Ide tersebut tidak dikenal pada zaman
salaf, baik pada masa Rasulullah saw., para sahabatnya, masa tabi'in
maupun masa para imam mujtahid dan para muridnya sesudahnya. Di
samping itu, sescorang tidak wajib mengikuti suatu mazhab tertentu
dalam segala masalah yang dihadapinya. Seseorang yang tidak terikat
pada suatu mazhab tertentu, boleh bertalfig. Jika tidak, maka akan
~ berakibat batalnya ibadah-ibadah masyarakat awam. Sebab kita nyaris
tidak menjumpai orang awam yang mengerjakan ibadah yang sesuai
dengan suatu mazhab tertentu. Adapun persyaratan yang mereka
kemukakan, berupa memelihara perbedaan pendapat di antara mazhab-
mazhab, apabila seseorang bertaklid kepada mazhab tertentu atau
meninggalkan mazhabnya dalam suatu hal, maka itu adalah hal yang
sulit. Hal itu bertentangan dengan prinsip kemudahan dan toleransi
dalam syariat Islam, dan tidak sejalan dengan kemaslahatan umat
manusia. Selanjutnya tentang klaim sebagian ulama mazhab Hanafi
mengenai adanya ijma’ yang melarang talfig, maka hal itu semata-mata
kesepakatan ulama mazhabnya saja. Dalam kenyataannya, tidak ada
ijma’. Tidak ada petunjuk terhadap tidak adanya ijma’ yang lebih kuat
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daripada tentangan banyak ulama mutaakhirin yang menyatakan bahwa
talfig itu boleh, selama tidak membawa kepada suatu pendapat yang
bertentangan dengan nash atau ijma’.

Talfig Yang Dilarang: Meskipun sebagian besar ulama
memperbolehkan talfig, terutama dari kalangan ulama mutaakhirin,
akan tetapi kebolehan talfig itu rtidaklah bersifat mutlak. Bahkan,
kebolehannya terbatas dalam ruang lingkup tertentu. Sebab, di antara
talfiq ada yang batal karena esensinya (zatnya), sebagaimana talfig yang
mengakibatkan halalnya hal-hal yang haram seperti minuman keras, zina
dan lainnya. Kemudian ada pula, talfig yang dilarang, bukan karena
zatnya, akan tetapi karena hal lain. Talfig bentuk kedua yang juga
dilarang ini ada tiga macam sebagai berikut:

1. Talfig yang secara sengaja dimaksudkan mencari yang ringan-ringan
saja dalam hukum syara’. Misalnya, seseorang mengambil  dari
masing-masing mazhab pendapat yang paling lemah, tanpa terdesak
oleh darurat atau alasan lain. Hal ini dilarang dalam rangka menutup
pintu kerusakan akibat pelecehan hukum syara’.

2. Talfig yang dapat berakibat pembatalan putusan hakim. Sebab
putusan hakim menghilangkan persengketaan, dalam rangka
menghindari kekacauan.

3. Talfiq yang berakibat terhadap peninjauan kembali apa yang telah
diamalkan seseorang atas dasar taklid, atau hal yang diijjma’kan ulama
yang berkenaan dengan hal yang ditaklidinya.”

33.Jbid. hal. 1148-1149. :
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BAB IV

FATWA DAN MUFTI

Secara umum manusia, ditinjau dari segi kemampuan akal dan
penguasaannya terhadap syari'at Islam, dapat dibagi kepada dua
kelompok, yaitu:

Pertama, orang-orang yang mampu mengistimbathkan hukum dari
dalil dan berijtihad dalam memecahkan masalah yang tidak ada nashnya.
Kelompok ini amat kecil jumlahnya, karena kemampuan ijtihad
menuntut kesiapan intelektualitas yang tinggi dan ketekunan serta
penguasaan ilmu-ilmu yang menjadi penopangnya sebagai telah
disebutkan sebelumnya.

Kedua, orang-orang yang tidak mampu berijtihad, yang terdiri dari
masyarakat awam, yang memiliki tingkat kecerdasan yang terbatas dan
kesiapan untuk belajar yang kurang memadai untuk dapat mencapai
tingkatan berijtihad. Mereka ini, umumnya, menekuni bidang kehidupan
duniawi yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak,
seperti petani, nelayan, pedagang, karyawan, pegawai, dan semisalnya. _

Oleh karena itu, sungguh mustahil apabila semua orang dituntut
untuk dapat mencapai tingkat mujtahid, di mana setiap mukallaf
diwajibkan berijtihad. Sebab pada dasarnya, manusia ada yang tidak
memiliki kemampuan dan keahlian untuk berijtihad sama sekali. Mereka
mi. umumnya adalah masvarakat awam dan bagian terbesar dari umat
islam. Mereka ini, biasanya, merujuk kepada ulama sebagai jalan pintas
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bagi mereka dalam rangka mencari tahu tentang hukum agama mereka,
meminta fatwa kepada mujtahid tentang hal-hal yang dihadapinya dalam
masalah agama. Selanjumnya, kewajiban ulama, fukaha atau mujtahid
adalah memberikan fatwa kepada mereka sesuai dengan pertanyaan dan
kebutuhan mereka, tanpa membebani mereka untuk mengistimbathkan
hukum yang tidak mereka mampui. Ulama dari kalangan sahabat
maupun tabi'in melakukan hal demikian terhadap masyarakat awam
mereka. Allah swt. berfirman:

Fev: I 0ali Y 428 o) 5 Jaf 16

Artinya: “maka bertanyalah kepada orang yang mempu-nyai pengetahuan, jika

kamu tidak mengetahui.” (Al-Nahl QS 16: 43)

A. PENGERTIAN IFTA’

Ifta’ merupakan kata yang lebih khusus dibanding kata ijtihad.
litihad merupakan istimbath hukum dari nashnya, baik ada pertanyaan
berkenaan topik yang diijtihadkan atau tidak ada pertanyaan. Sedangkan
ifta’ merupakan istimbath hukum yang dilatari adanya suatu kasus yang
terjadi atau pertanyaan orang awam dan menuntut seorang fakih untuk
mencari tahu hukumnya, dan menjelaskan hukum tersebut kepada
penanya itu sebagai suatu fatwa yang dijadikan pegangan dalim
pengamalan.

Selanjutnya. mufti adalah mujtahid atau ahli figh dalam istilah
ushul figh.”* Fatwa yang benar di samping menuntut terpenuhinya syarat
ijtihad juga menuntut beberapa syarat lain, yaitu: pengetahuan tentang
kasus yang dimintakan fatwanya, kajian psikologis si peminta fatwa, dan
situasi dan kondisi sosiologis masyarakat di mana peminta fatwa itu
hidup, agar dapat diketahui pengaruh fatwa itu, baik positif maupun
negatif.” Akan tetapi kenyataan yang terjadi belakangan ini, mufti tidak
lagi dibatasi dengan batasan pengertian di atas. Mufti juga dipergunakan

34 Al-Syaukani, op. cit. hal. 265
35. Abu Zahrah, op. cit. hal. 401
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untuk menunjuk kepada orang yang mengetahui figh mazhab-mazhab, di
mana kerja mereka sekedar mengutip teks kitab-kitab figh. Penggunaan
ini adalah majazi, bukan dalam pengertian yang hakiki.

Di samping mufti, ada mustafti, yaitu: orang yang meminta fatwa
hukum. Mustafti merupakan orang yang tidak mempunyai kemampuan
berijtihad dan boleh bertaklid, baik orang awam murni yang sama sekali
tidak memiliki ilmu untuk berijtihad, atau orang yang hanya mengetahui
sebagian ilmu yang dipergunakan dalam ijtihad.

B. SYARAT SYARAT MUFTI

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa seseorang
tidak layak memberikan fatwa kecuali telah memenuhi lima syarat
sebagai berikut:*®
1. Ia harus mempunyai niat yang ikhlas dalam memberikan fatwa hanya

karena Allah. Jika tidak mempunyai niat yang ikhlas, maka ia tidak
memperoleh nur Ilahi dan kalimat yang difatwakan juga tidak puny=s
nur.

2. Ia harus berilmu, sopan santun, berwibawa dan tenang.

la harus teguh pada pendiriannya dan pengetahuannnya.

4. Merasa berkecukupan. Maksudnya, ia merasa cukup dengan
kehidupannya dan tidak membutuhkan pemberian masyarakat. Jika
tidak, maka masyarakat akan melecehkannya.

5. Ia mengetahui kondisi masyarakatnya. Dengan pengetahuan ini, =
dapat memberikan fatwa yang baik untuk’ kemasalahatan
masyarakatnya. i

S

C. KEWAJIBAN MUFTI

Apabila suatu- masalah diajukan kepada seorang mufti, maka ada
beberapa hal yang wajib dipenuhinya, yaitu:
1. Hendaknya ia tidak bersiap untuk memberikan fatwa dalam keadsan
marah vang hebat, ketakutan, kecemasan, gelisah, sangat lapar.
sangat mengantuk, atau hal-hal lain yang dapat menggansgu

36. Tbn Qayyim, ['lam al-Muwagqgi 'in, jilid IV, Beirut, Dar al-Fikr. 1977, hal 199
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konsentrasi dan ketenangannya dalam berfikir untuk menemukan
jawaban bagi fatwanya.

Hendaklah hatinya merasa perlu kepada Allah dan memohon
pertolongan kepada-Nya agar tetap berada di jalan yang diridhai-Nya,
dirunjukkan kepada yang benar. Kemudian barulah ia melihat nash-
nash Alqur'an dan sunnah, riwayat para sahabat, dan pemlklran para
ulama, guna sebagai dasar dan perbandingan dalam ijtihadnya itu,
sehingga menghasil-kan suatu hukum yang kuat landasannya.

3. Hendaklah ia mencari hukum yang diridhai Allah swt. dengan

mengacu kepada firman Allah swt. :

-

2: )a'-a .-e.l.--uoza 5”;’1 ;,_:"-z .":‘ ): 'E,
di‘,_aJ.LM_,p_b;\}Mc_::Jﬂjd\J}.ﬂL.up.e.:.apg.v-d\
# /u’,.‘: ,,E- o 0 -
&£ 43l Sl &1 31 G e e I

Anrtinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka -
menurut apa yang - diturunkan Allah, dan janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu mereka. Dan hati- hatilah kamu terhadap
mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian
apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (Al-Maidah QS 5:
49)

Dengan demikian, dalam berfatwa mufti tidak boleh sekedar
berlandaskan adanya pendapat di kalangan fukaha, akan tetapi ia
mencari yang terkuat dalilnya. Tidak boleh berfatwa berdasarkan hilah
yang haram maupun yang makruh.”’

D. MUFTI MUQALLID

Jika seorang mufti belum mencapai peringkat mujtahid, karena
belum terpenuhinya syarat-syarat ijtihad yang telah disebutkan, maka ia
boleh berfatwa kepada orang lain dengan mengabil pendapat seorang
mujtahid. Dengan demikian, si mufti hanya sekedar pengutip. Akan
tetapi, bolehkah ia memilih pendapat yang paling ringan bagi orang

37  Ali Hasabuilah, op. cit. hal. 104.




Kaidah Ushulliyyah Kebahasaan 159

B. HUKUM HAKIKAT DAN MAJAZ

Apabila ada suatu lafaz mempunyai kemungkinan untuk diartikan
secara hakiki dan majazi, maka lafaz itu harus diartikan dengan makna
yang hakiki, tidak dengan makna yang majazi. Sebab makna yang hakiki
merupakan makna yang asli dan makna yang majazi timbul kemudian
untuk menggantikan kedudukannya. Selama makna hakiki masih dapat
diamalkan, maka makna hakiki itulah yang mesti diambil. Atas dasar itu,
misalnya, seseorang mengatakan akan memberi harta kepada anak-
anaknya, maka cucunya tidak termasuk ke dalamnya. Sebab cucu tidak
termasuk makna yang hakiki dari kata “anak”, meskipun-secara majazi ia
termasuk dalam kategori makna anak, karena ia 'merupakan
i(&turunamwa.134

Kemudian jika dalam suatu lafaz ada garinah yang menunjukkan
bahwa yang dimaksud dari lafaz itu bukan makna hakiki, tetapi makna
majazinya, maka lafaz itu harus diartikan dengan makna majazi itu.
Qarimah tersebut merupakan petunjuk yang kuat bagi pemalingan lafaz
dari makna hakiki kepada makna majazi, sehingga makna hakiki tidak
dapat dipergunakan dan sebaliknya makna majaz ini mesti diterima dan
dipergunakan. Dengan demikian, garinah merupakan faktor penentu bagi
penggunaan arti majarci.]35

Dalam kaitannya dengan hukum, hakikat dan majaz adalah sama
dalam hal memberikan pengertian hukum. Kesimpulan hukum dapat
diambil dari suatu lafaz dengan berdasarkan makna yang hakiki yang
diciptakan bagi lafaz itu, baik lafaz itu umum atau khusus, perintah atau
larangan, Demikian pula kesimpulan hukum tersebut dapat diambil dari
suatu lafaz dengan berdasarkan makna majazi yang dipinjamkan untuk
lafaz itu."® 3

Kebanyakan lafaz dalam Alqur'an dan sunnah dipergunakan
dengan arti yang hakiki, akan tetapi ada pula lafaz dalam kedua sumber
hukum itu mesti diartikan dengan arti majaz. Contoh bentuk yang
pertama, firman Allah swt.:

134. Ali Hasabullah, op. cit., hal. 253-254
135. Wahbah al-Zuhaili, op. cit., hal. 297.
136. Ali Hasabullah, op. cit., hal. 254,
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, swjudlah kamu,
sembahlah  Tuhanmu dan perbuatlah kebatkan, supaya kamu
mendapat kemenangan.” (Al-Hajj, QS 22 : 77)

Ayat tersebut memerintahkan ruku’, sujud, menyembah Tuhan
dan berbuat baik dalam arti yang hakiki, bukan majazi seperti tunduk
kepada hukum alam yang diciptakan oleh Allah. Misalnya lagi, firman
Allah swt.: .
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Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah
tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka
kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.” (Al-Maidah, QS 5: 38)

Ayat di atas memerintahkan hukuman potong tangan pencuri
dalam arti yang hakiki dan sebenarnya, bukan arti majazi seperti dihukum
penjara yang membuatnya jera untuk tidak mencuri lagi.

- Adapun contoh bentuk kedua ialah firman Allah swt:
yfwﬁ\bj;ﬂj}fibyfpwhyfw}}i;é’og |
§1 30U (b e | sanszd 1T U-’w AT PR
Artinya: “Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dan
tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu

tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang
baik (bersih).” (Al-Maidah QS 5: 6)

Apa yang disebutkan dalam terjemahan “ atau kembali dari tempat
buang air (kakus)” merupakan arti yang hakiki. Akan tetapi arti tersebut
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tidak dikehendaki dari ayat tersebut, sebab kembali dari tempat itu
sendiri tanpa aktivitas membuang air tidaklah membatalkan wudhu’ yang
mengharuskannya untuk berwudhu’ atau bertayammum jika tidak ada
air. Oleh karena itu, makna yang dikehendaki dari ayat tersebut adalah
makna majazinya, yaitu berhadas. Hadas inilah yang termasuk di antara
hal-hal yang membatalkan wudhu' seseorang dan mengharuskan
berwudhu’ atau bertayammum jika tidak mendapatkan air ketika orang
bermaksud mengerjakan shalat. Hubungan yang mempertalikan makna
majazi tersebut dengan makna hakikinya ialah, bahwa orang yang menuju
kakus bermaksud untuk buang air dan ia baru kembali dari tempat
tersebut setelah menyelesaikan hajatnya itu.

C. KEUMUMAN MAJAZ

Makna hakiki merupakan makna yang pokok, sedangkan makna
majazi merupakan makna pengganti ketika makna hakiki tidak dapat
diterapkan. Jika dalam makna hakiki terdapat keumuman makna
lafaznya, maka apakah dalam arti majazi juga tgrdapat keumuman makna
lafaz semacam itu? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di
kalangan ulama ushul figh, terutama antara mazhab syafi'i dan Hanafi
sebagai berikut: "’

Ulama ushul figh dari mazhab syafi'i berpendapat, bahwa ketika
lafaz tidak dapat diterapkan pada makna hakikatnya, maka dalalah lafaz
terthadap makna majazinya merupakan dalalah dharurat. Karena bersifat
darurat, maka dalalah tersebut diukur dengan kadar kedaruratannya.
Konsekuensinya, lafaz majaz hanya mencakup jumlah: minimum dari
keabsahan makna suatu kalimat. Dengan demikian, lafaz majaz tidak
memiliki jangkauan keumuman makna.

Berbeda dengan mazhab di atas, mazhab Hanafi berpendapat
bahwa lafaz majaz juga seperti lafaz hakiki yang memiliki jangkauan
dalalah umum. Mereka tidak memandang bahwa dalalah lafaz majaz
bersifat darurat yang dibatasi dengan kadar kedaruratannya, akan tetapi
memandangnya sebagai salah satu cara mengungkapkan maksud dalam

137. Ibid., hai. 254-255.
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hati. Bahkan bentuk lafaz majaz lebih tinggi nilai sastranya daripada
bentuk hakikat. Oleh karena itu, pernyataan yang bersastra tinggi penuh
dengan ungkapan-ungkapan yang majaz. Ungkapan semacam ini justru
banyak ditemukan dalam Alqur'an. Di samping itu, keumuman dan
kekhususan dalalah lafaz sama sekali tidak berkaitan dengan bentuknya,
apakah hakikat atau majaz, akan tetapi hal itu diambil dari ciri-ciri yang
ada pada lafaz umum atau lafaz yang khusus. Jika terdapat ciri-ciri
keumuman pada lafaz majaz, maka lafaz itu harus dikategorikan dalam
lafaz yang umum. Sebaliknya jika terdapat ciri-ciri kekhususan dalam
lafaz majaz, maka lafaz itu bersifat khusus.

Atas dasar perbedaan tersebut, kedua mazhab tersebut berbeda
pendapat dalam banyak hal yang berkaitan dengan pemahaman makna
lafaz majaz. Misalnya, Nabi saw. bersabda:

oeblallly f a1 a5 Y

Artinya: “Janganlah  kamu menjual satw sha’ (gantang) dengan - dua
sha'(gantang).” (HR. Nasai dari Abu Hurairah)

Dalam pandangan mazhab Hanafi, makna lafaz itu umum, meliputi
larangan jual beli terhadap sggala sesuatu yang ditakar, baik dari jenis
makanan atau lainnya. Sebab dalam lafaz tersebut terdapat ciri lafaz yang
umum, yaitu alif dan lam yang menunjuk kepada jenis. Berbeda dengan
mereka, mahab syafi'i mengkhususkan larangan jual beli tersebut hanya
pada jenis makanan. Dengan demikian, tidak diperlakukan umum. Hal
ini didasarkan atas keumuman sabda Nabi saw. :

oyt Vg 1 alalally plaball | gais Y

Artinya: “Janganlah kamu menjual makanan dengan makanan melainkan
sama ukurannya.” (HR. Muslim dari Muammar bin Abdullah)

D. PENGGABUNGAN HAKIKAT DAN MAJAZ

Ulama ushul figh sependapat, bahwa lafaz dapat dipergunakan
pada makna maazi di mana makna hakiki termasuk di dalamnya.
Misalnya, kata umm yang diartikan dengan makna “induk” yang meliputi
ibu dan nenek; kata bint dipergunakan dengan arti anak perempuan yang

—i
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meliputi anak perempuan langsung dan anak perempuannya anak
perempuan; kata dabbah yang diartikan dengan segala sesuatu yang
melata di bumi, termasuk binatang yang berkaki empat dan lainnya. Hal
ini dimungkinkan karena ada makna umum yang meliputi kedua makna
itu.

Perbedaan pendapat muncul berkenaan dengan penggunaan lafaz
pada kedua maknanya yang kakiki dan majazi sekaligus dalam satu
pernyataan, dan pengkaitan keduanya dengan hukum yang terdapat di
dalamnya, tanpa ada makna umum yang mempersatukan dan
merangkumnya. Al-Syafi'i, dan kebanyakan ashabnya serta sebagian dari
mutakallimin berpendapat, bahwa hal itu boleh saja terjadi, karena tidak
ada yang menghalanginya. Di samping itu, bisa saja terjadi pengecualian
salah satu maknanya setelah lafaz itu digunakan pada kedua makna itu.
Misalnya, firman Allah swt.:

Artinya: “...atau kamu telah menyentuh perempuan

Kata lamasa dapat saja diartikan dengan menyentuh dengan
tangan dan hubungan seks, karena tidak ada penghalang untuk
mengartikan keduanya, dan bisa saja dikecualikan salah satunya,
misalnya: “kecuali sentuhan dengan tangan.” Akan tetapi apabila kedua
makna hakiki dan majaz saling bertentahgan dan bertolak belakang,
maka pengartian lafez dengan kedua arti tersebut tidak boleh. Misalnya,
perintah diartikan dengan wajib dan boleh.

Berbeda dengan mazhab di atas, ulama mazhab Hanafi, sebagian
ashab al-Syafi'i dan jumhur mutakallimin menolak kemungkinan di atas.
Sebab hal itu tidak pernah ada dalam bahasa. Tidak pernah tejadi,
misalnya, kata insan diartikan = manusia dan binatang buas. Demikian
pula, kerbau dipergunakan untuk binatang tertentu dan orang yang bero-
tak dungu. Di samping itu, penggunaan lafaz pada arti yang hakiki
menunjukkan tidak adanya garinah yang memalingkannya dari makna
hakiki itu kepada makna majazinya. Dengan demikian, kata lamasa dalam
ayat tersebut bermakna persenggamaaan sebagai makna majazinya, bukan
persentuhan kulit sebagai makna hakikinya. Makna tersebut didukung
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dengan penggunaan bentuk mufa’alah. Adanya bentuk ini merupakan
petunjuk bahwa makna hakiki tidak dikehendaki."”®

E. SHARIH DAN KINAYAH

Selanjutnya masing-masing dari hakikat dan majaz terdiri dari dua
maca, yaitu: :

1. Sharih,
2. Kinayah."”’

Sharih ialah: Suatu lafaz yang maknanya jelas dengan sendirinya.
Baik hakikat atau majaz. Makna yang sharih sedemikian jelas sehingga
orang yang mendengarnya tidak perlu berpikir untuk dapat mengerti
maksudnya, baik lafaz itu dimaksudkan pada maknanya yang hakiki atau
lainnya seperti majaz yang sudah populer. Misalnya lafaz yang sharih
dengan makna hakiki talah kalimat yang biasa diucapkan dalam akad
nikah: “Saya nikahkan anda dengan putriku yang bernama Soraya
dengan maskawin...” Misal lafaz sharih dengan makna majaz:
“Perempuan itu menjual diri.” Menjual diri merupakan kata kiasan
dengan maksud berprofesi sebagai pelacur.

Adapun kinayah ialah: Suatu lafaz yang maksudnya tersembunyi
atau tidak jelas, sehingga tidak dapat dipahami kecuali ada garinah, baik
makna yang dikehendaki itu makna hakiki atau majazi. Misalnya, seorang
suami yang bermaksud menceraikan istrinya, lalu berkata kepadanya:
“Kita berpisah sajalah!”. Secara majazi perkataan tersebut dimaksudkan
untuk memutuskan ikatan perkawinan. Fukaha mengangap kalimat
semacam ini merupakan bentuk lafaz kinayah talak.

Hukum Lafaz Sharih dan Kinayah:

Hukum bagi lafaz yang sharih ialah: tetapnya hukum sesuai dengan
kandungan makna lafaz itu tanpa memandang kepada maksud yang ada
dalam hati si pembicara.mo Baik si pembicara menghendaki makna

138, Ibid., hal. 254-255
139, Al-Sarakhsi, op. cit., hal. 187.
140, Jbid. 188




Kaidah Ushulliypah Kebahasaan 165

kalimat itu ataupun tidak. Jika seseorang berkata kepada istrinya: “Saya
jatuhkan talak satu padamu!” Maka talak itu jatuh, baik ia berniat untuk
mentalak istrinya atau sama sekali tidak berniat untuk mentalak. sebab
kalimat itu termasuk lafaz yang sharih.

Jika lafaz itu berbentuk kinayah, maka hukum yang berkaitan
dengan kandungan kalimat itu tidak dapat tetap kecuali ada niat atau
sesuatu yang dapat dikategorikan sama dengan niat seperti petunjuk
kondisi atau perilaku.'"! Seorang suami yang berkata kepada istrinya:
“Kita pisah sajalah!”, maka dengan kalimat itu tidak jatuh talak, kecuali
ada niat talak dalam hatinya.

Perbedaan hukum antara lafaz yang sharih dan lafaz kinayah
tersebut, karena yang pertama mempunyai ketegasan makna yang dapat
dijadikan pegangan oleh pendengarnya, tanpa ada kemungkinan makna
lain. Sedangkan dalam lafaz kinayah tidak ada ketegasan makna yang
dapat dijadikan pegangan, bahkan ada kebimbangan antara beberapa
maksud sehingga perlu adanya sesuatu yang dapat menghilangkan
kebimbangan maksudnya  dengan  berlandaskan petunjuk  yang
menyertainya atau penegasan niatnya. -

141. Jbid
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BAB I

MAQASHID SYARI'AH

Syariat Islam datang sebagai rahmat kepada seluruh alam semesta.
Berkenaan dengan ini Allah swt. berfirman:

&)+ Vislod9p Gl 855 Yy il o w g

Artinya: “Dan Kami tidak mengutusmu melainkan sebagai rahmat untuk
seluruh alam.” (Al-Anbiya QS 21 : 107)

Oleh karena itu, syari’at Islam memfokuskan hukum- hukumnv*a
kepada tiga aspek sebagai berikut:'

Pertama, memperbaiki individu-individu manusia agar dapat
menjacdi sumber kebaikan bagi masyarakat, dan tidak menjadi sumber
kejahatan dan kerusakan bagi mereka. Perbaikan tersebut dengan cara
mensyariatkan beberapa macam ibadah. Pelaksanaan ibadah-ibadah itu
dimaksudkan untuk membersihkan kotoran yang mengendap dalam hati
manusia.

Kedua, menegakkan keadilan d Jalam masy'\rakat Islam. Keadilan
yang dikehendaki Islam itu melipuri keadian antara sesama umat Islam
dan keadilan dalam hubungan umat Islam dengan umat non Islam:

L. Abu Zahrah, op. cir. hal. 364
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Keadilan ini merupakan tujuan tertinggi dalam syari'at Islam dan
senantiasa menjadi fokus perhatian utamanya dalam berbagai hal, baik
dalam bidang hukum kepidanaan keperdataan dan status perseorangan,
perdagangan dan bisnis, hubungan internasional, hukum acafa dalam
peradilan, dan berbagai bidang kehidupan sosial lainnya.

Ketiga, ada sasaran yang pasti dalam hukum Islam, vyaitu
kemaslahatan. Tidak ada suatu hal yang disyari’atkan Islam melalui
Alquran dan sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan
yang hakiki, yang menjadi sasaran dari syariat ity; walaupun terl\qdanu
sasaran tersebut tidak tertangkap oleh orang yang dikuasai hawa nafsu.”

A. PENGERTIAN MAQASHID AL-SYARI'AH

Magashid merupakan bentuk jamak magshud yang berasal dari akar
kata qashada yang berarti: menghendaki atau memaksudkan. Magashid
berarti: hal hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.

Bertitik tolak dari pengertian kebahasaan itu agaknya dapat
dikemukakan bahwa magashid al-syaviah menurut istilah dalam ushul
figh ialah: “Berbagai tujuan dan sasaran- yang menjadi perhatian syara’
dan ingin “diwujudkan dalam keseluruhan hukum-hukumnya, dan
berbagai rahasia yang d1c1ptak'1n oleh Allah sebagai pembuat syari'at
pada tiap-tiap hukumnya.” ? Maksud Pencipta syari‘at tersebut bisa dilihat
dari beberapa segi, yaitu: Pertama, ditinjau dari segi maksud penciptaan
syari'at itu sendiri. Kedua, ditinjau dari segi maksud penciptaan syari'at
agar dapat dipahami oleh mukallaf. Ketiga, ditinjau dari segi tujuan
penciptaan syari’at untuk mengenakan taklif terhadap kandungannya.

2. Dalam teori klasik terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah syan'at Islam
itu berlandaskan illat hukum dan tujuan memelihara kemaslahatan manusia sebagai sentral perhatian
dan pelaksana dari syari'at Islam. Golongan Asy'ariah berpendapat, bahwa syari’at islam tidak
didasarkan illat hukum dan tujuan kemaslahatan manusia. Sebaliknya, golongan Muktazilah,
Maturidiah dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum-hukum tersebut didasarkan atas illat hukum
dan tujuan kemaslahatan manusia. Lihat Ali Hasabullah, op. cit., Mesir: Dar al-Ma’anf, 1971, hal.
293-294, Pendapat kedua ini banyak dipegangi oleh ulama muta’akhirin (generasi belakangan).
Lihat al-Syathibi, al-Muwafagat fi Ushul al-ahkam, juz 11, Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun, hal. 2.

3. Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-figh al-Islami, jilid 11, Beirut,dar al-Fikr. 1986, hal. 1017.
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-Keempat, dilihat dari segi tujuan-Nya dalam memasukkan
mukallaf di bawah hukum syari’at-Nya.

Jumhur Ulama sepakat bahwa Allah tidak mensyari’atkan hukum-
hukumnya, melainkan karena ada  berbagai maksud umum yang
terkandung di balik syari'at itu sendiri. Maksud Allah tersebut pada
akhimya bermuara pada: pemeliharaan kemaslahatan dan kepentingan
kehidupan manusia di dunia dan akhirat sekaligus.4 Wujud dari
kemaslahatan itu ialah: menarik manfaat dan menolak bahaya dan
kerusakan bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Jelasnya, maksud
tersebut ialah terwujudnya kehidupan manusia di dunia yang penuh
dengan  keamanan, kedamaian, keharmonisan, ketertiban dan
kesejahteraan, serta jauh dari kekacauan dan kerusakan; selanjutnya di
akhirat manusia dapat mencapai kebahagiaan abadi di surga kenikmatan
dan selamat dari azab Allah yang amat mengerikan di neraka yang penuh
dengan kesengsaraan.

B. DASAR HUKUM MAQASHID AL-SYARI’AH

Magashid al-Syari'ah tersebut telah dibuktikan oleh penelitian dan
pengamatan terhadap maksud hukum-hukum  syariat’, sebagaimana
tercermin dalam nash-nash Algur'an dan sunnah Nabi saw. secara
keseluruhan. Dalam mengutus para rasul sebagai pembawa syari'at dan
landasan terpenting  kewajiban ~ manusia untuk mengamalkannya,
misalnya, Allah swt. berfirman:

SR B o 555 i 0 2 S
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Anrtinya: “(Mereka Kami utus) selaku rdsul-vasul pembawa berita gembira dan
pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia
membantah Allah sesudah diutusnya rasul -rasul itu. Dan adalah
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Nisa'. QS 4: 165)

4. Al-Syathibi, loc. cit. hal. 2.
5. [Ibid , hal. 3
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Kemudian sebagai tindak lanjut pelaksanaan syari'at secara umum,
o
Allah swt. berfirman:

§0N: U 0 yiad W) Lty St s G

Artinya: “Dan Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka menyembah-Ku.” (Al-Dzariyat, QS 51: 56)

&Y M Sab Ll oS @87 B ot e ol
Artinya: “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa
di antara kamu yang lebih baik amalnya.” (Al-Mulk, QS 67: 2)

Adapun _alasan-alasan ‘yang terdapat di balik perincian hukum-
hukum yang ada dalam Alqur'an dan sunnah, maka jumlahnya tak
terhitung lagi banvaknya. Misalnya, firman Allah setelah ayat wudhu’:

m',:y ,eh;sj_wg.s,;“” ""whix;u
iy (¢ a.bu@,u,,g.,,’si.j,s_u

Artinya: “Allah  tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak
membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu
supaya kamu bersyukur.” (Al-Maidah, QS 5: 6)

Berkenaan shalat, Allah swt. berfirman:

P
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Artinya: “Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (berbuatan-perbuatan) yang
keji dan mungkar.” (Al Ankabut, QS 29: 45)
Berkenaan puasa Allah berfirman:
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Artinya: “Hai ovang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu
~bertakwa.” (Al-Bagarah, QS 2: 183)

Tentang latar belakang pengizinan jihad, Allah swt. berfirman:

gy acprp {yadb ol o b Gl o3t

Anrtinya: “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi,
karena sesungguhnya mereka telah dianiaya.” (Al-Hajj, QS 22: 39)

Kemudian berkenaan dengan hukum gishash Allah swt. berfirman:

%\V% AL o}.a..a(..ﬁld uL.J‘QUJL.a > U;L.a.dk; V‘QJ

Artinya: “Dan dalam gishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu,
hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Al-
Bagarah, QS 2: 179)

Agaknya masih banyak lagi contoh lainnya yang secara
keseluruhan membuktikan, bahwa syari'at Islam diciptakan Allah demi
kepentingan dan kemaslahatan manusia. Berdasarkan itu, dapat
disimpulkan bahwa hal tersebut juga berlaku untuk seluruh perincian
syari'at Islam lainnya. Oleh karena itu, mengetahui magashid al-syari'ah
merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memahami nash-nash
syara’. mengistimbatkan hukumnya dan menerapkannya pada kasus-
kasus vang rerjadi. dan beristidlal untuk mengetahui hukum segala
sesuatu vang tidak ditemukan nashnya. Sebab dalalah lafaz lafaz terhadap
makna seringkali mengandung lebih dari satu alternatif. Kadang hal ini
menimbulkan pengertian yang saling bertentangan. Untuk mentarjihkan
salah satunya dipergunakan acuan, yang di antara acuan itu ialah
magashid al-syari’'ah.

Di samping itu, dalil-dalil juz'i atau tafshili terkadang tampak secara
lahiriah bertentangan satu sama lain. Jika seseorang mengetahui rahasia
syariat Islam dan maksud umumnya, maka ia dapat mengetahui manakah
dalil yang harus diambil, karena sejalan dengan maksud umum syariat
Islam itu. Demikian pula, jika ia ingin mencari pemecahan hukum
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terhadap masalah baru melalui cara giyas, istishlah atau isthsan, maka
tinjaun kepada tujuan umum syari'at Islam amat diperlukan.

C. KRITERIA MAQASHID AL-SYARI’AH

Kemaslahatan manusia merupakan suatu  hal yang relatif.
Relativitasnya terkait dengan sudut pandang yang sering berbeda. Oleh
karena itu, kemaslahatan yang menjadi acuan dalam magqashid al-syariah
mempunyai beberapa kriteria yang menjadi tolok ukur dalam
menegaskan keberadaannya. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus tetap,-maksudnya: sasaran yang hendak diwujudkan itu pasti
atau dugaan kuat yang mendekati kepastian. Tujuan itu bukan
sekedar dugaan yang dikira-kira saja yang mungkin ada atau tidak.

2. Harus jelas. Kejelasan yang dimaksudkan -ialah kejelasan sedemikian
rupa, schingga fukaha tidak berbeda pndapat dalam memperhatikan
maksud itu. Misalnya, memelihara nasab dan keturunan merupakan
maksud umum dari pensyariatan perkawinan. Ini merupakan tujuan
vang jelas, tidak serupa dengan yang lain dan tidak pula samar.
Karena . keturunan merupakan sesuatu diperoleh melalui cara
hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.

()

Harus mundhabit, maksudnya: maksud yang dikehendaki mempunyai
ukuran dan batasan. yang pasti. Misalnya, memelihara akal
merupakan tujuan- dari pengharaman minuman keras. Pensyariatan
hukuman hadd disebabkan kemabukan yang mengeluarkan akal dari
perilaku orang yang normal akalnya.

4. Harus muththarid, maksudnya: tujuan itu tidak berubah dengan
6
perubahan masa dan tempat.

Jika kriteria tersebut terpenuhi, maka dapat dipastikan bahwa
kemasldhatan -tersebut merupakan bagian dari tujuan umum syari'at
Islam yang dapat dibuktikan keberadaannya. Sebaliknya, jika kriteria

6.Muhammad Tahir, Magashid el-Syari'ar al-Islamivah, Tunisia, Sywkat al-Tunisiyyah, tanpa
tahun, hal. 51-33. +
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tersebut tidak terpenuhi, maka kemaslahatan itu tak lain hanyalah ilusi
yang dibuat-buat dan dugaan yang direka-reka manusia. Khayalan, dan
dugaan manusia tidak dapat dimasukkan dalam kategori kemaslahatan
umum syatiat Islam.

D. MACAM-MACAM MAQASHID AL-SYARI'AH

Kemaslahatan yang menjadi magqashid al-Syari'ah ini dilihat dari
segi kekuatan dan pengaruhnya serta pering-katnya dapat dibagi dalam
tiga kelompok sebagai berikut: dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah.”

1. Kemasalahatan Dharuriyyah

Dharuriyyah-berarti: sesuatu yang .amat perlu, yang cidak dapat
dihindari kebutuhannya, sehingga merupakan sesuatu yang mesti ada
agar tujuan yang dimaksud -berhasil. Dengan demikian, kemasalahatan
dharuriyyah ialah: Sesuatu yang tak dapat dielakkan keberadaannya demi
terwujudnya kemaslahatan kehidupan keagamaan dan keduniawian
manusia yang diinginkan. Jika sesuatu tersebut tidak ada, maka
kemaslahatan manusia di dunia tidak berjalan secara konsisten dan
berkesinambungan; bahkan sebaliknya, akan timbul berbagai kerusakan,
kekacauan dan kerusuhan yang fatal dalam tatanan kehidupan manusia
di dunia. Selanjutnya di akhirat, manusia-tidak akan memperoleh
kebahagian dan kenikmatan yang abadi di surga, bahkan manusia akan
merugi,menerima siksaan * dan kesengsaraan . di neraka. Ini adalah
kemaslahatan yang tertinggi.

Kemaslahatan dharuriyyah ini meliputi pemeliharaan lima hal
sebagai berikut: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal
tersebut merupakan landasan bagi tegaknya kehidupan kéagamaan dan
keduniawian. Dengan memelihara kelima hal tersebut, maka kehidupan
manusia sebagai individu dan anggota masyarakat dapat berjalan baik
dan harmonis. Kelima hal tersebut diisyaratkan oleh Allah swt. dalam
firman-Nya:

7. Al-Syathibi, op. cit., hal, 3-3
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Artinya: “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang
beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan
mempersekutukan sesuatupun dengan Allah, tidak akan mencuri,
tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan
berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki
mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam wrusan yang baik,
maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan
kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.” (Al-Mumtahanah QS 60: 12)

N B

Syariat Islam memelihara kelima kemaslahatan dharuriyyah ini dari
dua sisi, yaitu: dari sisi upaya untuk mewujudkannya melalui penegakan
rukun-rukun dan sendi-sendinya, dan dari segi kesinambungannya
melalui tindakan preventif dalam bentuk pensyari'atan sesuatu vang
dapat mencegah terjadinya sesuatu yang dapat merusak kelima kelima
hal di atas. Kedua sisi ini diperhatikan oleh syariat Islam dengan penuh
kesungguhan.

Untuk mewujudkan agama, Allah mewajibkan manusia untuk
beriman kepada-Nya dan menjalankan lima rukun Islam, yakni
mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat lima waktuy,
berpuasa pada bulan ramadhan, membayar zakat kepada orang yang
berhak menerimanya, dan menunaikan ibadah haji di Batullah.
Kernudian untuk memelihara kesinambungan agama-Nya, Allah
mewajibkan manusia untuk berjihad dan menghukum orang-orang yang
merusak agama dan menghalang-halangi orang lain mentaati,
menjalankan dan mengamalkan syari'at agama dan orang-orang yang
murtad dari agama-Nya itu.
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Selanjutnya untuk memelihara kehidupan jiwa manusia dari
kematian, Allah mengharuskan mereka untuk makan, minum dan
berpakaian sesuai kebutuhannya untuk mempertahankan hidupnya. Di
samping itu, Allah juga mewajibkan hukuman terhadap pembunuh
manusia secara zalim dan sengaja berupa’qgisas, dan tidak sengaja dengan
hukuman diat (denda) dan kafarat, agar manusia tidak sembarangan
membunuh nyawa orang lain tanpa alasan yang dapat diterima.

Terhadap akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia, Allah
mensyariatkan belajar dalam rangka menumbuhkannya sehingga dapat
memahami perintah-perintah Allah dan sunnah-Nya di alam semesta
dalam rangka menjamin kehidupannya. Sebaliknya, untuk menjaga
kesehatan akal, Allah mengharamkan mengkonsumsi segala jenis
makanan, minuman dan lainnya yang dapat memabukkan yang pada
dasarnya merusak kesadaran dan kesehatan akal. Karena kesehatan dan
kesadaran akal merupakan pangkal segalanya. Dasar pengenaan taklif
atas manusia adalah mempunyai akal yang sehat dan dalam keadaan
sadar dalam melaksanakan syari'at-Nya. Tanpa -akal yang waras,
seseorang tidak akan dapat memahami perintah-perintah dan larangan
Allah. Tidak heran apabila Allah mengenakan hukuman terhadap
mereka yang merusak akal dan pikirannya dengan cara cara di atas
dengan hukuman cambuk delapan puluh kali, dan melarang
peredarannya. 4

Berikutnya, demi kelangsungan keturunan atau nasab manusia
Allah mensyariatkan perkawinan dan mengharamkan zina guna
menghindari percampuran nasab seseorang, schingga tidak jelas
statusnya. Di samping itu, Allah  melarang kaum laki-laki membujang
untuk  selama-lamanya yang dapat mengakibatkan  putusnya
keturunannya, dan lainnya. '

Terakhir, demi terpenuhinya kebutuhan manusia akan harta
Allah mewajibkan manusia untuk bekerja mencari rezeki vang halal,
mensyariatkan berbagai muamalah sesama manusia; sementara untuk
menjaga keamanan harta manusia Allah mengharamkan pencurian,
penipuan, riba, perampasan harta orang lain secara zalim dan semisalnya.
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qishash itu. Selanjutnya ketika Allah mengharamkan minuman keras,
maka Allah melarang membuat dan memperjualbelikannya. Kemudian
ketika Allah mensyariatkan perkawinan untuk memelihara nasab dan
keturunan, maka Allah melarang memperhatikan perempuan lain yang
bukan mahram, karena dapat membawa kepada perzinaan yang berakibat
kepada percampuran nasab seseorang. Demikian pula ketika Allah
mengharamkan merampas harta orang lain secara tidak benar dan
mengharuskan penggantian, maka Allah menyuruh untuk menjaga dan
memperhatikan kesamaan dalam penggantian itu.”

Adapun hukum pelengkap kemaslahatan hajjiyyah, misalnya,
ketika Allah memperbolehkan mengqashar shalat, maka Allah
memperbolehkan menjamak antara dua shalat. Ketika Allah
memperbolehkan mengawinkan anak kecil, maka ada persyaratan kafaah
dan mahar mitsil (maskawin yang sama dengan semisalnya). Demikian
pula jika dikatakan bahwa jual beli termasuk kategori hajiyyah, maka
mempersaksikan jual beli itu termasuk dalam kategori hukum
peiengkapnya. ‘

Selanjutnya  hukum pelengkap bagi kemaslahatan tahsiniyah,
misalnya, ketika Allah mensyariatkan bersuci, maka Allah
melengkapinya dengan hal-hal yang disunnatkan dalam bersuci. Ketika
mensyariatkan sedekah, kurban dan agigah, maka Allah menganjurkan
untuk memilih harta yang baik dan disukainya. Anjuran ini. merupakan
pelengkap agar pengorbanan seseorang itu lebih sempurna.

Adapun fungsi daripada hukum pelengkap ialah: menyempurna-
kan dan melengkapi berbagai hukum yang didasarkan tiga jenis
kemasalahatan tersebuc di atas. Pelengkap ini juga penting dalam rangka
menguatkan dan menopang tiga kemasalahatan pokok tersebut, serta
memeliharanya dari pelalaian. Dengan kata lain, jika hukum pelengkap
itu diperhatikan, maka hukum yang utamapun terpelihara dalam
pelaksanaannya. Sebaliknya jika hukum pelengkap diabaikan, maka
dihawatirkan hukum yang pokokpun akhirnya dapat diabaikan. Misalnya,
orang yang rajin menjalankan shalat sunnat, maka ia tdak akan
mengabaikan shalat wajib. Sebaliknya orang yang tidak pemah
menjalankan shalat sunnat, maka dikhawatirkan shalat fardhu bisa saja
suatu saat ditinggalkannya.
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Pada akhirnya, secara umum hukum-hukum yang didasarkan
kemasalahatan hajiyyah merupakan pelengkap bagi hukum-hukum yang
didasarkan kemaslahatan dharuriyyah. Demikian pula hukum-hukum
yang didasarkan atas kemaslahatan tahsiniyyah merupakan pelengkap bagi
hukum-hukum yang didasarkan atas kemaslahatan dharuriyyah dan
hajiyyah. Pengakuan keberadaan hukum pelengkap ini disyaratkan tidak
membatalkan dan tidak mengabaikan hukum pokoknya.

F. URUTAN MAQASHID AL-SYARIAH

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa kemaslahatan yang
menjadi maqashid syari'ah memiliki peringkat yang berlainan, akan tetapi
masing-masing tidak berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain. Satu
sama lain justru saling meyempurnakan dan melengkapi. Yang tertinggi
adalah dharuriyyah, lalu hajiyyah, dan terakhir tahsirﬁyyah.glAtas dasar itu,
suatu hukum yang didasarkan atas kemaslahatan dharuriyyah harus
didahulukan dari hukum yang didasarkan atas kemaslahatan hajiyyah dan
tahsiniyyah, jika timbul pertentangan antara ketiga kemaslahatan itu.
Sebab kemaslahatan dharuriyyah merupakan asal dan sumber bagi dua
kemaslahatan lainnya. Kalau sekiranya kemaslahatan dharuriyyah tidak
ada, maka kemaslahatan lainnya juga tidak akan ada. Demikian pula
hukum yang didasarkan atas kemaslahatan hajiyyah harus didahulukan
dari hukum yang didasarkan atas kemasalahatan tahsiniyyah, jika ada
pertentangan antara keduanya.

Atas dasar itu, suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan
tahsintyyah  tidak boleh dipelihara jika mengorbankan hukum yang
didasarkan kemaslahatan hajiyyah atau dharuriyyah. Oleh karena itu,
misalnya, membuka aurat diperbolehkan untuk keperluan operasi,
pendiagnosaan penyakit dan pengobatannya. Sebab pada dasarnya
menutup aurat termasuk kategori kemaslahatan tahsiniyyah, sementara
operasi, pendignosaan penyakit dan pengobatannya adalah kemaslahatan
dharuriyyah yang menyangkut kehidupan jiwa seseorang seperti operasi
penyakit kanker payudara; atau minimal hal tersebut termasuk kategori

9. Ibid. hal. 8-15.
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kemasalahatan hajiyyah jika penyakit tidak sampai membahayakan jiwa.
Misalnya pengobatan enzim, kudis dan semisalnya panu dan kadas di
bagian punggung yang menimbulkan gatal-gatal dan kesulitan bagi
penderitanya di mana untuk mengobatinya harus membuka aurat di
bagian punggung itu. ;

Demikian pula suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan
hajiyyah tidak boleh dipertahankan, jika dalam mempertahankannya
harus mengorbankan hukum _yang didasarkan pada kemaslahatan
dharuriyyah. Karena upaya  menghilangkan kesulitan yang menjadi
landasan bagi kemaslahatan hajiyyah itu hanya sekedar kebutuhan biasa
yang tidak mendesak. Sedangkan yang dharuriyyah merupakan bentuk
yang mendesak yang mesti diwujudkan, tanpa dapat “dielakkan. Oleh
karena itu, kewajiban kewajiban seperti shalat, puasa, dan haji serta jihad
di jalan Allah tidak boleh diabaikan dengan alasan menghilangkan
masyaqqat atau kesulitan. Sebab mengerjakan ibadah-ibadah wajib itu
termasuk kategori kemaslahatan dharuriyyah, sementara menghilangkan
beban kesulitan yang berat (masyaqgat) merupakan kemaslahatan
hajiyyah. Misainya shalat merupakan kemaslahatan dharuriyyah,
sedangkan menghadap kiblat dalam shalat merupakan kemaslahatan
hajiyyah yang melengkapi dharurtyyah itu. Atas dasar itu, seseorang yang
tidak tahu arah kiblat tidak boleh meninggalkan shalat karena
ketidaktahuan arah kiblat. Akan tetapi ia tetap wajib menjalankan shalat
dengan menghadap arah yang dalam dugaan kuatnya merupakan arah
kiblat, meskipun kenyataannya ia tidak menghadap kiblat."

Atas dasar itu, kaidah yang mengatakan bahwa al-hajatu al-
masyhuratu - tunazzalu manzilat al- “dharurat fi ibahat al-mahdhurat
(kebutuhan yang masyhur ditempatkan pada kedudukan dharurat dalam
memperbolehkan hal-hal yang dilarang) tidak bersifac mutlak, tetapi ada
batasan bahwa hal-hal yang dilarang itu tidak termasuk kategori
kemaslahatan ~ dharuriyyah ~ atau  tidak lebih rendah peringkat
kemasalahatan dan kepentingannya. Dengan kata lain, hal yang aslinya
terlarang yang kemudian diperbolehkan dalam keadaan perlu hanya

10. Wahbah al-Zuhaili, op. cir. hal. 1027




Maqashid Syari’ah, ljtihad dan Perkembangannya dalam Pembinaan Hukum Islam 183

berkenaan dengan sesama hajiyah atau termasuk kategori tahsiniyyah.
Misalnya, pemberian rukhshah (keringanan hukum) untuk mengadakan
“akad salam (pesanan)  karena didasarkan kebutuhan, meskipun
termasuk jual beli barang yang tidak ada. Persyaratan dalam jual beli
bahwa barangnya harus ada merupakan kemaslahatan tahsiniyah yang
dapat dikesampingkan, karena kebutuhan yang kuat. Inilah yang
dikehendaki dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu al-taisir (kesulitar. dapat
menarik kemudahan), atau kaidah al-haraju marfu’ syar'an (Kesulitan
dihilangkan menurut syara’). Jadi, bukan kemudahan secara mutlak, tapi
kemudahan yang tidak mengabaikan kemaslahatan yang lebih penring.

Kemudian hukum vyang termasuk dalam kemaslahatan
dharuriyyah wajib diperhatikan dan tidak boleh dilalaikan, kecuali hal itu
mengakibatkan pengesampingan  kemaslahatan dharuriyyah lain yang
lebih penting. Dengan demikian, dalam kemaslahatan kategori inipun
terdapat peringkat yang berlainan antara satu dengan yang lain dari lima
bentuknya di atas. Yang terpenting adalah memelihara agama, kemudian
memelihara nyawa, akal, keturunan, dan terakhir harta. Atas dasar
peringkat tersebut, maka kemasalahatan dharuriyyah yang terpenting
didahulukan atas yang lain, karena identik dengan pelengkap bagi
dharuriyyah yang lebih penting itu. Oleh karena itu, jihad disyari'atkan,
meskipun menuntut pengurbanan jiwa. Jihad merupakan kemaslahatan
dharuriyah. Demikian pula memelihara jiwa. Akan tetapi memelihara
agama melalui jihad fi sabilillah lebih penting daripada nemelihara
keselamatan jiwa, ketika musuh datang menyerbu dan kita wajib
melawan mereka, meskipun dengan pengurbanan nyawa. Sescorang yang
dipaksa minum minuma keras dengan ancaman senjata diperbolehkan
meminumnya, karena mempertahankan keselamatan jiwanya lebih
penting daripada memelihara kenormalan akalnya dari kemabukan.
Demikian pula seseorang yang dipaksa di bawah ancaman senjata agar
mengambil harta orang lain dibolehkan untuk mengambilnya, karena
memelihara keselamartan jiwa didahulukan dari memelihara harta.

Pendeknya, . dalam keadaan tertentu di mana suatu kemaslahatan
bertentangan  dengan sesama kemaslahatan senantiasa  diutamakan
kemaslahatan yang lebih penting dan dikesampingkan kemaslahatan yang

kurang penting. Atas dasar itulah, muncul kaidah: yutahammalu al-
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dhararu al-khashshu li dafi al-dhavari al-'amm (Bahaya yang bersifat
khusus ditanggung untuk menghindari bahaya yang merata). Sebab
Menghindari bahaya yang merata merupakan kemaslahatan yang lebih
penting daripada menghindari bahaya yang khusus. Demikian pula
kaidah: Yurtakabu akhaffu al-dhararaimi li ittigai asyaddihima (Yang
teringan dari dua bahaya dilakukan untuk menghindari bahaya yang
terberat dari keduanya). Sebab menghindari bahaya yang lebih berat
lebih penting daripada menghindari bahaya yang lebih ringan, mengingat
akibat yang ditimbulkannya.

G. CARA MENGETAHUI MAQASHID AL-SYARIAH

Ada tiga versi pendapat berkenaan dengan cara mengetahui
magashid al-Syari’ dalam penciptaan syari'at bagi manusia dari hal-hal
: : ¥ Eial
yang tidak dimaksudkan oleh-Nya ~ sebagai berikut:

Versi pertama: Bahwa tujuan Syari’ (Allah) dalam syari’at-Nya
tidak dapat  diketahui  manusia  sehingga  Allah  sendiri
memberitahukannya. Pemberitahuan ini mesti dengan penjelasan Allah
melalui firman dan wahyu-Nya (termasuk sunnah Nabi) atau yang
disebut dengan tashrih kalamiy tanpa meninjau aspek substansi atau
makna-makna dan rahasia yang terkandung di balik arti lahiriah lafaz
yang diketahui berdasarkan penelitian, akan tetapi tidak dikehendaki
oleh lafaz berdasarkan penciptaan kebahasaannya. Menurut versi ini,
taklif syar'i tidak mesti memperhatikan aspek kemaslahatan manusia,
meskipun kemaslahatan ini ada pada sebagian dari penjelasan itu.
Kemaslahatan itu tidak dapat diketahui manusia secara lengkap, atau
sama sekali ridak dapat diketahui manusia. Ujungnya, pendapat ini
mengambil pengertian lahiriah saja dan membatasi sumber pengetahuan
tentang magqashid al-Syari’ pada zhahir lafaz dan nash. Mereka ini dikenal
sebagai mazhab Zhahiriah.

Versi kedua: Magashid al-Syari’ tidaklah terletak pada makna yang
zhahir dan makna yang dipahami darinya. Magashid tersebut merupakan
hal lain di balik itu. Hal ini berlaku pada keseluruhan syari'at, sehingga

11, Al-Syathibi, op. cit., hal. 273-274.
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tidak ada lagi makna lahiriah yang dapat dijadikan pegangan untuk
mengetahui maksud Syari’. Mereka ini dikenal dengan mazhab Batiniah.
Kemudian ada lagi versi mendekati dengan mazhab ini, yaitu kelompok
yang mengatakan, bahwa magashid al-Syari' mesti ditinjau dari segi
makna dan sasaran yang berada di balik lafaz-lafaz, di mana makna
lahiriah dan makna nash tidak dianggap kecuali dengan meninjau makna
substansinya itu. Jika nash atau makna lahiriah itu bertentangan dengan
makna yang substansial, maka nash dan makna lahiriah tersebut
dikesampingkan dan didahulukan makna substansial. Mereka ini
merupakan kelompok yang secara berlebih-lebihan menggunakan giyas
dalam arti luas.

Versi ketiga: bahwa kedua aspek tekstual dan substansial itu
diakui keberadaannya sekaligus dalam bentuk jalinan yang harmonis dan
tidak saling bertentangan. Nash tidak mengabaikan makna substansial.
Sebalikihya makna substansial tidak mengabaikan nash. Inilah pendapat
jumhur ulama.

Selanjutnya, menurut jumhur ulama, ada beberapa cara yang dapat
dijadikan pedoman untuk bagi manusia untuk mengetahui magashid al-
A e
Syari” ", yaitu sebagai berikut:

1. Magashid al-Syari'ah diketahui melalui perintah dan larangan yang
bersifat ibtidaiy dan tashrihiy yang terdapat dalam Alquran dan
sunnah. Adanya perintah dari Syari’ menunjukkan, bahwa suatu yang
diperintahkan itu dikehendaki-Nya untuk diwujudkan dan
dilaksanakan oleh mukallaf sebagai orang yang diperintahkan untuk
mengerjakannya. Demikian pula, adanya larangan dari Syari’ berarti
bahwa sesuatu yang dilarang itu dikehendaki-Nya untuk rtidak
diwujudkan. Melakukan larangan bertentangan dengan maksud-Nya,
sebagaimana tidak melaksanakan perintah juga bertentangan dengan
maksud-Nya. Cara yang pertama ini merupakan jalur yang umum,
dan diterima kelompok yang mengakui perintah dan larangan sccara
murni tanpa memandang segi ‘illat hukumnya, maupun kelompok yng
mengakui idlat hukum dan kemaslahatan sebagai prinsip syar’i.

12. [bid., hal. 275-291.
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Adanya batasan kata ibtidaiy (langsung) mengecualikan perintah dan
larangan yang dimaksudkan untuk hal lain. Ini tidak termasuk dalam
kategori di atas. Misalnya, firman Allah swt.:

e I 1 e Sl (558 8 e ol
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Artinya: “Hai orang-orang yang beviman, apabila kamu diseru untuk
menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersege‘ralah
kamu kepada mengingat Allah dan ting-galkanlah jual bei: (Al
Jumu'ah, QS 62 : 9)

Perintah untuk meninggalkan jual beli di atas tidak bersifat langsung
dan tidak menjadi tujuan utama, akan tetapi dimaksudkan untuk
menguatkan perintah agar bergegas menuju ke masjid tempat
pelaksanaan shalat Jum'at dalam rangka mengingat Allah. Oleh
karena itu, perintah semacam ini tidak termasuk dalam kategori di
atas. Misalnya lagi, larangan melaksanakan shalac di dalam rumah
orang lain, tanpa seizin pemilik rumah. Larangan ini tidak bersifat
jangsung dan mengenal esensi shalat itu sendiri. Larangan itu
disebabkan pelanggaran hak memanfaatkan milik orang lain tanpa
izin. Ini merupakan hal yang terlarang, baik untuk shalat atau
lainnya.

Kemudian adanya batasan kata tashrihiy (eksplisit) menunjukkan
bahwa perintah dan larangan yang bersifac dhimniy (implisit) tidak
termasuk dalam kategori ini. Misalnya, larangan yang terkandung di
balik perintah terhadap sesuatu (al-Amr bi al-sya® nahyun ‘an
dhiddihi); dan perintah yang terkandung di balik = larangan
mengerjakan sesuatu (al-Nahy bi al-syai’ amr ‘an dhiddihi). Demikian
pula, perintah yang termasuk dalam prinsip Ma la yatimmu al-wajib
illa bihi fahuwa wajib (Sesuatu yang menyebabkan hal yang wajib
tidak sempurna kecuali dengannya adalah wajib) juga masuk dalam
pengecualian, karena perintah itu bersifat implisic.

Meninjau terhadap ‘illat dan kemaslahatan yang berada di balik
perintah dan larangan. Mengapa hal ini diperintahkan dan mengapa
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hal itu dilarang? Jika ‘llat hukum suatu hal diketahui, maka harus
diikuti. Selama ada alasan hukum suatu perintah atau larangan, maka
tuntutan perintah atau larangan itu ada dan dikehendaki. Dengan
demikian, dapat dilakukan pengembangan hukum dengan
berdasarkan illathukum itu. Misalnya, kawin dimaksudkan untuk
kepentingan memperoleh keturunan, jual beli dimaksudkan untuk
kepentingan pemanfaatan barang yang dibeli, dan hukuman hadd
dimaksudkan untuk membuat jera dan upaya preventif. Berdasarkan
‘illat hukum tersebut, maka dimungkinkan pengembangan hukum
pada bidang-bidang tersebut.'’

Selanjutnya jika ‘llat hukum itu ndak diketahui, maka harus bersikap
tawaqquf atau tidak mengklaim bahwa maksudnya adalah demikian.
Alasannya, pada dasarmya suatu hukum syara’ tidak berkembang
sehingga  diketahui®  bahwa  pencipta ~ hukum - bermaksud
mengembangkannya. Ini diketahui melalui dalil. Tanpa ada dalil.
maka berarti hukum tersebut memang tdak dikehendaki uncuk
dikembangkan. Di samping itu, pengembangan hukum tanpa
diketahui illat hukumnya membuat-buat hukum tanpa dasar yang

jelas.

Dalam  mensyari'atkan  hukum ibadah . dan kebiasaan serta
mu'amalah, Pencipta syari'at memiliki tujuan primer dan tujuan

d

sekunder. Tujuan sekunder ini juga dikehendaki selama tidak
bertentangan dengan tujuan primer. Dengan kata lain, tujuan
sekunder harus bersifat mendukung dan menguatkan tujuan primer
dari suatu hukum. Dengan meninjau kepada kedua tujuan tersebut,
maka magashid al-Syari'ah  dapat ~ diketahui. Misalnya, kawin
disyari'atkan dengan maksud primer untuk memperoleh keturunan.
Adapun tujuan sekunderya ialah mencari ketenangan, membina

13, “Mar hukum dapat diketahui melalui Masalik al-"illar ialah Jalur yang ditempuh untuk
mengetahur ‘iflar hukum, yang meliputi: Pertama. nash Alqur'an dan Sunnah. Kedua, ijma. Ketiga,
munasabah vang didasarkan pada Kesesuaian sifat lertentu untuk menjadi dasar suatu. hukum,
karena adanya Kkemaslahatan, Hal ini diketahui melalui al-tagsim wa al-sibr. Tagsim ialah:
membatasi sifat-sifat yang layak menjadi alasan hukum dalam tinjavan mujtahid, sedangkan sibr
1alah: membahas semua sifat itu dan menyeleksinya. Lihat Ali Hasabuliah, op. cir., hal. 148-149.
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kerja sama dan tolong menolong untuk mencapai kepentingan dan

_kemaslahatan duniawi dan ukhrawi seperti: menikmati rasa saling
mencintai, menuntaskan kepuasan seksual, melihat keindahan dan
keelokan wanita, memelihara diri dari terjerumus pada hal-hal yang
dilarang, dan menambah- kesyukuran' akan kenikmatan yang
diberikan Allah kepadanya serta mendorong kesungguhan beribadah
kepada-Nya. :

Misalnya lagi, ibadah shalat disyari'atkan dengan maksud utama agar
manusia tunduk dan patuh kepada Allah dengan sepenuh hati dan
penuh keikhlasan dan kerendahan hati serta mengingatkan diri
kepada-Nya. Allah swt. berfirman:

| o dy 5L () i fpalod 1150 W1 1yl
' &0 dih Bal

Artinya: “Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah
dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan)
agama dengan lwrus dan supaya mereka mendivikan shalat.” (Al-

. Bayyinah, QS 98 : 5)
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Artinya: “Sesungguhnya Aku i adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang
hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat
untuk mengingat Aku.” (Thaha, QS 20: 14)

Selamutnya ibadah shalat juga mempunyai beberapa maksud
sckunder, seperti mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Allah
swi. berfirman:
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Artinya: “Dan dirikanlah shalat. ..Sémmggnhnya shalrzt itu mencegah dari
perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.” (Al-’Ankabut, QS 29:
45)

Shalat juga berguna untuk mengistirahatkan fisik dan mental dari
kelelahan dan tekanan kehidupan di dunia schingga kembali segar
dan tenang. Dalam hadis dinyatakan:

J‘)’u'u cM‘u GJ-J\

Artinya: Nabi saw. berkata: “Istivahatkanlah aku dengan shalat, hai

Bilal!”
S . 0~ .’.J{ o 1 2
Ml b o8 88 e
Arunya: Nabi saw. bersabda: “Kebahagianku diciptakan dalam shalat.”

Shalat  juga merupakan sarana  untuk  mempermudah  jalan
memperoleh rizki dari Allah swt. Dia berfirman:

uJ-g));d.."UUJ)uu.—wJ‘)lL@—LPrh-&‘j GML}\_U@'I};QJ
$V Y b 5a B

Arvanya: “dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirvikan shalat
dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak
meminta  rezki  kepadamu. Kamilah yang memberi rezki
kepadamu. Dan akibat (yang baik) adalah bagi orang-orang yang

bertakwa.” (Thaha, QS 20: 132)

Demikianlah pada dasarnya segala macam ibadah itu mempunyai
beberapa faedah yang bersifat ukhrawi secara umum,; dan facdah
keduniawian. Kesemuanya  merupakan tujuan sekunder yang
mendukung dan menguatkan maksud primernya, yaitu: tunduk dan
patuh  kepada Allah semata-mata. Dengan demikian, maksud
sekunder tidak boleh bertentangan. dengan maksud primer. Misalnya,
seseorang yang berniat dalam shalamya agar mendapat pujian orang
lain. Tujuan semacam ini dapat merusak keikhlasan dalam
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ketundukan kepada Allah. Oleh karena itu, tujuan semacam itu
tidak boleh.

Tujuan syari'at juga dapat diketahui melalui sikap diam Syari’, tidak
membuat ketentuan hukum tertentu yang seharusnya dilaksanakan
mukallaf, padahal ada hal yang menuntutnya. Sikap diam-Nya
identik dengan nash, bahwa Dia bermaksud untuk tidak menambah
dan mengurangi hukum yang telah ada. Atas dasar itu, maka
penambahan hukum dari hukum yang ada merupakan bid'ah dan
melangear maksud Syari’. Misalnya, sujud syukur ketika mendapat
nikmat dan berdoa secara kolektif sesudah shalat, menurut mazhab
Malik, adalah bid’'ah, melanggar ketentuan syara’.

Ini berbeda dengan sikap diam Syari' yang disebabkan tidak adanya

kasus hukum, misalnya kasus-kasus yang terjadi sepeninggal Rasulullah
saw. dan tidak pernah terjadi pada masa hidupnya seperti pengumpulan
dan pembukuan Mushaf Alquran. Berkenaan hal ini, diberlakukan

penerapan kaidah-kaidah umum dari syari’at Islam.
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BAB II

UJTIHAD DAN MUJTAHID

A. PENGERTIAN IJTIHAD

ljtthad dalam bahasa Arab berartii mencurahkan segenap
kemampuan untuk mencapai suatu hal atau suatu perbuatan. Dengan
demikian, kata ijtihad dipergunakan hanya untuk hal-hal yang berat dan
=
sulit,

Adapun ijtihad menurut istilah ulama ushul figh ialah:

fffff

A-.L..a.ﬂJi d.JA'I X A_.Lu]l J.,Jl e\ﬁr‘ﬂl Jal........als.’e A Ai.n.njl d.u
Artinya: "Mencurahan  segenap = kemampuan  seorang  fakih  dalam

mengistimbathkan .'mkum syara' yang bersifat amaliyah dani dalil-
dalil yang terperinci.”

Sebagian ulama mendefinisikan ijtilad sebagai

|e\.§r’9\bw1éu1 o= A Uiy g ¢ *;351“‘,
G i

14 Wahbah al-Zuhaili, op. cir. hal. 1037.
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Artinya: "Pencurahan segenap kemampuan dalam mengis-timbathkan hukum
dari dari dalil yang terperinci atau dalam menerapkannya “.””

Berdasarkan definisi tersebut, ijtihad ada dua macam, vyaitu:
Pertcama, bentuk ijrhad yang sempurna, yaitu ijtihad dalam
mengistimbathkan hukum syara’ dari dalilnya yang terperinci. Menurut
Jumhur ulama atau paling tidak sebagian besar ulama, ijtihad semacam
ini telah terputus dan tidak dilakukan oleh ulama lagi. Akan tetapi
menurut fukaha mazhab Hanafi dan ulama modernis, ijtihad semacam ini
tetap harus ada dan setiap generasi harus ada ulama yang mencapai
peringkat ijtihad semacam ini. Kedua; bentuk ijtihad tathiq (aplikaif),
yaitu menerapkan hasil istimbat hukum ulama terdahulu dengan cara
meneliti -illat hukum dari berbagai hukum kasuistik. Dengan cara ini,
berbagai permasalahan hukum yang tidak dikenal pada zaman dulu dapat
juga diketahui hukumnya. Dengan demikian tugas mujtahid peringkat
kedua ini adalah tahgiq al-manath, yaitu: menjelaskan ada atau tidaknya
‘illat hukum pada suatu kasus yang dihadapi berdasarkan ‘illar hukum
yang telah diistimbathkan oleh mujtahid kategori pertama.

B. SYARAT IJTIHAD

Ulama berbeda dalam menetapkan syarat untuk berijtihad.
Sebagian ulama menetapkan syarat tersebut secara umum dan scbagian
lagi menetapkan syaratnya secara terperinci. Akan tetapi pada dasarnya
syarat yang terperinci itu dapat dikatakan sebagai penjabaran terhadap
syarat umum itu. Oleh karena itu, penulis cenderung untuk
mengungkapkan syarat ijtihad secara terperinci saja.

Seseorang tidak mungkin mencapai peringkat berijtihad kecuali
telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengetahui makna ayat-ayat hukum yang ada dalam Alqur'an, baik
secara bahasa maupun syara’. Seorang mujtahid tidak disyaratkan
hafal ayat-ayat hukum di luar kepala, apalagi seluruh Alqur'an. Yang
pernting, ia mengetahui tempatnya sehingga dapat merujuknya ketika

13, Abu Zahrah, op. cir. hal. 379
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memerlukannya. Jumlah ayat yang secara langsung mengandung
penjelasan hukum syara’ lebih kurang sekitar lima ratusan ayat.

Mengatahui hadis-hadis hukum. Seperti ‘Alqurtan, seseorang tidak
harus hatal seluruh hadis hukum, tetapi cukup dengan kemampuan
untuk merujuk kepadanya ketika mengistimbathkan hukum. Hadis-
hadis hukum diperkirakan mencapai tiga ribuan. Hanya saja
terpencar dalam berbagai kitab hadis yang berbeda. Paling tidak,
kutub al-sittah, beberapa kitab al-sunan dan beberapa kitab musnad,
yang dalam penyusunannya para penyusun kitab-kitab itu berupaya
mengetengahkan hadis-hadis yang sahih. Kemudian di samping
mengetahui isi hadis, ia harus pula mengetahui sanad hadis dan ilmu
yang dipergunakan dalam menilai kesahihan hadis, baik dari segi
sanadnya maupun matannya.

Mengetahui dalil yang nasikh dan ‘mansukh,'® baik dari Alqur'an
maupun sunnah. Hal ini dimaksudkan agar seseorang tidak
berpegang kepada dalil yang mansukh, sementara ada dalil yang
menasakhkannya. Ini dapat dirujuk dalam kitab-kitab yang
mengkhususkan bahasan dan kajian terhadap bidang ini, seperti kitab
al-nasikh wa al-Mansukh karya Ibn Hazm dan lainnya.

Mengetahui masalah-masalah yang diijmakkan. Maksudnya, agar
seseorang tidak memfatwakan hukum yang bertentangan dengan
ijma’. Hal ini tidak berarti harus hafal semua persoalan yang ada ijma’
ulama mengenainya. Akan tetapi cukup pada setiap kali fatwa ia tahu
bahwa fatwanya tidak bertentangan dengan ijma’.

Mengetahui bahasa Arab dan ilmu kebahasaan yang mendukungnya
seperti: nahwu, sharaf, ma'ani, bayan dan sebagainya. Sebab Alqur'an
dan sunnah mempergunakan bahasa Arab. Seseorang tidak mungkin
dapat mengistimbathkan hukum dari kedua sumber itu kecuali ia

16.  Dalam ushul figh dikenal adanya bahasan nasakh. yaitu: mengakhiri masa berlakunya suatu

hukum tertentu, Hal ini hanya terjadi pada masa turunnya wahyu schagai pembawa syari’at. Adapun
sesudah itu, hal itu tidak akan terjadi lagi. Untuk mengetahui ada nasakh hukum, harus ada dalil
yang menasakhkan yang discbut dengan nasikh dan dalil yang dinasakhkan yang biasa discbut
mensukh
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(@

paham bahasa Arab, yang memungkinkannya untuk mengetahui
dilalah lafaz dari berbagai seginya. Pengetahuan ini tidak
mengharuskan seseorang ahli di bidang ini, akan tetapi cukup
sekedar tihu dalam mempergunakannya dalam memahami
percakapan bahasa Arab, dengan kemampuan membedakan antara
hakikat dan majaz, umum dan khusus, muhkam dan mutasyabth, muth-
lag dan mugayyad, sharih, zhahir dan mujmal, dan semisalnya yang

" berkaitan dengan Alqur'an dan sunnah!

Mengetahui ilmu ushul figh. Untuk dapat berijtihad dengan benar
seseorang harus mempergunakan metode ijtihad tertentu yang diakui
validitasnya. Metode ini terhimpun dalam ilmu usul figh.

Mengetahui berbagai aspek giyas dan svarat-syaratnya, ‘illac hukum
dan cara mengistimbatkannya dari nash, kemaslahatan manusia, dan
sumber-sumber syara’ secara umum. Qiyas merupakan kaidah umum
dalam ijtihad yang menjadi dasar berbagai hukum yang tidak ada
nashnya.

Mampu menangkap maksud syariat secara umum dalam istimbath
hukum. Sebab pemahaman terhadap nash dan penerapannya pada
kasus-kasus amat tergantung pada pengétahuan terhadap maksud-
maksud umum syariat ini. Sebab dalalah lafaz terkadang mempunyai
banyak kemungkinan makna, dan untuk mentarjihkannya perlu
merujuk kepada tujuan umum syariat.-l

C. HUKUM BERIJTIHAD

Apabila seseorang memenuhi syarat-syarat ijrihad di atas, maka ia

wajib ‘aini berijtihad untuk diri sendiri dalam berbagai masalah yang
dihadapinya. Lalu apabila ia telah mengetahui hukum yang diijtihadinya,
maka ia tidak boleh bertaklid kepada omg lain. Akan tetapi apabila ia
berijtihad dan belum berhasil menemukan hukumnya, padahal waktunya

‘mendesak, sehingga tak cukup waktu untuk ijtihad dalam masalah yang

dihadapinya, maka ia sama dengan orang yang tidak mampu berijtihad.

17. Tentang syarat-syarat ijtihad dapat dirujuk Wahbah al-Zuhaili, op. cir., hal. 1044-1048 dan

kitab-kitab ushul figh famnya.




Magashid Syari’ah, Ijtihad dan Perkembangannya dalam Pembinaan Hukum Isiam 195

Dengan kata lain, ia boleh bertaklid kepada ulama lain, baik ulama
tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia, yang diketahuinya
dengan pengutipan yang benar.

Demikian pula, ia wajib -~ ‘aini berijtihad jika masyarakatnya
membutuhkan hasil ijtihadnya dalam suatu masalah yang dihadapi,
sementara tidak ada orang lain yang sanggup berijtihad kecuali dirinya
dan wakeu untuk mengamalkannya mendesak sehingga dihawatirkan
waktu pelaksanaannya berakhir.Tetapi jika ada ulama lain yang
memenuhi persyaratan sebagai mujtahid dan kesempatan waktunya tidak
mendesak, maka ijtihad tersebut wajib kifayah terhadap dirinya. Jika ada
ulama lain yang berijtihad mengenainya, maka tuntutan ijtihad gugur
dari yang lain. Akan tetapi jika semuanya meninggalkan ijtihad, maka
semua ulama tersebut berdosa.

Jika ijtihad itu berkenaan dengan masalah-masalah yang belum
terjadi, baik disebabkan pertanyaan atau tidak, maka ijtihad tersebut
hukumnya sunhat dan tidak wajib.

Selanjutnya, jika dalam masalah tersebut telah ada nash yang jelas
dan gath’t baik Alqur'an, sunnah maupun ijma’, maka jika ijtihad icu
berlawanan dengan nash yang gath’i itu atau berlawanan dengan ijma’,
maka ijtihad itu haram dan batal. Demikian pula ijtihad yang dilakukan
oleh orang awam yang tidak mempunyai kemampuan atau tidak

memenuhi persyaratan untuk berijtihad, ijtihad tersebut haram dan
18
batal.

D. LAPANGAN IJTIHAD

Hukum syara’ ditinjau kaitannya dengan ijtihad ada dua macam,
yaitu: Pertama, bidang yang dapat dimasuki ijtihad. Kedua, bidang yang
tidak dapat dimasuki ijtihad.

Adapun bidang yang tidak dapat dimasuki ijtihad ialah: hukum-
hukum yang diketahui secara pasti dari agama Islam, yaitu hukum-
hukum yang telah tetap berdasarkan dalil yang qath’i, baik dari segi

18 Lihat Ali Hasabullah, ep. cir., hal. 96.
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kedatangannya maupun dari segi dalalahnya. Misalnya, kewajiban shalat
lima waktu, puasa, zakat, haji, mengucap dua kahmat syahadat,
keharaman zina, pencurian, meminum khamar dan membunuh orang
dengan sengaja.

Selanjutnya bida/ng yang dapat dimasuki ijtihad adalah sebagai

berikut:

1. Hukum-hukum yang ada nashnya, namun zhanni. Baik kezhannian
itu ditinjau dari dari segi kedatangannya dan dalalahnya, maupun
ditinjau dari segi kedatangannya saja, atau segl dalalahnya saja.
Pembahasan yang dilakukan mujtahid dalam hal ini ialah: meneliti
kebenaran dan akurasi sumbernya, jika nash tersebut bersifat zhanni
dari kedatangannya seperti hadis-hadis ahad; dan membahas makna
nash dan kekuatan dilalahnya terhadap makna, jika nash tersebut
zhanni dalalahnya.

7. Kasus-kasus hukum yang tidak ada nashnya dan tidak ada ijma’
ulama berkenaan dengannya. Dalam hal ini mujtahid membahas
hukumnya berdasarkan dalil rasional seperti giyas, istihsan, masalih
mursalah, ‘wruf, atau istishab maupun dalil-dalil lain yang masih
diperselisihkan. Bidang ini membuka pintu perbedaan pendapat yang
luas.

Berkenaan dengan lapangan ijtih-ad ini, al-Gazali membuat batasan
sebagai b(,nkr.u “Seluruh hukum syara’ yang ridak ada dalilnya yang
bersifat gath ]

E. IJTIHAD PADA BAGIAN-BAGIAN TERTENTU

Yang dimaksud dengan ijtihad pada bagian tertentu ialah:
kemampuan ‘seseotang untuk berijtihad pada masalah-masalah tertentu
saja yang terbatas tidak yang lain. Dengan kata lain mujtahid semacam
ini hanya mengetahui istimbath sebagian hukum saja. Jika berkenaan

19.  Al-Gazali, al-Mustashfa min ‘lm al-Ushul, jilid 1l. Mesir: Maktabat al-Fanmiyvat, tanpa
tahun, ha!. 102,
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masalah itu ia telah memenuhi syarat ijtihad, maka apakah ia boleh
berijrihad?

Menghadapi masalah ini, ulama berbeda pendapat dengan dua
versi sebagai berikut:

Sebagian ulama mengatakan, ia tidak boleh berijtihad, karena
suatu masalah tertentu dalam figh sering berkaitan dengan bagian yang
lain.

Sebaliknya, kebanyakan ulama memperbolehkan ijtihad pada
bagian-bagian tertentu yang diketahui saja, ridak yang lain. Sebab jika hal
ini tak boleh, maka berarti seorang mujtahid mesti mengetahui hukum
semua masalah berikut dalilnya. Persyaratan semacam ini diluar
kemampuan manusia. Imam Malik yang disepakati kemujtahidannya
hanya menjawab enam dari empat puluh pertanyaan yang diajukan

kepadanya, dan sisanya ia katakan: “Saya tidak tahu!”

F. PERINGKAT MUJTAHID

Ulama ushul figh mengelompokkan fukaha kepada tujuh
peringkat. Empat peringkat termasuk kategori mujtahid, dan sisanya
termasuk kategori pentaklid. Ketujuh peringkat itu adalah sebagai
berikut:

1. Mujtahid Mustaqill

Yakni: mujtahid yang secara mandiri berijtihad berdasarkan
kaidah-kaidah yang ia rumuskan sendiri untuk membangun figh di luar
kaidah-kaidah yang telah diketahui secara baku dalam beberapa mazhab.

Mujtahid semacam ini, kata imam al-Suyuti, tidak ada lagi. Bahkan kalau
sekiranya seseorang menginginkan, maka tidak akan sanggup. termasuk
kategori ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam ahmad

bin Hanbal, Daud al-Zahiri, Ibn Abu Laila, Abu Tsaur, al~Tab1r1. dan

hmnya
2. Mujtahid Mutlak Gairu Mustagill

Yaitu: mujtahid yang memenuhi syarat sebagai mujtahid yang
terdapat pada mujtahid mustaqil, namun tidak menciptakan kaidah-
kaidah ijtihadnya sendiri. la mempergunakan metode ijtihad imam
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mazhab tertentu. Ia tidak terikat, -karena tidak bertaklid kepada
imamnya; akan tetapi ia tidak mandiri, sebab ia mempergunakan metode
ijtihad imamnya. Misalnya, Imam Abu Yusuf, Zufar dan Muhammad bin
al-Hasan al-Syaibani dari mazhab Hanafi, Ibn.al-Qasim dan al-Asyhab
dari mazhab Maliki, serta al-Buwaiti dan al-Za'farani dari mazhab Syafi'i.
Mereka ini disebut juga mujtahid muntasib.
3. Mujtahid Mugayyad

Yaitu: mujtahid yang terikat pada mazhab imam yang dianutnya. la
secara mandiri menetapkan kaidah kaidah usul fighnya dengan dalil,
akan tetapi dalil- dalilnya itu tidak melampaui usul dan kaidah yang
dibuat imamnya, seperti al-Hasan bin Ziyad, al-Karkhi dan al-Tahawi
dari mazhab Hanafi; al-Abhari dan Ibn Abu Zaid dari mazhab Maliki;
Abu Ishaga al-Syairazi dan al-Marwazi dari mazhab Syafi'i. Mujtahid
semcam ini juga disebut mujtahid mazhab atau mujtahid takhrij. Mereka
ini mampu menjawab persoalan hukum yang tidak ada nashnya
berdasarkan metode takhrij terhadap nash atau kaidah-kaidah yang
- dikutip dari imamnya. Mujtahid mugayyad disebut juga mujtahid
mazhab.

Karya mujtahid mugayyad meliputi dua hal:

a. mensarikan kaidah yang dipergunakan oleh para mujtahid
sebelumnya, dan menghimpun ketentuan-ketentuan umum di bidang
figh.

b. mengistimbatkan hukum yang tak ada nashnya berdasarkan kaidah-
kaidah tersebut. Peringkat inilah yang membukukan figh mazhabnya.

4, Mujtahid Tarjih

. Yakni: mujtahid yang mampu mentarjihkan pendapat imam
mazhab atas pendapat mazhab lain, atau pendapat imamnya - dan
pendapat para muridnya. Melalui mujeahid tarjih ini, hukum-hukum figh
yang dikutip dari para imamnya dapat terpelihara, ~memungkinkan
pentakhrijan illat hukum, sehingga dapat dilakukan giyas terhadap
masalah yang tidak ada nashnya, dan memungkinkan untuk mengetahui
pendapat yang boleh dijadikan dasar dan pendapat yang tidak boleh
dijadikan pegangan.
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5. Fukaha Tarjil

Yang dimaksud dengan fukaha tarjih ialah kelompok fukaha yang
memperbandingkan antara beberapa pendapat dan riwayat serta dapat
memberikan penilaian terhadap pendapat yang lebih kuat, atau lebih
- sahih, dan semisalnya. Dalam kenyataannya, merek’l bukanlah mujtahid,
tapi pentaklid.

6. Fukaha Penghafal

Fukaha peringkat ini masuk kategori pentaklid yang mempunyai
kemampuan ilmiah berdasarkan tarjih para pendahulunya. Mereka ini
mampu membedakan antara pendapat yang kuat dan yang lemah, seperti
para penulis kitab-kitab matan. Karya mereka bukanlah pentarjihan,
tetapi mengenalkan pendapat yang ditarjihkan, dan susunan peringkat
tarjih sesuai dengan yang dilakukan oleh ulama pentarjih. Mereka ini
punya hak untuk berfatwa dalam lingkup yang terbatas.

7. Fukaha Pentaklid

* Peringkat ini terdiri dari fukaha yang mampu memahami kitab-
kitab, namun tidak mampu mentarjihkan antara beberapa riwayat dan
pendapat. Mereka hanya mengikuti pernyataan dalam kitab dan
mengutipnya, tak lebih. Mercka juga tidak mampu membedakan antara
berbagai dalil, berbagai pendapat, dan berbagai riwayat. Kelompok ini
banyak ditemukan pada masa masa akhir, termasuk zaman kita . Mereka
ini hanya terpaku pada pendapat fukaha tanpa mengetahui dalilnya.
Bahkan mereka merasa cukup dengan mengatakan bahwa di kitab ini ada
pendapat demikian: Kelompok ini berpengaruh pada lingkungan dan
kelompok yang mencoba mencari dukungan terhadap perbuatan yang
dilakukan. Mereka ini buru-buru kepada suatu pendapat yang mereka
temukan. Entah siapakah yang mengatakannya. Entah bagaimana nilai
pendapat itu. Meskipun tidak didasarkan dalil yang jelas dan pemikiran
yang kuat.Kemudian pendapat ini disebarluaskan begitu saja.

20. Abu Zahrah, op. cit., hal. 389-399.
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G. KEHUJJAHAN IJTIHAD

Ulama tidak berbeda pendapat tentang kehujahan yjtihad jika
didasarkan nash-nash syari‘at, baik dan segi ketetapannya schagai sumber
hukum, dalalahnya, keumuman dan kekhususannya, maupun terhadap
bagian bagian masalah ditanjau dari segi masuknya dalam nash atau
tidak, dan berbagai bentuk ijtihad yang didasarkan pada dalalah lafaz.

Adapun jika ijrihad itu berkenaan dengan upaya mengetahui
hukum syara” yang berkmtan dengan kasus yang tidak ada nashnya, maka
ulama berselisihr pend'\p'lt " Golongan Syi’ah, al-Nazzam, sekelompok
kaum Mu'tazilah Baghdad dan lainnya berpendapat, bahwa ijtihad
tersebut bukanlah hujjah. Pendapat ini menyatakan bahwa nash-nash
Alquran dan sunnah, dengan keumuman maknanya cukup untuk
mengetahui hukum syara’ yang - diperlukan manusia, tanpa perlu
berlandaskan penahmn hukum, bmk berupa giyas maupun lainnya.
* Allah swe. berfirman:

AR gy s (8T G e etle W 3

Artinya: "Dan__ Kami  twrunkan  kepadamu  Al-kitab  (Alqur'an) untuk
menjelaskan segala sesuatu.” (Al-Nahl QS 16: 89)

Selanjutnya sesuatu yang tidak tercakup oleh nash, maka ia tetap
pada kebolehan aslinya. Ini didasarkan firman Allah swt.:

4188 Y e 80 20 o1 s il
Artinya: “Dia-lah Allah yang menjadikan  segala yang ada di bumi untuk
kamu.” (Al-Bagarah QS 2: 29)

Di samping itu, ada sejumlah nash syara’ yang tidak mengakui ra'y,
misalnya firman Allah swt.:

21 Lihat Ali Hasabullah, op. cit., hal. 80-83.
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Artinya: "Hai  orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada
Allah (Alqur'an) dan Rasul (sunnahnya).” (Al-Nisa’ QS 4: 59)

Nash ini secara jelas menyuruh untuk kembali kepada Alquran
dan sunnah, tidak yang lain seperti pendapat.

Berbeda dengan pendapat di atas, jumhur ulama berpendapat
bahwa ijtihad adalah boleh. Bahkan jika keperluan mendesak, maka
jjtihad tersebut menjadi wajib. Pendapat ini juga pendapat ulama salaf,
baik sahabat, tabi'in maupun para imam mazhab, kebanyakan fukaha dan
ulama mutakallimin. Kelompok kedua ini mendasarkan pendapatnya
pada surat an-Nisa' ayat 59 di atas. Kembali kepada Allah dan Rasul-
Nya ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai sesuatu dimaksudkan
sebagai ancaman dari mengikuti hawa nafsu, dan harus kembali kepada
apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan menerapkan
kaidah-kaidah umum dan giyas terhadap hal yang sama, serta berpegang
kepada magashid al-syari'ah. Ini berarti harus dilakukan -ijtihad. Di
-samping itu, ada riwayat hadis Muadz bin Jabal ra. Ketika ia hendak
diutus Rasulullah menuju Yaman.
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Artinya: Beliau bertanya kepadanya: “Bagaimana kamu memutuskan apabila
diajukan kepadamu sebuah kasus?” Ia menjawab: “Aku akan
putuskan berdasarkan kitab Allah.” Beliau kembali bertanya: “Jika
tidak ada dalam kitab Allah?” la menjawab: “Berdasarkan sunnah
Rasululiah saw.” Beliau bertanya lagi: “Jika tidak ada dalam sunnah
Rasulullah?” Ia menjawab: “Aku akan berijtiha dengan ra'yku dan
tidak akan bersambalewa.” Maka Rasulullah saw. menepuk dadaku
seraya: berkata berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah
menyesuaikan utusan Rasulullah kepada apa yang dividhai Allah dan
Rasul-Nya.” (HR. Abu Daud, al-Tirmidzi, dan al-Darimi)

Kemudian secara rasional, Allah swt. telah menjadikan: Islam
sebagai agama terakhir dan menjadikan syariat-Nya sesuai dengan segala
situasi dan zaman, sementara nash Alqur'an dan sunnah amat terbatas
jumlahnya, tetapi kasus yang dihadapi manusia tidak pernah habis dan
selalu muncul yang baru. Nash-nash yang terbatas itu tidak mungkin
dapat memenuhi kasus yang tidak terbatas. Oleh karena itu, harus ada
media untuk mengetahui hukum kasus yang baru melalui cara ijtihad.
Baik dengan cara giyas dan mengarahkan magashid al-syariah serta
semisalnya.

H. PERUBAHAN IJTIHAD 22

. Apabila seorang fakih berijtihad untuk dirinya sendiri dan
mengamalkan hasil ijtihadnya itu, kemudian ternyata salah itjihadnya ity,
‘maka ia wajib membatalkan hasil ijtihadnya yang pertama dengan hasil
ijtihadnya yang kedua. Selanjutnya, jika ia berijtihad untuk memberikan
fatwa, kemudian nyata baginya, bahwa ijtthadnya itu bertentangan
dengan nash atau ijma’, maka ia wajib memberitahu kesalahannya
kepada si peminta fatwa, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Mas'ud ra.
ketika memberi fatwa kepada seseorang di Kufah tentang kehalalan ibu

22.Lihat al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazhair fi al-Fury’, Kairo: Nur al-Tsagafat al-Islamiyyat,
1965, hal. 71 dan 134. Lihat pula Ibn Nujaim, al-Asybah wa al-Nazhair, Beirut: Dar al-Fikr, 1983,
hal. 53. -




Magashid Syari’ah, Ijtihad dan Perkembangannya dalam Pembinaan Hukuam Islam 203

isterinya yang diceraikannya sebelum mencampurinya. Kemudian si ibu
dikawini oleh laki-laki itu. Setelah kembali ke Madinah, Ibn Mas'ud tahu
akan kesalahan fatwanya, maka ia kembah ke Kufah, mencari laki-laki
itu dan menceraikannya dari isterinya itu.’

Adapun apabila seorang fakih beralih dari pendapatnya yang
pertama kepada pendapatnya yang kedua yang lebih kuat, maka dalam
kaitannya dengan fatwa ia tidak harus’ memberitahukan kepada si
peminta fatwa tentang peralihan pendapatnya itu. Apabila si peminta
fatwa mengetahui peralihan pendapat muftinya setelah ia mengamalkan
fatwa itu, maka amalnya tidak batal. Akan tetapi apabila ia mengetahui
peralihan itu sebelkum mengamalkannya, maka ia wajib menunda dan
meminta fatwa kepada mujtahid atau fakih lain, kemudian mentarjihkan
dengan fatwa kedua terhadap fatwa pertama yang diragukan itu.

Dalam bidang peradilan, seorang hakim tidak boleh membatalkan
putusannya-yang pertama dengan hasil ijtihadnya yang kedua. Mekipun
pada masa mendatang, ia wajib mengamalkan hasil ijtihadnya yang
kedua. Hal ini dimaksudkan untuk menghormati peradilan = dan
menghilangkan persengketaan yang muncul kemudian. Rasulullah saw,
misalnya, ketika: tidak diperintahkan untuk melakukan | sesuatu
berkenaan dengan tawanan perang Badar, ia bermusyawarah dengan para
sahabatnya, dan Abu Bakar ra. menyarankan agar diadakan penebusan
dengan harta dengan harapan tawanan itu akan memeluk Islam.
Kemudian beliau merasa cocok dengan usul itu dan melaksanakannya.
Namun kemudian turun firman Allah swt. : :

2 - ) F ,),“ J’.El,“;’
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Artinya: “Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia
dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki

23, Lihat ‘Ali Hasabullah, ap. cit.. hal. 99
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harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala)
akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah,
niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar, karena tebusan yang kamu

ambil.” (Al-Anfal QS 8: 67 - 68)

Teguran Allah ini mendukung pendapat Umar ra., akan tetapi
tidak membatalkan putusan Nabi saw. yang telah beliau nyatakan itu.

Dalam salah satu riwayat, Umar bin Khattab ra. pernah
memutuskan perkara hajariyyah dengan tidak menggabungkan hak
mewarisi saudara seibu-sebapak dengan saudara seibu. Kemudian kasus
lain yang sama. diajukan kepadanya, dan ia memutuskan untuk
menggabungkan dan membagi rata hak warisan mereka. Kemudian ia
ditanya: “Pada tahun ini anda - tidak menggabungkan mereka.” Ia
‘menjawab: “Itu kami- putuskan dulu, dan. ini berdasarkan putusan
“sekarang.” '

Agaknya, penaf51ra11 tersebut di atas juga dikemukakan oleh Ibn
al-Qayyim terhadap surat Khalifah Umar = ra. kepada Abu Musa al-
Asy'ari: “Janganlah suatu putusan yang telah kamu putuskan hari ini
menghalangimu untuk merujuk kepada kebenaran, kemudian kamu
meralat pendapatmu itu dan kamu mendapat petunjuk kepada '
kebenaran. Sebab Kebenaran itu bersifat abadi, tak ada sesuatu yang
dapat membatalkannya. Merujuk kembali kebenaran lebih baik daripada
melanjutkan  dalam kebatilan.” Penafsiran tersebut, bahwa putusan
hakim yang didasarkan atas ijtihad yang pertama tidaklah dibatalkan
atau ditarik kembali, akan tetapi dalani putusan kasus lain yang,
seseorang hakim yang merasa jjtihadnya yang pertama tidak tepat harus
memutuskan berdasarkan ijtihad yang kedua yang ia anggap benar.” 7

Deniikian pula, seorang mu;talud tidak boleh membatalkan
hukum yang du]tlhadkan oleh mujtahid lain yang berbeda dengan hasil

24 Sayyid Muhammad Musa. al-litihad wa Mada Hajatina ilaih fi Hadza al-'Ashr, Mesir:
Muthabi’ al-Madaniy, tanpa tahun, hal. 431. :

25 Lihat Ibn al-Qayvim, I'lam al-Mwvaggi'in “an Rabb al-"Ala-mmn, 10z 1. Bernrut: Dar al-Fikr.
1977, hal. 110
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ijtihadnya, kecuali apabila ijtihad tersebut bertentangan dengan nash
yang qath'i atau ijma’ kaum muslimin. Sebab salah satu dari dua ijtihad
tidak ada yang lebih berhak untuk menyandang kebenaran dari yang lain.
Pembatalan ijtihad yang pertama dengan ijtihad yang kedua juga akan
membuka pintu kekacauan dan ketidakmapanan hukum serta pelecehan
terhadap peradilan.

Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar ra. bertemu dengan
scorang laki-laki, maka ia bertanya kepadanya: “apa yang diperbuat
untukmu?” -maksudnya berkenaan dengan kasus yang dia ajukan-. Laki-
laki itu menjawab: “Ali dan Zaid memutuskan demikian.” Umar berkata:
“Kalau saya yang menangani, maka kuputuskan begini.” Laki-laki itu
berkata: “Lantas apa yang menghalangimu?” Ia menjawab: “Kalau
sekiranya aku mengembalikanma kepada Alqur an dan sunnah Nabi
saw,, niscaya aku lakukan. Tetapi aku mengembalikan kepada pendapat,
sedangkan pendapat itu hak bersama.” Dalam kasus tersebut, Umar ra.
tidak membatalkan putusan Ali dan Zaid, karena tidak bertentangan
dengan nash yang qath e

26. Sayyid Muhammad Musa, /oc. cit., hal. 431-432
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BAB III.

TAKLID, ITTIBA’ DAN TALFIQ

A. TAKLID

Pengertian taklid: Taklid dalam bahasa Arab berasal dari kata
giladah yang berarti kalung. Taklid menurut bahasa berarti memasang
kalung di leher. Misalnya, taglid al-hadyi yang berarti mengalungi leher
hewan kurban.

Adapun taklid menurut istilah ulama ushul figh ialah: Mengambil
pendapat orang lain, kecuali Nabi saw., tanpa mengetahui dalilnya. Ini
disebut taklid, karena seakan-akan orang yang bertaklid menjadikan
hukum yang ditaklidi itu seperti kalung di lehernya.””  Misalnya,
seseorang menyapu sebagian kepala dalam wudhu' dan membaca doa
qunut pada shalat Shubuh karena bertaklid kepada Imam Syafi’i, atau
tidak membaca doa qunut dan shalat witir itu wajib, karena bertaklid
kepada Imam Abu Hanifah, dan lainnya. Fenomena taklid ini muncul
pada permulaan abad keempat Hijriah, kemudian berkembang hingga
dewasa ini.

Hukum Taklid: Ulama berbeda pendapat tentang kebolehan raklid
dalam bidang hukum amaliah sebagai berikut:**

27. Al-Syaukani, op. cit. hal. 2635.
28. Zaki al-Din Sya’ban. op. cir. hai.421
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Pendapat Pertama: Taklid sama sekali tidak boleh. Sebaliknya,
ijtihad itu wajib. Setiap mukallaf wajib berijtihad untuk dirinya sendiri
untuk  menjawab persoalan  keagamaan vyang dihadapinya dan
mengamalkan hasil ijtihadnya itu, setelah ia meninjau dalil-dalil syara’
yang diketahuinya. Pendapat ini merupakan mazhab yang ganjil, namun
Ibn Hazm mengklaim ijma’ ulama mengenainya. Pendapat ini banyak
mendapat kritik dan sorotan ulama, karena menyamaratakan antara
masyarakat awam yang tidak berpengetahuan dengan orang yang
berilmu. Pewajiban masyarakat awam untuk berijtihad merupakan
pembebanan di luar batas kemampuan. seseorang. Di samping itu,
pewajiban tersebut juga dapat berakibat pada terbengkalainya tugas-tugas
yang biasa mereka kerjakan dalam tatanan kehidupan’ masyarakat dan
urusan keduniawian yang menjadi spesialisasi mereka, karena waktunya
akan banyak tersita untuk belajar agar mencapai kemampuan ijtihad
yang belum jelas bagaimana hasilnya.

Pendapat Kedua: ljtihad tidak boleh dan taklid itu wajib setelah
berlalunya masa-masa para imam mujtahid yang disepakati otoritas
fjtihad mereka dan kebolehan bertaklid kepada mereka. Sebagaimana
pendapat pertama, pendapat ini juga mendapat kritikan ulama, karena
menyamaratakan orang yang berilmu dengan masyarakat awam.
Larangan berijtihad terhadap orang yang memiliki kemampuan untuk
melakukannya merupakan pembekuan potensi berpikir marusia dalam
upaya mengembangkan ilmu pengetahuan mupun lainnya. Hal inilah
yang berakibat fatal dan menyebabkan terjadinya kemunduran dalam
masyarakat [slam pada zaman pertengahan dan berlanjut hingga zaman
modern.

Pendapat Ketiga: ljtihad tidak dilarang dan tidak wajib atas setiap
mukallaf. - Jika sesecorang memiliki kemampuan dan memenuhi
persyaratan untuk berijtihad yang telah disebutkan sebelumnya, maka 1=
harus berijtihad dan mengamalkan hasil ijtihadnya. Ia tidak boleh
bertaklid. Sebaliknya, orang awam yang tidak mempunyai kemampuan
berijtihad dan tidak pula memenuhi persyaratan berijtihad, maka ia nidak
wajib belajar hingga mencapai kemampuan berijtihad. Orang seperti i
wajib bertaklid kepada salah seorang imam mujtahid, dan bertanya
kepada ulama ketika menghadapi masalah keagamaan yang belum i=
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ketahui jawabannya. Pendapat ini. agaknya merupakan pendapat yang
moderat dan paling kuat di antara tiga pendapat tersebut, karena
mencoba menempatkan kelompok manusia pada tempatya dan
menuntut mereka sesuai dengan tingkat kemampuannya

Pendapat ketiga ini menﬂemukak'\n argumen sebagai berikut:

1. Firman Allah swt. :

gL Jﬂ‘}i}d}dﬂyr—fdi;.ﬂ‘ Ul 1l

Artinya: "Maka bertanyalah kepada orang yang mempuayai pengetahuan
jika kamu tidak mengetahui.” (Al-Nahl QS 16: 43)

Nash tersebut umum untuk seluruh mukhatab yang menyuruh orang
yang tidak tahu untuk bertanya kepada orang yang berilmu tentang
sesuatu yang dibutuhkannya.

2. Selain para mujtahid, pada masa sahabat dan tabi'in, apabila timbul
suatu kasus, maka mereka mengembalikannya kepada mujtahid.
Mereka bertanya kepadanya tentang hukum Allah berkenaan
masalah atau kasus itu.

3. Ijtihad merupakan suatu kemampuan yang hanya dimiliki oleh ulama
tertentu yang memenuhi. syarat-syarat ijtihad. Jika seseorang yang
tidak mampu berijtihad diharuskan berijtihad dan tidak boleh taklid,
maka hal itu merupakan bentuk taklif di luar batas kemampuannya.
Taklif diluar batas kemampuan tidak boleh menurut syara’,
berdasarkan firman Allah swt.: ‘

GYANS AN iy Yy L a1 LS Y

- Artinya: “Allah  tidak membebani seseorang melamkan sesuai dengan
kesanggupannya.” (Al-Bagarah QS 2: 286)

4. Mengharuskan semua mukallaf berijtihad dapat berakibat
terbengkalainya urusan-urusan duniawi yang biasa dilakukannya, dan
kemasalahatan dhamriyah mereka. Sebab ijtihad membutuhkan
pengorbanan fikiran dan waktu yang tidak sedikit, sehingga
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dikhawatirkan seseorang tidak menjalankan kegiatan rutinnya dalam
kehidupan, baik sebagai petani penanam padi, sayur dan buah,
karyawan pabrik segala macam keperluan orang hidup, nelayan
penangkap ikan, dan lainnya.29

B. ITTIBA’

Ittiba' dalam bahasa Arab berarti: mengikuti. Orang yang
mengikuti orang lain disebut: muttabi’. Sebagian ulama membedakan
itiba’ dan taklid. Taklid merupakan pengambilan pendapat orang lain
tanpa disertai hujjahnya, sedangkan ittiba’ ialah: mengikuti cara yang
ditempuh oleh orang yang diikuti. Dengan kata lain, ittiba’ ialah:
mengambil hukum atau pendapat seorang ulama tentang suatu masalah
berikut dalilnya melalui metode. yang dipergunakan oleh' orang yang
ditkutinya. Jadi, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada-
pengetahuan akan dalil suatu hukum. Taklid tidak didasari dalil, dan
ittiba’ didasari pengetahuan akan dalilnya.”

Muttabi’ agaknya merupakan kelompok menengah antara orang
awam yang amat dangkal pengetahuannya dan orang yang alim dan
berkemampuan untuk berijtihad. Kelompok ini tidak separah orang
awam yang serba tidak tahu, akan tetapi kemampuannya juga tidak
mencapai tingkat kemampuan untuk berijtihad.

C. TIDAK TERIKAT MAZHAB TERTENTU

Jika seseorang yang tidak mampu berijtihad wajib bertaklid dan
bertanya kepada orang yang berilmu tentang hukum-hukum yang
diperlukan dalam kesehariannya, maka apakah ia mesti terikat kepada
mazhab ulama tertentu dalam setiap kasus!

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama
menyatakan wajib mengikuti salah satu mazhab tertentu. Sebab orang
yang taklid itu meyakininya sebagai kebenaran. Oleh karena itu, ia waiib
mengamalkan  tuntutan keyakinannya itu. Sebagian ulama lagm

29. Jbid. hal. 421-422.
30. Wahbah al-Zuhaili, op. cit. hal. 1121
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menyatakan: ia tidak wajib bertaklid kepada seorang imam tertentu saja
dalam segala masalah dan kasus yang dihadapinya. Ia boleh mengikuti
mujtahid yang ia kehendaki. Ia juga tidak wajib untuk tetap konsisten
dalam melanjutkan taklidnya kepada seorang imam mujtahid, misalnya
Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin
Hanbal serta lainnya. :

Menurut pendapat kedua yang dinilai lebih kuat ini, seseorang
boleh berpindah dari satu mazhab ke mazhab lain. Sebab dalam hukum
syara’, tidak ada dalil yang mengharuskan seseorang yang bukan mujtahid
untuk - mengikuti seorang imam dengan cara konsisten pada mazhab
tertentu saja. Hukum syara’ hanya mengharuskan orang yang tidak
berpengetahuan untuk bertanya dan mengikuti orang yang berilmu,
ranpa pengkhususan seorang ulama tertentu, tidak yang lain. Di samping
itu, selain mujtahid pada masa sahabat dan tabi'in bertanya kepada orang
yang berilmu itu tidak terikat pada seseorang atau terikat pada mazhab
tertentu. Hal itu tidak diingkari oleh siapapun, sehingga menjadi ijma’
bahwa selain mujtahid tidak wajib bertaklid kc_pdda imam atau mazhab
tertentu saja dalam segala masalah yang dihadapinya.

Di samping itu, keharusan untuk terikat pada mazhab tertentu
akan membawa kepada kesulitan dan kesempitan ruang gerak seseorang
untuk memilih, padahal adanya berbagai mazhab justru merupakan
nikmat dan rahmat Allah kepada umat.

Selanjutnya, persoalan yang sering timbul dari ketidakterikatan
pada mazhab tertentu secara konsisten ialah: mencari dan mengambil
pendapat yang paling ringan dan mudah dalam masalah-masalah yang
dihadapi. Persoalan ini biasa disebut tatabbu’ al-rukhash yang berarti
mencari yang mudah-mudah saja. sebagaimana persoalan tidak terikat
mazhab, dalam masalah inipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan
fukaha. Sebagian ulama, di antaranya al-Gazali dan pendapat yang
tersahih dari mazhab Maliki dan Hanbali serta Ibn Hazm, melarang
mencari-cari pendapat yang mudah dalam mazhab-mazhab yang ada.
Karena hal ini merupakan refleksi kecenderungan mengikuti hawa nafsu,

31. Zaki al-Din Sya’ban, op. cir. hal. 423.
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sedangkan syara’ melarang manusia mengikuti hawa nafsu. Di samping
itu, mencari-cari yang mudah akan berakibat pengguguran taklif akan
hal-hal yang dipeselisihkan ulama. ; St '

Berbeda dengan mereka, sebagian fukaha lainnya, di antaranya
sebagian mazhab Maliki, sebagian besar ashab al-Syafi'i dan pendapat
vang kuat dari mazhab Hanafi, menyatakan bahwa berpindah-pindah
mazhab itu  boleh. Karena dalam syara’ tidak ada larangan untuk itu.
Seseorang berhak menempuh amalan yang teringan baginya; ketika jalan
terbuka baginya untuk mengamalkannya, sesuai dengan watak manusia.
Bahkan agaknya sekian banyak sunnah Nabi saw. mendukung hal ini. Di
antaranya ialah: Nabi saw. bersabda: «

b oSS ,Jw.;aj,;.sm IR u:;,;i s u;:.,u

Antinya: “Aku tidak diberi pilihan antava dua hal, melainkan aku memilih
yang lebih ringan dari keduanya, selama bukan suatu dosa.” (HR.

Malik, al-Tirmidzi dan al-Bulkhari)

Mas X~ -
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Artinya: “Sesungguhnya agama ini mudah, dan tak seomngpun vang
mempersulit agama melainkan ia akan kalah olehnya.” (HR.
Bukhari dan al-Nasai dari Abu Hurairah, dan masih banyak lag:
hadis lainnya)

D. TALFIQ

Di antara pengaruh meluasnya pemikiran taklid di kalangan umat
Islam, bahwa kebanyakan ulama belakangan setelah berakhirnya abad
kesepuluh hijrah menetapkan syarat bagi kebolehan bertaklid kepada
mazhab lain: tidak membawa kepada talfig antara beberapa mazhab.
Berdasarkan persyaratan itu, mereka menyatakan batalnya suatu ibadah
yang didasarkan pada hukum yang berlainan di kalangan para imam
mujtahid. Bahkan sebagian mazhab Hanafi menceritakan adanya ijma’
mengenai hal ini, dan dijadikan suatu bahasan tersendiri dalam figh
mazhab Syafi'i. Berdasarkan ini, talfig tidak boleh.




212 Ushul Figh II

Pengertian talfig: Talfig menurut bahasa berarti: menghias
pembicaraan dengan kebohongan. Sedangkan talfig dalam istilah ulama
ushul figh ialah : Membuat suatu cara amalan yang tidak pernah
- dikemukakan mujtahid manapun. Maksudnya, sebagai akibat taklid
kepada beberapa mazhab dan mengambil dua pendapat atau lebih untuk
satu kasus tertentu yang mempunyai bebérapa rukun dan bagian,
seseorang sampai kepada suatu formulasi pendapat atau amalan yang
saling tumpang tindih, sehingga tidak diakui keabsahannya siapapun di
kalangan ulama.yang berkompeten. Jelasnya, imam yang selama ini ia
ikuti mazhabnya dan imam yang ia ikuti pendapatnya belakangan tidak
mengakui gabungan pendapat yang ia formulasikan itu. Kedua-duanya
menyatakan batalnya ibadah yang ditalfigkan itu. Misalnya, seseorang
bertaklid pada mazhab Syafi'i. berkenaan dengan menyapu sebagian
kepala dalam wudhu’, kemudian bertaklid kepada mazhab Hanafi atau
- Maliki dalam hal ketidakbatalan wudhu' karena menyentuh kulit wanita.
Mazhab Syafi'i. menyatakan wudhu'nya batal, karena menyentuh kulit
wanita. Abu Hanifah tidak mengakuinya, karena tidak menyapu seper-
empat kepala. Selanjutnya mazhab ‘Maliki juga tidak dapat mengakui
keabsahan wudhu'nya, karena tidak menyapu seluruh kepala.*

Persoalan talfig adalah seperti taklid. Ruang lingkupnya adalah
masalah-masalah ijtihadiah yang sifatnya zhanni, sehingga muncul
perbedaan pendapat mengenainya. Adapun hukum-hukum syara’ yang
diketahui kepastiannya dari agama Islam, yaitu hal-hal yang telah
disepakati ulama dan menyebabkan pengingkarnya kafir, maka tidak sah
taklid, apalagi talfig. Dengan demikian, tidak boleh talfi yang dapat
membawa kepada pembolehan hal-hal yang disepakati keharamannya,
atau mengharamkan sesuatu yang disepakati kebolehannya, atau
memperbolehkan suatu hal yang telah disepakati kewajibannya. Misalnya
dalam bidang keperdataan ialah: seorang laki-laki mengawini perempuan
tanpa wali, tanpa saksi dan ranpa maskawin berdasarkan taklid kepada
tiap-tiap mazhab . pada bagian-bagian tertentu. Akan tetapi perkawinan
semacam itu tak seorang ulamapun yang berpendapat demikian dan
semua sepakat, bahwa perkawinan itu tidak sah. :

32. Wahbah al-Zuhaili, op. cit: hal. 1142-1143.




Mogashid Syari‘ah, Ijtihad dan Perkembangannya dalam Pembinaan Hukum Islam 213

Adapun argumen ulama yang melarang talfig ialah: pentakhrijan
terhadap pendapat ulama yang terbagi kepada dua kelompok mengenai
hukum suatu masalah. Menurut kebanyakan ulama, berdasarkan adanya
dua versi pendapat yang berbeda itu, tidak boleh memunculkan pendapat
baru yang ketiga yang membatalkan sesuatu yang telah menjadi objek
kesepakatan mereka. Misalnya, iddah istri yang hamil yamg suaminya
meninggal dunia. Ada dua pendapat berkenaan dengan ini. Yaitu:
Pendapat pertama ialah, persalinan kandungannya. Pendapat kedua,
yang terlama dari dua masa: persalinan. kandungan atau empat bulan
sepuluh hari. Jika yang lebih lama wakcunya adalah persalinan
kandungannya, maka: persalinan itulah masa iddahnya. Sebaliknya, jika
empat bulan sepuluh hari merupakan masa yang lebih lama daripada
persalinan kandungannya, maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh
hari. Selanjutnya, tidak boleh memunculkan pendapat yang ketiga,
bahwa masa iddahnya adalah empat bulan t;c_puiuh hari saja, berdasarkan
talfiq terhadap dua pendapat tersebut.

Agaknya, pendapat ini perlu ditinjau kembali. Sebab ide talfig
didasarkan atas ide taklid yang dimunculkan oleh ulama mutaakhirin
pada zaman kemunduran Islam. Ide tersebut tidak dikenal pada zaman
salaf, baik pada masa Rasulullah saw., para sahabatnya, masa tabi'in
maupun masa para imam mujtahid dan para muridnya sesudahnya. Di
samping itu, sescorang tidak wajib mengikuti suatu mazhab tertentu
dalam segala masalah yang dihadapinya. Seseorang yang tidak terikat
pada suatu mazhab tertentu, boleh bertalfig. Jika tidak, maka akan
~ berakibat batalnya ibadah-ibadah masyarakat awam. Sebab kita nyaris
tidak menjumpai orang awam yang mengerjakan ibadah yang sesuai
dengan suatu mazhab tertentu. Adapun persyaratan yang mereka
kemukakan, berupa memelihara perbedaan pendapat di antara mazhab-
mazhab, apabila seseorang bertaklid kepada mazhab tertentu atau
meninggalkan mazhabnya dalam suatu hal, maka itu adalah hal yang
sulit. Hal itu bertentangan dengan prinsip kemudahan dan toleransi
dalam syariat Islam, dan tidak sejalan dengan kemaslahatan umat
manusia. Selanjutnya tentang klaim sebagian ulama mazhab Hanafi
mengenai adanya ijma’ yang melarang talfig, maka hal itu semata-mata
kesepakatan ulama mazhabnya saja. Dalam kenyataannya, tidak ada
ijma’. Tidak ada petunjuk terhadap tidak adanya ijma’ yang lebih kuat
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daripada tentangan banyak ulama mutaakhirin yang menyatakan bahwa
talfig itu boleh, selama tidak membawa kepada suatu pendapat yang
bertentangan dengan nash atau ijma’.

Talfig Yang Dilarang: Meskipun sebagian besar ulama
memperbolehkan talfig, terutama dari kalangan ulama mutaakhirin,
akan tetapi kebolehan talfig itu rtidaklah bersifat mutlak. Bahkan,
kebolehannya terbatas dalam ruang lingkup tertentu. Sebab, di antara
talfiq ada yang batal karena esensinya (zatnya), sebagaimana talfig yang
mengakibatkan halalnya hal-hal yang haram seperti minuman keras, zina
dan lainnya. Kemudian ada pula, talfig yang dilarang, bukan karena
zatnya, akan tetapi karena hal lain. Talfig bentuk kedua yang juga
dilarang ini ada tiga macam sebagai berikut:

1. Talfig yang secara sengaja dimaksudkan mencari yang ringan-ringan
saja dalam hukum syara’. Misalnya, seseorang mengambil  dari
masing-masing mazhab pendapat yang paling lemah, tanpa terdesak
oleh darurat atau alasan lain. Hal ini dilarang dalam rangka menutup
pintu kerusakan akibat pelecehan hukum syara’.

2. Talfig yang dapat berakibat pembatalan putusan hakim. Sebab
putusan hakim menghilangkan persengketaan, dalam rangka
menghindari kekacauan.

3. Talfiq yang berakibat terhadap peninjauan kembali apa yang telah
diamalkan seseorang atas dasar taklid, atau hal yang diijjma’kan ulama
yang berkenaan dengan hal yang ditaklidinya.”

33.Jbid. hal. 1148-1149. :




Magashid Syari’ah, Ijtikad dan Perkembangannya dalam Pembingan Hukum Isiom 215

BAB IV

FATWA DAN MUFTI

Secara umum manusia, ditinjau dari segi kemampuan akal dan
penguasaannya terhadap syari'at Islam, dapat dibagi kepada dua
kelompok, yaitu:

Pertama, orang-orang yang mampu mengistimbathkan hukum dari
dalil dan berijtihad dalam memecahkan masalah yang tidak ada nashnya.
Kelompok ini amat kecil jumlahnya, karena kemampuan ijtihad
menuntut kesiapan intelektualitas yang tinggi dan ketekunan serta
penguasaan ilmu-ilmu yang menjadi penopangnya sebagai telah
disebutkan sebelumnya.

Kedua, orang-orang yang tidak mampu berijtihad, yang terdiri dari
masyarakat awam, yang memiliki tingkat kecerdasan yang terbatas dan
kesiapan untuk belajar yang kurang memadai untuk dapat mencapai
tingkatan berijtihad. Mereka ini, umumnya, menekuni bidang kehidupan
duniawi yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak,
seperti petani, nelayan, pedagang, karyawan, pegawai, dan semisalnya. _

Oleh karena itu, sungguh mustahil apabila semua orang dituntut
untuk dapat mencapai tingkat mujtahid, di mana setiap mukallaf
diwajibkan berijtihad. Sebab pada dasarnya, manusia ada yang tidak
memiliki kemampuan dan keahlian untuk berijtihad sama sekali. Mereka
mi. umumnya adalah masvarakat awam dan bagian terbesar dari umat
islam. Mereka ini, biasanya, merujuk kepada ulama sebagai jalan pintas
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bagi mereka dalam rangka mencari tahu tentang hukum agama mereka,
meminta fatwa kepada mujtahid tentang hal-hal yang dihadapinya dalam
masalah agama. Selanjumnya, kewajiban ulama, fukaha atau mujtahid
adalah memberikan fatwa kepada mereka sesuai dengan pertanyaan dan
kebutuhan mereka, tanpa membebani mereka untuk mengistimbathkan
hukum yang tidak mereka mampui. Ulama dari kalangan sahabat
maupun tabi'in melakukan hal demikian terhadap masyarakat awam
mereka. Allah swt. berfirman:

Fev: I 0ali Y 428 o) 5 Jaf 16

Artinya: “maka bertanyalah kepada orang yang mempu-nyai pengetahuan, jika

kamu tidak mengetahui.” (Al-Nahl QS 16: 43)

A. PENGERTIAN IFTA’

Ifta’ merupakan kata yang lebih khusus dibanding kata ijtihad.
litihad merupakan istimbath hukum dari nashnya, baik ada pertanyaan
berkenaan topik yang diijtihadkan atau tidak ada pertanyaan. Sedangkan
ifta’ merupakan istimbath hukum yang dilatari adanya suatu kasus yang
terjadi atau pertanyaan orang awam dan menuntut seorang fakih untuk
mencari tahu hukumnya, dan menjelaskan hukum tersebut kepada
penanya itu sebagai suatu fatwa yang dijadikan pegangan dalim
pengamalan.

Selanjutnya. mufti adalah mujtahid atau ahli figh dalam istilah
ushul figh.”* Fatwa yang benar di samping menuntut terpenuhinya syarat
ijtihad juga menuntut beberapa syarat lain, yaitu: pengetahuan tentang
kasus yang dimintakan fatwanya, kajian psikologis si peminta fatwa, dan
situasi dan kondisi sosiologis masyarakat di mana peminta fatwa itu
hidup, agar dapat diketahui pengaruh fatwa itu, baik positif maupun
negatif.” Akan tetapi kenyataan yang terjadi belakangan ini, mufti tidak
lagi dibatasi dengan batasan pengertian di atas. Mufti juga dipergunakan

34 Al-Syaukani, op. cit. hal. 265
35. Abu Zahrah, op. cit. hal. 401
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untuk menunjuk kepada orang yang mengetahui figh mazhab-mazhab, di
mana kerja mereka sekedar mengutip teks kitab-kitab figh. Penggunaan
ini adalah majazi, bukan dalam pengertian yang hakiki.

Di samping mufti, ada mustafti, yaitu: orang yang meminta fatwa
hukum. Mustafti merupakan orang yang tidak mempunyai kemampuan
berijtihad dan boleh bertaklid, baik orang awam murni yang sama sekali
tidak memiliki ilmu untuk berijtihad, atau orang yang hanya mengetahui
sebagian ilmu yang dipergunakan dalam ijtihad.

B. SYARAT SYARAT MUFTI

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa seseorang
tidak layak memberikan fatwa kecuali telah memenuhi lima syarat
sebagai berikut:*®
1. Ia harus mempunyai niat yang ikhlas dalam memberikan fatwa hanya

karena Allah. Jika tidak mempunyai niat yang ikhlas, maka ia tidak
memperoleh nur Ilahi dan kalimat yang difatwakan juga tidak puny=s
nur.

2. Ia harus berilmu, sopan santun, berwibawa dan tenang.

la harus teguh pada pendiriannya dan pengetahuannnya.

4. Merasa berkecukupan. Maksudnya, ia merasa cukup dengan
kehidupannya dan tidak membutuhkan pemberian masyarakat. Jika
tidak, maka masyarakat akan melecehkannya.

5. Ia mengetahui kondisi masyarakatnya. Dengan pengetahuan ini, =
dapat memberikan fatwa yang baik untuk’ kemasalahatan
masyarakatnya. i

S

C. KEWAJIBAN MUFTI

Apabila suatu- masalah diajukan kepada seorang mufti, maka ada
beberapa hal yang wajib dipenuhinya, yaitu:
1. Hendaknya ia tidak bersiap untuk memberikan fatwa dalam keadsan
marah vang hebat, ketakutan, kecemasan, gelisah, sangat lapar.
sangat mengantuk, atau hal-hal lain yang dapat menggansgu

36. Tbn Qayyim, ['lam al-Muwagqgi 'in, jilid IV, Beirut, Dar al-Fikr. 1977, hal 199
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konsentrasi dan ketenangannya dalam berfikir untuk menemukan
jawaban bagi fatwanya.

Hendaklah hatinya merasa perlu kepada Allah dan memohon
pertolongan kepada-Nya agar tetap berada di jalan yang diridhai-Nya,
dirunjukkan kepada yang benar. Kemudian barulah ia melihat nash-
nash Alqur'an dan sunnah, riwayat para sahabat, dan pemlklran para
ulama, guna sebagai dasar dan perbandingan dalam ijtihadnya itu,
sehingga menghasil-kan suatu hukum yang kuat landasannya.

3. Hendaklah ia mencari hukum yang diridhai Allah swt. dengan

mengacu kepada firman Allah swt. :

-

2: )a'-a .-e.l.--uoza 5”;’1 ;,_:"-z .":‘ ): 'E,
di‘,_aJ.LM_,p_b;\}Mc_::Jﬂjd\J}.ﬂL.up.e.:.apg.v-d\
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Anrtinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka -
menurut apa yang - diturunkan Allah, dan janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu mereka. Dan hati- hatilah kamu terhadap
mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian
apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (Al-Maidah QS 5:
49)

Dengan demikian, dalam berfatwa mufti tidak boleh sekedar
berlandaskan adanya pendapat di kalangan fukaha, akan tetapi ia
mencari yang terkuat dalilnya. Tidak boleh berfatwa berdasarkan hilah
yang haram maupun yang makruh.”’

D. MUFTI MUQALLID

Jika seorang mufti belum mencapai peringkat mujtahid, karena
belum terpenuhinya syarat-syarat ijtihad yang telah disebutkan, maka ia
boleh berfatwa kepada orang lain dengan mengabil pendapat seorang
mujtahid. Dengan demikian, si mufti hanya sekedar pengutip. Akan
tetapi, bolehkah ia memilih pendapat yang paling ringan bagi orang

37  Ali Hasabuilah, op. cit. hal. 104.
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banyak? Sebenarnya adanya perbedaan di kalangan sahabat Nabi saw.
merupakan pencegah kesempitan dan memberikan keleluasaan kepada
manusia. Kalau sckiranya hanya satu pendapat saja, niscaya manusia
justru dalam kesulitan. Namun tidak diragukan, jika si mufti tersebut
mempunyai sedikit kemampuan berijtihad yang membuatnya mampu
membedakan antara berbagai dalil dan memilih satu pendapat dari -
beberapa pendapat berbagai mazhab berdasarkan asas istidlal, maka ia
boleh memilih salah satu pendapat mereka dalam fatwanya. Hanya saja
dalam pemilihan itu, si mufti harus terikat pada tiga hal sebagai berikut:

1. Hendaklah ia tidak memilih pendapar yang tidak kuat dalilnya, kalau
sekiranya orang lain menelaahnya tentu ia berpaling dari pendapat
itu.

2. Fatwanya itu mengandung kemasalahatan bagi orang banyak, dan
merupakan langkah yang moderat, tidak menjurus ekstrim yang ketat
dan pemudahan yang berlebih-lebihan.

3. Hendaklah ia mempunyai iktikad yang baik dalam memilih pendapat
yang dipilihnya. bukan untuk memuaskan penguasa atau hawa nafsu
orang banyak.

-

Selanjutnya si mufti yang memilih salah satu pendagat dari
beberapa mazhab harus memperhatikan tiga hal sebagai berikut:’
1. Mengikuti suatu pendapat karena dalilnya. Ia tidak memilih pendapat

yang lemah dalilnya, tetapi memilih yang terkuat dalilnya.

2. Hendaklah ia berupaya dengan sungguh-sungguh untuk tidak
meninggalkan hal-hal yang disepakati ulama menuju hal yang
diperselisihkan ulama. Misalnya, seorang mufti yang ditanya tentang
perwalian seorang wanita atas dirinya sendiri dalam pernikahan.
hendaklah ridak berfarwa dengan pendapat Abu Hanifah, akan tetapi
ia menyampaikan pendapat jumhur ulama.
Hendaklah ia tidak mengikuti hawa nafsu orang banyak, akan tetapi
mengikuti kemaslahatan dan dalil.

N

38 Abu Zahrah, op. cit. hal. 403.
39 Ibid hal 404-405.
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Selanjutnya, ulama juga sepakat bahwa seorang muft harus
berpegang pada apa yang telah ia fatwakan kepada orang lain. Sebab jika
ia meringankan untuk dirinya dengan hal-hal yang tidak ia perbolehkan
untuk orang lain, maka hal itu akan menghilangkan sifat keadilannya;
kecuali apabila peringanan itu disebabkan oleh sesuatu yang bersifat
pribadi dan dibutuhkannya yang kalau sekiranya hal tersebut terdapat
pada orang lain, niscaya ia juga memfatwakan hal seperti itu untuk orang
lain tersebut. Di samping itu, seorang mufti juga harus pelan-pelan dan
tidak terburu-buru. la harus berfikir dan merenungkan kebenaran pada
persoalan yang dimintakan fatwanya, akibat yang timbul dari fatwanya,
dan keadaan orang yang meminta fatwa. Kelambanan ini ridaklah
menjadi aib baginya, selama ia teguh pada kebenaran dan persoalannya
tidak membutuhkan kesegeraan. Imam Malik ra., misalnya, begitu
berhati-hati dalam memberikan fatwa sehingga terkadang membutuhkan
waktu berhari-hari untuk mengkaji suatu masalah. Hal ini tidak lain
disebabkan, bahwa mufti itu menempati amaliah para nabi dalam
menerangkan kepada umat manusia apa yang boleh dan apa yang tidak
boleh atau haram. la penyampai syari’at Nabi saw. kepada mereka. Ia
pewaris para nabi dalam menerangkan syariat Allah kepada masyarakat.
Oleh karena itu, ia tidak boleh sedikitpun memberikan peluang bagi
hawa nafsu. Ia berbicara berdasarkan kebenaran, tanpa rasa takut kepada
celaan siapapun.w

40. /bid. hal. 405-406
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BAB V

TA'ARUDH
DALIL-DALIL DAN TARIJIH

A. PENGERTIAN TA’ARUDH

Ta'arudh dalam bahasa Arab berarti: berlawanan atau bentrokan
antara dua hal.

Adapun ta'arudh dalam istilah ulama ushul figh ialah: “Salah satu
dari dua dalil menghendaki suatu hukum pada suatu kasus yang
berlainan dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil lain pada kasus
yang sama.”*' Misalnya, firman Allah swt.:

gt £ )
)ui..zab‘- .,
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Artinya: “Orang-orang  yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri) menangguhkan
dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.” (Al-Bagarah QS 2:
234)

Dan firman Allah swt. lainnya:

41. Abd. al-Wahab Khallaf, op. cit., hal. 229.
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Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, wakeu iddah mereka ialah
sampai mereka melahirkan kandungannya.” (Al-Talag QS 65: 4)

Nash yang pertama sesuai dengan keumumannya menghendaki,
bahwa iddah perempuan yang suaminya meninggal dunia ialah empat
pulan sepuluh hari, baik dalam keadaan hamil atau tidak. Sedangkan
nash kedua, sesuai dengan keumumannya, menghendaki bahwa setiap
perempuan hamil habis masa iddahnya dengan persalinan kandungannya,
baik disebabkan talak atau suaminya meninggal dunia. Dengan demikian,
terjadi pertentangan antara dua nash tersebut berkenaan dengan iddah
wanita yang hamil yang disebabkan meninggalnya si suami. Berdasarkan
nash pertama, perempuan tersebut beriddah selama empat bulan sepuluh
hari; dan berdasarkan nash kedua ia harus beriddah sampai persalinan
kandungannya. :

Pertentangan antara dua dalil syara’ tidak akan terbukti, kecuali
bila kedua dalil itu memmpunyai kekuatan yang sama. Misalnya, nash
yang gath’i bertentangan dengan sesama nash yang gath’i, atau nash yang
thanni bertentangan dengan sesama nash yang zhanni. Adapun apabila
salah satu dari dua dalil yang bertentangan itu lebih kuat dari yang lain,
maka yang wajib diikuti adalah hukum yang dituntut oleh dalil yang
lebih kuat, sementara hukum yang berbeda yang ditunjuk oleh dalil yang
lemah sama sekali tidak diperhitungkan. Dengan demikian, rtidak
mungkin terjadi pertentangan hukum antara nash yang gath’i dan nash
yang zhanni, dan antara nash dengan ijma’ atau giyas, serta antara ijma’
dan giyas. Sebab di sana ada perbedaan kekuatan dalil-dalil itu, sehingga
otomatis hanya dalil yang kuatlah yang diambil dan dalil yang lemah
harus ditinggalkan.

Selanjutnya pertentangan tersebut mungkin terjadi antara dua ayat
Alqur'an, antara dua hadis mutawatir, antara ayat Alquran dan hadis
mutawatir, antara dua hadis yang tidak mutawatir, atau antara dua giyas.
Sebab semua bentuk itu sama kekuatannya, yaitu: sama-sama dalil yang
qath’i atau sama-sama dalil yang zhanni.
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Perlu diingat, sebenarnya pertentangan antara dua dalil secara
hakiki tidak ada, sebab dalam syari'at tidak mungkin terjadi saling
pertentangan. Mustahil Allah mengeluarkan dua dalil yang saling
berlawanan dalam satu masalah dan dalam waktu yang sama. Dengan
demikian, pertentangan tersebut terjadi hanya sebatas pengamatan
lahiriah seseorang yang sedang berijtihad, sesuai dengan pemahamannya

terhadap dalil dalil itu.

B. CARA MENGATASI TA’ARUDH

Apabila tampak dalam pandangan lahiriah seorang mujtahid ada
pertentangan antara dua dalil yang memiliki kekuatan yang sama atau
seimbang, maka ia wajib mengkaji cara mengatasinya. Untuk itu, ada dua
versi yang berbeda di kalangan fukaha dalam menyelesaikannya, yaitu:
Pertama, metode mazhab Hanafi. Kedua, metode mazhab Syafi'i atau
jumhur mutakallimin.

~

Adapun metode mazhab Hanafi dalam mengatasi pertentangan
antara dua dalil adalah sebagai berikut:*

. Nasakh: Seorang mujtahid terlebih dahulu harus mengkaji kedua
nash itu secara historis. Jika kemudian ditemukan, bahwa salah satu
nash lebih dulu datangnya dari nash yang lain, maka diputuskan
bahwa nash yang terakhir menasakhkan nash yang lebih dulu, apabila
keduanya mempunyai kekuatan yang ' seimbang sehingga
memungkinkan nash yang satu menasakhkan nash yang lain.
Misalnya, dua ayat dalam contoh di atas, Al-Bagarah 234 dan Al-
Talaq 4. Secara lahiriah kedua nash itu tampak saling bertentangan.
Akan tetapi berdasarkan riwayat Ibn Mas'ud ra. nash yang kedua
turun belakangan dibanding nash yang pertama. Oleh karena itu,
nash kedua menasakhkan nash yang pertama dalam masalah yang
saling bertentangan itu. Dengan penyelesaian semacam ini dapat
ditetapkan, bahwa iddah wanita hamil yang suaminya ‘meninggal
dunia adalah persalinan kandungannya. Dengan demikian, tidak

42 Wahbah al-Zuhaili, op. cit. hal. 1176-1180.
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berlaku baginya iddah empat bulan sepuluh hari, karena ketentuan
ini telah dinasakhkan oleh iddah persalinan kandungannya.

2. Kemudian apabila kedua nash yang saling bertentangan itu tidak
diketahui sejarah mana yang lebih dulu atau belakangan turunnya,
maka salah satu dari dua nash itu ditarjihkan atas lainnya melalui
salah satu cara tarjih, misalnya nash yang muhkam ditarjihkan atas
nash yang mufassar atau zhahir nash sesuai dengan peringkat
kejelasan maknanya; atau dalalah al-‘ibarat didahulukan atas dalalah
al-isyarat dan semisalnya sesuai dengan peringkat kekuatan cara
dilalah lafaz terhadap maknanya. Misalnya, pertentangan makna
antara firman Allah swt.:

&1 3ol 55 Jub (633 15l

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua saksi yang adil di antara
kamu.” (Al-Talag, QS 65: 2)

Dan firman Allah swt. lainnya:

g, i B3 41 A

Artinya: “Dan janganlah kamu menevima kesaksian mereka buat selama-
lamanya.” (Al-Nur, QS 24: 4)

Ayat pertama adalah nash vyang mufasssar, mengandung
kemungkinan bahwa kesaksian orang yang menuduh orang lain
berbuat zina tanpa bukti, apabila telah bertaubat. Karena setelah
berraubat, orang tersebut termasuk kategori orang adil. Sedangkan
ayat kedua merupakan nash yang muhkam, karena ada penegasan
kata “selama-lamanya”. Konsekuensinya kesaksian penuduh zina
tetap tidak dapat diterima selama-lamanya, meskipun ia telah
bertaubat dan diakui keadilan sikapnya. Dengan demikian keduanya
saling bertentangan. Akan tetapi- mengingat ayat pertama termasuk
mufassar dan ayat kedua termasuk muhkam, maka yang pertama
dikalahkan oleh yang kedua. Berdasarkan pentarjihan itu, kesaksian
orang tersebut tetap ditolak.
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Misalnya lagi, firman Allah swt.:

P i o (oadh (KL LT g
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Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gshesh
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; ovang mesdeks
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanis desges
wanita.” (Al-Bagarah, QS 2: 178)

Dan firman Allah swt. :
L MR s SRV ¢ 7, Ky, o 308 o0 e
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Artinya: “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin denges
sengaja, maka balasannya ialah nevaka Jahannam, ia kekal &
dalamnya, dan Allah murka kepadanya, mengutukinya, dem
menyediakan azab yang besar baginya.” (al-Nisa’, QS 4: 93)

Berdasarkan dalalah ‘ibarat ayat yang pertama menunjukksn
kewajiban qgishash terhadap pembunuh dengan sengaja. Kemudian
berdasarkan dalalah isyarat, ayat kedua menunjukkan bahwa
pembunuh dengan sengaja tidak dikenakan hukuman gishash, karena
ia, mendapat hukuman kekal di dalam neraka Jahannam.
Konsekuensinya, ia tidak dikenakan hukuman di dunia lagi
Berkenaan dengan pertentangan ini, makna yang ditunjuki oleh ayat
pertama didahulukan atas makna yang ditunjuki oleh ayat kedua iru.
- Karena ayat pertama dipahami berdasarkan dalalah ‘tharat yang mesti
didahulukan atas dalalah isyarat pada ayat kedua.

Apabila tidak mungkin ditarjihkan, maka ditempuh langkah
kompromi dan penyesuaian antara dua dalil itu' (al-jam's wa al-
tawfig). Sebab mengamalkan dua dalil lebih baik daripada
meninggalkan salah satunya. Adapun cara- mengompromikan kedua
dalil tergantung dari karakter kedua nash itu. Misalnya, jika
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keduanya sama-sama umum, maka diadakan pembagian macamnya;
jika keduanya sama-sama mutlak, maka dibatasi; jika keduanya sama-
sama bersifat khusus, maka kekhususan masing-masing dimaksudkan
pada bagian darinya; dan jika salah sarunya umum dan satu lagi
khusus, maka yang umum ditakhshish dengan yang khusus.

Misalnya, firman Allah swt.:

EYYADENE o33 B W Ll [l ikl
Artinya: "Wanita-wanita - yang ditalak  hendaklah  menahan  divi
(menunggu) tiga kali quru’.” (Al-Baqarah, QS 2 : 228)

Dan firman Allah swt. :
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Artinya: "Hai  orang-orang yang beriman, apbila kamu menikahi
perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan
mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak
wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta
menyempurnakannya.” (Al-Ahzab, QS 33: 49)

Ayar pertama merupakan nash yang umum yang mewajibkan iddah
atas wanita yang diceraikan, baik sesudah campur atau sebelumnya.
sedangkan ayat kedua merupakan nash yang khusus yang tidak
mewajibkan iddah atas wanita yang diceraikan dan belum dicampuri
oleh suaminya. Maka ayat pertama ditakhshish oleh ayat kedua.

Misalnya lagi, firman Allah swt. :
G 3 Al daadi (SClE TATS

Artinya: “Diharamkan  bagimu  (memakan) bangkai, davah = (AL
Maidah, JS 5: 3)

Dan firman Allah swt. pada tempat lain:
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Artunya: Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh ~dalam wahye womg
diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi ovang yeme
hendak memakannya, kecuali kalau makanan i banghes, s
darah yang mengalir...” (Al-An'am, QS 6: 145)

Ayat pertama termasuk kategori lafaz yang mutlak, mensharamian
darah yang mengalir dan yang tidak mengalir; sedangkan kbt g
kedua termasuk kategori lafaz yang muqayyad yang menchesmmian
darah yang mengalir saja. Oleh karena itu, larangan darah pads s
pertama harus diartikan dengan “darah yang mengale” schmew
dinyatakan dalam ayat kedua. Dengan demikian, yang harses adeias
darah yang mengalir, bukan mutlaknya darah.

4. Apabila tidak mungkin dilakukan langkah-langkah tersebes & s
maka kedua dalil tersebut diputuskan gugur, karens e
pertentangan keduanya. Selanjutnya seseorang yang berijtihad Sares
mempergunakan dalil yang lebih rendah peringkatnya daripads kefius
dalil itu. Misalnya, dua hadis yang berkenaan dengan salas =ruams
matahari. Pertama, hadis Nu'man bin Basyir: “Bahwa Nabi ssm
mengerjakan  shalat gerhana matahari  sebagaimana leemm
mengerjakan shalat: satu ruku’ dan dua sujud."‘13 Kedua, hads
Aisyah ra.: “Bahwa Rasulullah saw. mengerjakan shalat gerhans

" matahari dua rakaat dengan empat ruku’ dan empat sujud ™
Mazhab Hanafi memandang kedua hadis itu saling bertentangan dan
tidak ada yang lebih kuat. Maka mereka meninggalkan dua hadis it
dan berpegang pada giyas, maksudnya: menggiyaskan shalat gethana
matahari dengan shalat-shalat lainnya.

43, Hadis riwayat Abu Daud dan al-Nasai dari Amr bin al-’Ash. Hadis ini dijadikan pegsngan
mazhab Hanafi.

44, Hadis riwayat imam enam dalam kutub al-sittah dari Aisyah ra Hadis ini doacio
pegangan jumhur,
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Jika kedua dalil yang saling bertentangan itu bukan nash, misalnya
giyas, maka sescorang yang berijtihad wajib mentarjihkan antara
keduanya dengan salah satu pertarjih giyas, seperti pentarjihan gryas yang
didasarkan ‘illat yang discbutkan dalam nash atas giyas yang ‘dlatnya
diambil dari persesuaian saja. Selanjutnya, jika tidak ada pentarjih antara
dua giyas yang saling berentangan, maka seorang mujtahid harus
meneliti dan mencermatinya. Qnyas yang lebih mengena di hatinya, dan
menjadikan hatinya tenang harus diambil dan diamalkannya. Ini berbeda
dengan Imam Syafi'i yang memperbolehkannya untuk memilih salah satu

dari dua giyas itu.

Berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i menempuh cara
mengatasi pertentangan antara dua nash sebagai berikut:

1. Pengompromian dan penyesuaian (al-jam'u wa al-tawfiq) antara dua
nash yang bertentangan itu melalui cara yang dapat diterima. Sebab
jika hal ini memungkinkan, meskipun dari salah satu aspek saja,
maka pengamalan kedua nash itu merupakan keharusan, dan tidak
boleh mentafihkan antara keduanya. Bagaimanapun juga,
mengamalkan dua dalil lebih baik dari meninggalkan salah satunya
secara keseluruhan, karena pada prinsipnya: “Suatu dalil itu mesti
diamalkan, bukan ditinggalkan.”

Kemudian di antara caranya ialah: Pertama, mentakwilkan salah satu
dari dua nash, maksudnya memalingkannya dari pengertian
lahiriahnya. Dengan cara ini, nash tersebut tidak bertentangan
dengan nash yang lain. Kedua, menganggap salah satu nash
mentakhsiskan keumuman nash yang lain atau membatasi
kemutlakannya. Dengan demikian, nash tersebut diamalkan sebagai
nash yang khusus pada kasusnya s2ja dan tetap umum pada hal-hal
yang lain, atau ia diamalkan secara terbatas pada kasus yang
bertentangan itu dan tetap mutlak pada hal-hal yang lain.

2. Pentarjihan antara dua dalil, jika tidak mungkin dilakukan iangkah
pertama di atas berdasarkan cara-cara pentarjihan yang diakui oleh
ulama.

3. Jika dua cara di atas tidak mungkin diterapkan, maka ditempuh cara
penasakhan salah satu dalil dan mengamalkan salah satunya saja, jika
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penasakhan ini mungkin ditempuh. Misalnya, kedua dalil diketzhwm
mana yang dulu dan mana yang belakangan datangnya.. Dengan
demikian, dalil yang belakangan menasakhkan dalil yang lebih dulu.

4. Menggugurkan kedua dalil, jika tiga langkah sebelumnya tdak
mungkin ditempuh. Maksudnya, kedua nash sama-sama ditinggalkan
dan tidak diamalkan. Selanjutnya dipergunakan dalil lain, seakan
akan merupakan kasus yang tidak ada dalilnya. Bacar'-'-a'la"’—: =
adalah perumpamaan yang tidak ada dalam kenyataannya.®

C. PENTARJIHAN DALIL-DALIL

Pengertian Tarjih: Tarjih dalam bahasa Arab berarti: condone S
memenangkan atau mengunggulkan. Misalnya mentarjihkan tmbensss
maksudnya: timbangan itu condong sebelah.

Adapun tarjih menurut istilah ulama ushul figh dan meches
Hanafi ialah: Menampilkan nilai tambah pada salah satu dan de= 5s
yang sejajar dengan sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Ini disebablan.
bahwa mazhab Hanafi tidak memperbolehkan tarjih dengan sesuatu yang
bisa menjadi dalil tersendiri. Dalam pandangan mereka, tarjih tdaklah
didasarkan banyaknya dalil. Sebab masing-masing dalil menetapkan
sesuatu yang dituntutnya secara berdiri sendiri. Oleh karena itu tidzk
boleh digabungkan dengan yang lain. Selanjutnya sesuatu menjadi kuat
disebabkan suatu sifat yang terdapat pada esensinya, bukan pada
penggabungan sesuatu lainnya dengannya.

Hal ini berbeda dengan pandangan jumhur fukaha yang
menyatakan, bahwa tarjih dapat dilakukan berdasarkan banyaknya dalil.
Sebab tujuan dari tarjih adalah kuatnya dugaan yang muncul dari salah
satu dua tanda yang saling bertentangan. Kekuatan dugaan ini juga dapat
terwujud pada dalil yang dikuatkan oleh dalil lain yang menetapkan
hukum yang sama dengannya. Atas dasar itu, ulama pentahqiq dari
mazhab Syafi'i mendefinisikan tarjih sebagai berikut: “Penguatan salah
satu dari dua tanda (dalil zhanni) atas yang lain untuk diamalkan.*

45. Abd al-Wahab Khallaf, op. cit. hal. 231-232.
46. Wahbah al-Zuhaili, op. cit. hal. 1185-1186.
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Hukum Yang Berkenaan Dengan Tarjih: Setelah pentarjihan salah
satu dari dua dalil yang bertentangan, maka menurut jumhur wajib
mengamalkan dalil yang kuat. Hal ini didasarkan ijma’ sahabat dan
tabi’in dan ulama sesudahnya yang mendahulukan sebagian dalil zhann:
atas scbagian dalil zhanni lainnya dalam berbagai kasus yang berbeda,
apabila disertai sesuatu yang menguatkannya atas dalil zanni lain yang
bertentangan dengannya. Dalam ijtihad para sahabat mengharuskan
vengamalan dalil yang rajih (lebih kuat) dari dua dalil zhanni, bukan yang
lemah. Di samping itu, secara rasionalpun manusia mengharuskan
penigamalan sesuatu yang kuat, bukan sesuatu yang lemah.

METODE TARJIH ANTARA SESAMA NASH

Untuk mentarjihkan antara dua nash yang saling bertentangan
dapat dilakukan dari empat aspek sebagai berikut:*’

1. dari segi sanadnya,

dari segi matannya,

dari segi hukum atau madiul (kandungan dalil),
dari segi faktor eksternal.

. Tarjil Dari Segi Sanad

Tarjih aspek ini meliputi:

a. Tarjih terhadap perawinya. Suatu sanad yang banyak perawinya
diunggulkan atas sanad yang sedikit jumlah perawinya.

b. Tarjih dengan meninjau karakteristik periwayatan itu sendiri.
Misalnya, hadis mutawatir dimenangkan atas hadis masyhur, dan
hadis masyhur dimenangkan atas hadis ahad.

c.  Tarjih dengan meninjau cara periwayatan. Misalnya, hadis yang
didengar langung dari sabda Nabi saw. diutamakan atas hadis
yang menceritakan kejadian di depan majelisnya dan beliau
mendiamkannya. Demikian pula, periwayatan ucapan (qawliy)
beliau didahulukan atas riwayat perbuatannya (fi'liy).

47. [lbid hal. 1188-1199.
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Tarjih dengan meninjau kondisi yang hadis yang diriwayatkan.
Misalnya, hadis yang tidak ada pengingkaran periwayatannya
didahulukan atas-hadis yang ada pengingkaran periwayatannya.

2. Tarjih Dari Segi Matan

Pentarjihan dari segi kandungan nash-nash hadis yang saling
bertentangan di antaranya ialah:

a.

b.

Larangan didahulukan atas perintah, sebab menghindari
kerusakan didahulukan atas menarik manfaat.

Perintah didahulukan atas pembolehan. Sebab orang yang
mengamalkan yang pertama otomatis mengamalkan yang kedua.
Pengertian hakiki didahulukan atas makna majazi, sebab tidak
memerlukan garinah dan makna itulah yang cepat muncul dan
ditangkap oleh pikiran.

Lafaz yang khusus didahulukan atas lafaz yang umum.

Lafaz umum yang tidak ditakhsis diutamakan atas lafaz umum
yang telah ditakhsis.

Ucapan didahulukan atas perbuatan. Dan masih banyak [agi
pentarjihan lainnya.

3. Tarjih Dari Segi Hukumnya

Tarjih dari segi hukum di antaran\}a ialah:

a.

b.

Nash  yang melarang didahulukan atas nash  yang
memperbolehkan.

Jika salah satu nash mengharamkan dan nash yang lain
mewajibkan, maka menurut al-Amidi dan Ibn al-Hajib nash yang
mengharamkan didahulukan atas nash yang mewajibkan.

Jika salah satu dari.dua nash menetapkan dan nash yang lain
menafikan, maka menurut jumhur ulama nash yang menetapkan
didahulukan atas nash yang menafikan.

Nash yang menolak hukuman hadd didahulukan atas nash yang
mewajibkan hukuman itu.

Nash yang menetapkan hukum wadh'i didahulukan atas nash
yang menetapkan hukum taklifi.

Nash yang menetapkan hukum yang lebih ringan didahulukan
atas nash yang menetapkan hukum yang leih berat. Dan lainnya.



232 Ushul Figh II

4. Tarjih Dengan Faktor Eksternal

Di antara bentuk tarjih ini ialah:

a.

b.

Salah satu dari dua dalil yang bertentangan didahulukan, apabila
dikuatkan oleh dalil lain, baik Alqur'an, sunnah, ijma’, giyas,
penalaran akal maupun pengalaman inderawi.

Dalil yang didukung pengamalan penduduk Madinah atau al-
Khulafa’ al-rasyidun, atau sebagian umat didahulukan atas dalil
yang tak didukung hal-hal tersebut.

Nash yang menyebutkan ‘illat hukum didahulukan atas nash
yang tidak menyebutkan ‘illat hukumnya.

Nash yang lebih dekat kepada ihtiyath dan baraat al-zmmah
didahulukan atas nash lainnya yang tidak mengacu kepada kedua
hal tersebut.

Nash yang disertai penafsiran perawi berupa perbuatan dan
ucapannya didahulukan atas lainnya yang tiddak demikian.

Nash yang dimaksudkan untuk menjelaskan hukum yang
diperselisihfan didahulukan atas nash -yang udak
menjelaskannya.

METODE PENTARJIHAN ANTARA SESAMA QIYAS

Pentarjihan antara dua giyas yang saling bertentangan dapat

ditempug dengan memperhatikan empat aspek pentarjihan sebagai
berikut:

1. Pentarjihan dari segi asalnya,

2. Pentarjihan dari segi far'nya,

3. Pentarjihan dari segi ‘llatnya, dan

4. Pentarjihan dari segi faktor eksternal.
1

. Pentarjihan Dari Segi Asalnya

Pentarjihan dari segi asalnya pada dasarnya mengacu kepada dalil
asalnya yang lebih kuat pada dua giyas yang saling bertentangan.
Bentuk pentarjihannnya antara lain sebagai berikut:

48.

Ibid. hal. 1200-1207.
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Qivas yang hukum asalnya gath’i didahulukan atas giyas yang
hukum asalnya bersifat zhanni.

Qiyas yang dalil asalnya nash didahulukan atas giyas yang dalil
asalnya bukan nash.

Qiyas yang mengikuti aturannya didahulukan atas giyas yang
dipalingkan dari aturannya.

Qivas yang didasarkan dalil yang khusus penyebutan ‘illatnya
didahulukan atas lainnya yang tidak seperti itu.

Qivas yang dalil asalnya tidak terkena penasakhan didahulukan
atas qiyas yang dalil asalnya diperselisihkan penasakhannya; dan
lainnya.

2. Pentarjihan Dari Segi Far’'nya

.Pentarjihan dari segi far'nya meliputi:

d.

Qiyas yang far'mya mempunyai kesamaan pada hakekat hukum
dan ‘llamya didahulukan atas giyas yang far'nya mempunyai
kesamaan pada jenis hukum dan ‘Wlatnya.

Qiyas yang far'nya lebih belakangan dari asalnya didahulukan dari
qiyas yang far'nya lebih dulu,

Qiyas yang ‘illatnya dipastikan terdapat pada far'nya dxdahuiuk'm
atas qiyas yang ‘illammya diduga terdapat pada far'nya.

Qiyas yang hukum far'nya tetap dalam nash secara umum
didahulukan atas giyas yang fukum far'nya tidak tetap dalam nash
secara umum. :

3. Pentarjihan Dari Segi ‘Illatnya

Pentarjihan dari segi ‘illat hukum dapat dibagi dua, yaitu: pentarjihan
dengan sifat ‘llat hukum dan pentarjihan dengan metode yang
ditemmpuh dalam menetapkan ‘illat hukum itu.

Termasuk kategori pertama ialah:

Qiyas yang ‘illatnya berupa sifat hakiki didahulukan atas giyas
yang ‘dlatnya berupa sifat i'tibari.

Qiyas yang ‘illatnya berupa sifat yang ada didahulukan atas giyas
yang ‘illatnya berupa sifat yang tidak ada.
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Qiyas yang ‘illatnya berupa sifat yang jelas dan tertentu
didahulukan atas giyas yang ‘llammya tidak jelas dan tidak
tertentu.

Quwas yang ‘dlar hukumnya berupa satu sifat didahulukan atas
giyas yang ‘illar hukumnya terdiri dari dua bagian.

Qiyas yang illar hukumnya muta'addi (dapat diterapkan pada kasus
lain)) didahulukan atas giyas yang ‘illat hukumnya terbatas.

Qiyas yang ‘illat hukumnya muatstsirah (berpengaruh) yang
mendorong bagi pensyariatan suatu hukum didahulukan atas
giyas yang ‘tiat hukumnya hanya merupakan pertanda bagi suatu
hukum saja.

Qiyas yang ‘et hukumnya berupa sifat yang diduga merupakan
kemasalahatan dharurivah atau pelengkap bagi kemaslahatan
dharuriyah didahulukan atas giyas yang ilat hukumnya diduga
merupakan kemasalahatan hajiyyah  atau  tahsiniyyah  atau
pelengkap bagi kedua kemaslahatan yang terakhir. Demikian pula
‘Ulat yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemasalahatan
hajiyah didahulukan atas ‘illat yang dimaksudkan untuk
mewujudkan kemasalahatan tahsiniyah atau pelengkapnya.

Kemudian termasuk kategori pentarjihan ‘flat hukum dari segi
metode yang ditempuh dalam menetapkan ‘illat hukum itu ialah
sebagai berikut:

a.

Qiyas yang ‘illat hukumnya bersifat gath’i seperti yang dinyatakan
dalam nash Alqur*an dan sunnah yang mutawatir atau disepakati
ulama didahulukan atas giyas yang illat hukumnya zhanni.

Qiyas yang illat hukumnya diistimbathkan melalui al-sibr wa al-
tagsim didahulukan atas giyas yang ‘illat hukumnya diistimbathkan
melalui munasabah (persesuaian).

Qivas yang ‘llat hukumnya diisyaratkan nash didahulukan atas
giyas vyang ‘llat hukumnya diistimbathkan melalui cara
munasabah.

4. Pentarjihan Dari Segi Faktor Eksternal

Pentarjihan giyas berdasarkan faktor eksternal pada dasarnya hampir
sama dengan pentarjihan nash dengan faktor eksternal, yang di
antaranya adalah sebagai berikut:




(1]

ad dan Perkembengeneys deiom Powinmant Siakew S Z35

s qiyas yang sama hukumnya dengan satu asal saja
yang ‘illat hukumnya tergabung dalam ‘illat hukem b

wlukan atas giyas yang ‘illlat hukumnya tidak tergabemne po
‘illat hukum lainnya.
On

~

s yang didukung dengan fatwa sahabat didah

givas yang tidak didukung olehnya.

Qiyas yang berlaku untuk seluruh fury’ didahulnkss =t=s o
yang berlaku untuk sebagian furu’ saja.
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BAB VI |

DINAMIKA DAN ELASTISITAS
HUKUM ISLAM

Perubahan sosial merupakan suatu gejala yang normal dalam
kehidupan masyarakat, terutama di abad kedua puluh ini. Perubahan itu
terasa begitu cepat dan pengaruhnya menjalar dengan cepat pula
kebagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi
‘modern. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadinya suatu
revolusi, modernisasi pendidikan dan seterusnya yang terjadi di suatu
tempat dengan cepat pula dapat diketahui oleh masyarakat lain yang
letaknya jauh dari tempat peristiwa itu terjadi.

Perubahan dalam masyarakat dapat mengena pada nilai-nilai,
kaidah-kaidah, pola peri kelakuan, organisasi-organisasi, struktur
lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan dan kewenangan,
interaksi sosial, dan sebagainya.49 Dengan demikian sebenarnya bidang di
mana mungkin terjadi perubahan sosial amatlah luas. Sebagai pedoman
Selo Sumarjan mengatakan, bahwa perubahan sosial adalah segala
perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suaru
masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya
nilai-nilai, sikap-sikap dan pola peri kelakuan di antara kelompok
kelompok dalam masyarakat. Berdasarkan rumusan tersebut tekanan

49. Soerjono Soekanto, PGJ‘\'OI‘{-PU/\'DI’( Sosiologi Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1988, hal 88-
89.
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diletakkan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan
kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan pokok
manusia. Perubahan tersebut kemudian mempengaruhi segi-segi lain dari
struktur masyarakat.50

Sulit dibayangkan, suatu perubahan sosial yang terjadi pada salah
satu lembaga kemasyarakatan tidak akan menjalar pengaruhnya kepada
lembaga lembaga kemasyarakatan lainnya. Meskipun hal itu mungkin
saja terjadi, namun umumnya perubahan di bidang tertentu akan
mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Ini berarti, sampai tingkat tertentu
hukum harus menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di
bidang lainnya, sebab hukum merupakan lembaga sosial vang
berhubungan dan saling pengaruh-mempengaruhi dengan lembaga-
lembaga sosial lainnya. Dalam keadaan ‘tertentu, hukum perls
menyesuaikan diri dengan unsur-usur struktur sosial. Akan tetapi dalam
keadaan lain, unsur-unsur dalam struktur sosial menyesuaikan din
dengan hukum. Gejala ini merupakan bagian dari proses sosial yang
terjadi secara menyeluruh, sekaligus merupakan pengakuan dinamika
sebagai inti masyarakat.

Selanjutnya dengan pengakuan dinamika sebagai inti masyarakat,
maka dalam situasi yang dinamis perkembangan hukum akan tertinggal
jika perubahan sosial yang terjadi tidak diikuti dengan perubahan hukum
atau " penyesuaian -hukum secara paralel terhadap perubahan sosial
tersebut. Akibat lebih lanjut dari ketertinggalan hukum dan
perkembangan masyarakat, maka hukum bisa tidak dapat memenuhi
kebutuhan  masyarakat. Kondisi demikian dengan sendirinva
menimbulkan social lag, yaitu: suatu keadaan di mana terjadi ketidak-
seimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang
mengkibatkan terjadinya berbagai kepincangan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa ijtihad dalam bidang
hukum Islam dalam rangka mengantisipasi perubahan sosial yang dinamis
merupakan suatu hal yang mesti dilakukan. Jika tidak, maka akan terjadi

50. Selo Sumardjan. Social Changes in Yogyakarta, Comel University Press, Ithaca, 1962, hal.
i$ aan 379
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social lag, yaitu: ketimpangan antara kebutuhan masyarakat dan hukum
yang mengatur dan melayaninya. Dengan ijtihad, dimungkinkan
reinterpretasi sumber sumber ajaran Islam  secara  terus 1
menerus,pengkajian ulang, dan penalaran secara maksimal yang
menghasilkan pemikiran yang orisinal sehingga sesuai dan relevan bagi
perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi.

Sebagai dimaklumi, bahwa akibat perubahan sosial yang terjadi

dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak ]
ditemukan berbagai hal yang menyangkut rekayasa genetik dan
penemuan banyak hal baru lainnya yang secara langsung berkaitan
dengan manusia sebagai pengguna dan pemanfaat temuan ilmiah itu.
Hal-hal tersebut nyaris tak terbayangkan di masa lampau sehingga
menjadi permasalahan baru di bidang hukum Islam. Tanpa dilakukan
jjihad mengenai hukumnya, maka akan terjadi kesenjangan antara
problema- hukum dan pemecahannya, atau kesenjangan antara
kebutuhan hukum dan hukum yang mengaturnya. Itulah sebabnya,
jjihad merupakan jalan satu-satunya yang harus ditempuh sejalan
dengan dinamika masyarakat. Hal inilah yang telah diantisipasi oleh
ulama salaf dan para mujtahid menghadapi perubahan sosial yant terjadi
di zamannya masing masing.

Di samping itu, harus diperhatikan bahwa sumber hukum Islam,
baik Alqur'an maupun sunnah sangat terbatas jumlahnya. Sebagai telah
dikemukakan sebelumnya, bahwa jumlah ayat hukum berkisar 500-an
ayat dan hadis hukum berkisar 3000-an sampai 4000-an hadis "yang
diperkirakan sahih dan ranpa pengulangan perawi lain. Jumlah in1 terlalu
kecil dibandingkan dengan permasalahan hukum yang terus menerus
timbul dan tidak ditemukan nashnya. Kenyataan ini menuntut ijtihad
guna memecahkannya.

Antisipasi ijtihad terhadap permasalahan hukum tidak berarti
bahwa ijtihad menghasilkan suatu pemikiran hukum yang senantiasa
mentoleris hal-hal baru dan menerimanya begitu saja. Ijtihad justru
diperlukan untuk mengarahkan perkembangan masalah hukum itu
sendiri, apakah ia masih sejalan dan senafas dengan magashid syari'ah
atau tidak. Ini berarti, bahwa pengaruh perubahan sosial terhadap ijtihad
hukum Islam tidak selamanya cenderung permissif atau serba

_ - i -
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memperbolehkan. Pelarangan akan muncul dari hasil ijtihad, jika
permasalahan baru itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan,
nilai-nilai hukum Islam dan maqashid syari'ah.

Dalam ijtihad di  bidang hukum Islam, fukaha telah
memperkenalkan berbagai metode yang pada dasarnya mengacu kepada
dalil rasional seperti giyas, istihsan, mashalih mursalah, istishhab al-hal,
sadd al-dzari’ah dan lainnya, yang tetap mempunyai keterkaitan kuat
dengan sumber utama hukum Islam, yaitu nash Alqur'an dan sunnah.
Metode-metode tersebut telah dibahas secara tersendiri dalam kajian
ilmu ushul figh yang berkenaan dengan dalil-dalil hukum Islam atau
semisalnya, dan bagaimana cara mempergunakannya. Adanya metode
rasional tersebut menggambarkan dinamika dan elastisitas hukum Islam
sehingga akan tetap mampu menjawab tantangan perkembangan zaman
dan perubahan sosial yang terjadi di masa lampau, masa sekarang dan
masa mendatang. Sebab pemecahan yang dilakukan tidak lagi mengacu
kepada teks, jika tidak ada ketentuannya dalam nash Alqur‘an dan
sunnah. Akan tetapi melalui penalaran hukum, baik dengan meninjau
keumnuman makna suatu nash, mencari persamaan hukum dalam bentuk
qiyas atau memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum Islam, yang
dikenal dengan magashid syari'ah.
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UshulFigh merupakan salah satu disiplin ilmu
keislaman yang membahas teéntang cara-cara yang harus
ditempuh oleh seseorang
dalam memahami Al Qur'an dan Sunnah, mengistinbathkan

: hukum Islam dari kedua sumber itu dan cara
berijtihad untuk menetapkan hukum suatu kasus yang
tidak ditemukan nashnya.
Oleh karena itu, Ushul Figh merupakan ilmu yang amat
penting dalam rangka pengembangan hukum Islam kontemporer dan
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